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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. La tar Bclakang Masalah. 

Pernba.ngunan nasional harus disertai dan harus mc!lgakibntknn 

peningkatan kualitas kehirlupan sumber daya manusianya jlka tidak ingin 

pembangunan itu kehilangan maknanya. Meningkatnya arus investasi modal 

dzri luar negeri sebagai akibat dnrl kelkutsertaan Indonesia dalam Organisasi 

Perdagangan Dunia atau World Trade Organization mengiringi kemajuan 

kegiatan perekonomian nasional umumnya dan khususnya di bidang 

perindustrian dan pcrdagangan, membawo. sektor ini kepada meningkatnya 

transaksi tingkat lokal melalui PMDN (Peoanaman Modal Dalam Negeri) 

maupun transaksi multinasional atau intemas!onal melalui PMA (Penanaman 

Modal Asing). Ditambah fenomena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin mernpennudah kegiatan ekonomi itu sehingga mengalarni 

pertumbuhan pesat seperti yang dapat disaksikan sekarang ini dan menciptakan 

istilah jlal world a tau borderless nation, negara tanpa batas. 

Masyarakat Indonesia pun saat ini dikatakan sedang berada dalam 

masa peraliha:n dart "masyarakat agrurisn ke ·~asyarakat industri" dan 

menuju ke "masyarakat informa.c;i". Fungsi negaralah dalam hal ini untuk 

wajib me1indungi segenap warga negaranya dalam menjamin didapatnya 

kesejahteraan, kemakmunm dan keadilan ya.ng memadai dalam menjalunkan 

kegiatan ini terutama perlindungan negara melalui kebijakan penal dan non­

penal nasionalnya sebagai implementasi dari amanat Pasal 5 ayat (l}t Pasol2l 

ayat(l), Pasal27 dan Pasol33 UUD 1945. 

Konsep perlindungan negara terhadnp wnrganya dilandasi dua arus 

perhatian, yaitu: 

1. Adanya pikirnn bahwa negam turut bersalah dalam terjadinya 
korban~ karena itu sewajamyalah negara· memberiknn 
kompensasi kepnda korban; 

2. Adanya a1lran pcmikiran baru dalam kriminologi yang 
meninggalkan pcnd<:katan posivistis dan lebih memerhatikan 

1 Universitas Indonesia 
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L 

proses~proses yang terjadi dalam system peradilan pidana dan 
struktur masyarakatnya (critical criminology), pandangan 
kriminologi kritis ini banyak mcmcngamhl pemikiran dalam 
viktilnologi. 1 

Perlindungon ncgura tcrhadap warganya terscbut tcrutama tcrhadap 

bcntuk-bentuk kejahatan ekouomi merupakan priorit,1s karcna, 

"Kejahatan ekonomi, merupakan salahsatu bentuk kejahatan yang 
erat hubungannya dengan system atau struktur sosial ekonomi 
masyarakat yang tidak hanya bersifat nasional~ tetapi juga sangat 
dipengaruhi oleh tatanan ckonomi dunia intcmasionaL Sccara 
nasional, berarti fungsionaHsusi hokum pidana harus pula 
memerhatikan sasaran pembangunan ekonomi nasional yang 
hendak dicapai. Adanya pengaruh globalisasi ekonorni dan 
keterkaitan ·dengan tata ekonomi intemasional baru sudah ban:mg 
tentu menuntut pula usaha pembaruan untuk mengoptimalkan 
berfungsinya hokum pidam1~~.2 

Tulisan tersebut di atas mengisyaratkan upaya perlindungan 

masyarakat oleh negara itu dapat ditempuh melalui sarana kebijabn pidana 

(penal) maupun sarana non-pidana (non-penal). Sementara dilihat dari 

kebjjakan penal, maka fungsi hukwn pidana yang didasarkan kepada tiga 

konsep~ yaitu: tindak pidana, kesalahan dan pemidanaan} jelas mengandung 

keterbatasan dan bukan satu-satunya sarana yang paling ampuh untuk 

menyelesaikan segula permasalahan yang berkembang di masyarakat. Oleh 

karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. hukum pidana tidak dapat 

bekexja sendirian, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lalnnya (non-penal). 

DaJam kaitan ini Mardjono Reksodiputro menyatakan hahwa 

penggarapan melalui sarana non~penal ini akan lebih memuaskan daripada 

menggunakan sanksi hokum pldana. yaitu melnlui sarnnn Alternative Dispute 

1Mardjono Reksodiputro, Beberflpa Cfltatan Umum tentang Mm;alall Korbtm dah.1m 
Sahctapr, {ed),, Viklimologi.·Sebuah Bunga Rampai, (Jnkarta:Simlr Harapan, 1987), tm1.97. 

Barda Nawawl Arlef, Fungsionalisasi flukum Pldana dalam Pe11anggnlangan Ktijalwttm 
Ekonomi, dal.lm Muladi dnn Bar<ia Nt!\\-'{!Wi Arief (ed), .Bunga Rampai Hut:nm Pldww, 
(Bnndung:Pcoel'bit A!umni,l992), hai.J66, 
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Resolution (ADR).3 Contofi dari penggunaan instrument ADR ini adalah 

penyelesaian yang dilakul<an mela1ui MSAA (Master of Seutement and 

Acquisiiion Agreement) yang disertai klausul Release and Discharge 

terhadap kasus penyimpangan penyalunm bantuan likuiditas Bank Indonesia.4 

Akan tetapi negara tetap harus melakukan proses kriminaiisasi 

dengan sarana pidana atau penal. Hal ini juga dilakukan sebagai suatu 

keharusan alas fungsi dan peran nega.ra sebagai penjaga ketertiban. Maka 

proses itu hams terns berlangsung dan harus selaJu dilakukan eva~uasi) karena 

sebagaimana pemah ditulis oleh Bruggink, 

"Dewasa ini orang makin mengeluh bahwa mclimpahnya aturan­
aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya ketimbang yang 
dituju. Ketimbang bahwa rnengatur kehidupan kemasyarakatan 
dengao cara lebih baik, aturan-aturan hukum itu justru mencekik 
kehidupan kemasyarakatan itu dengan terlalu membelenggu 
kreativitas dan spontanitas .... 5 

Dalam pertumbuhan sistem dan struktur ekonomi yang pesat 

dewasa ini. secara tidak 1angsung telah memfasilitasi peran korporasi untuk 

meluas di segaia aspekfbid.ang kehidupan masyarakat. Di satu sisi, hal tersebut 

adalah buah dati dilaksanakannya pembangunan nasional oteh pemerintah 

yang dimaksudkan tidak Jain untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakatnya, kalau tidak bisa dikatakan sebagai dampak dati 

kemajuan Hngkat peradaban manusia itu sendiri. 

Kegiatan ckonomi yang dijalankan oleh korporasi telah turut 

mendptakan modernisasi di segala bidang kehidupan serta membawa 

perubahan po!a dan gaya hidu(}. tenna.suk pola hubungan/inter-relasi dalam 

kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di perkotaan~perkotaan di 

l Arlcf Amrulah, Pc!itik Jluk»m Pidana dalam Perlindungan Korban Kejuhamn El«momi 
di Bidang Perhankan,cetakan kedua,.{Millnng:Bayu Media Publishing, 2007), hal.26. 

fWalaupun :menje:Jang akhir tahun 2008 inl kasus yang dikenal sebagai kasus .. BLBI" 
rerscbut tdnh dilanjutkan kembali penyelesaiannya dengan diambil alih kasus tcrsebut olch Kornisi 
PembenmlUsan Korupsi mclalui sarona pidana atau Pencl. Jnt ted:ail densan letlibatnya beberspa 
t>knum Kejaksaan yang $ebelumnya rnenanganl kasus BLBl dalam dugaan gralliikasl, yang 
mcnyebabkttn betlarul~larulnya pcnyelesaian kasus inL 

~J.J.H. Bruggink dalam Bernard Arief Slclhllrta, Rtfleltsl lenlang llukum, 
{Bundung,:Alumnl,1996), hal.l67. 
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Indonesia yang kini semakin bergantung kepada !eknologi infurmasi, 

demikian juga halnya korporasi dalam aktivitasnya. 

Kenyamanan pcrtmubuhan ckonomi membawa dampak 

meningkatnya kemudahan yang dapat dinikmati kehidupan masyarak<tt 

dewasa ini. Proscntasc kualitas hidup memuljukkan peningkatan, antam lain 

terutnma adalal1 prosentasi harnpan hidup masyarakat Indonesia mcngalami 

kenalkan sect1.ra signifikan. 

Disadari maupun tidak, dari pertumbuhan ekonomi yang kini 

dinikmati masyarakat, borkembang pula jenis kejahatan dari yang semula 

bcrsifat konvensional (meminjam istilah Sutherland: Blue Collar Crime). 

menuju ke era kejahatan ekonomi, yang dalam perkembangannya 

me~unculkan korporasi sebagai suhjek/pelaku kejahatanjcnis baru ini, 

Korporasi itu sendiri diberi definisi sebagai, 

"An artificial person or legal entity created by or under the authority 
of the laws of a state or a nation, composed. in some rare instances, of 
a single person and his successors. being the incumbents of a 
particular office, but ordinan"ly consisting of an association of 
nrtmerous individuals"6. 

Dari definisi tersebut, dapat diintisarikan bahwa "korporasi' adalah 

suatu bentuk artificial (hanya 'dianggap' sebagai manusia namun bukan 

manusia sesungguhnya) atau sebuah badan hukum yang diciptakan oleh atau 

dibawah hukum negara yang di dalamnya terdiri dari seseorang atau beberapa 

orang dengan memiliki suatu tempat tinggal. 

Korporasi, si 'pemain baru' dalam aktlvitas ekonorni di sctlap 

negara masa kini, terutama terkenal karena perannya yang menonjol dalam 

hampir semua kegiatan ekonomi. Joel Balkan mengalakan bahw~ 

"Today, cmporation govern our lives. 11'ley determine what we eat, 
what we watch, what we 'Wear, where we work, and what we do. We 
are inescafab!y surrounded by their culture, iconography, and 
ideology". 

6 Henry Campbell Black,M.A,Biack's Law Dictionary, Fifth Edition,, {StPaul Minn:West 
PubJishiog Co,l979), hal 307. 

7J()el Balkan, "The Ccrporalitm:The Pat!Jological PursJtir of Profit and Power", (New 
YorkFree Press,2004), hal.5. 
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Asumsi pemyataan Joel Balkan bahwa korpornsi telah memainkan 

pemn penting dan bahkan menjadi kekuatan ckonmni dominan melalui 

jnringan Afufti-Nationa/ C01porntion (1\;Jli/C) mewujud mcnjadi fnktn. 

Korporasi sant ini telah menjadl pemberi natkah masyarak:at yang tidak 

terserap di sektor publik, mcnjadl pcncipta trendsetter clan menjadi icon 

kemajuan peradaban pada scHap masunya. 

Seperti diuruikan sebclunmya, pertumbuhan ekonomi tcntulah akan 

menimbulkan pula kerugian, diantaranya adalah tumbuhnya kriminalitas. 

Iniiah konsekucnsi darJ sctiap pembangunan. Seperti dikatakan Mardjono 

Reksodiputro bahwa: 

"Berbeda dengan pendapat lama (pendekatan dengan hubungan 
negatif) yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari 
buruknya keadaan ekonomi (yang berarti bahwa bila ekonomi 
membaik. kejahatan akan menurun), maka pendekatan denga.n 
hubungan positif (direct relationship) melihat bahwa gejala 
kriminaHtas ini merupak:an pula suatu kelanjutan dari kegiatan dan 
pertumbuhan ekonomi8

• 

Pada kongres tentang Tire Prevention of Crime and The Treatment 

of Offenders PBB ke-7 tahun 1985 di Milan, dibicarakan dimensi banr 

keja:hatan dalam konteks pembangunan. Digambarkan oleh kongtes " . .,a new 

dimension of criminality is the very substansial increases in the financial 

volume of certain conventional economi.s crimes", seperti : pelanggaran 

hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, 

pcmalsuan invoice, penyelundupnn. dan lnin-lain9
. Tennasuk lain~lain disini 

adalah tindak pidana pencemaron lingkungun. 

Kecenderungan dewasa ini terdapat jenis kejahatan hnru yaitu 

bahwa bunyak dari kejahatan itu turut pula dilakukan oleh korporasi 

khususnya karena peran mereka sebagai pelaku ekonomi yang clominan 

'Mardjono Reksodipulro, Dampak Kej(fhatan Korpqra:si UnJuk Pembangunan dalam 
Kemaju(ltt Pembtwgmum Ekcnomf dan Kejal:utan,{Jnkarta:Pusat Pelayanan Kendilan dan 
Pcng11bdian Hukum,2007), hol.42. (Selanjutnya disebut buku 1). 

9lbid.hai,42. 
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disnmping indivJdu, Perbuatan menyimpang baik individu maupun korporasi 

khususnya dnlum melakukan kriminalitas yang ada kaitunnya dengan kegiatan 

perekonomian terscbut masuk daiam kategori JVltiie Collar Crime, 

Sccm·a bebas, White Collar Crime diartikan sebagai "kejahatan 

kerah putih"', Kcjahatan jcnis ini memang biasa dikaitkan dengan tingkat 

kcmajuan ntau pertumbuhan perckonomian suatu negara. Kejahnto.n ini bisa 

disebut juga sebagai kejahatan ekonomi, karena biasanya dilnkukan baik olch 

individu maupun korporasi dikaitkan dengan aktivitasnya atau dalam kerangk.a 

okupasinya!pekerjaannya dalam kegiatan pcrekonomian. 

Dalam bukunya yang diterbitkun tahun 1949, Wltite Collar Crime, 

Sutherland membatasi wee sebagai "a violation of criminal lalV by the 

person of the upper socio-economic class in the course of his occupational 

activities". PeJaku kejabatan jenis ini biasanya dideskripsikan sebagai 

seseorang yang mempunyai status soslal tinggi~ ahH dalam bidangnya baik 

secara prnktik maupun teori, memiliki kompetensi dalam bidangnya dan 

bekerja sesuai code of conduct dan yang paling penting adalah rnereka 

memonopoli bidang pelayana.n.Oya dan berada dalam system yang luput dari 

pengawasan masyarakat 

Terdapat batas tipis antara kejahatan kerah putill yang dilakukan 

oleh individu maupun korporasi, sehingga seianjutnya rnenimbuikan i.stilah 

khusus yang disebut kejahatan kotpornsi (corporate crime). Perbedaannya 

tipisnya terutama berkaitan dengan model perurnusan tunggungjawab 

pidananya, Dalam model-model tentang pertanggungjawaban pidana terhadap 

kotporasi terdapat tiga pokok ajaran utama yaitu: 

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab. 

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab 

c. Korporasi sebagal pembuat dan juga sebagai yang 

bertanggungjawab. 
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Melihat model pertanggungjawaban tersebut, segera dipahami 

bahwa dalam wee, pertanggungjawaban pidana dapat ditimpakan terhadap 

individu mauptln korporas:i. lnilah yang terkadang sulit dibedakan mana yang 

mumi kejahatan kerah putih dilakukan oleh individu dan mana kejahatan 

kerah putih yang mumi dilakukan oieh korporast Sehingga selanjutnya 

muncul yang discbut secara kbusus sebagai 'kejahatan korporasi' untuk 

membedakannya dengan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh individu. 

Joseph F. Sheley dalam bukunya Explaining Crime (1987), 

mengatakan bahwa, 

"Corporate Crime (Kejahatan Korporasi) dibagi dan didefinisik.an 
dalam enam (6) kategori yaitu, defrauding lhe stock holders 
(perusahaan tidak melaporkan besar keuntungan yang sebenarnya 
kepada P<!inegang saham)1 defrauding the pu&lic (mengelabui 
publik lentang produk~produknya terutama yang berkaitan dengan 
mutu dan bahan), defrauding the government (membuat laporan 
pajak yang tidak benar)~ endangering employees (perusahaan yang 
tidak memperhatikan keselamatan kerja para karyawannya.)1 illegal 
interve~ttion in the political process (berkolusi dengan partai politik 
dengan memberikan sumbangan kampanye) dan endangeTing the 
public welfare (proses produk yang menimbulkan polusl (debu, 
Jim bah B3, suara dan lain sebagainya)", Hl 

Dikatakan pula bahwa kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh 

korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan "taopa kekerasan" (non­

violent), disertai dengan kecurangan (deCeit), penyesatan (misprecentalfon), 

penyembunyian kenyataan (concealment of facts), manipulasi, pelanggaran 

kepercayaan (breach of lrn>l), akal-akalan (subterfo.ge), atau pengelakan 

terhadap peraturan (illegal circumvemion). Dibalik itu semua, apa yang terjadi 

sebenarnya merupakan praktek bisnis yang tidak jujur11
• 

Meskipun investasi di Indonesia diperlukan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi, negara tidak boJeh tunduk kepada korporasi. Apalagi 

toJoscph F. Sheley dalam Mardjono Rcksodiputr~ Perumggungjawabon Pidana 
K~Jrporasi dalam Timfak Pidi1na Kcrporasi da!am Kemajuan Pemhangurwn Ekrmomi tlan 
Pembllhgunon, {Jakarta: Pusal Pelayanan Kcadilan dan Pengabdian Buknm Uni~las 
Indoncsia,200?), haL67. 

11Mu!adi, Demokratisasi. !Jak Asasi Manusia, dan Reformcsi JJulrum Di 
lndone.ria, (Jakana:Uabible Centre,2002).h:al. 158. 
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negarn memiHki mnndnt konstitusional untuk menjamin kesejahtermm rnkynt 

.sebngaimana diamunatkan pas:al 33 UUD l 945. Salah satu bahaya yang saat 

101 dihadapi Indonesia dalrun arus global adalah kotporatokrasi. 

Kmporatokrasi adalah gabungan kekuatan korporasi, institusi kcuangan 

intemasional, dan pcmerintah yang menyatukan kekuatan financial dan politik 

mcreka untuk mcmaksa masyarakut dunia mengikuti kehendak mereka 12
. 

Motivasi korpornsi meJalcukan berbagai bentuk peiangganm di 

bidnng ekonomi adalah untuk mencapai tujuan dan keuntungan yang 

menimbulkan kerugian bagi warga masyarakatj negara dan lingkunganu. · 

Yang menakutkan lagi adalah kerugian terhadap kemajuan pembangunan 

ekonoml Indonesia akan menjadi jauh lebih besar dan serius lagi, apnbila 

dalam kejahatan korporasi terjadi persekongkolun (kotusi:collusion; 

conspiracy; samenspanning) antara pemegang kuasa ekonomi {economic 

power) dengan pemegang kuasn politik (public power; bureaucracy) 14
• Trend 

atau kecenderungan korporasi dewasa ini sebagai pelaku kejahatan adalah juga 

selaras dengan yang dikemukakan Nitibaskara: 

Kejahatan merupakan prodUk dari masyarakatnya sendirl (crime is a 
product of society its self), "habitat" barn ini dengan segala bentuk 
pola-pola intewksi yang ada didalamnya. akan rnenghasilkan jenis­
jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kej;iliatan lain yang 
sebelumnya telah dikenal15

• 

Ungkapan ini menyatakan bahwa corporate crime (Kejahatan 

korporasi) merupakan kejnhatan baru yang berbeda dengan kejahatan­

kejahatan konvensiona! atau sebelumnya sebagai akibat negatif dari 

perkembangan ekonomi. 

Dulam Kongres PBB ke· 7 di Milan pula dikatakan: 

12Chalid Muhammad, Negam Jangan Taklitk Kepada Korporasi, Kompas, Kamis Janggal 
lO Joli 2008. 

uHamznh Hauik, Azas Perlanggungjmvubtm KQrporasi dalam !!ulwm Pidana Indonesia 
(S!ricl Liability dan Vicarious Liability), Cet.I. (Jakartn:Raja Grnflndo Pen;ada, 1996),hal. 10. 

14Mardjono Reksodiputro, Op.Cit .nnl.l29. 
1:lTubagus Rony Rahman Nitibilskara, Ketika Kejahnlan Berdaulat, Sebuoh Pemlel.:atan 

Kriminologi,Hukum dan Sosloiogi, (Jakarta:Pemdabnn),2001,Hal. JiL 
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"Mcngingat keterjalinan antara pencegahan kejahatan, 
pembangunan dan tatanan ekonomi internasional hnru maka 
perubahan-perubahun dalam bidang ekonomi dan struktur social 
scharusnya diikuti dcngan pembaharunn yang tcpat dalmn bidang 
peradilan pldana, yaitu sebagai upaya untuk memastikan kcpekaan 
system hukum pidana terhadap niJaj~nilai dasar dun tujuan 
masyarnkat, sesuai dcngan aspirasi masyarakat intcmasiona1". 1 

Oleh karennnya, maka negara wajib untuk mc!akukan kriminalisasi 

yaitu usaha untuk memperluas berlakunya hukum pirlana, tanpa harus teljebak 

dalam over-criminalization terutama di dalam kejahatan yang dipandang 

sebagai mala prohibita atau perbuatan yang hanya ditetapkan oleh negara 

sebagai perbuatan yang dilarang (unlawful). Salah satunya upaya kriminalisasi 

{criminaliztJtion) terhadap subyek hukum korporasi dimaknai sebagai suatu 

proses untuk menjadikan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

korporasi, yang semula bukan tindak pidana maka di kemudian hari akan 

.menjadi tindak pidana17
, 

Ada keinginan intemasiona1 terhadap kejahatan korporasi 

(corporate crime) khususnya dalam kcjahatan lingkungan untuk 

menggunakan hukum pidana Udak lagi sebagai ''ultimum remedium" namun 

difungsikan sebagai "premium remedium". Keinginan intemasional itu dapat 

dHihat salahsatunya dari fonnulasi intemasional dalam XV1h lnlernational 

Congres of Penal Law, Crimes Against The Environment- Application of The 

General Part yang diselenggurakan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tangga1 5-

JO September 1994, dimana intisari draft resolusi tersebut adn!ah pertama, 

pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak piduna llngkungan 

hidup dikenakan kepada badan hukurn privat maupun publik, sebagaimana 

juga dikenakan kepada orang pcrscorangan. 18 

Tentu saja ini meng:ingat dalam kasus kejahatan lingkungan fakta 

yang bersifat menderitnknn si korban sudah cukup untuk menuntut 

pertanggungjawaban si pelaku sesuai dengan adagium ''res ipsa /oquitor" , 

!!'Drs. M. Arlet Amrulah,SH.,M.Hum, Op.cil, hal. vii. 
0 Mardjono Reksodiputro,Op.ci/~ hal.l96. 
1~uladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Pttrudilan Pidana, (Semarang:Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro,2002), haL 190. 
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yang u.rtinya ''fakta su~ah berbicara_ ~end1ri"L9 . Maka upaya kriminalisasi 

terhadap subjek hukum korporasi yang mclakukan perbuatan pidana bersifat 

sistemik dan komprehensif, tanpa mcninggu!kan cdah-ccluh untuk 

dimanfaatkan pihak yang tidak bcrtanggungjawab, bukan pekerjaan ringan, 

mengingat kondisj tala hukum I1asional dun penegakan lmkum naslonal yang 

maslh jauh dari yang dicita~citakn.n saal ini~ maka perlu!ah dilakukan 

refonnasE hukum secara terus menerus. 

Upaya terus menerus untuk menciptakan hukum pidana modem 

sebagai persyaratan yang harus dimiliki dan sesuai standar haku untuk 

pergaulan antar bangsa mutlak dipcdukan. Terlebih karena Indonesia 

menganut -system hukurn civil law, dimana legislatif scbagai satu-satunya 

"lembaga yang mempunya1 kompetensl dan otoritas untuk membuat 

perundang-undangan. Sampai dengan saat ini pengaturan tentang pemidanaan 

korporasi dalnm R-KUHP masih dibahas di lembaga legislatif sebagai upaya 

untuk secara lebih spesifik mengtitur mengenai kejahatnn korporasi dan agar 

tidak meningga!kan celah hukum yang dapat disalahgunakan. 

Di Belanda, untuk pertama kalinya korporasilbadan hokum 

dianggap sebagai subjek tindak pidana diletakkan dalam pasal IS ayat (I) Wet 

Economische Delicten (WED) 1950, yang kemudian berdasarkan asus 

konkordansi dHerapkan juga di Indonesia mela{ui berbagai Undang-undang 

pidana khusus, misalnya dalnm pasallS ayat (I) No.1 Drt 1955. 

Namun, kemudian dalam perkembnngan, pnsal 15 ayat (1) Wet 

Economische De!icten (WED) 1950 telah diubah dengan Undang-undang 

tanggal 23 Tahun 1976 Stb.377 yang disahkan tanggal I September 1976, 

yang mengubah pasal 51 W.v.S. (KUHP Belanda) schingga korporasi di 

Belanda secara tegas merupokan subjek tindak pidana umum dan menghapus 

pasal 15 ayat (I) Wet Ecvnomische Delicten (WED) 1950 tersebut'0 

Sehingga dalmn hulrum pidana umum (KUHP Belanda) dikatakan "tindak 

1"Mulndi dan Dwidja Priyatno, Pertunggungia>vrlhan Korpomsi dalum Hulwm Pidana, 
Cetakan Pertama. (Bandung: Bagi:m Penetbltnn Sekolah Tinggi Hukum,l9SI), hal. 94, 

Wrviuladi dan Priyatno, Pertanggungjawaban Korpurasi dafam Hukum Pidrma, Cclakan 
Pertama, (Bandung: Bagion Penerbi!an Sekolah Tinggi Hukum Bandung,1981 ), haUO. 
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pidana dapat dilakukan olch manusta (natuurlijke11 personen) dan badan 

hukum/korporasi (rechtspersoon). 

Prof. B.V.A. Rolling pada tahun 1976 itu juga eli Belanda juga 

mendesak untuk memperluas system tersebut agar berlaku untuk semua tindak 

pidana, schubungun dcngan fungsi sosial korporasi dalam masyarakat (lhe01y 

van het functioneel daderschaap) 21
. Ruang lingkup kejahatan yang dilakukan 

korporasi pun lcbih luas cakupannya, dapat disebutkan diantaranya dalam 

hi dang lingkungan hidup, perbankan, tenaga kerja dan lain sebagainya. 

Diharapkan juga dalam RKUHP Nasional yang saat ini masih­

dalam tahap pembahasan memuat ketentuan bahwa korporasi dapat 

merupakan subjek hukum pidana, maka ajaran ketiga diatas, yaitu korporasi 

sebagai pembuat dan korporasi yang bcrtanggungjawab, telah masu~ pula 

dalam hukum pidana umum Indonesia. 

Dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana 

berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang. Sudarto menulis,22 

"Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses 
politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, 
karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan 
masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk 
mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa undang-undang itu mempunyai 
dua fungsi, yaitu: 
I) Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai, dan; 
2) Fungsi instrumental. 
Bertitik tolak dari kedua fungsi tersebut maka sebaiknya politik 
hukum pidana dijalankan tanpa mengingkari fungsi lainnya, 
misalnya sifat atau pengaruh simbolis dari undang-undang 
tertentu." 

Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah dalam suatu sistem pembangunan dan dalam reformasi hukum 

harus dilihat dalam tiga kerangka, bidang yang perlu diperbaharui adalah 

11 Mardjono Rcksodiputro, Op.cil, .ha\.25. 
21Sudarto, Hukum dan Hul..01m Pidana, (Bandung:Aiumni,l983),ha\.93-94. 
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sistem hukum (substansi~ struktur dan kultur). Ketiga aspek perombakan ini 

paHng mempengaruhi satu sama lain:13. Struktur ada!ah mek:anisme yang 

tcrkait dalam kelembagaan. Subslansi adalah landasan-lanUasan, aturnn­

aturan, dan tatanan-tatanan yang mendasari sistcm itu. Kemudian Kultur 

adalah konsistensi lerhudap pandangan sikap filosofis yang mendasari 

sistem?"~ 

Kctcrkaitmmya adnlnh supaya sistem penal nasional kitii balk materii! 

maupun fonnil sedapat mungkin menglndahkan prinsip-prinsip Hak Asasi 

Mauusia. Ini pcnting mengingnt dalam upaya krJminalisasi terhadap tindakan 

subjek bukum korporasi akan berkait erat dengan siapa yung akan 

bertanggungiawab. Pokok-pokok bahasan tersebut hingga saat ini masih 

diperdebalkan dan bahkan masih 1p.enyisakan pro dan kontra pakar hukum, 

teoriiisi maupun praktisi. 

Namun hal ini tidak menjadikan kita surut untuk terus mengevolusi 

aturan hukurn nasional kita menuju kesempurnaan yang dicita-citakan. 

Pengaturan terhadap korporasi sebagai suhjek hukum yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana saat ini sangat urgen dan rnendesak seharusnya 

dijadikan prioritas utarna. Isu utamanya adalah korporasi dan problem 

lingkungan dewasa ini. 

Berikut ini adalah contoh-colitoh kejahatan lingkungan dlsertai daftar 

nama transnational company dan korporasi nasional yang melakukannya:25 

21DR.SyaifuUah,S,H.,M.H.,Refleksi Swiologi Hukum,{Jakttrta; PT.Refika Aditama,2007), 
hal.95. 

NDlsampaikan oleh Muladi dalam kuliah Sh;tem Perttdilan Pidana, di Program MagL~tcr 
llmu. Hukum (S-2) UNDIP,199J dalam Drs. M. Arief Amrulah,SH.,M.Hum, Op.cil, hal.2:S. 

HGunawan, Httkum Ling/amgan dan Tanggungfmvab Linglmngan Karpomsi dalnm 
Jenlera,Jurnal Hukmn, Edi:si 18 (Jakarta:Tahun IV,Jonuari-Juni 2008), hal. :56. 
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Tabell.l. Nama Perusahaan dan Jenis Pelanggaran 

,;~N~1 f£~f~~~~~~:: .. ':~.;._;; .. ·:~ ::~is·trs·~i; ··· .·<·"··> ·~>~·~~~;~.:~~-~~-diJ~·uk~; · · 
·· .. · . ·• . ' . ·. . . ' ' ' .. • . . .·. .. . . 

Petroldmia ~--·---'-f.P;;c::rus:=akan-.::-:-;h:-u::UI::n:-':tr::o-:pi'=s:-':Am-::"a'=w::n::i Chevron 

Coca-cola ~i.inuman 

Dow. Clu:micals Bahan ki.mia 

Ford Motor Company Automobil 

Monsanto Agroinduslri 

Wilmar Holding Petkebunan Kelapa 
Sawit 

Salim Group Perkebunan .. kelapa 
Sawit 

PT.NCWJncnt Minahasa Pcnambangan 
Raya26 

melalui pengeboran mlnyak 
besar~besaran dan membuang 
Hmbahnya di sungai Amazon dan 
menggusur jutaan penduduk 
Amazon 
Privatisasi 
menghancurkan 
banvllk Ol>llg 

air yang 
kchidupan 

Membuang lirubah berncun di 
daernh padat penduduk 
Salah satu penyumbang TNCs 
emisi karbon tetbesar dan 
membiayai perang demi 
perebutan minyak bumi 

Kerusakan lingkungan altibat 
pertanian monokultur skala besar 
yang dilakukan dan 
membahayakan k<=hatan 
manusia dengan tanaman 
genetiknya 
Kerusakan lingku.ngan dengan 
ekspansi perkebunan besar-
besaran dan penyebab 
penggusuran masyarakat dari 
lahan mereka 
Kerusakan JingklUlgan dengan 
ekspansi perkebunan be.sar­
lwla.ran (merupakan pe:rusahaan 
perkebunan dengan lahan terluas 
di Indonesia) dan penyebab 
penggusuran masyarakat darl 
lahan mereka 
Mcmbuang Tailing NMR yang 
mengandung limbah B-3 ke 
TeJuk Buyat tanpa iz.in 

:o Arsip Sum! Dakwaan Jaksa Pem.mtut Umurn do: lam perkara pencemaran llngkungun {)\ch 
PT.Newmont Minahnsa Raya. No.PDM-ITDAN0/0512005. 
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I M '''"''" •-wJ. -·•"~ ~'""" ,....,.. ,.;,~, minynk menginduhkan prosedur 
pemns:angan ring sebagai 
persyaralom kenmanan yang j 

, akibatkan fuapan lumpur/mud j \ I secara liar yang akhirnya 

L .. _______ . __ _L ___ ---__ jL~"~"'~""~t,~g"' e_n_n_ng~. lalmn .. mnsyar~:kat I 
Pemanasan global sesunggulmyu bukanlah sebab) la adalah akibnt. 

Ia adalah akibat kapita!fsrne dan neoliberalisme. Illustrasi diatas adalah tepat 

untuk menggambarkan perdaganga:.1 bebas sebagal sah:tb satu pemicu 

cepatnya pemnnasan global. 

Mode produksi kapitalistik-ncoliberalis pada industri-industri 

(terutama pert<wi~i1, industri dan jasa) sepcrti yang dinyatakan diatas terns 

berkembang hingga menjadi raksasa. Aktor-aktor utamanya yaitu korporasi 

alias perusahaan transnasional raksasa (TNCs) tentunya menghasllkan produk 

yang Iuar biasa masifuya untuk dijual5 dilempar, atau di dumping ke pasar. 

Pasar disini tentu tidak hanya negara asal penghasil misalnya negara maju 

_ maca:m AS dan Uni Eropa, namun juga menuju nega:ra-negara miskin macarn 

Asia, Afrika dan Amerika Latin. Ini adalah ciri perekonomian global yang 

berjalan diatas mode produksi kapitalistik~neolibeml yang terus berekspansi, 

berorientasi ekspor, dan tak henti memburu pasar-pasar baru.23 

Walhasil, negara miskin menerima dampak kebijakan ekonomi 

neoliberal yang keliru seperti pembayaran utang yang besar, penghancUfan 

pasar dan harga produk lokal, bencana lingkungan, konflik sosial dan 

pe)anggnran HA.t\1, serta "pengurasan" sumber daya n!am. Mereka juga harus 

rnenanggung pemanasan global yang disebabkan oleh surnbangan emisi 

karbon dari model pertumbuhan ekonomi negara lndustri ruaju. 211 

Tantangan-tantangan tersebut diatas. membuat aparat penegak 

hukum, khususnya Penuntut Umum, untuk melakukan respon yang tepat demi 

membela kepentingan masyaraknt luas dun mcnjamin keadilan ditegakkan. 

11 Arsip P-19 dan P-18 Kejnksaan Tinggi Jawa Timur atas Bcrkas Perkarn dari Polda Jawa 
Timur dalam knsus PT.Lnpimlo Brantas.Inc, 

1aGunawan, Lac. cit. 
'"Gunawan, Wc.cit 
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Bebcrapa waktu terakhir uupun, perhatian nasional tertuju pacla 

disldangkannya, -wulau dalam waktu yang berbeda-, kasus pencemaran 

lingkungan yang diduga dilakukat1 oleh PT. Newmont Minahasa Raya 

(PT.NMR) yang berlokasi di Minahasa dan Bolang Mongondoow, Sulawesi 

Utara, serta kasus luapan lumpur dar:i tempat pengeboran minyak bumi sumur 

banjar panji~ J,Porong, Sidoarjo. Jawa Timur, yang diduga di!akukan olch 

PT.Lapindo Brantas Inc. 

Menurut pcnulis, dari kedua kasus tersebut, tanpa mengurangi 

bobot kualitas i1miah clan tingkat kesufitan tekn:snya clari bcrbagai dislplin 

ilmu dalam pcmbuktian kedua kasus itu di persidangan, maka kasus PT NMR 

bisa dikatukan istimewa dari kacamata hukum pidana, karena dalam kasus 

pemidan~an lerhadap PT. NMR inilah untuk pertama··.kalinya korporasi 

didakwa dan rlituntut ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Dalam konstruksinyat m:aka dalam kasus ini, PT. NMR dijadikan sebagai 

subjek hukum disamping tentu saja pengurusnya. 

Hal ini membuat penulis tertarik dan tergerak: oleh rasa ingin tahu 

yang be.o;ar untuk melakukan analisa mendalam, menelaahnya dan mengkaji 

secara kritis dan ihniah proses penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut 

Umum dalam kasus ini, terutama terkait kajian teoritis terhadap doktrin­

doktrin pertanggungjawaban (dari berbagai doktrin yang ada) yang 

diaplikasikan kepada PT.NMR, disamping itu juga adalah pemberio.n dan 

pengakuan terhadap korporusi dahlm kasus ini sebagai subjek hukum 

disampingpersoon yang rnempunyai sifat persoonlijk (kernandirian) sunggoh 

meropakan suatu terobosan hukum, mengingat hingga saat ini helum ada satu 

pun korporasi yang dipidanakan, terutama yang rnenyangkut kegiatan 

ekonorni korporasi yang memberi dampak buruk terhadap lingkungan. 

Keistimewaan Jni juga menglngut banyaknya pakar hukum dengan 

sikap mendukung dan pak:ur hukum dengan sikap menolak dengan dasar atau 

argurnen hukumnya masing~masing puia yang menyatakan bahwa korporasi 

dapat dimintai pertanggungjawaban dan juga korporasi tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana. Bahkan, jika dicennati, kedua argument dari 

perspektif pakar-pakar yang berbeda tersebut keduanya dapat dibenarkan dnn 
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dnpnt diterima secura logis. Inilah yang membua.t tcluahnn terhadap 

pertnnggungjawaban pidana korporasi ini mcnjadi m.ennrik. Argumentasi 

masing-masing pakar ini akan diurnikan!ehih lanjut pada Bab III. 

Bahkan Rcmmclink sehubungan dengan hal itu menyatakan, 

walaupun awalnya behau te!ah mengajukan teori pendekatan ""psikologis'' 

terhad11p badan hukum: 

"Harus saya akui bahwa saya mengalami kesulitan dalam 
menghadapi soal penetapan dapat dipidananya badan hukum di 
dalam hukum pidana komunal. Saya memandang hukum pldana, 
bersalah atau dikenakan pcnghukuman) tidak mungkin dapat 
mcmainkan peranan utama di dalamnya. "30 

Sementara Ter Heide mernilih pendekatan hukum pidana yang lebih 

bemuansa "sosiologis". Ia menyatakan, "bahwa terdapat suatu 

kecendertmgan dimana lwkum pidana semakin lama semakin dilepaskan dari 

konte.ks manusia". Sehingga hanya manusia saja sebagai subjek hukum dapat 

pula disimpangL 

Atasan untuk memperlakukan badan hukum sebagai subjek 

hukum adalab berkaitan dengan badan hukum mampu un!uk turut berperan 

dalam mengubah situasi kemasyarakatan (penetapan badan hukum sebagai 

pelaku fungsional), yang mengimplikasikan bahwa badan hukum dapat 

dinyatakan bersalah.31 

Dari beberapa data yang telah dikumpuikan oleh penuJis, terdapat 

beberapa tulisan baik atas hasH peneJitian terhadap pertanggungjawaban 

pidana kotpornsi melalui studi kasus maupun te)aahan secara teoritis mumi, 

beberapa diantaranya juga terkait dengan tindak pidana korporasi terhadap 

Hngkungan hidup, namun pada umumnya data-data tersebut memuat ha~il 

penelitian dan kesimpulan yang didapat adalah masih memakai doktrin 

30A-W. Van SLr!en. Het Daderschap van de reclttspcrsoon bfj milieudelicten, dai<Jm M.O 
Fal.lre,J.C Oudijk, D. Schaffmeisler, Kekllawatiron Mosa Kini Pemikiran Mengenai Hukum 
Pidana Lingkungan tfulam Teori dan Proklek, penerjemah Tris:lam P. Moeliono, (Bnndung:Citra 
Aditya Bakli, 1994), hal.229. 

11 /bid, hal.237-238. 
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pertanggungjawaban kepnda subjek hukum atau pengurus dari korpora&i, 

bukan terhadap korpornsi itu sendiri. 

Penc!itian jurisprudensi yang dilakukan olch A. Pohrm schubungan 

dengan masalah ini 1 honya mcncmukan satu perkara saja yang menempatknn 

korporusi scbngi tcrdakwa, yailu perkara NV. Kosmo dan NV. Sahara dulam 

putusan Pengadilan Ncgcri Ekonami Jakarta No. 3/E/1965. Keshnpulan 

dulam penelitian jur.isprudensi ini adalah bahwa praktck pcradilan pidana 

Indonesia bel urn mengenal atau belwn mengakui pertan&,ounEJawaban pidana 

suatu korporasi sebagai pelaku. Dengan perkataan lain, meskipun korporasi 

dapat dibuktikan sebagai pclaku, namun pertanggungjawaban pidammya 

dibebankan kepada manusla yang menjalankan korporasi tersebut ataupun 

melakukan tindak pidana yang bersangkutan.n 

Menurut A.U. Van Strien) bagaimanapun beiafilyO. akibat/dampak 

dari kriminalitas, kita tetap harus memperhatikan aspek-aspek pembatasan, 

penyelenggaraan kek:uasaan dari asas legalitas maupun asas kesalahan. Cara 

bagaimana kedua asas itu dikaitkan, tergantung pada tindak pidana yang 

dilakukan." 

Berpegang teguh pada landasan hukum serta cara menerapkan 

pemidanaan terhadap korporasi-ko.rporasi terSebut dengan tetap merujuk pada 

"due process of law" atau "proses hukum yang adil dan 1ayak" tetop harus 

menjadi pedoman dalam penegakkan hukum. Arti dari "due process of taw" 

adalah Jebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang­

undangan secara fom1il''. 34 

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak l'idana Umum (SE 

JAMl'IDUM) Nomor:B-60/EIEJl'/01/2002 tanggal 29 Januari 2002 butir 3 

jelas dinyatakan. "" 

"Kejahatan perusahaan (Corporate Crime) menJpakan kejahatan 
yang relatif bam dalam praktck penyidikan, penuntutan dan 

32Mardjono- Reksodipu.lro, Ibid, buku J, ho.l.64~65. 
33A.U. Van S!rien dalam Trislnn P. Moeliono, Kekhawatiran ,\,Ja:J.'!I Kini (Pemikircm 

Mengenai Hulmm Pidrwa Lingkungan dafam Teori dan Prakiek), (Bandung:Ci1ra Aclitya,l994), 
hal.46. 

J~Mardjono Reksodiputro, Btmga R.ampai Permnsalnlmn Dalam Sis/em Per(l(h'lml Pidtma, 
(Jakarta,Pusat Pelayanan Kcatlilan dan Pengabdian l-lukum,2007), hal.8. 
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peradilan dl negara kita. Dengan kian majunya teknologi. ilmu 
pengetahuan dan system informasi, kejshatan-kejahatan pcrusahaan 
klan marak dan umumnya mcnyangkut kejahatan fimmsial/hurta 
benda dalmn jumlah bcsur". 

Berkcnaan dengan pertanggungjawaban korpornsi inl, hcbcrapa hal 

yang perlu dikajl ulang oleh penuntut umum adalah : dapatkah korporasi 

dikatakan sebag{ti subjek hukum yang mempunyal hak dan kcwajiban 

sebagaimana layaknya subjek hukum manusia? sejauh mana korporasi harus 

berto.ngg~ng jawab terhadap tindak pidana yang terjadi?. Model 

pertanggungjawaban pidana yang manakah yang dapat dlterapkan kepada 

korporasi'?, serta ajaran pertanggungjawaban yang manakah pula yang dapat 

diasosasikan terhadap korporasi sebagai subjek hukum? 

Sehubungan dengan prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan 

dalrun rangka pertanggungjwaban pidana terhadap korporasi, dan dikaitkan 

dengan respon atas mendesaknya untuk menera:pkan pidana terhadap subjek 

hukum korporasi yang disa.ngka melakukan lindak pidana khususnya terlmdap 

lingkungan hidup yang cenderong meningkat dewasa ini, maka pennasalahan 

penegokan hukum terho.dap korporasi yang disangk:a sebagai pelaku kejahatan 

lingkungan tidak dapat ditunda. 

Persoalan tersebut sangat penting untuk dikaji secara iehih 

mendalam secara ilmiah. mengingat belum sempumanya hukum dan belum 

adanya kesatuan pendapat hukum dari pakar hukum, teoritisi dan praktisi 

mengenai pokok pcrmasalahan yang mengiringi upaya pemidanaan tcrhadap 

korpornsi itu sendiri. 

Penuntut umum di satu sisi dituntut untuk dapat roelakukan 

tuntutan hukum melalui rumusan dclik dan pemilihnn doktrin yang dirasa 

tepat untuk menjangkau dan memidanakan korporasi yang disangka sebagai 

pelaku kejahatan lingkungan. lni sesuai dengan bunyi pasal 37 ayat (1) 

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hid up No 23 Tahun 1997 (UUPLH) 

menyntakan bahwa "Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke 

pengadilan danlatou melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai 

masalah lingkungan hidup yang mcrugikan perikehidupan masyarakat". 
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1.2. Rumusnn IVIasalah. 

Dari uraian di alas terlihat bahwa di satu sisi ada kebutuhan untuk 

mclakukan respon yang lepat berupa pcncmpan pidana terhadap korporasi 

yang didakwa melakukan tinduk pidana khususnya terhadap lingkungan hidup 

yang ccndcrung meningkat dewusa ini, scmentara Ui sisi yang lain belum 

tcrdapat kesatuan pendapat hukum dari pakar hukum, tcoritisi dan praktisi 

n1engcnoi upaya pemidanaan terhadap korporusi. 

Oleh karena itu penulis mcnilai penting untuk melah.--ukan 

penelitian mengenai sej.auhmana penuntut umum mengakomodir tuntutan 

masyarakat dalam menyclesaikan perkara tindak pidana pcncemanm 

lingkungan hidup oleh korporasi serta apa saja kendala yang dihadapi 

penuntut umum datam upaya memidanakan korpornsi dalmn situasi 

terb·atasnya peraturan yang ada tentang kejahatan korporasi. 

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat Iebih terarah, rumusan 

pennasalahan tersebut ditbkuskan kepada beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

l. Doktrinlajaran tentang pertanggungjawaban manakah yang digunakan oleh 

Penuntut Umum daiam upaya memidanakan korporasi sebagai pelaku 

kejahatan lingkungan? 

2. Bagaimana hentuk dakwaan yang digunakan oleh- Penuntut Umum 

terhadap terdakwa korporasi sebagal subjek bukurn? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi !))eh Penuntut Umum untuk menerapkan 

pemidanaan sebagai upaya ultimum remedium terhadap korporasi? 

1.3. Tujuan Dan Manfaat PcneJitian 

Berkuitan dengan masalah upaya pemidanaan korporasi sebagai 

upaya ultimum remedium cJalam kejahatan Hngkungan,. mak:a tujuan yang 

hendak dicapai dalarn penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana 

penuntut umum parla saat ini menyiasati keterbatasan pcrundangRundangan 

atau ketentuan peraturnn tentnng pemidanaan terhadap korporasi terutama) 

maupun dalam peraturan pengelo1aan lingkungan hidup itu sendiri untuk 

menjerut korporasi sebagai peiaku kejahatan lingkungan. 
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Tclaahan dan nnalisn ilmiah akan dilakukan dcngon melihat pada 

pcndekatan doktrin yang dianut dalam prakteknya snat ini, sehingga dopat 

mcmpcmlUdah dan menghilangkan keraguan pada pcnuntut umum dal.::un 

merumuskan subjck hukum korporasj daimn surat dakwaannya yang nantinya 

juga akan dipakai untuk hmdasan jenis pemidanaan yang dapat ditcmpkan 

kepada korpornsl, serta untuk dapat menganalisis kendala-kcndala yang 

dihadnpi dalam upaya mcnggunakan pidana tcrscbut sebag:ai premium 

remedium terhadap korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup. 

Selain itu tujuan dan manfaat penelitian ini juga sccara praktis 

untuk membcri sumbangan kepada pemerintahl masyarokat dan penegak 

hukum dalam ha1 perumusan kembali dehk ·delik yang terkalt dengan 

korporasi di dalam RUU KUHP sebagai iu.s constituendum dalrun upaya 

rrienanggulangi kejahatan korpoi"aSi dalaffi berb.agni bidang serta secara teoritis 

guna menambah referensi ilmu pengetahuan ilrniah di bidang hukum pidana~ 

khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi. 

1.4. Kerangka Konscptunl 

Perkembangan ekonomi telah menyebabkan majunya aktifitas 

perekonomian masyatakat dan mendorong peningkatan kualitas hidup di 

pelbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan sosiaL Masyarakat 

intemasional pun saat ini telah memasuki bidang kehidupan yang didasarl 

kepenlingan-kepentingan ekonomi semata, baik dalam kapasitasnya sebagai 

individu maupun dalarn wujud korporasi dalam bidang industri. 

Korporasi sendiri sccura khusus mendapat bahasan yang mendnlam 

pada Kongres PBB ketujuh di Milan, !tali, tahun 1985. Corpora/ion crime atau 

kejahatan korporasi merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru dan 

karenanya masih menimbulkan ketidaksamaan dalam pendefinisian corporate 

crime tersebut, hanya terdapat pengertian secara universal terhadap kejahatan 

korporasi. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kejahatan korporasi ini 

a.dalah bagian dari white collar crime dan terutamu dilakukan dalam skala 
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bisnis yang besar (big bussines)35
. Semcntara Frank dun Lynch dalam bukunya 

Cmporate Crime, Cmporate violence membedakan antara white collar crime, 

co1porate crime dan CO!porate violence. Mcnurut Frank dan Lynch ( 1992: 17) 

white collar crime adalah: 

"Socially injurious and blamelvorthy acts committed by individuals 
or groups of individuals who occupy decision-makillg positions in 
corporations and bussineses, and which are commUted fir their 
own personal gain against the bussineses and cotporations that 
employ them". 

Sementara itu yang dimaksudkan dengan corporate crime udaluh·. 

"Socially injurious and blameworthy acts, legal or illegal, th(a 
. cause financial, physical or environment harm, -commited by 
corporations and businesses against their workers, the general 
public, the environment, other corporations and businesses, the 
government, or other countries. The benefactors of such crimes is 
the corporation". 

Mengenai corporate violence, menu rut mereka adalah: 

"is a subset of all corporate crimes which includes: corporate 
crimes, as defined above, that cause physical injury to workers, the 
general public (both in the US. And abroad), or the environment 
(including land, air, water, animals and plants "36

. 

Kejahatan jenis baru ini dirasakan sangat merugikan kesejahteraan 

masyarakat, bangsa dan negara dan dapat dikategorikan sebagai public welfare 

offences. Dampak merugikan terutama dirasakan oleh negara sedang 

berkembang. 

KUHP nasional yang saat 1m berlaku masih merupakan 

peninggalan atau warisan dari pemerintah kolonial Belanda, sehingga dirasakan 

pasal-pasal yang ada sudah tidak mampu lagi menampung perkembangan nilai­

nilai yang ada di masyarakat yang seharusnya merupakan cerminan substansi 

dari nilai budaya masyarakat. Pembaharuan hukum karenanya mutlak 

dilakukan untuk me-reformulasi KUHP nasional yang saat ini berlaku dengan 

JSMardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Timlak Pit/ana 
Kmporasi", dalam Op.Cit. hal.67. 

36Prof.Dr.Sutan Rcmy Sjahdeini,S.II., Pertanggungjawaban Pidana Korporm·i, 
(Jakarta:P.T. Grafiti Pcrs,2006), hal. 40-41. 
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perkembangan yang tcrjadi yang diselaraskan dengan substansi nilai-nilai 

budaya bangsa. Pembaharuan ini tentu saja harus ko!/lprelumsifmclipu!i hukum 

pidana materiil, hukum pidana fonnil dan hukum pelaksanaan pidanan_ Ketiga 

hal tersebut perlu dilakukan secara beriringan satu dengan yang lain. 

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi~ tampaknya R-

KUHP (draft 2008) menerapkan doktrin identification theory. Hal ini terfihat 

dari pengaturnn Pa.sal 48 dalam RKUHP tcrsebut. Terdapat dcfinisi pada 

Pasal48, 

"Bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan 
oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, 
atau demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau 
berdasarkan hubungan Jain. dalam lingkup usaha, kvrporasi 
tersebut, baik diri seodiri a tau bersarna-sama": 

Kemudian dalam Pasal 51. persoalan mengenai sejauh mana 

pertanggungjawaban terhadap pengurus korporasi dinyatak:an, 

"pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi 
sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dan struktur 
korporasi". 

Pasal ini menunjukkan bukan pernidanaan untuk korporasi tetapi 

pemidanaan untuk pengurus. Kalau kita lihat dalam Pasaf 48 ini adalah 

menyangkut paykeris ability18• Paykeris ability artinya orang bisa dipidana 

semata-mata karena kedudukan bukan karena keterlibatan dia dalam tindakan 

pidana tersebut. Di satu pibak ada kebutuhan untuk menuntut tanggungjawab 

dari orang-orang yang melalaikan tugasnya, di lain pihak ada persoalan­

persoalan dalam kaitannya dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan. 

Sementarn penerapan doktrin strict liability dan vicarious liability 

masih terlihat dalam R-KUHP Nasional draft 2008 . Dapat dilihat misalnya 

dalam Pasal49, 

-------
3'Sudarto, Pembalwman Hukum Pidana di Indonesia, J:lalam Simposium Pembahnruan 

Hukum Pidana Nasional, Jakarta:Binacipta, l 9"36},haL 26. 
1~Agus Tinus Pohan. Makaiah Keja!tatan Korporasi dalam RUU KUHP, Seri Dislmsi 

Ram:nngtm KUHP 3, (Bandung:2005), MD. 

Unlversitas Indonesia Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH UI, 2009



?' -" 

"Jika tindak: pidana dllnkuknn och korporasi,-pertanggungjawaban 
pidana dikennknn terh:adap korporasi dan atau pengurusnya". 

Pertimbangnn perumusan konscp strict liability dan konsep 

vicarious liability dalam R~KUHP nasional tersehut didasarkan kepada realitas 

bahwa nkhir-akhir tni kerugian yang ditimbulkan dalam aktivitas korparasi 

baik bagi individu maupun masyarukat dan negara adalah sangat besar, 39 

Dalam hal ini, strict liability (absolute liability) yang meninggaJkao asas mens 

rea merupakan rcfleksi kecenderungan untuk menjaga kesdmbangan 

k . . I'' epentmgan sostzt . 

Yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan sekarangjuga adalah 

upaya ··penanggulangan terhadap kejahatan korpora~i [!!!rse?.ut dengan 

menggunakan sarana penal, disamping tentunya terdapat surann non-penalt 

terhadap fenomena ini di tengah keterbatasan ketentuan atau aturan 

perundangan tentang pemidanaan korporasi yang saat ini sedang di 

reformuiasi. 

Dalam hal ini aparat penegak: hukum. khususnya-Penuntut Umum 

harus segera mengatasi kelemahan peraturan dalam hal ini dengan 

menggunak:an pendekatan kebijakan dan pendekatan niJai suatu doktrin tertentu 

yang berfungsi sebagai perHndungan sosial (social defense) untuk 

mempertahankan kesejahterann masyarakat 

1.5. Kcrangka Teori 

Ketika perkernbangan perekonomian semakin pesat dan menyentuh 

semua hidang kehidupan masyarakat, maka perubahan sosial masyarakat juga 

mengalami keccndertlrtgan untuk berubah dengan cepat. Narnun seperti 

layaknya dua sisi mata uang, disrunping terdapat peruhahan sosial yang menuju 

pada aspek positif dan konstruktifl terkadang perubahan sosial yang cepat juga 

mengakibatkan ekses negatif ata:u memiliki dampak buruk pada perubahan 

~111mah Hatrik, Op.Cil, bai.I6. 
41}/bid 
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nilal-nilui social yang bersifnt de-mora/isasi atas nilni dan normn yang hidup 

clalam masyarnknt itu sendiri. 

Hukum ntau aturo.n pada umumnya, baik penal maupun non-penal 

sebagal bagian penunjang dari kebi.iakan sos.ial yang berfungsi sebagai 

kebijakan perhndungan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan bcrupa 

kcsejahteraan masyarakat dan pcrlindungan masyarakat, tidak dnpat dilcpa."4kan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mahfud MD menulis, 

"'Kebijakan Hukum yang akan atau tela It dilaksanakan secara nasional 
o1eh pemcrintah; mencakup pula pengertian tentang baga.imana politlk 
memcngaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang 
ada di belilkang pembuatan dan penegakan bukum itu. Di sini hukum 
tidak dapat hanya dipandang s~bagai pasal-pasal yang bersifat 
imperative atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang 
sebagii Si.ib-Sistem yang dalam kenyataan bukan tidak m1mgkin sangat 
ditentukan oleh politik, baik dalam perumuson materi dan pasal­
pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya~'41 • 

Perlu ada pengaturan terus menerus terha.dap segala sesuatu yang 

berkembang dan teJjadi di dalam masyarakat. Perkembangan ekonomi yang 

sangat cepat telah mengubah bentuk dan modus kriminalitas yang terjadi di 

masyarakat Hukum selaiu tertinggal. terleblh dalam kejahatan dengan ciri 

yang dilakukan "tanpa kekerasan" (non-violent), dan yang "sebenarnya 

merupakan praktek bisnis yang tidak jujur" dari pelaku ekonomi itu sendiri 

yaitu korpora'\i. 

Hendry R.Chasseman memberikan pendapat. 

"Law cannot be written in advance to anticipate every dispute that 
could arise in the future. Therefore, general principles are developed 
to be applied by court and juries to individual disputes. This flexibility 
in law leads to some uncertainty in predicating result oflawsuit"'12. 

(Hukum tidak dapat dibuat alau ditulis terlebih dahulu, mendahului 
dan untuk mengantisipasi setiap sengk:eta yang mungkin bisa. datang di 

o\
1Mahfud MD, Politik Huk.um di Indonesia, (Jo.karta:LP3ES.l998), ha!.l-2, 
~'Hendry R, Cheeseman, Contemporary Business and E·Ccmmerce 

Lnw;Legai,Giobal.Digita! and Ethical Environment Fourth Edition, (New Jerscy:Prentice 
Hu!1,200J), hal, 4. 
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masa yang akan datang. Sehingga prinsip-prinsip umum 
dikembangkan oleh pengadilan dan para juri untuk diterapkan ke 
sengketa-sengketa individual. Fleksibilitas dari hukum illi 
mengakibatkan ketidakpastian di dalam memprediksi hasil dari suatu 
sengketa hukum. Terjemahan bebas penulis). 

Menurut Hendry bahwa hukum tidak mungkin berada di depan 

pcrkcmbangan tcknologi infonnasi maupun perkcmbangan masyarakat itu 

sendiri. 

Lawrence M.Friedman mengatakan dalam sebuah syste~ hokum 

terdapat tiga komponen yang sating mempengaruhi. Kctiga komponen tersebut 

adalah: struktur (structure), substansi (substance) dan budaya hukum (legal 

culture)43
. Menurut Friedman cam lain untuk rnenggambarkan ketiga unsur 

hlikum itu ad8.lah de~gan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, dengan 

substansi berupa apa yang dikeijakan atau dihasilkan dari kerja mesin tersebut, 

sedangkan budaya hukum adaah apa atau siapa yang memutuskan untuk 

menghidupkan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut 

ctigunakan44
. 

Berpijak dari konsep hukum yang dikemukakan oleh Friedman 

tersebut, maka dalam sebuah sistem peradilan khususnya bagaimana lembaga 
• 

penuntut umum/penuntut umum menerapkan peraturan yang ada dalam 

kaitannya dengan penuntutan/pemidanaan terhadap korporasi juga mengandung 

ketiga unsur tersebut. Struktur, dalam hal ini dikhususkan adalah lembaga 

penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk mendakwa dan menuntut 

perkara kejahatan korporasi. Substansi, adalah aturan yang dipakai oleh 

penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi yang didakwa 

melakukan kejahatan Jingkungan. Budaya hukum, hal-hal yang berupa suasana 

pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 

digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Kemajuan ekonomi telah 

mengakibatkan kemudahan di setiap aspek kehidupan manusia, seiring dengan 

itu timbul pula berbagai masalah baru sebagai akibat logis atau konsekuensi 

~3Lawrence M. Friedman, American Law:An Introduction, 2"d Edition (Huk11m 
Amerika:Sebuah Pengantar. Penerjemah: Wishnu Basuki), (Jakarta:Tatanusa,2001),hal.6-8. 

~ 4/bid.,IIal.S. 
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dari setiap kemojuan, dalam htll 1m adalah ;ems bnru pelaku 

kejahatan:korporasi. 

Kajian kriminologi yang tdah ada pada saat inlJnasih lebih banyak 

tlitujukan kepada penyclidikun tcrhadap kejahatan yang dilakukan o!eh pelak:u 

per individu, bclum ben:mjak atau berkembang terhadap penyclidikan atas 

kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kiranya ini menjadi catatan penting 

unluk dihndaklanjuti dalam penelitian tersendiri. Indonesia juga tidak luput 

dari cengkeraman kejal1atan oleh korporasi ini terutama juga karena hukum 

positif yang ada saat ini belum secara spesifik mcngatur kejahatan korporasi 

tcrscbut. Dalam R·KUHP Nasional tuhun 2008 telah dicoba untuk 

mengkonsepkan korporasi sebagai subjek pidana dan o!eh karenanya dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal inilah dirasakan masih 

terdapat ketidakjelasan, untuk itu perlu pembaharuan. System akan bekeija 

dengan balk untuk mencapai tujuan apabila setiap unsur saHng mendukung dan 

melengkapi. Kelemahan pada satu sistem akan berdampak pada robolmya 

keseluruhan sistem. 

Terlebih lagi, jangan sampal rlikarenakan ketidakjelasan formalitas, 

hak warganegara untuk mencari dan mendapnt keadilan menjadi terhalang. 

yang berarti keadilan tidak akan tercapai karena aparaturnya juslru menjadi 

penghalang (barrier) dengan alasan ketiadaan atumn. Dengan tidak: 

diaksanakannya kewajiban hukum sesuni aturannya maka dapat dikatakan 

penegak hukum me!akukan impunity terhadap pelak:u tlndak pidana atau 

bahkan delict by omission. 

Sebagai sebuah sistem, peradHan pidana merupakan satu kesatuan 

yang berorientasi kepada tujuan bersarna, Criminal Justice System memiliki 

tujunn jangka pendek untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, 

tujuan jangka menengah adalah pemberantasan kejahatan dan untuk tujuan 

jangka panjWlg mencapai kesejahteraan sosia145
• Mardjono Reksodiputro juga 

berpendapat bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan unttlk mencegah 

masyarukat menjadi korban kejahntan, menyelesaikan kasus kejahatan yang 

terjadi sehingga masyarakat puns bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang 

uMuladi, Kaplta Se/ektn Sis/em Peradilan Pitlana. (Semarnng:Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro,2{)04),bal. 2. 
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bersaluh dipidana, dan mengusahakan agar merekn yang pernah. melakukan 

kejahatan tidak meJakukan kejahatan lagi46
• 

1.6. 1\lletodc t>enclitian 

Metocle penelitlan diperlukan guna mengumpu!kan b.ahun-bahun 

yang digunakan untuk menjawab pennasalahan yang telah dirumuskan. 

Adapun mctodc penelitiau yang digunnkan dalmn penulisan inl 

terdiri dari sistematika sebagai berikut: 

1.6.1. Bentuk dan Jenis PeneHtian 

Penelitian ini bersifat pcnelitian nonnatif-ernpiris47
• yakni 

penelltian yang dldasarkan pada data primer (data lapangan) yang 

sumber datanya didapat dengan cam wawancara dan-dat~ sekunder 

yang surnber datanya diambil dari peraturan-peratunm hukum, 

putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para pakar 

hukum serta dengan melakukan telaahanfpengkajian terhadap 

huk.um positif yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti,terutama dari kasus penanganan terhadap kejahatan 

lingkungan oleh korporasi diantaranya daiarn kasus terhadap PT. 

Newmont Minahasa Raya (PT.MNR). 

1.6.2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan adalah : 

1.6.2. L Data sekunder yang didukung dengnn data primer. Data 

sekunder yang digunakan adalah yang paling sesuai dan 

berkaitan erat dengan materi penelitian, yaitu peraturan 

perundang-undangan dan pcrato.ran pelaksana lainnya 

yang memuat tentang pernidanaan terhadap korporasi serta 

putusan-putusan pengadilnn tentang kasus kejahatan 

lingkungan oleh korporasi. Sumber data ini diperoleh 

dengan cara penelusuran literatur dan memanfaatkan 

+i!Mnr<ljono Rekaodiputro, Loc.CIJ" Hal.84. 
''Soe!jouo Soekanto dan Sri Mamudji, Peneliffon flu/tum Normatif CeL 4, (Jakilrla:Raja 

Grafindo Persada,l994), hal.l2-22. 
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bahan~bahan lainnya seperti: hasil penclitian, buku-buku, 

basi seminar, jun1al ilmiah serta media massn [ainnya. 

1.6.2.2. Data printer diperoleh ntelalui pencUtian lapnngan yakni 

dengan melakukan kegiatan wawnncara kepada pihak­

pihak terkait dengan topik penelitian ini, an tara Jain Jaksa 

Penuntut Umum pada Jaksa A&TUng Muda Tindak Pidana 

Umum untuk mengetahui selama ini doktrin. apakah yang 

dianut dalmnldigunakan untuk menjerat korporasi sebagai 

pelaku kejahatan lingkungan, serta bagaimana rumusan 

dakwaannya temtama yang terkait dengan penanganan 

kasus kejahatan lingkungan oleh korporasL Juga 

wawancarn akan dilakukan den&an para pak:a.r !tr;lrum dan 

praktisi hukum. 

!.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

1.6.3.!. Dalam rangka penguropulan data sekuuder dilakukan 

penelitian kepustakaan (library research) melalui buku­

buku!Iiteratur. jumal ilmiah dan sumber lain yang relevan 

dengan pennasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini 

penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa 

peraturan perunrlang--undangan dan bahan hukum sekunder 

berupa kepustakaan hukum, literaturlbahan bacnan serta 

bahan hukum tersier berupa bahan yang diambil dari media 

massa yang memuat penelitian yang dapat menunjang dan 

digunakan sebngai informasi tamhahan penelitian ini. 

1.6.3.2. Dalam rangka pengumpulan data primer dilakukan pcnelitian 

Iapangan (field research) dengan cara wawancara )nngsung 

dan terbuka dengan para pak:ar hukum Iingkungan dan 

praktisi hukum (Jaksa, Hakim dan Advokat). 

1 .6.4. Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis kemudian disusun secara sistematis 

untuk selanjutnya dianalisis secara kualltatif guna mencari kejelasan 

terbadap rnasalah yang dibahas. 
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1.7. Sistematika PeneUtiau 

Hasil penelitian lni secara keseluruhan akan ditmmgkan dalam (jma 

bab, dengan urutun pcmbohusan sebagai berikut : 

BABI 

BAB II 

.,, ;; . 

BAB III 

PENDAHULUAN 

Merupakan Bub pendahuluan yang menyajikan tatar 

belakang mas~1lnh, rumusan rnasalah, tujuan penelitian. 

kegunaan penelitian, kerangk:a konseptuu!, kcrnngka tcori, 

dan metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

TINJAUAN UMUM TEt'ITANG KEJAHATAN 

KORPORASI, PERTANGGUNGJA WABAN PIDANA 

KORPORASI SERTA TINDAK PlDANA 

KORPORASl DALAM HUKUM PIDANA 

LINGKUNGAN INDONESIA 

Bab ini memuat azas dan konsep pertanggungjawaban 

korporasi, termasuk doktrin/teori pertanggungjawaban 

yang dianut dalam hukurn lingkungan Indonesia, model­

model pertanggungjawaban korpomsi, kedudukan 

korporasi sebagai subjek hukum pidanalpelaku tindak 

pidana dan pertanggungjawabannya dalam hukum 

Indonesia, berbagai bentuk tindak pidana koqmrasi dalam 

kasus linglrungan hidup, dampaknya terhadap korban dan 

pernbangunan ekanoml. 

PEMIDANAAN KORPORASI SEBAGAI UPAYA 

ULTIMUM REME»IUM OLEH PENUNTUT UMUM 

DALAM KASUS KEJAHATAN LINGKUNGAN 

HID UP 

Bab ini membahas hasil penelitian terhadap kasus-kasus 

kejahatan Iingkungan yang dilakukan olch korporasi yang 

pemah terjadi di Indonesia, khususnya dalam kasus 

pencemaran lingkungan oleh PT. Newmont Minahasa 

Raya, serta doktrin manakah yang dianut dan delik apakah 

yang digunakan untuk menjeratnya, bagnimana penuntut 
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umum merumuskan dakwaan terhadap korporasi sebagai 

subjek hukum pidnna, sanksi apa yang seJama ini dapat 

dijatuhknn oleh penuntut umum kepada korpornsi serta 

kcndala-kendala apa saja yang dihadapi penuntut umum 

c.Jalam mcmidana korpomsi. 

PENGATURAN KEJAHATAN L!NGKUNGAN OLEII 

KORPORASI DALAM RANCANGAN KUHP 

NASIONAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM 

PIDANA 

Bab ini membahas perkembangan upaya kriminalisasi 

kejahatan korporasi di dalam RUU KUHP Nasional 

dibubungkan dengan hasil penelitian terhadap kejahatan 

lingkungan oleh korporesi yang telah terjadi apakah telah 

ditampung di dalam RUU KUHP sebagai upaya 

mengantisipasi kejahatan jenis haru ini. 

PENUTUP 

Merupakan bab penutup dari tulisan ini yang akan mencoba 

untuk memberikan kesimpulan dari analisis penelitian 

berdasarkan pennasalahan dan pembahasan dalam bab-bab 

sebelumnya dan saran yang rnungkin dapat digunakan 

untuk para pihak yang terkait. 
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TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN KORPORASI, 

PERTANGGUNG.JAWABAN PIDANA KORPORASI SERTA 

BERBAGAI TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA 

LINGKUNGAN INDONESIA 

2.1. Azas dan Konscp 

2.1.1. Pengcrtian Korporasi 

Perkembangan dm:lia dewasa ini -dilihat dari berbagai 

perspektifnya- sungguh mengagumkan. Banyak sekali pergeseran nilai 

clalam tatanan kehidupan modem kini. Paradigrna masyarakat tidak 

lagi ~epcnuhnya berpegang te&ru.h, pada primordialisme n.asionalisme 

bangsa-negara, namun mulai tumhuh dan mewujud dalam identitas 

baru sebagai manus:ia intemasionaJ yang bergaul sebagai suatu 

komunitas masyarakat intemasionaL Mindset ini pastinya terbentuk 

sebagai sebuah pemenuhan ak:an peluang aktlfitas ekonomi terkini 

yang dimensinya seolah mengatasi ruang dan waktu dan selalu 

melintasi sekat-sekat perbatasan rnulti-negara. 

Era perdagangan bebas dunia saat ini pun, didukung oleh 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. khususnya d-alam 

teknologi informasi, telah membuat batas-batas negura tidak lagi 

mempunyai arti penting. Kenyama_nan menikmati pertumbuhan 

ekonomi tinggi yang diikutl pesatnya volume perdagangan mul!ilateral 

sebagai akibat aktivitas masyarakat intemasional mcmunculkan 

'pemain baru1 yaitu korporasi. 

Namun, modernisasi juga membawa konsekucnsi berbeda. 

Peran dan kegiatan ekonomi korporasi yang masuk kc segula Uni 

kehidupan masyarakat modem sangat memudahkan dan bahkan 

rnerubah pola hidup mnsyarakat ke arah yang lebih baik, di satu sisi 

temyata menimbulkan dampak juga terhadap lingkungan hidup. 

Beberapa kasus dl Indonesia yang terkait kasus isu lingkungun 

hidup teJah menguidbatkan sengketa antara rakyat dengan korporasi 
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yang dibarengi pula tuntutan akan tanggungjawab negarn untuk tumt 

serta dalam penyelesaian sengketa terscbut. Kasus Teiuk Buyat dan 

Luapan lumpur Lapindo bisa dijudikan contoh yang tcpat dalarn hal 

ini.48 

Lanlas, apakah langgungjawab korporasi dalmn pengclolann 

lingkungao merupakan hagian dari tanggungjawabnya atau 

kcwajibannya telah selesai kctika korporasi tersebut mcmbayar pajak. 

jadi pengelolaan lingkungan adalah tanggungjawab negara 

(pcmcrintah)?.'39 

K.:unla Bhasin, seorang aktivis masalah kesenjangan sosial 

antar·negara dan juga kesetaraan gender dari India, berujar, 

~'Sistem ekonomi saat inl membuat penghidtij;an dan 
kehidupan orang miskin memburuk Ketika Mal (pusat 
perbelanjaan) besar datang, ratusan pedagang kecil bangkrut. 
Korporasi transnasionaJ rnerampas sumber air penduduk, 
memproses~ mengemas, lalu menjual kembali kepada 
mas)lllrakat pemilik air dengan harga mahal. Padahal sekitar 
1,1 milyar penduduk dunia tidak punya akses pad a air minum, 
sekitar 2,6 milyar orang tak punya saDitasi rnemadai dan 1,8 
juta anak mati setiap tahun oleh penyakit terkait air. 
Air. udara, dan tanah tercema.r kegiatan industri yang 

meracuni sumber pangan. Hu~an dan daerah resapan air 
dihancurkan. Saat ini 200 korporasi transnasional mengontroi 
80 persen ekonomi dunia, membuat ketimpangan ekonomi 
semakin dalam. 
Semua tindokan kriminal seperti penghancuran lingkungan 

dan pomografi anak adalah bisnis milyaran dolar, demikian 
pula perang. Keserakahan menjadi tuhan. System ekonomi 
yang didasari keserakahan menciptakan perang terbesar: 
perang melawan kehidupan, perang menghancurkan 
lingkungan dan alam. Lingkungan dun kesehnrian kita penuh 
kekerasan". 

Lebih lanjut Karnla mengatakan, 

~sGunawan, Hukum UtJgkungon t!an Tanggwrgjmvub Li11glmngan Korporasi, artikei dalnm 
Jurnal HukumJcntem., Edisi 18 (Ja.karta:Tahun lV,Januari·Juni 2008}, ha1A6. 

49/bld 
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"Perang global saat ini (adalah) akibot lnngsung dori 
keserakahan korporasi yang ingln mengontrol somber daya. 
Ekonomi yang hanya didusari kesemkahun dun pengemkan 
untung adalah ekonomi kcmatian. Sistcm ckonomi global snnt 
ini adalah ekonomi perang pennanen. Instrument perangnya 
perJmljian dagang yang koersif don digunakan untuk 
membangun syslem ekonomi berdasarknn perang dagang, 
teknologi produksi berdasarkan kekerasan dan kontro1."50 

Juga perlu mendapat perhatian adalah bahwa kejahatan dengan 

pelaku korporas1Jbadan hukum ini dilakukan melalui tindakan dan 

perilaku tindak pidana yang tidak m.udah dimengerti oieh awam, 

namun dcngan akibat dan kerugian yang dltimbulkan bahkan jauh 

melebihi kejahatan konvensional seperti yang dilakukan oleh manusia 

pribadi (natuurlijke person). 

Terkait perilakn tindak pidana korporasi yang tidak mudah 

dimengerti oleh awam ditegaskan kembali oleh Clinard dan Yeager 

yang mengatakan, 

"Except in such crimes as fraud, the victim of ordinary crime 
knows that he or she has been victimized. Victims of corporate 
crimes, on the other hand. are often unaware that Jltcy have 
been taken".51 

Demikianlah perkembangan korporasi banyak memberikan 

kontribusi perkembangan perekonomian suatu negara, sekaligus juga 

ia tak jarang menciptakan dampak negatif karena keinginannya untuk 

memperoleh keuntungan sebesar~besamyi'L 

Trend perkembangan dan pertumbuhan peran korporasi yang 

menggurita dafam setiap aspek kehidupan masyarakat tidak lain 

merupakan sifat yang menonjol dari majunya peradaban masyarakat 

pasca-lndustri itu sendiri pada awal abad ke-21. Korpomsi semakin 

mendapat peran penting karena refleksi kemajuan teknologi berbagai 

16Kamla Bhasin, Kamla Bhasin tentang Kesalingierkaitnn, Harinn Kompas, tanggal 16 
November 2008, hal.l2 

51 Marshall B. Clinard dan Peter C.. Yeager daJiln'l Made Danna Weda, Beberapa Catalan 
Jemang KE;jabaJan Korpora.si, Makalah Seminar Nasional Viktimo!ogi JIJ, (Surobaya.FH 
Universitas Airlangga bekerjasama dengan Miyazawa Foundatlun.As!a Crime Prevention 
Foundation {ACFP) Masumoto Foundation,l993), hat t3. 
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bidang yang membuatnya memiliki network sebagui korpornsi 

multinnsional. 

Ketika porsi pcrhatian terhadap hukum ckonomi semakin hcsar> 

maka demikian pula perhatiiDi terhadap korporasi. Perkembangan 

korporasi tcrutarna terjadi di bidang hukum perdata ketimbang di 

ilalam bidang hukum pidana. Perkembangannya diJasari pada 

kebutuban masyarakat untuk memodemisasi pcrckonomiannya. 

fstilah korpornsi sebenamya merupakan istilah yang biasa 

dlgunakan oleh para ahli hukum pidana dan kr:iminolog untuk 

menycbut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang 

hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahusa Belanda 

disebut rechtspersoon ·atau dalam bahusa Inggris dengan istilah legal 

person atau legal body5
i. 

Pengertian korporasi itu sendiri menurut Black's Law 

disebutkan sebagai; 

"An Entity {usually a bussines) having authority under law to 
act as a single person distinct from the sharehOlders who own 
it and having rights to issues stock and to exist indefinitely, a 
group or succession of persons established in accordance with 
legal rules into. a legal or juristic person that has legal 
personality distinct from the natural persons who make it up. 
Exist indefinitely apart from them, and has the ega/ powers 
that is constitutfon gives it. ,sJ 

Dalam The Concise Dictionary of Law dikatakan: 

"Corporolion {body corporate): An entity that has legal 
personality. i.e.it is capable of erljoying and being subject to 
legal rights and duties". 54 

~2Rudi Prnsetyo, Perkembangan Kcrporasi Dalam Proses Modemisasi dan 
Penyimpangan~penyimpongannya, Makalah disl'lmpaikrut pada Seminar Nosional Kejnhatan 
Korpora~i di FH-UNDIP, {Semamng:23-24 November 1989), haL:2. 

53Sryan A.Garner, (Editor in Chief), Black's Law, Seventh Edilion, (StPaul, Minim; 
Wesl Publishing Co., 1999), haU4L 

~Elizabeth A Marlin (ed), Martin R. Bahnm,dkk., The Concl.~e Diclionury of Law, (Oreat 
Briuan:Oxford University Press,l988), hal.89. 
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Sementara dalam Jowiu's Dictiona~y of English Law. 

ketcrangan mengenai apa yang dimaksudkon dengan corporation 

songat panjnng, antara lain dijdaskan sebagai berlkut55 

C01poration, a succession or collection tif petsons having in 
the estimation of the law an existence and rights and tluties 
distincfi·om those of the individual pers011S 1vhojorm it to form 
time to time. 

A corpora/ion is also known as a body politics, It has a ftcttous 
persona lily distinct from that of its members. 

A corporation soul consisrs of only one member at a time, the 
corporate character being kept up by a succession of solitary 
members. 

A corporation aggregate consists of several members at tlte 
same time, The most frequent examples are in corporated 
companies. The chief peculiarity of a corporation aggregate is 
that it has perpetual succession ,(i.e.existence), a name, and a 
common seal by which its intention may be evidence: that, 
being merely a creation of the law, it cannot enter into a 
personal relation: and that, generally speaking. the majority of 
the members (whose voting powers may depend on the number 
of their shares, or the li~) have power to bind the minorityin 
matters within the power of the corporation. 

Menurut K.amus Hukum Fockema Andreae: 

"Corporatie: dengan istilah ini kadang~kadang dimaksudkan 
suatu badan hukum. sekumpulan manusia yang menurut 
hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan 
sejarah menjadi ber.satu) yang memperlihatkan sebagai subjek 
hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu 
kesatuan .. ".56 

ssEarl Jowwit dan Clifford WaL-;h,LLM . .Jomvit 's Dictionary of English Law, Second 
Edition b(. John Burke, (London:Sweet and Maxwell Ltd,l977), ha1474·475. 

~.E, Algra, 1-LW.Gokkcl,Snleh Adiwina!a,A.Teloeki,Boerhanoeddin SL Batoenh, 
Krmws lstilnh fhtlmm Fod:ma Andreae Behmda--lndanesia, (Banclung:Binacipta, 1983), hnl,83. 
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Sedangkan Kamus Besar Bahasa lndonesia, Korporasi diartikan 

sebagai : 

1. badan usaha yang sah~ badan hukum: 
2. perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau 

beberapa pernsahaan yang dlkelola dan dijalankan sebagai 
suatu pcrus:ahaan besar.51 

Senada dengan pengcrtian tadi~ Ronald A. Anderson, Ivan Fox 

dan David P. Twomey mengatakan bahwa: 

·'A Corporation is an artificial legal being, created by 
government grant and endowed with certain powers. That is 
the corporation exists in the eyes of the law as a person, 
separate . and distinct jrOfn the people who own the 
corporation ",58 

Selanjutnya dikatakan bahwa, 

"The corporation can sue and be sued in its own name with 
respect to corporate rights and liabilities, but the shareholders 
cannot sue or be sued.as to hose rights and liabilities". 59 

Beberapa srujana hukum Indonesia, diantaranya Subekti 

dan Tjitrosudibio meoyatakan bahwa korporasi adalah ""suatu 

perseronn yang merupakan badan hukum".60 

Sementara Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa: 

""Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan 
yang diciptaknnnya itu terdiri dari ucarpus'>, yaltu struktur 
fisik:nya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur 
"animus" yang membuat badan hukum itu merupakan 
kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan 
ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya,. kematiaonya 
pun juga ditentukan o1eh hukum''. 61 

$
1Kamus Bcsar Bahasa Indonesia, (Jakarta;?enerblt Bn!ai Pustnka, 2001), hal.596. 

5KRona!d A. Anderson, Ivan Fox, David P. Twomey, 8ussines Law. {Cincinnati 
Ohio:Soulh Western Puhlishing.l984), haL641·642. 

"~Idem, hal.641-642. 
rosubekti di:in R. Tjll.ros.udibio. Kamus Hukum, (Jakarta:Prodnya Pnramita,l979) haL34. 
61 Satjipto Rahardjo, Jlmu f!u/..1un, (Bnndung:Aiumni, 1986), Hal.llO. 
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Di dalnm bebempa undang-undnng nasional sendiri telah 

dimuat pengertian korporasi Undang-undang yang memuat pengertian 

korporasi antara lain dalam Pasat l butir 13 Undang-undang No.5 

Tllhun 1997 tentang Psikotropik:a~ dan Pasal I butir 19 Undang­

undang No.22 Talmo 1997 tentang Narkotika yang menentukan 

bahwa: 

'~Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang 
dan/ntau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun 
bukan." 

Undang-undang No.3 J Tahun 1999 ~e~tang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korup~i sebagaimana telah diubah dengan Undang· 

undang No.20 Tahun 2001 dalam Pasal 1 angka 1 memberikan 

definisi terhadap korporasi sebagai berikut: 

"Korporasi adalah sekumputan orang dan/atau kekayaan 
yang terorganisasi baik mernpakan badan hukum maupun 
bukan badan hukum." 

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang No.25 Tahun 2003 juga memberikan definisi yang 

sama tentang korporasi yaitu: 

"Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi baik mcrupukan badan hukum maupun bukan 
badan hukum." 

Dalam Pasal 1 nngka 24 Undang-undang No.23 Tahun 

1997 tentang Pengelo1aan Lingkungan Hidup juga memuat definisi 

terhadap korporasi: 
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~'Orang udalah orang perseorangan1 danlatau kelompok 
orang, dan/atau badan hukum." 

Semcntara dalam Pnsal 46 ayat (1) UUPLH juga dikatakan: 

" ... jika dilakukan olch atau atas nama suatu badan hukum, 
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain". 

Dalam UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 

tcnttmg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang­

undangjuga mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu 

daiam Pasal 1 angka 3, '"Korporasi adalah kumpulan orang 
• . ···~ !"',' . 

dan/atau kekayaan yang terorganisasl baik merupakan badan 

hukum maupun bukan badan huk:um". Sementara pemidanaan 

terhadap korporasi sendiri dalam UU Terorisme diatur dalam; 

Pasall7 

(!) Dalam hal tindak pidana rerorisme dilakukan .oleh a tau 
atas nama suatu korporasi) maka tuntutan dan 
penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi 
dan!atau pengurusnya. 

(2) Tindak pidana terorismo dilaknkan oleh korporasi 
upabila tindak pidana tcrsebut dilaknkan oleh orang­
orang balk berdasarkan hubungan ketja maupun 
hubungan lain, bertindak dalam linglcungan korporasi 
tersebut baik sendiri maupun bersarna-sama. 

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilaknkan terhadap suatu 
korporasi, maka korporasi tecscbut diwaldli oleh 
pengurus. 

l'asal 18 

(!) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap kol]lorasi, 
maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat 
panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di 
tempa.t tinggal pengurus atau di tempat pengurus 
berkantor. 
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(2) Pidana pokok yang dapat dijntuhkan terhndnp korporasi 
hanya dipidana dengun pidana denda paling banyuk Rp 
1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). 

(3) Korporasi yang terlibot tindak pidnna terorisme dapat 
dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyutakan sebagai 
korporasi yang terlarang. 

Dalam Undang-w1dang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tnhun 

2007 Pasall angka 1 dikatakan Korporasi/Perseroan Terbatas adalah, 

''Badan hukum yang merupnkan pcrsckutuan modal, 
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 
dengan modal dasar yang selurubnya terhagi dalam saham 
dan mernenuhi persyaratan yang difetapkan d?lam undang­
undang ini serta peraturan peJaksanaannya", , · · 

Dalam UUPT yang barn ini juga telah diatur pula perihal 

Corporate Sociol Responsibility ( CSR) dalam Pasal 1 angka 3 yang 

menyatakan, 

"Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen 
perseroan untuk berperan serta da[am pembangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Terbatas 
sendiri, komunitns setempat maupun masyarokat ada 
umumnya". 

Rancangan KUHP Nasional draft tahun 2008 juga 

memberikan definisi terhadap korporasi yang secnra tegas diatur 

dalam pasal 182, "Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari 

orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun 

bukan badan hukum ". 

Dalam paragraph 6 tentang Korporasi Pasal 47 disebutkan 

bahwa "korporasi merupakan subjek tindak pidana ", Penjclasan Pasal 

47 menguatk:an bahwa "berdasarkan ketentuan dalam Pasnl ini. 
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korpornsi tcJah diterima sebagai subjek hukum pidann, dalam arti 

dupat dipertanggungjawabkan secara pidnna atas perhuatan yang 

di!akukan", 

Demikianlah, di satu sisj peranan korporasi menggerakkan 

roda perckonomian di suatu negara, bahkan cakupan bisnisnya 

melintasi batas-batas negara, atau lebih lepatnya dikatakan sebagai 

ekspansi mcncari pasar-pasar baru, sedang pad a sisi lain, disadari atau 

tidak, menimbulkan distorsi dan ketidakadilan bagi masyarakat yang 

bahkan ironisnya tidak disadari dan tidak dirusakan. 

Dari berbagai definisi tentaog korpornsi di berbagai 

undang-undang tersebut) temyata undang-undang memberikan 

_ beragam pengertian. Dapat:- disimpulkan bahwa korporasi diartikan 

sebagai badan hukum, suatu badan basil ciptaan hukum, perseroan. 

perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan bahkan kelompok orang 

dan atau kelompok kekayaan saja sudah dapat disebut sebagai badan 

hukum, 

Kendatipun dalam definisinya korporasi dapat diartikan 

tidak saja terbatas kepada sekumpulan terorganisir dari orang dan atau 

kekayaan yang bisa berbentuk badan hukum maupun bukan badan 

hukum, namun dalam tuiisan ini penulis hanya memfokuskan bahasan 

pada sekumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan yang 

berbentuk badan hukum saja, khususnya korporasi yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) soja, dan tidak membahas korporasi dalarn 

bentuk CV~ Finna, NV dan Yayasan, terlebih lagi yang bukan 

berbentuk badan hukum, dimana bentuk-bentuk tersebut sebenarnya 

juga merupakan ikon atau ciri utama dari sebuah masyarakat industri 

yang modem, 

Alasan penulis membatasi pernbahasan hanya terhadap 

korporasi berbadan hukum yang berbentuk PT antara lain adalah 

dikarenakan hingga saat ini masih sedikit perkara yang benar-benar 

menernpatkan dan mendudukkan korporasi sebagai badan hukum itu 

sendiri sebagai pelaku. Satu perkara yang menempatkan korporasi 
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selaku badan hukum sebagai terdakwa ada dalam perkara PT. 

Newmont Minahasn Raya, Suia\vesi Utara. 

Data yang bcrhasil dihimpun olch penults dati Kcmenterian 

Lingkungan Hidup untuk penanganan perkara lingkungan hidup tahun 

2000-2003 di berbagai daerah menunjukkan bahwa bebernpD PT 

memang dituntut ke muka persidongan dan bahkan telah dijatuhl 

vonnis, namun terdal--..vanya adalah pengurus dari PT tersebut saja. 

Sebut saja misalnya dalam perkara PT. Adei Plantation & 

Industry yang djdakwa melakukan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan htdup guna persiapan lahan sawit dengan cam pernbakaran 

lahan Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pidana penjara. 4 

tahun dan denda · Rp.500 juta subsidiair 8 bulan kurungan yang 

akhimya Pengadilan Negeri Bangkinang menghukum terdakwa 2 

tahun penjara dan membayar denda Rp. 250 juta subsidiair 6 bulan 

kurungan. 

Kemudian terdapat PT. Multi Growth didakwa membuang 

Hmbah di atas: baku mutu sesuai yang ditetapkan Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Barat ke selokan yang mengalir ke waduk Saguling 

Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pidana penjara 6 bulan 

dan denda Rp.50 juta dan Pengadilan Negeri Bale Bandung 

menghukum terdakwa 5 bulan penjara percobaan 10 bulan dan denda 

Rp.l 0 juta (terdakwa I) dan 3 bulan penjara percobaan 6 bulan dan 

denda Rp.l 0 juta. 

Alasan Jain adalah. kata "korporasi'' itu sendiri sebenamya 

merupakan sebutan yang lazim digunakan para pakar hukum pidana 

untuk menyebut apa yang lazim dalam huk:urn perdata sebagai "badan 

hukum" (rechtspersoon; legal entities; corporaton)62
. Sama halnya 

dengan yayasan, korporasi adalah badan hukum karena keduo.nya 

memiliki unsur-unsur: 

u. Mempunyai hart a sendiri yang terplsah; 

"'Rudy Prasctyc,"Perkembtmgan Korporosi dafam Proses Modernisusi dan 
Penyimpan$annya ", Maknlnh pada Seminar Nasionnl Kejahatan Korporasi, diselenggarakan FH­
UNDJP di Semarang, 23~44 November 1989, haLt. 
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b. Ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimann 

keknyaan terpisah itu diperuntukkan; 

c, Ada pengurus yang mcnguasai dan mengurusnya. 

Sehingga dengan demikian, peoggunaan istHah ''badan 

hukurn" (recJuspersoon; legal entities; corpora/on) sebagai subjek 

hukurn scmata~mata untuk mcmbedakan dengan mrumsia (nattmrlijke 

person) sebagai subjek hukum saja. 

2.1.2. Penggolongan Korporasi 

Sesuni perkembangan masyarakat modern saat in!, subjck 

hukum dalam huk:um pidana mendapat ekstensifikasi-definisij dirnana 

seb,clumnya yang diakui sebagai subjek hukum hanyalah manusia saja, 

kini diberiknn pengakuan pula terhadap subjek hukum yang bukan 

manusia, yaitu badan hukum (corporate.Jegal person). Maka, badan 

hukmn saat ini sudah dapat dipandang pula sebagai pendukung hak 

dan kewajiban; yang dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan. 

Korporasi atau badan hukum terlebih dahulu dapat 

dikatakan sebagai korporasi atau badan hukum apabila sccara umum 

memiliki lima chi penting, yaitu: 

I. Merupakun subjek hukum buatan yang memtliki 
kedudukan hukum khusus. 

2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas. 
3. Mernperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan 

kegiata.n bisnis tertentu. 
4. Dirniliki oleh pemegang saham. 
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerupan 

korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.6 

Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa ciri 

badan hukum adalah: 

~'I.S, Susanto, Tinjauan Kriminologis Tedwdap Kejahatan Ekonomi, Maknlah pnda 
Penatamn Hukum Pidana dan Kriminologi, :23-30 November 1998, )Scmamng:FH-UNDIP,l998), 
hal.7. 
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1.1. Memiiiki kekayaan sendiri yang terpisuh dari kekayaan 
orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan~ 
badan hukum tersebut; 

1.2. Memiliki huk~bu.k dan kewajiban-kewajiban yang 
terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang· 
orang yang menjulankan kegiatan bad an hukum tersebut; 

L3. Memiliki tujuan tertentu; 
1.4. Berkesinambungan (memiliki kontinultas) dalam arti 

keberadannnya tiduk terikat pada orang-orang tei1entu. 
karenll hak~hnk clan kewajibrm-kewajibannya tetap ada 

k. . lank b . 64 mes tpun orang-orang yang menJa anny:a erganh. 

Jika chi sebagai syarat untuk dapat disebut sebagai badan 

hukum telah terpcnuhi) maka kemudian badan hukum dapat lebih 

mudah dibedakan menurut beberapa kritepa peml;Je<!_af!.YU, antara lain, 

dapat dibedakan atas dasar jenisnya, yaitu; badan hukum publik dan 

badan huk:um privat. Kriteria yang digunakan untuk menentukan 

bahwa suatu badan hukum tennasuk badan hukum publik ataukah 

termasuk badan hukum privat~ ada dua macam) yaitu: 

a. Berdasarkan terjadinya, yakni badan hukum privat 
didirikan oleh perseorangan, sedangk:an badan hukum 
publik didirikan oleh pemerintah/negara. 

h. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan 
peketjaannya itu untuk kepenlingan umum atau tidak. 
Kaiau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, 
maka badan huk:um tersebut merupakan badan hukum 
umum publik. Namun jika lapangan pekerjaannya untuk 
kepentlngan perseorangan, maka badan hukum itu 
termasuk badan hukum privat.65 

Menurut sifatnya, badan hukum juga dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu korporasi (corporatie) dan yayasan (stichling). 

Menurot landasan atau dasar hukumnya di Indonesia dikennl 

dua macam badan hukum: 

t-4Mochtar Kusumruumadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar 1/mu Hukum, Suatu 
Pengenalan Pertama Ruang Lfngkup Berlakunya 1/mu Hukum, Buku I, {Bandung:Alumni,2000}. 
h.:il.82-83. 

&sRidunn Syaharani, RangkmnM b1tisari llmu Hukum. (Bandung:Citra Aditya 
Bakti,l999), hnl.l50. 
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n. Badan hukum orlsinil (mumi,asli), yaitu Negara1 

contohnya Negara Republik Indonesia yang bercliri 

tanggal 17 Agustus f 945; 

b. Badan hukum yang tidak orisiuil (tidak mumi, tidak 

asli), yaitu badan-bndan hukum yang berwujud scbagai 

perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 

KUHPerdata. Menurut Pasal tersebut ada empat jenis 

badan hukum yaitu: 

I) badan hukum yang diadakan (didirik'an) olch 

kekuasaan umum, misalnya propinsi,kotapraja,bank­

bank yang didir:ikan oieh Negara. 

2:) badan hukum yang diak:ui oleh kekuasaan ~hnum, 

misalnya perseroan (venootschap), gereja-gereja 

(sebelum diatur sendiri tahun 1927), watersclzapen 

seperti Subak di Bali. 

3) badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) 

karena diijinkan. 

4) badan hukum yang didirikan dengan suatu 

maksudltujuan tertentu. 

Badan hukum jenis ketiga dan keempat tersebut dinarna.kan 

pula badan hukurn dengan konstruksi keperdataan: 

Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey 

menggolongkan korporast didasarkan kepada: 

a. Hubungannya dcngan publik; 
b. Sumher kekuasaan dari korporasi terse but; 
c. Sifat aktivitas dari korporasi.66 

2.1.3. Pengertian Kcjahatan Korporasi 

Perdebatan terhadap dapat tidaknya dipidana suatu 

korporasi yang me!akukan kejahatan muncul seirlng lahimya konsep 

66Rona!d A.Andcrson, Ivan Fox, David P. Twomey, Opcit. 
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kejnhotan korporasi itu sen<liri. Terdapat ucapan terkcnul seorang 

lnggris yang tiduk dikenal : 

"Did you ever e.r:pect a cmporation to l!ave a conscience, 
when it has no soul to be danmrxl and no body to be 
kicked?" 

Terdapat banyak sekali makna dan perumusan s:erta ruang 

lingkup kejahatan korporasi (corporate crime), sehingga 

pencrunpuradukan makna dan konteks dalam penggunaan istilah ini . 

adalah sesuatu ynng sering terjacii secara berulong-ulang hi11gga suat 

mL 

Da1am literatur sering dikatakan bahwa kejcllt::tan korporasi 

ini merupakan salah satu bentuk white collar crime (kejaha.tan kerah 

putih). Daiam arti luas} kejahatan korporasi ini sering rancu dengan 

tindak pidana oknpasi (tindak pidana yang dilakokan karena 

pekeljaanljabatan), sebab kombinasi antara keduanya sering tetjadl.67 

Dalam rnembicarakan kejahatan korporasi (corporate 

crime) maka perlu terJebih dahulu dipahami perbedaannya dengan 

pengertian kejahatan kernh putih (white collar crime). 

Kekurangpahaman terkadang menimbulkan banyak ke:keliruan 

interpretasi terhadap genre keduajenis kejahatan ini. 

Kejahatan keruh putih (while collar crime) adaluh istilah 

temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di 

Jembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang 

melibatkan sekelompok orang maupun secont individual. Hazel Croat 

sendiri mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan 

jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan o1eh hukum.68 

Umumnya, skandal kejuhatan keruh putih sulit dilacak 

karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi 

' 1Muladi, F1mgsionallsasi Hukum Pidana t!i Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh 
Korporasi, N!ak11lah Seminar Nasional Kej.ahatan Korpor.a$i, (Semarang:Fakulms Hukum 
Universitas Diponegoro,23-24 November !989), haLl. 

f.S Donny Kledcn, Kejahatan Kerah Putill, Kompas, langgal H November 2008, haL6 
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hukum (lan membuat berbagai keputusan vital. Kejahntan kerah putih 

terjadi dalam lingkungan tertutup, yang memungkinkan tcrjadinya 

system. patronase. fi9 

Istilah White Collar Crime (WCC) sering diterjemahkan ke 

dalam Balmsa Indonesia sebagai :,kejahatan kerah putil/' .ataupun 

"kejahatan berdasi". wee ini juga pcrtama kali dlkemukakan dan 

dikembangkan oleh seorang kriminolog AS bemama Edwin Hardin 

Sutherland (!883-1950) di awal dekade !940-an dalarn pidatonya 

tanggal 27 Des:ember 1939 pad a The American Sociological Society di 

Philadelphia, yang kcmudian dijabarkan dalam bukunya Principles of 

Criminology. 1° Kemudian pada tahun 1. 949, Sutherland menulis buku 

yang be.tjudul White COllar Crime:·Konsep yang dikembangkan dan 

. ·ditB:WUr:kan;;Ya ~dalah untuk menunjukkan sekurnpulan tindak pidana 

yang melibatk:an tindakan moneter dan ekonomi dalam arti luas yang 

pada masa-masa sehelum Sutherland tida.k lazim terkait dengan 

kriminalitas. Dari sinilah muncul konsep corporate crime itu. 

Dua elemen dasar yang membedakan istilah WCC dengan 

Blue collar crime mengacu kepada pertama, status pelaku tindak 

pidana (status of offender) dan kedua, kejahatan tersebut berkaitan 

dengan karakter atau jabatan tertentu (the occupation character of 

offence). Sutherland hanya membukakan perspektif berbeda untuk 

persamaan dan kesederajatan keadilan (equal justice) daiam system 

penyelenggaraan hukum pidana yang saat itu melulu hanya terfokus 

pada blue collar crimes. 

Beberapa definisi WCC antara lain: 71 

I. Menurut Edelhertz 
wee adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum atau senmgkaian perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum yang dilakukun dengan cara~cara non­
fisik dan dengan berbagai cara tipu-rnusHhat, dengan 
tujuan untuk mendapatkan uang atau harta benda, untuk 

49Donny Kleden, Ux:"cit 
711Munir Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi Kcjaiwum Kerah Putih, (Bandung:P'f.CitraAditya 

BalQi,2004), hal, 1. 
11J.E. Sahetapy, Kejnhnlan KorporilSi,. (Dandung:PT.Ercsco,l994), hal. 26. 
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menghindari pembayaran tertentu, untuk meJlghindari 
lepasnya uang atau harta benda, atau untuk 
mendapatknn keuntungan pribadi atau kepentingan 
bisnis. 

2. Menurut Bidennann dan Reiss 
wee adalah setiap pelanggaran hukum dengan 
ancaman hukuman, dengan menggunakan kedudukan 
yang pcnting, kekuasaan dari kepercayaan dari 
pelakunya, dalam suatu keterliban institusi politik dan 
ekonomi yang legitimate, dengan tujuan untuk 
mendapatkan keuntungan yang tidak legal, atau untuk 
dapat melakukan perbuatan tidak ,legal untuk 
kepentingan pribadi atau organisasl tcrtcntu. 

3. Menurut Coleman 
wee adalah suatu pelanggaran hukum yang di lakukan 
oleh onmg atau l<elompok orang dalam menjalankan 
tugasnya yang tergolong dihom1ati orang atau dalam 
melaksana.kan jabatan yang legitimate, atau dalam 
kegiatan-kegiatan bisnis. 

Dari konsep wee Sutherland inilah kemudian berkembang 

konsep kejahatan korporat (corporate crime). Corporate crime a tau 

kejahatan korporat sering juga disebut sebagai "'kejahatan korporasi" 

atau ~'kejahatan organisasi" (organizational crime). Sementara 

"kejahatan organisasi" ini sendiri haruslah dibedakan dengan 
11kejahatan terorganisir" atau organized crime. Organizational crime 

dimaksudkan adalah kejahatan yang dilakukan oleh organisasi, baik 

berbentuk badan hukum, korporat, atau organisasi non-badan hukum, 

sehingga Organizational Crime itu hanya merupakan isHlah lain dari 

"kejahatan korporat" (corporate crime). Sedangkan organized crime 

dimaksudkan adaJah kejahatan yang terorganisir, yaitu kejahatan yang 

mempunyai sindikat kejahatan seperti yang dilakukan para mafia. 

Beberapa pengertian terhadap organized crime itu sendiri 
antara lain: 

L Menurut Timothy S. Bynuum 
Organized Crime adalah suatu perusahaan yang terus 
menerus beroperas.i secara rasional untuk memperoleh 
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keuntungan, dengan mcnggunnkan kekerasan, atau 
paling tidak, ancaman kekerasan, atau menyebabkan 
dilnkukannya korupsi oleh pejabat pemerintah. 

2. Menumt Albini. 
Orga1tized Crime adalah perbuatan yang melibatkan 
dua utau lcbih individu,baik S}Jesialis maupun non­
spesfulis, yang memimpin suatu bentuk struktur sosial 
tertentu,dimana tujuan akhir dati organisasinya adalah 
seperti ter1ihat dulam maksud dan tujunn yang khusus 
dari kelompok !ersebut. Perbuatan WCC dilakukan oleh 
penjahat-penjahat korporat (corporate criminals) yang 
terlibat dalam suatu perusahaan yang tidak legal dengan 
mc!akukan kegiatan te1tentu, tetapi tidak melakukan 
kekerasan seperh yang dilakukan oleh sindikasl 
kriminul, meskipun mereka juga rnerupakan para 
peojahat terorganisir (organized crime). 72 

Frank Hagan mende:finisikan organized crime sebagai: 

"organized crime includes any groups of individuals whose 
primary activity lnvolves vio/aling criminal laws to seek 
illegal profits and power by enganging in racketeering 
activities and, when appropriate, enganging in intricate 
financial manipulations ... accordingly, the perpetrators of 
organized crime may include corrupt bussines e.xecrttives, 
members of the professions, public officials, or any 
occupational group, in addilion to the conventional 
racketeer element"?; 
(Tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang 
mempunyai kegiatan utama yang berlawanan dengan 
hukum (pidana) dengan tujuan untuk rnencari keuntungan 
secara tidak legal dengan menggunakan kekuasaan yang 
tidak sah dengan jalan melnkukan kegiatan pemerasan 
(racketeering), bahkan bila dimungkinkan, rnclakukan 
manipulasi finansintyang canggih). 

Marshall B. Clinard memberikan pengertian pada kejahatan 

korporat sebagni wee, tetapi wee dcngan bcntuk khusus, yang 

71J.E.Sahetapy, ibid, hnl.29. 
7JFrnnk Hagan, lntroducfion to Criminologies, Theories, Methods ami Criminal 

Behaviour, (Chicago:Nelsan~Hall,I9S6), hal314. 
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merupakan suatu kejahatan terorganisir (organized crime) yang terjadi 

dalam hubungan dengan suatu hubungan (relationship) atau antar 

hubungan (interrelationship) yang tcrstmktur, kompleks, dan sangat 

bervariasi antara para direksi, pejabat eksekutif perusahaan, dan 

manajcr di suatu pihak, dengan pcrusahaan induk, divisi, att~u anak 

perusahaan di lain pihak. 7~ 

Frank dan Lynch membedakan antara white collar crime, 

corporate crime, dan corporate violence. 15 Menurut Frank dan 

LynCh, white collar crime adalah: 

adalah: 

"Socially injures and blameworthy acls committed by 
individuals or groups of individuals who occupy decision­
making positions in corporations and business, and which 
are committed for their own personal gain against the 
businesses and corporations that employs them". 

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan corporate crime 

"Socially injures and blameworthy acts, legal or illegal, that 
cause financial, physical or environmental harm, committed 
by corporations and business against their workers, the 
general public, the environment, other corporations and 
businesses, the government, or other countries. The 
benefactors of suclz crimes is the corporation". 

Mengenai corporate violence menurut mereka adalah: 

"is a subset of all corporate crimes which inc/udes:corporate 
crimes, as defined above, that cause physical injury to 
workers, the general public (both in the US and abroad), or 
the environment {including land, air, water, animals and 
plants)". 

Tindak pidana korporasi atau co1porate crime menurut 

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. adalah "tindak pidana yang 

nJ.E.Sahetapy,Op.Cit, hal.28. 
nNancy K. Frank dan Michael J. Lynch, Corporate Crime, Corporate Violence. A 

Primer, (New York:Harrow and Heston, 1992),hal. 17. 
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dilokukan oleh korporasi", Korban dari timlak pidana korporusi 

tersehut dapat berupa orang. atau orang-orang d.anlatau korporasi, atau 

korpornsi-korpornsi lain.76 

adalah: 78 

Mcnurut Clinard dun Yeager, kejahatan korporasi ndnlah; 

"A corporate crime is any act commited by corporations 
that is punished by ilte state, regardless of whether it is 
punished by the state. regardless of whether it is punished 
under administrative. civil, or criminallaw"77

• 

Menurut Mardjono Reksodiputro, tindak pidana korporasi 

"Tindak pidana yang dilakukan yang dilaknkan oleh badan 
hukum yang bernpa pelanggaran maupun kejahatan yang 
Lelah ditentukan didalam KUHP maupun Undang-Undang 
yang telah ada". 

Wacana terhadap kejahatan (yang dilakukan oleh) korpornsi 

ini sudah banyak diperbincangkan. Fenomena korporasi sehagai 

pelakn kejahatan bahkan dikamkan oleh Timothy S. Bynum, yang 

dikntip oleh Prof DR. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. dalam Kejahatan 

Korporasi, sebagai: 

" .. ,a growing body of research suggests that organized 
crime is not an alien conspiralj{ but is, instead. a 'normal' 
product of American Society". 
(Demikianlab kejahatan korporasi dipandang sebagai suatu 

produk kemajuan peradaban masyarakat itu sendiri). 

Menurut dasar dan sifat, kejahatan korporasi bukanlah 

suatu barang yang baru; yang barn adalah kemasan, bcntuk, serta 

perwujudannya. Sifutnya holeh dikatakan secara mcndasar adalah 

Uprof.DR.Sutnn Remy Sjahdeini,S.H., Perlrmggungjawaban Korporasr', 
(Jakana:PT.Grafiti Pers,2006), hal 4 i, 

77Marshall B. Clinard dnn Peter C. Yeager dalam Made Danna \Veda. Op.Cit, hn1.3 
n Mardjono Reksodipu!ro, Kemajuan Pcmbangrman Ekonomi dun Kcjahalan, Kumpulan 

Karangnn Buku Kesa!u, Ce!akan Pcrtama, Jakaru.t, Pusnt Pelayannn Keadilan 1.km Pengabtlian 
Hukum Universilas Indonesia, ! 991, hal 64· 74. {Sclanjutnya discbut buku f). 

»J.E.. Sahetapy, Op.cir, hal.2 
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pejabat atau karyawan dari badan hukum atau korporasi yang 

bersangkutan, tetapi masyarakat secara luas bisa menjadi pelaku 

kejahatan terhadap korporasi mt. Terakhir adalah criminal 

corporations, yaitu korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan 

untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi dalam criminal 

corporation hanyalah sebagai sarana melakukan kejahatan; sebagai 

"topeng" untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan. 81 

Hal penting untuk membedakan antara crime fOr 

corporation atau corporate crime atau kejahatan korporasi dengan 

criminal corporations adalah berkaitan dengan pelaku dan basil 

kejahatan yang diperoleh. Pelaku kejahatan dalam kejahatan korporasi 

adalah korporasi itu sendiri. Sedang pelaku dalam criminal 

corporations, utamanya adalah penjahat diluar korporasi, dan 

korporasi itu hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Hasil 

kejahatan yang diperoleh sesuai dengan peran dari pelakunya. Hasil 

kejahatan dalam kejahatan korporasi adalah untuk kepentingan 

korporasi itu sendiri. Keadaan semacam ini tidak terjadi dalam 

80J.E. Sahetapy, Op.cit, hal.4 
81Donald R. Cressey, dalam Soedjono Dirdjosisworo, Kuliah Prof Donald R. Cressey 

tentang Kejahatan Mafia, (Bandung:Armico,l985 ), hal.JJ-35. 
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criminal cmporalion, karena korporasi ini hanyalah sckedar sebagai 

a1at untuk melakukau kef.lhatan.82 

Atas dasar uraian pembcdaan ketiga pengcrtian hal tersebut, 

maka ditarik pokok-pokok pengertian bahwa kejahotan korporasi 

adalah suatu perbuatan yang rlilukukan korporasi yang dapat dijatuhi 

hukunmn oleh negara, berdasarkan hukum a:dministrasi ncgara1 hukum 

perdata, dan hukum pidana.33 

2.2. Perkcmbangan Korporasi Sebagai Subjek/Pelaku Tindak Pidana 

dan Konsep-Konsep Pertanggungiawabannya Dalam Hukum 

Pi dana 

Perkembangan subjeklpelaku korporasi selaku 

subjeklpelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari tahapan 

formulasinya. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum in 

abstracto oleh badan pernbuat undang-undang atau sering disebut 

tahap kebijakan legislatif. 

Menurut Barda Nawawi Arif, yang dimaksud kehijnkan 

legislatif1iegislasi adaJah suatu perencanaan atau progrmn dari 

pembuat undang-undang rnengenai opa yang akan dilakukan dalam 

menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana me1akukan atau 

melnksanak:an sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan 

'tu" 1 " 

Dua tahap 1a:innya adalah tahap aplikasi. yaitu tahap 

penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai 

dari kepolisian sampni pengadilan. Tahap kedua :ini dapat disebut 

tahap yudikatif. Terakhir adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap 

pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana 

nH.Setiyono, Ke]ahatan Korporasi, Analistl Viktimo!ogi dan Pertanggungjtnvaban 
Korpomsi dfllam Huk11m Pidana Jndonesifl. Ceta.kan K.etiga, (Malang:Bayumedia 
Publishin~.2005} J;at2 I. 

ibid, hal.22 
8~Barda Nawawi Atif', Masalall Penegakmr Huf.:.um dan K.ebijnkan Prmanggu/angan 

KejaltaJan, (Bnodung:Citra Aditya Bakti,200 I}, hal.74~ 75. 
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pidana. Tahap ini dapnt disebut tahap kebijukan cksekutif atau 

ndministratif.85 

llsaha penanggu!angon kejahatan dengan hukum pidana 

pada hakikatnya juga merupakan baglan dari usaha penegakan hukum 

{khususnya penegakan hukum pldana). Olch karena itu sering puJa 

dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidona merupakan 

bagi<~n pula dari kebijakan pencgakan hukum. 86 

Namun dcmikian, perlu diingat, sekiranya kebijakan 

penanggulangan kejahatan (politik kriminal) clilakukan dengan 

rnenggunakan sarana ·~penal" (hukum pidana), muka "kebijakan 

hukum pidanau (penal policy), khususnya pada tahap 

furmulasilkebijakan !egislasi yang.· merupakan tugns dari aparot 

pembuat hukum (aparat legislatil), harus memperhatikan dan 

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social, berupa 

"social welfare" dan ~·social defence". 87 

Tahap formulasi/kebijakan legislasi ini dapat dibagi dalam 

dua tingkat, yaitu dalam tahap fonnuJasi intemasional dan tahap 

formulasi nasionni. 

2.2.1. Formulasi Internasional 

Pada kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan tentang The 

Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, dibicarakan 

dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Digambarkan 

oleh kongres t•, • • a new dimension. of criminality is the very substansia/ 

increases in the financial volume of certain conventional econ.omis 

crimesH, seperti : pelanggnran hukum pajak. transfer modal yang 

melanggar hukum, penipuan asurans1, pemalsuan invoice, 

uMuladi, Kapita SeleJaa Sislem Perodilan Pirlana. (Sem<Jrang:Ba.d::m Pcnerbit UNDIP 
,1995), hal.l3-l4. 

'"Barda Nawawi Arif. op,cit,, ha1.29. 
17Barda Nawawi Arif. op.cil, hal.73. 
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penyelundupan, dan lain-lain88
. Termasuk lain-lain disini adalah 

tindak pi dana pencemarun lingkungan. 

Dimensi bam uktivitas ekonomi inilah yang menjadi isu utarn{l 

limbulnya kejahatan barn, dimana, "semua mempunyai dampak yang 

sangat negatif pada pcrckonomian nasional, sedangkan peluku­

peJakunya berhcntuk badan hukum atuu berupa pen£,'Usaba-pen&TUsaba 

yang sering mempunyai kcdudukan yang terhonnat dalam masyarakat. 

Kejahatannya tidak atau jarang dilakukan dengan kekerasan fisik 

(seperti penodongan atau perampokan). tetapi lebih sering dilakukan 

berkedok "legitimate economics activities. Kejahatan ini dapat 

dinamakan kejahatan ekonomi".89 Dati kongres ini1ah rnulai timbul 

pemikiran tcrhadap subjek hukum pidana yaitu 'korporasi'. 
_.. . ' 

Pada International 1\tfeeting o] Experts on Environmental 

Crime: The Use of Criminal Sanctions in The Protection of The 

Environment; Internationally, Domestically and Regionally yang 

diselenggarakan di Portland, Oregon, USA pada tanggal 19-23 Maret 

1994, dalam Proposed Model for a Domestic Law of Crimes Again.•it 

the Environment, dibahas masalah generic crimes (kejahatan~ 

kejahatan yang bersifat umum) dun spesijic crimes {kejahatan­

kejahatan· yang bersifat khosus) terhadap lingkungan hidup. Kedua 

pembedaan tersebut penting dikemukakan disini karena kaitannya 

nanti dengan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum 

(korpor!!Si). 

Terlehih dahulu diberikan pengertian terhadap Generic Crimes 

yang dinyatakan padasection 1 odalah sebagat berikut:90 

"1. Every person commits a crime against the environment who: 
a) Knowingly, recklessly (dolus eventualis), or through 

negligence, whether or not in violation of a statutory or 

88Mardjono Rcksodiputro, ibid, buku I, ha1.42. 
59Mardjono Rcksodiputro, Ibid, hal.42. 
w.rhe Portland Draft, March 19-23,1994, Proposed Model for a Domestic Law of Crimes 

Aguin.l't the Environment, Jmemational Meeting Q.[ Experts on Environmental Crime: The Use of 
Criminal Sane/ions in The Prou:ction of 11re Envfn:mmcnt: Irtternafionaily. Domestically and 
Regional1y, World Trade Ccnlre Two, Portland, Oregon, USA, bat l 

Universitas Indonesia Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH UI, 2009



"" 

regu/atmy duty, cnuses or contributes 10 serious injury or 
damage to the environment, whether local or regional; 

b) Kna·wingly, recklessly (dolus eventualis), or through 
negligence, whether or not in l'iolation of a statutmy or 
regulatoJy dttty, emits discharges, disposes of,. or otherwise 
releases a pollutant, and thereby causes or contributes to 
death, serious illness. or severe personal injwy to human 
being; 

c) Knowingly, recklessly (dolus eventua!is). or through 
negligence, whether or not in violation of a staturory or 
regulatmy duty, causes or contributes to a substansial risk of 
serious injury or damage to the environment, whether local or 
regional; 

d) Knowingly, recklessly (dolus eventua/is), or through 
negligence, whether or not in violation of Cl slatutmy or 
regulatory duty emits discharges, disposes of, or othenvise 
releases a pollutant, and thereby causes or con(ribute.s to a 
substansial risk of death, $erious illness, or severe personal 
injury to a human being. 

Dari rumusan tersebut1 generic crimes dapat dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu, pertama, setiap orang yang secara sengaja 

telah melanggar atau tidak sengaja telah melanggar suatu kewajiban 

menurut undang~undang a tau yang berkaitan dengan peratutan lainnya 

(huruf a dan c), serta kedua. karena kelalaian tetah me)anggar atau 

tid~ suatu kewajiban menurut pe~ndang-undangan atau yang 

berkaitan dengan peraturan lain (hurufb dan d). 

Rumusan generic crimes itu dapat dikategorikan sebagai • delik 

materiil' karena lebih melihat kepada adanya akibat dan resiko yang 

ditimbulkan dari suatu perbuatan. Di sisi lain, pembuktian delik 

materiil dalam hukum pidana lingkungan membutuhkan tahap 

pembuktian yang akurat dari multi-disipliner terhadap dampak 

kerusakan dari kejahatan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. 

Demikian pula dalam generic crimes asas 

pertanggungjawabannya masih didasarkan kepada "kesalahan", yaitu 

dengan terdapatnya kata-kata kesengajaan (knowingly) dun kelnlaian 

(recklessly/dolus eventualis), serta kealpaan (negligence), sementara 

dalam kebijakan penal untuk mcngatasi kejahatan Jingkungan 

berkembang pernik iran dipakainya asas pidana tanpa kesaJahan dengan 
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argumen buhwa tahap pcmbllktinn dalam masalah pcnyelesaian 

masQlah Hngkungan terkadnng mcndapnt kesulitan. 

Selanjutnya~ peng.ertian specific crimes dialur dalam section 2 

adolah sebagni berikut:91 

"2. £ve1y persoJl commits a crime against the environment who: 
a) Knowingly, and in express disregard of a statutmy or 

regulatory duty, or; 
b) Througlt recklessness (dolus e\•entua!is). or negligence, and in 

violation of a statutory or regulatory duty: 
(i)release or discharge a pollutant into the environment, 
(if) operates a Jmzardous installation, 
(iii) imports, exports, handles, transports, stores, treats or 

disposes of a loxic, hazardous or dangerous articles, 
substmtces or waste, or in any manner facilitates the 
import, export. intentional circulation, handling, 
tr.ansport, storages. treatment, or di;jposa/ of such 
materials, 

(iv) causes or contributes to serious injury or damage to 
the environment, whether local or regional, or, 

(v) supplies false material information or omits or 
·conceals material required information or tampers 
with monitoring devices." 

Rumusan dalam specific crimes ini rnemilat delik fonllil, 

dengan penekanan pad a unsur 'perbuatan ~ saja untuk dapat 

dipidananya suatu perbuatan (huruf a dan huruf b~ kecuali bagian iv), 

namun juga memuat delik materiil, yang menekankan pada adanya 

'akibat' dari suatu perbuatan (huruf b bagian iv). Asas 

pertanggungjawabannya didasarkan kepada kesalahan. yaitu dengan 

adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian atau 

through recklessness (dolus eventualis), or negligence. 

DeHk formal dalam rumusan specific crimes ini membantu 

memudahkan aparat penegak hukum dalam tohap pembuktian 

terjadinya tindak pidana terhadap lingkungan hidup, karena 

pcmidanaan ak.an cukup didasarkan pad a perbuatan pelaku bnik berupa 

pelanggaran undang-undang (through recklessness (dolus eventualis). 
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or negligence. and in violation of a statut01y or regulatmy duty), 

melepaskan zat pencemar (release or discharge a pollutant into the 

environment), mengoperasikan instalasi berbahaya (operates a 

hazardous installation), dan sebagainya, tanpa melihat akibat 

pcrbuataimya. 

Sementara pcrtanggungjaw·aban pidana tcrhudap badan hukum 

atau korporasi. diatur pada secti01l 5 yang menyebutkan: 92 

5 a. The Crimes set forth above may lead to criminal liability 
for either or both individual persons and legal entities, 
where it is established that the crime were commited in 
the e.-cercise of organizational activities. 

b. This liability of legal entities comes into being if: 
(i) there has been faulty risk management of the legal 

entity over time and a generic crime mentioned in 
section I has been commited, or, 

(il) there has been a breach of a statutory or regulatory 
provision by the legal entity. 

c. The criminal liability of the legal entity applies in 
addition to the personal liability of managers, officers, 
agents, employees or servants of the legal entity. 

d. The crimina/liability of the legal entity applies regardless 
of the whether or not the individual through whom the 
entity acted. or omitted to act, it identified, prosecuted. 
or convicled. 

e. All sanctions mentioned in section 7, 8 and 9, with the 
exception of the prison sanction, may he imposed upon 
the legal entity that is found criminally liable, 

Maka, dalarn Portland Draft inl teJah ada prinsip penekanan 

terhadap sifat perbuatan pidana dari korporasi yang dikategorikan 

sebagat kejahatan korporasi, juga system pertanggungjawaban pidana 

korporasi (badan hukum), dan sanksi yang dapat diterapkan kepada 

pelnku kejahatan, baik individu maupun korporasi (The Crimes set 

forth above may lead to criminal liability for either or both individual 

persons and legal entities, w!Jere il is established that the crime were 

commited in Ihe exercise of organizational activities). 
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Selanjutnya, pada XV1
" International Congres of Penal Law, 

Crimes Against The Environment - Application of The General Part 

yang diselcnggal'akan di Rio de Janeiro, Brazil, pnda tnnggal 5-l 0 

September 1994, dalam "draft resolution"nya menetapknn:93 

" Corporate Criminal Liability For E'nvironmenta! Offence: 
1) conduct that merits imposition of criminal sanctions can be 

engaged in by private juridical and public entities as well 
as by natural persons. 

2) National legal systems should, wherever possible under 
their constitution or basic law, provide for a variety of 
criminal sanctions and/or other measures adapted to 
private juridicial and public entities.-

3) Where a private juridicial entity or a public entity is 
engaged in an activity that poSes a serious risk of harm to 
the entities shOuld be required to exercise supervisory 
responsibility in a manner to prevent accurance, of harm 
and they should be held criminally liable it serious harm to 
the environment results as a consequence of their failure to 
properly discharges this supervisory responsibility. 

rntisari draft resolusi tersebut adalah -pertama, 

pertanggungjawaban pidana 

lingkungan hidup dikenakan 

korporasi terhadap 

kepada badan hukum 

tindak pidana 

privat maupun 

publik. sebagaimanajuga dikenakan kepada orang perseorangan, 

Kedua, sistem hukum nasional harus memungkinkan 

menyediakan bermacam~macam sanksi pidana danlatau tindakan­

tin<.laknn Jainnya yang disesuaikan untuk badan hukum publik dan 

badan hukum privat. 

Ketiga, bilamana suatu badan hukum privat atau badan hukmn 

publik dalam menjalankan suatu nktifitasnya menyebabkan teijadinya 

kerusakan atau menimhulkan terjadinya kerusakan atau menimbutkan 

resiko serius terhadap lingkungan hidup, maka manager dan direksi 

yang harus bertanggungjawab alas perusahaan tersebut, yang 

QJMulndi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilon Pidana, (Semarung:6adan 
Penerbit Universitas Diponcgoro,2002), haLl9U. 
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kewt:~jiban pcrtanggungjawabannya didasarkan pada kedudukannya 

sebagai pemimpin. 

Kongres PBB ke-9, yang diselenggarakan di Kairo pada 

tanggal 29 April sampai dcngan 8 Moi 1995, tclah mcnjadikan tssue 

lingkungan hidup sebagai salah satu agenda utama. Pacla draft resolusi 

yang diajukan yang kemudian mcnjad[ rcsolusi scpanjnng menyangkut 

"environment resolution" diajukan beberapa proposal sebagai 

berikut:94 

-··· 

1. The right to enjoy an adequate environment and the duty to 
preserve the environment should be established in all 
legisla~ions at the national level; 

2. A ch1pter concerning environmental offences should be 
included in penal codes; 

3. The necessary measures should be introduced to ensure 
that damage to the environment is repaired. either by the 
transgressors themselves or by the state; 

4. The subject of environmental protection should be included 
all educational level. and specifically in curricula for the 
study of criminal law. and human resources should also be 
developed to deal with these new problems by means of 
degree courses, postgraduates courses, seminars, and many 
other from of training; 

5. Not only should environment offences be established as a 
class of offences in penal codes, but also, in the 
administrative area, offending enterprfses should be subject 
to financial penalties; 

6. Regarding penal sanctions themselves. the principle of 
subjective culpability should be maintained. 

T erjemahan bebas: 
1, Hak untuk rnenikmati suatu lingkungan yang memadai dan 

tugas untuk melindungi (memelihara) lingkungan tersebut 
hruus ditetapkan, (dibuat) dalam semua perundang­
undangan pada tingkat nasional; 

2. Suatu bab (chapter) yang berkenaan dengan kejahatan 
tcrhadap lingkungan harus dimasukkan dalam undang­
undang pidana (penal codes); 

3. Suatu langkah penting harus diperkenalkan untuk menjamin 
bahwa kerusakan terhadap lingkungan tersebut diperbaiki 1 

baik oleh pelanggar itu sendiri maupun oleh Negara; 

'H !bit/, hal.l87. 
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4. Perjanjian~perjanjian kerjasama h~u11s dibuat antara negara­
negara, termasuk di dalamnya ketentuan untuk pcrtukaran 
berbagai pengalaman dalam hal progrmn-progrmn 
pcncegahnn dan pembuatan undang-undang yang efektif; 

5. Pokok bahasan mengenai perlindungan lingkungan ini 
sebalknya mencakup pada semua tingkat pendidikan, dan 
secara khusus dalam kurikulwn untuk studi hukum pldana5 

dan sumber daya manusia harus dikembangkan unluk 
menghadapi bcrbagai pennasaiahn baru ini. dengan 
molakukan berbagai tingkatan kursus lanjut.an, seminar­
seminar dan bennacam bentuk pelatihan laitmya; 

6. Tidak hanya pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan 
yang <.Htetapkan sebagai suatu kelas kcjahatan dalam 
unda:ng-undang pidana, akan tetapi juga pada bidang 
administrasi, korporasi-korporusi yang dinyatakan bersalah 
harus: dijadikan subjek pada hukum finansial. 

Disini mulai diatur tindakan tata tertih.bagi korporasi yang 

dapat berfungsi sebagai pidana tambahan. Sedangkan sanksi pldana 

bisa dikenakan kepada para pengurus korporasi yang melakukan 

kejahatan. Kebijakan ini saja dirasa tidak cukup. Terdapat 

kecenderungan besar untuk meminta pertanggungjawaban pidana 

terhadap subjek/pelaku tindak pidana korporaSi. 

Dari berbagai forrnulasi intemasional yang dikemukakan 

tersebut, terlihat upaya-upaya mendukung pemidanaan terhadap 

korporasi ltu sendiri sebagai subjeklpelaku tindak pidana. Bahkan telah 

secara jelas ada keinginan intemasional terhadap kriminalisasi 

terhadap korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana dalam 

kejahatan yang dilakukannya (kejahatan korporasi), khususnya dalam 

kejahatan lingkungan untuk menggunaknn hukum pidana tidak lagi 

sebagai "u!timrtm remedium" namun difungsikan sebagai ~>premium 

remedium". 

2.2.2. Formulasi Nasional 

Dalam formulasi nasional, upaya untuk mendudukknn 

korporasj sebagai snlah satu subjek hukum pidana yang dapat dimintai 
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Pertanggungjawaban pidana harus mempertimbnngkan adanya 

kemungk:Jnan faktor-faktor lain yang mempcngaruhinya. 

Faktot-faktor tcrscbut antara lain adaJah scbagai bcrikut:95 

1. Faktor hukumnya senrliri; 
2. Faktor pcnegak hukum, yukni pihuk~pihuk yang 

membentuk maupun menerdpkan hukum; 
3. Faktor sarano atau fasilitas yang mcndukung pcncgakan 

hukum; 
4. Faktor masynrakat, yakni di lingkungan mana hukum 

tersebut berlaku dan diterapkan; 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai basil karya, cipta dan 

rasa yang diclasarkan pada karsa manusia dl dalam 
pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukwn, serta juga merupakan tolok 

ukur daripada efektifitas penegakan hukum. 

Dari faktor pertama yaitu hukumnya sendiri, dalam formulasi 

nasional selarna ini terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana 

terhadap subjek korporasi atau pengaturan terhadap subjeklpelaku 

tindak pidana korporasi diatur melalur peraturan diluar KUHP. Ini 

sesuai dengan adagium "Lex specialis derogat legi genera/t' pada 

Pasal l 03 KUHP dimana undang-undang yang lebih kbusus dapat 

mengesampingkan ketentuan yang umum.96 

Beberapa undang-undang di luar KUHP yang mengatur 

pertanggungjawaban korporasi antara iain ada dalam: 

I. Undang-undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak 

Pldnna Ekonomi; 

2. Undang-undang No.5 Tahun l997tentang Psikotropika; 

3. Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 

4. Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Penge!olaan 

Lingkungan Hidup; 

'
1Soerjono Soekanto. Fi?ktor-faktor Yang Mcmpengaruhi Penegakcm Hu/mm. 

(Jnknrta;PT.RajaGrafindo Pcrsudu, 2002), Cetak:m keempat, hal.5-6. 
%Moeljatno, KUHP, Kitab Umlang-undang Hukum Pidano, {Jakarta:Bumi Aksara.l999}, 

Ce!akan ke duapuluh, haL40. 
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5. Undang-undang No.3! Tahun 1999 tentnng jo. Undang­

undang No.20 Tahun 2001 tentnng Pembcranlasnn Tindak 

Pi dana Korupsi. 

6. Undang-undang No.l5 Tahun 2002 tentung Tlndak Pidana 

Pencucian Uang; 

7. Undang-undang No. t5 Tahun 2003 Tentang Terorisme; 

8. Undang~undang 

Ketenagalistrikan. 

No.20 Tahun 2002 tcnmng 

Dalam Pasai 59 KUHP sebenarnya telah dinyatakan 

pertanggungjawahan pidana korporas.i sebagai subjek lindak pldana, 

namun dalam perumusannya hanya menyebutkt~n pengurus, anggota 

badan pengurus, atau komisaris saja yang dapat dimintai 

pertanggungjawabannya. kecuali rnereka tidak terbukti melakukan 

pelanggarant se(engkapnya berbunyi: 

"Dalam hal~hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana 
terhadap pengurus. angB;ota-anggota badan penguru·s atau 
komisaris-komisari~ maka pengurus, anggota badan pengurus 
atau kornisaris yang temyata tidak Ikut campur melakukan 
pelanggaran tidak dipidana". 

Bila dikaitkan dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana 

yang tidak diatur dalam KUHP sebagaimana tersebut di atas, 

sementara KUHP merupakan Undang-undang pokok yang merupakan 

ketentuan umum, maka berdasar ketentunn Pasal 103 KUHP, apabHa 

KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka 

yang ber1aku adalah ketentuan peraturan pcrundang-undangan khusus 

yang menampung pengaturannya cH luar KUHP. Konsekuensi dari 

kondisi tersebut di atas, maka dapat ditempuh solusi berupa 

reformulasl ketentunn tentang sistem pertanggungjawnban pidana 

korporasi yang diatur di luar KUHP. 91 

91Dwldja Priy.:uoo,S.H., Kebijakan Legislasi Tentang Sistem PertnnggmJfg'awaban Pit/ana 
Korparosi di Indonesia, (Bandung:CV.Utomo,2004), hal.l99. 
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Implikasi dad dijadiknnnya korporasi sebagai subjek pirlann 

hams diikuti ndanya ketentuan khusus duri pcraturun perundang­

undangan tcrsebut mcngcnai: 

a. Kapan dikatakan korporasi mclakuknn tindak pidana; 

b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan; 

c. Dalam hal bagaimana korpornsi dapat Ulpertanggungjawabkan, 

dan; 

d. Jenis-jenis sanksj apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.98 

Fonnulasi kedua dapat dltempuh dengan melakukan perubahan 

atau amandemen KUHP dengan memasukf.:an korporasi sebagai subjek 

tindak pidana umum. Jalan kedua ini ditempuh oleh Be1nnda pada 

tahun 1976 dengan menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana 

dalam wetboek van strafrechtnya. 

Dalam Pasal 47 draft Rancangan KUHP tahun 2008 dikatakan 

dengan jelas bahwa korporasi merupakan sobjek tindak pidana. Juga 

dalam Pasal205 disebutkan ""setiap orang adalah orang perseorangan, 

termasuk korporosi ". Dalam RKUHP juga mengatur ten tang alasan 

pembenar dan pemaaf yang dapat diajukan oleh pembuat yang 

bertindak: untuk danlatau atas nama korporasi sepanjang alasan 

tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan 

kepada korporasi.(vide Pasal53). 

Pokok-pokok pengaturan terhadap kebijakan alas korporasi 

yang diatur dalam draft RKUHP tahun 2008 antaro lain tentang; 

a. Adanya penegasan korporasi sebagai subjek pidana dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Pasal 47); 

b. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan apabila tindak 

pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi (Pasal48); 

c. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 

49-50); 

9'Dwidja Priyatno, Ibid, hat 199 
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d. Penentuan kapnn pen gums dJpat dipcr!nnggunginwabkan (Pasal 51); 

e. Pcncntu;m piclnna sebagni uliimum remedium bagi korpornsl (Pasnl 52)~ 

f Penentuan alnsan pembcnar dan pemaafbagi korporasi (Pasal 53). 

Bahkan dalam RKUHP tahun 2008 ini clisnmping telah diatur 

penentuan kapan korporasi dapat dipertnnggungjuwabkan (iihat Pusal 

49-50). juga telah mengatur kapnn korporasi dikatakan telah 

melakukan tindak pidana (Pasal48) yang berbunyi: 

"'Tindak pidana dilakukan otch korporasl apabila dilakuknn 
oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional 
dalarn struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan 
atas namu korporasi atau demi kepentingan korporasi, 
ben~asarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, 
dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri 
atau bersama~sama." 

Kalimat " ... berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, 

dalam lingh.11p usalta korporasi tersebut... ", merupakan konsep yang 

diambil dari Pasal 15. ayat (2) UU No.7 Drt Tahun 1955 dan dalam 

Pasal 20 ayat (2) UU No.3! Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 

tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam Pasal 17 

ayat (2) UU No.15 Tahun 2003 tentang Terorisme, yang berbunyi 

" ... berdasarkan hubungan keda a tart lwbungan lain, dan bertindak 

da/am lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama" 

sama ... ", lni menjawab kapan korporasi dikatakan te!ah meJakukan 

tindak pidnna. 

Dalrun konsep R-KUHP tahun 2008 ini juga telah terdapat 

ketentuan tentang pidana tambahan atau tindakan tata tcrtib yang 

secara khusus dapat diterapkan untuk korporasL Piduna tambahan 

untuk korporasi hanya disebutlrnn dalam Pasal 67 ayat (3) "Pidana 

tambahan berttpa pcmenulum kewajiban adat setempat dan/atau 

kewajiban menurul hukum yang hidup dalam masyarakat atau 

pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan vt"Oicwpun 
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tidak terccmtum daiam penunuscm tindak pidcma ", nnmun dalam Pmm1 

85 telah ditambahknn secara spesifik 'hak yang dapat dicabut' itu ialah 

"'Jika pengambilan kekayaan at au pemlapatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 82 ayat {2} lidak dapat dHakukan, maim untuk korporasi 

cNkenakan pit/ana pell&r:;anli berupa pcncabutan izin usaha atau 

pembuharan korporasi". 99 

Namun sebagaimana dnlnm draft RKUHP tahun 2000, dalam 

draft RKUHP !ahun 2008 pun belum didapati pengaturan tentangjenis 

sanksi pidana yang dilujukan secara k:husu.s untuk kGrporasi, karena 

jenis pidana yang diatur dalam Pas.al 6! masih bcrorientasi parla 

pemidanaan yang ditujukan kepada manusiu. 

Sementara dalam Penjelasan Pasal 84ayat (4) R-KUHP Tahun 

2008 dinyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap 

korporasi dalam KUHP hanya berupa pidana denda, maka wajar 

apablla ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan pada 

korporasi Iebih berat daripada ancaman pidana denda terhadap orang 

perseorangan. Kriteria jumlah denda terhadap korporasi ditentukan 

dalam Pasal 80 ayat (5) yang menyatakan, 

"Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan ; 
2.1. Pidana penjara paling lama 1 (tujuh) tahun sampai 

dengan 5 (limabelas) tahun adalah pidana denda 
kategori V; 

2.2. Pidana mati, pidana seumur hidup. atau pidana penja:ra 
paling lama 20 (rlua puluh) tahun adalah pidana denda 
kategori vr). 

Dalam Pasal 80 ayat (6) dinyatakan bahwa pidana rlenda 

paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

adalah pidana denda Kategori IV, yang dalam Pasal 80 ayat (3) huruf 

d dinyatakan ''Kategori JV Rp. 75.000.000,- (tujuh pu/uh lima )uta 

rupiah)". 

91Bandingkan dengan 'hnk yang dicabut' dal.lm pidann tnmbabnn dalam draft RKUHP 
lnhun 1999-2000 yang bersifat umum dan hanya merumuskan bahwa hak yang dapat dicabut 
""'adalah segnla hnk yang diperoleh korporasi" (Pas::~l84 ayat (2}), 
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Terhndap pelaksanaan pidana pokok denda diatur dulam 

pasal 82 ayat { 1) yang menyatakan bahwa "pidana dend" dapat -

dibayar dengan cam dicicil dalam teuggang waktu sesuai dengan 

putusan llakim ". Dalam hal pidana dcnda sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 82 ayut (1) rerscbut tidak clibayar penuh dalam tenggnng waktu 

yang ditetapkan, maka untuk pidmm dcncla yang tidak dibayar tcrsebut 

dapat diambiJ dmi kekayaan a tau pendapatan terpidana. 

Jenis-jenis pidana seperti dalam UU No.23 Tahun 1997 

tcntang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bnb IX tentang ketcntmm 

pidana, mulai dari Pasal 41 samp.1i dengan Pasal 48 kiranya dapat 

dijadikzm acuan untuk dipertimbangkan untuk memperkaya alternatif 

pemidanaan yang dapal dikenakan terhadap korporasi di dalam 

RKUHP baru nanti. 

Sebagai contoh Pasal 47 UUPLH menentukan bahwa pelaku 

tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata 

tertib berupa: (a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 

pidana dan atau, (b) penutupan seiuruhnya atau sebagian perusahaan 

dan atau, (c) perbalkan akibat tindak pidana dan atau~ (d) mewajlbkan 

mengeljakan apa yang dilukukan tanpa hak, dan atau, (e) meniadakan 

apa yang dilakukan tanpa hak, dan atau, (I) menempatkan perusahaan 

di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tnhun. Kiranya jenis-jenis 

pemidanaan itu dapat pula di ndopsikan kedalam R-KUHP yang baru 

untuk diterapk!Ul kepada korporasi. 

Formulasi internasionaJ terhadap pengaturan korporasi sebagai 

subjek tindak pidana tersebut beberapa di aplikasikan ke da!arn 

formulasi perundangan nasional, beberapa cliantaranya Basel 

Convention on Hazardous Waste yang menjadi instrumen patokan 

dalam Undang-undnng No. 23 Tnhun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, United Nations Convention on Biological 

Diversity yang di turunkan ke dalam Jakarta Resolution on Sustainable 

Development (1987). 
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2.2.3. Tahap-Tahap Perkembangan Pcmidanaan 

Terhadap Subjck Hukum Korporasi 

Pcncmpntnn korpomsi scbagai subjek tlndak pidnna masih 

menjadi perdebatnn dun menimbulkan sikap pro dan kontra. Masing­

masing pihak mengemukakan argumcntosinya masing-masing. 

Soorang diantarnnya yaitu Oemar Scno Acljie, mengarakan 

bahwa kemungkinan adanya pcmidanaan terhadap persekutuan­

persekutuan, didasarkan tidak saja stas pertimbangan-pertimbangan 

utilitas melainkan pula atas dasar-dasar teroritis dibenarkan. 1?0 
Sedangkan Sudarto sehubungan dcngan masalah dapat 

dipidananya korporasi menyatakan: 

'"Saya tidak menyangk:al kemungkinao pera.nan korporasi di 
kemudian hari, akan tetapi saya. ingin mengetahui selama 
berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang 
hampir 20 Tahun itu (sekarang hampir 52 tahun, penulis) 
berapakah korporasi yang telah dijatubi pidana. Sayang sekali 
tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar 
untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka 
ini dapat memberikan petunjuk sampai dlmana kehutuhan akan 
perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada 
delik-delik yang termasuk: hukum pidana khusus itu 
kenyataannya tidak banyak pemidunaan yang dikenakan 
kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan?. 
Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia 
ukan tergolong negara sangat maju di seluruh dunia di bidang 
ini".101 

Namun, G]anville \Villiarns menyatakan bahwa dapat 

dipertanggungjawabkannya korporasi berdasarkan atas utilitarian 

theory, dan semata-mata bukan didasarkan atas theory ofjuslice akan 

tetapi adalah untuk pencegahan kejahatan. 102 Ini rnerupakan sikap 

optimis darijurisl, sebagaimana halnya Oemar Seno Adjie, yang telah 

1000emar Seno Adjie, Hulo.tm (Acara) Pitlana Jafam Pmspr:ksi., (Jakana:Erlangg<I,1984), 
hal.l60. 

101 Sudarto, Dilemma da{am Pembahanwn Sistem Pidona lndoneshr, (Semarang:FH~ 
UNDIP, 1979), hal.21~23. 

102Gianville Williams, Texlbook of Criminal Law, Second Edition, (London:Stven&Sons, 
1.983), hol.974. 
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memahami hakJkat bahwa sebagai ilmu sosial, hukum ndolah sebuah 

produk dari kemajwm peradnban, sehingga ia tidak mcnafika.n 

pcruba.han. 

Pihak yang tidak setuju menempatkan korporasi sebagai suhjek 

tim.iak piduna bcralasan scbagai bcrikut: 101 

L Menyangkut mnsaiah kcjahatan sebennrnya kcsengajaun 
drun kesulahan hanya terdapat puda persona alamiah; 

2. Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat 
dipidananya bebcrapa .macam delik, hanya dapat 
dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri harong, 
menganiaya orang dan sebagainya); 

3. Bahwa pidana dan tindak:an yang berupa merampas 
kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap 
korporasi; 

4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan 
sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah; 

5. Bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma­
norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah 
pengums saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya 
harus dituntut dan dipidana. 

Pihak yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek 

tindak pi dana beralasan sebagai berik:ut: 

1. Temyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk 
mengadakan represi terhadap delik-deltk yang di1akukan 
oleh utau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan 
pula untuk dimungkinknn memidana korporasi, korporasi 
dan pen gurus atau pengurus saja_HH 

2. Mengingat datant kehidupan sosial dan ekonomi tcrnyata 
korporasi semakin memainkan peranan yang penting 
pula.ws 

3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalum rnasyarukat 
yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma­
norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
rnasyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan padu 
segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka 
tujuan itu tidak efektif, oieh karena itu tidak ada alasan 

101J.M. van Bcmmelen, lfukum Pidana I. Hulwm Pidamr Material Bugiau Umum, 
dileljemahkan oleh Hasnan, (Bandung: B!nacipta,J986), hai.2J9. 

1wRoeslan Saleh, 1'tmtang Tindak Pidana dtw Pertunggungjawalmn Pulana. (Jakar1n: 
BPHN, 1984), hal.52. 

10'Jbid. 
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untuk sclulu menek<m dan menentang dapat dipidananya 
k . 106 m-poras1. 

4. Dipidananya korporasi dengan anCaman pidana adalah 
salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan 
pemidanaan terhadap pegawai korporasi itu sendiri. 107 

Tahap-tahap perkcmbangan korpomsi sebagai subjek tindak 

pidana dapat dibedak:an dalam tiga tahap: 

2.2.3.1. Tahap Pertama 

Tahap ini ditandai deflgan usaha-us8ha agar sifat delik yang 

difakukan korporasi dihatasi pada perornngan (natuurlijk person). 

Ini merupakan cara pandang pemikiran dogmatis dari abad ke~ I 9~ 

dimana kesalahan menurut hukulii pidana selalu disyaratkan dan 

sesunggubnya hanya kesaiahan dari rnanusia1 sehingga terkait erat 

dengan dengan sifat individualisasinya KUHP. Apabila suatu 

tindak pidana terjadi dalarn lingkungan korporasi1 maka tindak 

pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi 

tersebuL dalam tahap ini membebankan "tugas mengurus" 

(zorgplicht) kepada pengmus. 108 

Tahap ini sebenamya merupakan dasar bagi Pasal 51 WvS 

Beland a (Pasal 59 KUHP) yang berbunyi: 

'~Dalarn hal-hal dimana karena peianggaran ditentukun 
pidana terhadapa pengurus, nnggota-anggota badun 
pengurus .atau komisaris-komisaris, rnaka pen gurus, onggota 
badan pengurus atau komisaris yang temyata tidak ikut 
campur melakukan pelanggaran tidak dipidana'). 109 

1114Disampaikan oleh D, Schaffmeister pada Penawran Nasional Hukum Pit/ana Angkatrm 
I, langgnl6~28 Agustus 1987, Ke.ljasama Hukum lndonesia-Belandn di FH~UNDJP. 

lfi1George E. Dix, Gilbert Law Summeries Criminal Low, Eleventh Edition. (New York: 
Harcourt Srace Jovanivich Legal and Proffesional Publlcations,lnc.,1979}, haL43. 

1~1ardjono Rek.sodipul.ro, Tinjtman Ter!tadap Perkernbangan Dclik-dclik Klmsus Da!am 
Masyar!llrat yang Mengalami Mo4ernlsasi", Kertas Kerja pnda Seminar Perkembang:m DeUk~ 
delik Kbl.lsus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisn;;:i dl FHwUNAIR, 
(BandvnwBinacipta,l982), haL5l 

1 KUHP,BPHN, (J<lkarta:Sinar Harapan,l9&8), bal. 37. 
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Dcngan mclihat ketcntuan tcrsebut diatas, maka para penyusun 

KUHP dahulu dipengaruhi oleh asas societas tlelinquere uon-potest, 

yaitu badan-badan hukum tidak dapat mclakukan pidana, 

Pada tahap pcrtruna lni bahwa pen&rurus yang tidak mcmenuhi 

kewajiban-kewajtban yang sebcnamya merupakan kewajiban korporasi 

clapat dlnyntuka11 bcrtanggungjawah. Dalam Pasal 59 KUHP diatas 

mcrnuat alasan pcnghapusan pidana (strafuilslttitingsgrond). Kcsuhtan 

yang timbul dengan Pasal 59 KUHP ini adalah sehubungan dengan 

ketentuan-kctentuan · dalam hukum pidana yang menimbulkan 

kewajlbao bagi seorang pemllik atau seorang pengusaha. Dalam hal 

pemHik atau pengusahanya adalah korporasi, sedangkan tidak ada 

pengaturan bahwa pengurusnya bcrtanggungjawab, maka bagaimona 

rnemutuskun tCntang peinbuat dari pertanggungjawabannya? .11
Q 

2.2.3.2. Tahap kedua 

Tahap ini merupakan tahap pengakuan bahwa suatu tindak 

pldana dapat dilakukan oleh perserikata.n atau badan hukurn, namun 

tanggungjawab itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum 

tersebut. 

Perumusan khusus untuk ini adaluh apakuh jika su<itu tiadak 

pidana dilakukon oleh atau karena suatu badan hokum, tuntotan 

pidana dan hukurnan pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. 

Secara perlahan-lahan tanggungjawub pldrma beralih dari anggota 

pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan 

melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. 111 

2.2.3.3. Tahap keliga 

Atas dasar hal tersebut, rnaka subjek tindak pidanu korporasi 

tidak diatur dalam hukum pidana umum (commune strafrecht) atau 

tidak: diatur dalam KUH Pidana, Dengan demikian, di Indonesia, 

kebijakaa legislasi menyangkul subjck lindak pidana korpQrnsi tidak 

11~ardjono Reksodiputro, Lac.cii. 
111D, Schaffme,istet, Op.cit, ho.l.lO-lL 
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hcrlaku sebagai subjck tindak pidana secara umum, akan tetapi terbatas 

dan hanya berlaku terhadap beberapa perundang~undnngan khusus di 

luar KUH Pidana. 112 

Dari ketiga tahap terscbut dan mcngingat fungsi hukum 

sebagai social defense yang pada hakikatnyn mempnkan bagian 

integral dalam pencapaian tujuan we[{ore stale (kcscjahtcraan 

masyarakat) secara holistik, maka dalrun rangka meningkatkun 

fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi. wajar 

jika sorotan diarahkan pzda kemungkinan mcnctapkan dan 

merumuskan pertanggungjawaban pidana korporusi dalam ht~kum 

(terutamadalam R-KUHP) Indonesia. 

2.3. Model-Model Pertanggungjawaban Pidana Korporas.i 

Ketika dikatakan bahwa subjek hukum pidana saat ini 

termasuk juga badan hokum. maka membawa konsckuensi terhadap 

tindak pidana yang hanya rlapat dilakukan oleh badan hukum, yang 

akhimya mendapat pembatasan dalam pemidanaannya, antara lain: 

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat 

dilakukan oleh korporasi (pembunuhan,pencabulan,perkosaan); 

2. Dalam perkara yang satu-satunya pJdana yang daput dikenakan 

tidak mungkin dikenakan kepada korporasi (pidana pen.tara atau 

pidana mati). 

Dalam hal ini, terdapat tiga model pertanggungjawabnn 

korporasi, yaitu: 

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab. 

Asas societas/universitas delinquent non-potest atau badan 

hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, 

menunjukkan bahwa kesa1ahan menurut hukum pidann 

seJaJu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari 

manusm. 

112DKDwidja Priyatno,S.H.,M.Hum.,Sp.N,/bicl, h.ll.l67 
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b. Korporasi scbagai pembunt dan pen gurus 

bcrtanggungjawab 

c. Korporast scbagai pcmbuat dan JUga sebagai yang 

bertanggungia\vab. 

Sementara menurut Prof. DR. Sutan Remy Sjabedini, S.H., 

terdapat empnt kemungkinan system pcmbebamm pertanggungjawahan 

pidana kepada korporasi, yaitu: llJ 

L Pcngurus korporasi scbagai pelaku tindak pidana. schingga 
o!eh karenanya pcnguruslah yang harus memikul 
pertangt,"llngjawaban pidana. 

2. Korporasi sebagal pelaku tindak pidana, tetapi pengurus 
yang harus memikui pertanggungjawaban pi dana: 

3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu 
sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pi dana. 

4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak 
pidana dan keduanya pula yang harus memikul 
pertanggungjawaban pidana. 

KUHP saat ini rnasih menganut sistem pertanggungjawaban yang 

pertamn, dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa 

korpornsi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. 

Namun dalum Pasal 50 draft KUHP Nasional tahun 2008 serta 

dalam berbagai undang-undang di luar KUHP sendiri telah mengambil 

sikop berbeda dengan menentukan bahwa korporasi dapat pula dituntut 

sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menja!ankan 

perbuatan~pcrbuatan tersebut asalkan perbuatan tersebut di!akukan untuk 

dan atas nama korporasi dan perbuatem tersebut termasuk daJam lingkup 

usahanya sebagaimana ditenhlkan dalam anggamn dasar atau ketentuan 

lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. 

Dalam penjeJasan Pasal 50 RKUHP di rinci pertanggungjawaban 

korporasi sebagai berikut, 

mProf. DR. Sutan Remy Sjahcleini, S.H., Op.cit, lml 59. 
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"Mengenni keduclukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat 
pertanggungjawaban pidana darj korporasi terdapat kemungkinan 
sebagai berikut: 
tL Pengurus korporasi sebagai pembuut tindak pidnna dan oleh 

karena itu pengurus yang bertanggungjawab; 
b. Korporasi sebagni pembuat tindak pidana dan pengurus yang 

bertanggungjawub; atau, 
c. Korporasl sebagai pembunt tindak pJdana dan juga sebagai 

yang bertnnggungjawab. 
Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk 
suatu korporasi, mak:a penuntutannya dapat dilakuknn dan 
pidananya dapat dijatuhkan terhadap kol'pQrusi sendiri, atau 
korporasi dan pengun•snya) atau pcngurusnya saja". 

Sutan Remy mcmberikan pendapat agar scbuiknya sistcm yang ke 

empat yang beliau usulk.an sebaiknya yang dibcrlakukan, Alasan­

alasannya antara lain:114 

'
1Alasan pertama, apabHa hanya pengurus yang dibebani 
pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi 
masyarakat yang Ielah menderita kerugian karena pengurus dalam 
melakukan perbuatannya itu adalab untuk dan alas nama 
korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau 
menghindarkan mengurangi kerug!an financial bagi korporasi 
Alasan kedua1 apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana 
hanya korporasi sedangkan pengurus tidak hams memikul 
tanggungjawab, maka sistem itu akan dapat memungkinkan 
pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tapgan" aJias pen gurus 
bersembunyi di balik korpomsi untuk melepaskan dirinya dari 
tanggungjawab dengan dalih babwa perbuatannya itu bukan 
merupakan perbuatan pribadi dan bnkan kepentingan pribadi, 
tetapi merupakan perbuatan yang di!akukannya untuk dan atas 
nama korporasi dan kepentingan korporasi 
Alasun ketig<:~, pembcbunan pertanggungjawaban pidana kepada 
korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarins, atan bukan 
langsung. Dalam hal ini perbuatan pengurus korporasi dialihkan 
pertanggungjawabun pidananya kepada korporasi". 

2.3.1. Ajaran-Ajaran Pertanggungjawaban Korporasi 

Dalam tenninologi hukum pidana yang konvensionnl, kelompok 

doktrin yang ada selalu berhubungan dengan sebuah adagium nullum 

crimen sine lege dan nulla poena sine /ega. Tidak satu orangpun daput 

didakwu ntau dihukum lcrhadap sebunh lindak pidanu kccuali 

114/bid, ha/.62 
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perbt1atnnltindak pidana tersebut sebelumnya telah diatur dan dibedakukan 

o!eh pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu.115 

Perkembangan subyek hukmn pidana khususnya korporasi dalam 

sistem common law tcrutama di lnggris, Amerika Serikat dan Kanada 

membawa d<:unpak bagi pcrkembangan subyek bukum pidana pada sistem 

civil law. Mula-mula tcrdapat kecngganan untuk mcnghukum korporasi, 

karena korporasi dianggap sebagai fiksi hukum (legal fiction), yang 

berdasarkan aturan ultra vires hanya dapat melakukan perbuatan­

perbuatan yang secara spesifik dimuat dalam n.nggaran dasar korporasi 

tersebut Kcberatan lainnya adalah tiadanyu mens JWI yang diperlukan bagi 

pemldanaan dan tidak dapatnya suatu korporasi untuk tampii sendiri di 

muka pengadilan. Selain itu; adalah terbukti mE! untuk dapat menghukum 

suatu korporasi karena ketiadaan sanksi -sanksi yang memadai. 1 16 

Demikian pula dengan masalah kemampuan korporasi 

bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dalam ilmu hukum 

pidana merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang 

melakukan tindak pidana. Van Hammel, sebagaimana dikutip oleh Roeslan 

Saleh111 menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu 

keadaan nonnalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga 

seseorang mempunyai tiga macam kemampuan, yakni: (a) Mampu 

mengerti maksud perbuatannya; (b) Mampu menyadari perbuatannya tidak 

dapat dibenarl<:an oleh masyarakat; (c) Mampu menentukan kehendak 

dalam melakukan perbuatannya. Pendapat lain mengatakan bahwa mampu 

bertanggungiawab adalah m.arnpu menginsafi sifat melawan hukum 

( wederechtelijke) perbuatan dan mampu menentukan kehendak. 

Pertanynan yang timbul ndalah apakah konsep tersebut diatas 

berlaku untuk korporasi, ma:ka dlkatakan jika kita menerima konsep 

115
Andi Zainal Abidin, Asas- Asas Hukum Pirlaua Bagian Pertama. Bandung, Alumni, 

1987. hat 167~ 168. 
11~arcm; Wagner, Corporate Criminal Liabilily, Naticmll and Imcmaliona! Response.o.; 

(Bnckground paper for International Society for the Refonn of Criminal Low, 13'h lnlemational 
Conference CommercJal and Financial Fraud: Comparative Perspective, Malia, 8·12 July 1999) 
daiam Sutan Remy Sjahdeini, Perkufitthmr Korpor.c~si tlnn Perlanggung-jmvaban Pidalttl, 
Universitas indonesia, Rabu,22 Ok1ober 2004. 

ll7Roes!an Saleh, Perhualnn Pidann dan PertanggungfttWt<lmn Pidana. Dlta Pcngerll'an 
Dasar da!am Huf..ttm Pidana, (Jakarta:Ak;;ara Baru,l981), hal. 85. 
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functioneel daderschaap maka kemampuan bertanggungjawab dalam 

hukum pi dana juga berlaku terhadap korporasi. Dengnn alasan, keberadaan 

korporasi tidaklah dibcntuk tanpa suatu tujuan dan aktivitas pencapaian 

tujuan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Dcngan 

dcmikian, kemampuan bcrtanggungjawab cksckutif korporasi dilimpahkan 

mcnjadi kemampuan bertanggungjawab dmi kotporasi sebugai subjek 

hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki 

k b . b 118 emampuan ertanggungJawa . 

Kesengajaan (opzet) dan kealpaan (c11/pa) adalah juga dua bentuk 

unsur kesaluhan (sclwld) dalam hukum pidana. Menimbulkan pcrtanyaan 

tentang: apakah dan bagaimanakah badan hukum, walaupun tidak 

mempunyat JIWa manu.~ia (manse/{ike p.'lychis) clapat memenuhi unsur­

unsur psikis (de psychische bestanddelen), kesengajaan (opzet) dan 

kesalahan (schuld)? 119 

Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat 

dilakukan dengan cara melihat: apakah kesengajaan bertindak pengurus 

korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau 

berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus 

dideteksi melalui suasana kejiwaan (psychish klimaat) yang berlaku pada 

korporasi. Dengan konstruksi pertanggtmgjawaban (toerekenings­

constmctie) kesengajaan perorangan (natuurlijk person) yang bertindak 

atras nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi. 120 

Terhadap alasan pemaaf bagi korporasi, dapat dijelaskan bahwa 

sebagai konsekwensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka 

alasan-alasan penghapus pidana dapat diterima juga kepada korporasi, 

namun alasan-alasan penghapus pidana harus dicari pada korporasi iru 

sendiri. 

Ada tiga ajanm pokok yang menjadi landasan bagi pembenaran 

dibebankannya pcrtanggungjawaban pidana kcpada korporasi, yaitu 

118 Hamzah Hatrik,SH.,MH., Azas Pertanggungjmvaba11 Korporasi tfalam Hukum Pidmra 
!ndonesia,Stricl Liability dan Vicarious Liability, (Jakarla:PT.RajaGrafindo Persada,l996), hal.86. 

119/bid, hal.93. 
120Muladi, Perlanggungjawaban Badcm Huk1rm dalam Hukum Pidana, (Makalah dalam 

Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990). 
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doktrin strict fiahilily. doktrin vicarious liability. dan doktrin 

[dentitikasi. 121 

121 Bcberapa doktri11 penanggungjnwaban pldnna kep.1cla korporasi lainnya menumt 
Prof.DR. Sulan Remy Sjahdcini,S.I-I, d;tlam buk"tmya Perumggrmgjawabm1 Kwporasi, 
(Jakana:PT.GrnJih Pers,2006}, hal 97-IJ3, dengan menyitir pemlapat dari pam ahli hub."!lm lain 
dapat discbutkan diantnrtmya: 
l. Doclriue of Defcgalion. I\knurut doktrin tcrsebur untuk dnpnl membcb;mknn 

pcrtnnggungjnwaban pidana ynng dilakuk:m o!eh pcgawni_ kepada korporasi adalah 
membebankan penangguugjawabnn pidaua kcpada korporasi dengan melihat adanya 
pendelegnsian wcwenaog. dari seseornng kcpada orang lain umuk melaksanakan kewenangan 
yang dimilikinya. Pendelegasian vtewenang oteh seorang pembcri kelja kcpada bawabannyn 
merupaknn alasan pemb::mar bagl dapat cllbebankonnya perlanggungjawabnn pidana kepadn 
pemberi kerja itu atas pcrbuatan pidana yang di!akuknn oleh bawnhannyn l!U. 

2. DoctYI11e of Aggregation. Ajnran inl memun,gkinkan agregasi alau kombinasi kesalnhan tlari 
sejumlah orang, umuk diatributkau kepada korporasi sehingga korporasi dapal d!bebani 
pertanggungfawaban. Menurut ajaran inl, semua perbuatan dan scmua unsure mental (sikap 
kalbu} dari betbagai or.~.ng yang terkait secara relevau dalam lingk-ungan pcrusahaan 
dianggap seakan-akah JJlakukan o!el; satu orang sajn, 

3. 'n1e Corporate Culrure Model atau Budaya Kerja Parusahaan. Menurut ajaran 1ru, 
pertanggungjawaban dapat dibcbankan kepadn korporasi apabila berhasil dtemukan bahwa 
seseornng yang telab melakukan peibuaian melanggru- hukum memiliki dasar yag rasional 
W1luk meyaklni bahwa nnggota korpomsi yang meroililci kewenangan (om authorize of the 
corporation) Ielah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana 
tersebut (authorized or pmmirted the commission <?[!he offence), Berkenaan dengan itu. 
menurnt doktrin ini, tidak perlu menemukan orang yang bertanggungjawab alas perbuatan 
yang melanggar hukum iru untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada korpornsi. 
Sebaliknya -pendekatan tersebm menenmkan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan 
adalnh pibak yang harus juga berllrnggungjawab karena telah dilnkukannya perbuatan yang 
melanggar hukum dan buk."Ul orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang harus­
bertanggungjnwab. 

4. DocJrfn Reactive Corpora/c. Fault. Th:lktrin ini rnenya\akan bahwa apabila aclus reus dari 
sua!u tlndak pidana [erbukti dilnkukan olell atm "alas nama suatu korporasi, makn pengadilan 
sepnnjang Ielah di!engkapi dengan kewenangan berdasarkon peraturan perundang-undangan 
untuk dapat mengcluarkan perinlah yang bersangkutan, dnpat meminla kctmda perusahaan 
un!uk; 
a. Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggUIIgjawab di dalam 

organisas1 perusahaan ilu; 
b. Untuk mengambil tindakan-tindakan dis:ipltn terhadap mereka yang bertanggungjawab; 
c. Mengirimkan laporan yang mcrinci apa saja tindakan yang telah diambll oleh pcrusahaan. 
Scmentar<~ Prof. DR. Sut.:m Remy Sjahdeini, SJ-L memiliki ajaran penanggungjawabannya 

sendiri yang beliau beri nama Ajaran Gabtmgnn. Mcnurut Pro( Rcmy korporasi tido.k dapn.t 
melakukan perbuntan scndiri, tetnpi h:m1s s-eloiu melalui manus in yang memiliki kewenungan _ 
untuk mclakukan perbuatan itu atas nama korporasi. Mengingat hnl yang demikian itu, makn harus 
ferlebih dahulu dapat dipastikan adanytt mauusia yang menjadi peklku sesungguhnya (pelaku 
mllleriil) dari tindak pidana tersebul, yang mas. dl!akuk:anuya tindak pidana itu, korporasi horus 
bertanggungjawab. 

Pembebanan pertanggungjawaban pida:na kepada korpornsi alas !indak pidana yung 
di[okukan oleh seseorang ndalah apnbila dipenuhi semua unsur yaitu: 

1. Tindak pidana lcrscbut (baik tlalam bentuk commission maupun ontiss;on) dilakukan alau 
diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam slurktur orgnnisasi korporasi 
memiliki posisi sebngai direcling mind dari korporasi; 

2, Tindak pidnna rersebut dilakukau dalam rangka maksud dan tujuan korporasi; 
J. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau ati'ls peintah pemberi perintah dalam rangka 

tugasnya dnlam korpomsi; 
4. Tindak piduna tersebut dilakukan dengan maksud memberikon manfMt bagi korporasi; 
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a. Doktrin Strict Liability 

Menurut doktrln ini, pertanggungjawahnn pidana dapat 

tlibebankan kcpada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dcngan 

tidak perlu dibuktiknn adanya kesalahan (kesengajaan atau ke1alaian) 

pada pclakunya. 

Doktrin 1111 scring disebut juga absolute liability, atau 

menurut Prof. DR. Sutan Remy Sjabdcini, SH menyebutnya dcngan 

istiiah "pertanggungjawahan mutlak". 

Dalam perkcmbangan hukum pidnna yang terjadi 

belakangan diperkcnaikan pula tindak-tindak pidana yang 

pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepadn pelakunya 

sekalipun pelakunya tiduk memi!iki mr:ns rea. yang clisyaratkan. 

Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana Ielah 

melakukan actus reus, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan 

oleh ketentuan pidana (offences of sirictliability). 122 

b. Doktrln Vicarious Liability. 

Sering disebut juga ajaran respondeat superior. Menurut 

Sutan Remy Sjahdeini "·disebut sebagai "pertnnggungjawaban 

vikarius". Arti dari 

pertanggungjawaban pidana 

misalnya oleh A kcpada B. 

doktrin ini adalah pembebanan 

dan lindak pidana yang dilakukan, 

Teori atau doktrin ini dinmbil dati hukum perdata yang 

diterapkan pada hukum pidana. Menurut asns ini, dimana ada 

hubungan antara master dan servant ahlu principal dan agent, berlaku 

maxim yang berbunyi qui facit per alium facit per se ("seorang yang 

5. Pelaku ~lau pemberi perint!lh lidak mcmiliki alasan pembenac atau alasan pemaaf untuk 
dibebaskan dari perlanggungjawaban pidana; 

6. Bagi lindak-tirn.lak pidana yang mengharuskan adanya unsure perbual.an (actlts reus) dan 
unsure kesatahan (mens rea), kedua unsur terscbutlidak hams lerdapat pada sntu orang 
sajn, 

122 Prof. DR. Sutnn Rcmy Sjahdein!, S.II .• Op.cit, hnl18. 
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bcrbuat melalui omng lain Uianggnp clia sendiri yang melakukan 

perbuatan itu"). 123 

c. Doktrin Identifikasi 

Dalam perkembnngan pertanggungjawaban pidana terhadap 

korporasi muncul sebuah teori pcmidanann yaitu teori identifikasi 

(identification theory). Teori identifikosi adalah salah satu tcori atau 

doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi 

pembebanan pertanggung-jawabnn pidana secru·a vikarius kepnda 

korporasi yang notabene tidnk dapat berbuat dan tidak mungkin 

memillki mens rea karena tidak mernlliki kalbu. 124 Teori !dentifikasi 

unsur -unsumya yaitu: 125 

a. Apabila tindak pidana tersebut diJakukan oleh "directing mind" 
dari korporasi tersebut. Directing mind adalah organ dari 
korporasi atau pekerja lainnya yang mempunyai kewenangan 
untuk menetapkan kebijakan organisasi. 

b. Kebijakan yang diambil merupakan Intravires. Kebijakan yang 
diambH oleh badan hukum tersebut secara keseluruhan oleh 
directing mind. 

c. Mendatanglam Manfaat!Keuntungan bagi Badan Huk:um tersebut. 
Menurut Prof.DR .Sutan Remy Sjahdeini,S.H., apabila hasil dari 
tindak pidana ini tidak masuk ke dalam pembukuan pCIUsahan 
scbagai pendapat<in korporasi, mal<a pertanggungjawaban pidana 
dati tindak pidana korporasi tidak dapat dibebankan kepada 
korporasi. Apabila perbuatan tersebut dibebankan 
pertanggungjawabnnnya kepada korpornsi, maka tidak adil bagi 
para stake holder korporasJ tersebut yang antara lain terdiri atas 
pemeg::mg saham. para pegawai, para kreditur, negara sebagai 
pemungut pajak, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, dalam hal 
tindak pidana itu tidal< memberikan manfaat apapun bagi 
kmporasi, tetapi hanya memberikan manfaat kepada manusia­
manusia yang mclakukan perbuatan tersebut, seyogianya 

m Ibid, hal 86. 
11~Gary Scanlan & Critopher Ryan. An Jnroduction to Criminal Law. london. Backstone. 

Press Limited,l985, Hal. 119. 
ns Amanda Pinto dan Martin .Evans, puda bag ian the Doctrine of "idemlficatian " dalam 

Corporal(! Criminal Lmbi!ity, Swett& Maxwell, London 2003 Hal. 39~66 bandingkan deng<~:n 
tulisan Snum Rcmi Sjahdieni, Pertanggungjawalmn Pidnna Karporasi Dalnm Perarumn 
Penmdrmg-Undangan Pidana Indonesia, bahan mata kuliah Korporasi Dan Pertttnggungjawaban 
Pidana, Univcrt'ifas Indonesia, Hal. 61-65 
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pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kcpoda manusia~ 
mnnusiu pelaku tindak pidana tersebut 12"' 

2.4. Bcrbagai Tindak Pidan:a Korpornsi Dalam Kasns Lingkuugan Hidup di 

Indonesia 

2.4.1. Pcngcrtian Lingkungan Hidup 

Mcmbicamkan lingkungan hidup tidak Uapat dilepaskan dari 

asas, tujuan dan sasarnn yang telah ditctapknn pemerintah dalam 

tmdang~undang No.23 Talmn 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (untuk selanjutnya disebut UUPLH). Pasal 3 UUPLH 

mcnyutaknn : 

''Pengelolaa.n Iingkungan hidup y·ang diselenggaraku.u dengan 
asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat 
bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan linglrungan hidup dalam rangka pembangunan 
manusia I:ndonesia seutuhnya dun pembangunan masyarakat 
Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa~. 127 

Penjelasan dari Pasal tersebut adalah~ berdasarkan asas 

tanggungjawab negara. di satu sisi negara menja.min bahwa sumber 
. 

daya alam akan rnernberikan manfaat yang sebesamya bagi 

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat~ baik generasi masa kini rnaupun 

generasi masa depan. Di lain sisi, negarn rnencegah di1akukannya 

kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya 

negara lain. serta rnelindungi negara tcrhadap dampak kegiatan di luar 

wilayah negara. 

Dalam Pasal 4 UUPLH-nya dinyatakan tujuan pengelolaan 

an tara lain adalah: 

l]IJ,lbid. 

" ... agar manusia Indonesia menjndi insan lingkungan hidup 
yang mcmiliki sikap dan tindak me1indungi dan membina 
lingkungao hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini 

121UUPLII No.23 T.1hun 1997, Pasal3. 
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dmt generasi masa depan, serta tercapainya kelestarian fungsi 
lingkungan hidup ... " 

Nonna-nonna dimaksud tidak sa;o dimaksudkan sebagai 

nonna yang kemudinn di \Vujndkan dnlam aturan/hukum pidana, 

namun juga dimaksudkan juga ynng diwujudkan dalam hukum 

ndmlnistrasi dan juga hukum perdata. Dikatakan tcrdapat asas 

subsidiarilas dan asas precamionary serta asas ultimum remedium 

dalam penegakan hukum Hngkungan. Jni sebagai konsekwensi bahwa 

hukum lingkungan adalah merupakan hukum fungsional yang 

mencmpati titik silang pelbagai hukum lainnya, yang artinya kurang 

lebih bahwo (dalam penjelusan UUPLH) mengatakan, 

"sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan 
hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas. yaitu 
bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi 
bidang hukum lain. seperti sanksi administtasi dan sanksi 
perdata~ dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup 
tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat 
danlatau akibat perbuatannya re1atifbesar dan/atau perbuatannya 
menimbulkan keresahan masyarakatn. 

Pengertian Hngkungan hldup itu sendiri daiam UUPLH di 

definisikan sebagai berikut: 

0 

"Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua bend a, 
daya, keudaan, dan mahluk hidup termasuk di datamnya 
manusia dan peri!akunya yang memengaruhi kelangsungan peri 
kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup 
lainnya". 128 

RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar 

tentang rumusan lingk:ungan hidup memberikan definisi sebagai 

berikut: 129 

m.Pasa! I butir l Undang~Undnng No.23 Tahun 1997 ten tang Pengelolaan Lingkungnn 
Hit! up. 

119RM. Gatol P. Socrnnnono, Mengenuf Hukum Lingkungan Indonesia, (Jokarta;Sinar 
Grafika,l991 ), hat 14. 
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"secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai scgala benda, 
kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan 
yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup tcnnasuk 
kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian 
ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan 
dengan factor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia scpcrti 
faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan 
lain-lain". 

Sedangkan Soejono mengartikan lingkungan hidup sebagai 

lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi 

semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. 

Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan 

tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani 

belaka. 130 

Munadjat Danusaputro rnemberi definisi lingkungan hidup 

yaitu hila semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya 

manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana 

manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta 

kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian 

tercakup lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya. 131 

Semua pengertian awal tentang lingkungan tersebut adalah 

sebagai salah satu dasar pemahaman terhadap penunjang instrument 

berikutnya yaitu instrumen yuridis dalam hal pengelolaan lingkungan. 

yang pada akhimya kaidah-kaidah tersebut dimuat dalam suatu hukum 

lingkungan. 

Dikatakan oleh Danusaputro bahwa hukum lingkungan 

adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu 

hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai 

kebutuhan hidup. 132 

110Soedjono Dirdjosisworo dalam Sjahrul Machmud,SH.,MH, Asas Subsidiaritas dan 
A.ms Precalllionary dalam Penegakan Hu!..11m Lingkungan,(Bandung:Mandar Maju,2007), 
hal.35. 

1
J

1ST. Munadjat Danusaputro dalam Ibid, hal.35. 
1nST. Munadjat Danusaputro dalam Ibid, hal.37. 
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2.4.2. Fornmlasi N;•sional terhadap Pengclolaan Lingkungan Hidup 

Berikut 1m bennocam peraturan perundnng-undangan 

scbagai f01mulasi pcngelolaan ling.kungan hidup di Indonesiu;m 

Tabef 2, L Peraturan Pcrnndang-undangan dan Lembaga 

yang Bertang:gungjawab 

Pcraturan l.cmbaga yang Bertrmggung 

lcntang 

tentang 

tentang 

mRapid Assesment EMironmental Compliance and Enorcement in /ntiMesia,ICEL-KLH­
AECEN,2008, dalam buku Pedoman Peraturan Pen.mdm~g-undangan Pengelofaan Lingk11ngan 
1/idup KLH, 2008, hal.6 
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te:ntang 

1entang 
Keberslhan Ungkungan dalarn Wilayah DKI 

Penanamrm Modal (BKPM) 

I, Perda No23 200 l temang Pem 

KLH 
on 

1 Kyoto 

Berdasarkan data diatas. terdapat persoalan yang 

menyangkut aspek keadilan lingkungan, antara lain karena dilihat dari 

sisi kuantitas, banyaknya peraturan perundang~undangan yang 

mengatur pengelolaan lingkungan hidup selama ini justru menuai 

dampak negatif~ yaitu (a) ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi 

antar instansi, (b) perbedaan paradigma dalnm menafsirkan peraturan 

perundang-undangan, (c) pengaturan masih bersifat sektoral dun tidak 

utuh-menyeluruh (komprehensi£). 134 

Masih terdapat celah dalam hukum pengelolaan lingkungan 

hidup nasional kita yang secara tidak langsung dirnanfaatkan oleh 

multinasional korporasi bekerjasama dengan kebijakan pemerintah 

untuk memenuhi hasrat kapitalisnya dengan mengorbankan hutan alam 

dan kerusakan lahan-1ahan agrarian akibat eksplorasi pertambangannya 

di negarn~negara berkembang.. 

n•Gun>~:wan, Op.cft.,hal,32. 
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2.4.3. Pendekat.an dan Azas-azas Khusus dalam Penegakan Hukum 

Lingkungan 

2.4.3.1. Pcndekatnn~pcndekntan dalarn Penegakan Hukum 

Liligkungnn 

Esensi tujuan pencgakan hukum lingkungan adalah 

penataan (compliance) tcrhadap nilai-nilai pcrlindungan daya 

dukung ekosistem dan fungsi Hngkungan hidup. Oleh karenanya, 

maka penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara. 135 Secal<! 

garis besar pendekatnn penataan dapat ditempuh melalui empat 

pende~atan: u.s 

a. Command and Control Approach (CAC); 
b. Economic approach; 
c. Behavior approach; 
d. Public pressure approach. 

Command and Control Approach (CAC) atau lazim juga 

disebut deterrent approach (pendekatan penjeraan) adalah 

pendekatan hukum itu sendiri. Di dalam pendekatan ini terdapat 

ancaman imkuman (sanksi) dan penjatuhan sanksL Indonesia 

adalah negara yang menernpkan pendekatan ini dalam menegak.kan 

hukum iingkungannya, 

Di Indonesia melalui UUPLH No.23 thn 1997, secara 

umum memberikan peluang bagi pengembangan pendekutan 

ekonomi, seperti ada Pasal 10 yang rnewajibkan pemerintah untuk 

mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat 

preemptive, preventif, Jan proaktif. Namun demikian, baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah penekanan kebijakan lcbih 

diarahkan pada pendekatan deterrence. Seperti terHhat pada bab 

VI-IX yang mengatur masalah perizinan, persyaratan-persyoratan 

mMas Achmad Santosa, Penegakan Huln.1m Lingkungrm Admittislrasl~ Pidana, dan 
Perdma Berdasarlmn Sislenr Hukum indonesia, Environmental Law and Enforcement Training. 
ln;.lonesin-Australia Specialized Training Project Phase IJ. Jakarta 05-10 November 2001, 

tMMas Achmnd Santosa:, idem, hal 234-235. 
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larungan-lnnmgan, pengowasan, sanksi administratif., gugntnn, 

ancaman hukuman pidana. 

PenJkuunaan-pcnggun~an pendekatan di atas bcrbetla 

pada tiap-tiap negara, sangat bergantung kepada situasl kondisi 

peroabaman pcmcrintah, kultur baik mas:yarakat yang JUga 

tercermin dalam kuttur birokrasinya1 scrta kehemlak politik dan 

yang tcrpcnting komitmen pemerintah. 

2.4.3.2. Azas subsidiarilas 

Subsidiaritas dalam kamus Inggris~lndonesia John M. 

Echols dan Hassao. Shadily dimaknai sebagai "cabang, 

tambahan". 137 Demikian pula dalmn Kamus. Hukum 138 bennakna 

sebagai "penggantij tambahan." 

Dalam penje!asan umum UUPL angka 7 subsidiaritas 

diartikan sebagai berikut: 

''sebagai penunjang hukum administrasl, berlakurtya 
ketentuan hukum pidana tetap rriemperhatikan asas 
subsidiaritas~ yaitu bahwa hukum pidana hendaknya 
didayagunakan apabi!a sanksi bidang hukum lain seperti 
sanksi administrasi dan sanksi perdata? dan altematif 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif 
dan/atau tingkat kesalahan pelaku relative berat dan/atau 
akibat perbuatannya relative besar dan/atau perbuatannya 
menimbulkan keresahan masyarakat." 

Asas subsidiaritas sebagaimana termaktub dalam penjelasan 

umum di atas memberikan pengertjan bahwa berlakunya ketentmm 

hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang 

hukum Jain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan 

altematif penyelesaian sengketa hidup tidak efektlf dan/atau 

tingkat kesa!ahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya 

"'John M. Echols d:m Hassan Shadily, Kamus lnggris-!ndmwsia, hal563, hal.l3. 
llBJCT. Simornngkir, dkk, KamllS Hukum, Aksara Barn, 1980, hal.l63. 
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relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkao keresahan 

m asyarakat. 139 

Oleh karena penegakan hukum pidana disandarkan pada 

ketidakefektifan s.anksi hukum administrasi, perdata serta 

penyelesatan sengketa di luar pengadilan, maka dengan demikian 

penegakan hukum pidana lingkungan tersebut bersifut "ultimum 

remedium", 

2.4.3.3, Asas Ultimum Remedium dan Asas Premium Remedium 

dalam penegakan hukum pidana iingkungan 

H.L Packer menyatakan bahwa sanksi pidana adalah suatu 

sarana terbaik yang tersedia yang dimiliki untuk menghadapi 

kejahatan-kejahatan atau bahaja be!:ar dan serta untuk menghadapi 

ancaman-ancaman dari bahaya, Sementara asas uitimum remedium 

yang rilasih dianut dalam UUPLH seharusnya sudah harus ditinjau 

kedudukannya karena disinilah titik rawan dis-fungsionalnya 

hukum pidana. Dasar pemikiran ini ada dalam Penjelasan UUPLH 

angka 7 alinea 7, "dengan mengantisipasi kcmungki'nan semakin 

banyak munculnya tindak pidana yang diln.kukan oleh suatu 

korporasi, dalam undang-undang ini diatur pula 

perlanggungjawabon korporasi". Oleh karenanya. seyogyanya 

hukurn pidana dapat ditampilkan sebagai premium remedium. uo 

Dikatakan pula dalam penjelasan UUPLH bagian umum 

angka 7 alinea 7 tersebut bahwa penggunaan hukum pidana berslfat 

ultimum remedium terhadap pencemaran atau perusakan 

lingkungan yang bersifat tingkat kesalahan pelaku relatif tidak 

berat danlatau aklbat perbuatannya re1atif tidak besar, daolatau 

perbuatannya tdak menimbulkan keresahan masyarakat. 

Akan tetapi, sebagai wacana untuk reformulasi aturan 

dalam tindak pidana. lingkungan, maka. untuk tingkat kesalahan 

1:t\'Sjehrul Machmud,SH.,MH, Op.cit, hol.49. 
1~di Setiadi,"Fungsionalisasi fluk;Jm Pidorw Terhadop Kejoha!an KDrporasf',Bahan 

kuliah P<tSca-Sflljana Unisba., Oktober, 2003. 

Univ&rsltas Indonesia 

Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH UI, 2009



pelaku relatif berat danlatau perbuatannya relatif besar~ dan/atau 

perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. maka peran 

hukum pidana bukan lag! ultimum remedium akan tetapi sudah 

premium remedium .Loe.l 

Asas premium remedium ini diterapkan terutama kepada 

pelanggaran terhadap delik materiil. dimana tcreemar atau 

rusaknya lingkungan secara kas.at mata dapat dilihat dari adanya 

perubahan warna air, bau air. matinya mahluk yang hidup dalarn 

air atau biota air. Penggunaan asas ini. terutama dikaitkan dengan 

penerapannya terhadap subjek hukum korporasi, akan dibahas' 

secara lebih mendetail dalam bab selanjutnya. 

2.4.3.4. Asas Pr_ecautiqnarv 

Dari asas Subsidiaritas ini dalam penerapannya terkandung 

asas precautionary principle (asasfprinsip pencegahan). 142 Prinsip 

ini dapat ditemui pada prinsip nomor 15 dekTarasi Rio (Rio 

Declaration on Environmental and Development 1992), yang 

memuat 21 prinsip untuk membangun kerjasama global yang baru 

dan seimbang me1alui kerjasama lima negara. Arnanat prinsip ini 

adalah pada pokoknya adalah mendukung sustainable 

development. Pengawasan ini dapat dilakukan sejak awal melalui 

proses penyusunan AMDAL. dan pembinaan mela!ui proses 

teguran-teguran s.ecara administratif. 

Prinsip ini mengandung makna bahwa pencegahan !ebih 

didahulukan dan diutamakan dari penindakan. Tindakan 

pencegahan atau pengawasan dari instansi harus lebih 

dikedepankan (hukum administrasi) dibandingkan dengan 

penegakan hukum pldana. 

t~ 1 Sjabrul Machmud,SH.,MH,ibid,hat.51 
1 ~"Proyek Pcmbinaan Teknis Yustlsiol MARl, Kumpulan Tulison dnri Bapa;lal berjudul 

"Penerapan Sonksi Pidana dafam Kasus Pencemaran dania/au Perusakan Lingkllngan Hidup", 
Tabun 1989, haJ.24S·24\l. 
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2.5. Pengerti:m Tindak Pid:ma I~ingkungnn Hidup 

Tindak pidana lingkungan hidup, tcrutama yang 

menempalkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, tidnk hanya 

terbatas pada UUPLH tetapi tennasuk juga beberapa tindak pidana 

yang mempunyai dampak terhadap Jingkungan hidup scperti yung 

diatur dalmn: 

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 

Eksklusif lndonesia; 

2. Undang-Undang No, 5 tahun 1984 tentang Perindustrian; 

3. Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentnng Periknnan; 

4. !Jndang-Undang No. 5 tahun 1990 tcntang Konservasi Sumber 

Daya Aiam Hayati dan Ekosistemnya; 

5. Undang-Undang No. 35 tahun 1991 tentang Sungai; 

6. Undang-UndangNo. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;dan 

7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 

Dalam menangani perkara-perkara kejahatan Ungkungan 

hidup. penegak hukum hendaknya lebih banyak memberikan 

perhatiannya terhadap kemungkinan diterapkannya kualifikasi 

corporate crime di bidang !ingkungan hidup untuk mernikirkan 

bagaimana teknik penuntutan yang tepat dan efektif dotam 

menghadapi Environmental corporate crime. 

Dalrun Pasal 45 dan Pasal 46 UUPLH terdapat bebcrapa 

kata kunci mengenai Environmental corporate crime yaitu; 

a) tindak piduna dilakukan oleh atau atas nama badan hukum. 

perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain; 

b) tindak pida.na dilakuknn o1eh atau atas nama badan hukum, 

perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan 

oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun 

berdasarkan hubungan Jain, yang bertindak da!am lingkungan 

badan huk:um, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain; 
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c) tuntutnn pidnna dilakukan tlan sanksi pidana serta tindakan tata 

tert:ib dijattihkan baik terhadap badan hukum maupun terhadap 

mcrcka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai 

pemimpin dalam perbuatan itu atuu terhadap kcdm.t~duanya; 

d) tuntutan pidana dilakukan dun sanksi pidana djjatuhknn baik 

terhadap mereka yang memberi pcriutah aL:1u yang bertindak 

sebagai pcmimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut~ 

baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, 

melakukan tindak pidruta secara sendiri atau bcrs·ama~sama; 

Dari beberapa kata kunci tersebut di atas dapat diketahui bcbernpa 

hal seperti: 

a. Environmental corporate crime adalah tindak pidtma lingkungo.n 

hidup yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang pelaku, 

materiil atas nama suatu perusahaan!badan hukum atau dalam 

rangka melaksanakan kebijaksanaan pimpinan perusahaanlbadan 

hukum seperti perseroan) perserikatan, yayasan, dll. 

b. Tersangka/terdakwa dalam environmental corporate crime yang 

dapat dituntut dan dijatuhi pidana dan tindakan tata tertib1 adalah 

baik orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak 

sebagai pemimpin maupun badan hukum itu sendiri 

c. Karyawan rendahan yang melakukan tindak pidana lingkungan 

hidup dalam rangka semata-mata menjalankan perintah atasannya 

tidak tennasuk yang dapat dltuntut dan dijatuhi sanksi pidana 

dalam suatu perkara tindak pidana lingkungan hidup perusahaan 

(environmental corporate crime). 

UUPLH berfungsi sebagai Umbrella Act (ketentuan pokok), 

yaitu sebagai rujukan yang utama bagi ketentuan pengaturan terhadap 

lingkungan da!run undang-undang lainnya. Ini dapat dilihat dari bagian 

Umum Penjelnsan UUPLH dalam angka 7 alinea 4, 

"Undang-umlang ini memuat norma bukum lingkungan 
hidup. Selain itu, undang-undang ini akan men judi Iandnsan 
untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan 
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perundang-undangon yang memuat ketentuan tentang 
lingkungnn hidup yang berlnku. yaitu peraturan perundang­
undangan mengenai pengairan, pertmnbangan dan energy, 
kehutanan, konservasi sumber daya alum hayati dwi 
ekosistcrnnya, industri permukiman. penataan ruang, tata 
guna tunah, dan lain-lain". 

Fungsi hukum pidana dalam UUPLH adalah fungsi yang 

subsidiair, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana {npaya) lain 

sudah tidak memadai. Sebagaimana tercantum daJrun penjelasan ummn 

UUPLH, yaitu: 

"sebagai penunjang hukum administras1, bcrlakunya 
ketentuan hukum pidana teiap mempcrhatikan asas 
subsidaritas, yaitu bahwa hukum pidana he.'11!aknya 
didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti 
sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif 
dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau 
akibat perbuatannya relatif besar danlatau perbuatannya 
menimbulkan keresahan masyarukat". 

Walaupun- pengertian tindak pidana Hngkungan hidup 

sendiri tidak dimuat dalam UUPLH, namun dapat dikatakan bahwa 

tindak pidana (terhadap) Jingkungan hidup diartikan sebagai 

pencemaran lingkungan hidup, yaitu, 

"masuknya atau dimasukknnnya mahluk hidup. ?.at, cnergi> 
dan/atau komponen Jain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga kuaiitasnya tumn sampai ke 
tingkat lertentu yang mennyebabkan lingkungan hidup tidak 
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya". 143 

Sementara yang dimaksud sebagai perusakan lingkungan adalah: 

"tlndakan yang menimbulkan perubahan langsung atau 

tidak ian,gsung terhadap sifat fisik dan/atau hnyatinya, yang 

h13Pasal l butir 12 UUPLH. 
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mengakibatkun lingkungun hidup tidak berfungsi lagi dalam 
< b bkl" " 144 menunjang pem angunan er e anJutan . 

Terhadap pcrbuatan yang mcncemari lingkungan ini dalam 

UUPLH diarur ancaman p!dananya dalam Pasal 41 hingga Pasal 48. 

Guna menentukan pihak yang bcrtanggungjmvab dian_tara pengurus 

suatu badan hukum tersebut, harus ditelusuri scgi dokumen AMDAL, 

ijin (llscnsi) dan pcmbagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan 

yang terdapat pada badan hukum (korporasl) yang bersangkutan. 

Dari dokumcn-dokumen terscbut dapat . diketahui pula 

bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus pcrusahaan tersebut 

untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif 

: l}egiatan perusahaan sehingga dari penelusunm terse.bu~ akan nyata 

pula apakah pencemaran danlatau perusakan lingkungan tersebut 

dapat tetjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian. 14s 

2.6. Tanggungjawab Korporasi atas Lingkungan Hidup sebagai 

Kewajiban dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi 

Manusia 

Kewajiban dan tanggungjawab aktor non-negara terhadap 

HAM 1ebih spesiflk ke korporasr mulai dikenal terutama seka1i setelah 

keluar dokumen Global Compacl PBB tahun 1999. Global Compact 

terdiri dari sepuluh asas: dua di bidang HAM (no.l-2), cmpat di 

bidang standar tenaga kerja (no.3-6)1 tiga di hidang lingkungan hidup 

(no.7-9), dan satu di bidang anti-korupsi (no.IO; masuk tahun 

2004).146 

Mernjuk pada dokumen Global Compact tersebut, penilaian 

HAM atas klnetja korpomsi meliputi 9 isu, namun bcberapa yang 

penting dan berhubungan dengan lingkungan hidup antarn lain yaitu: 

144Pasall Uutlr 14,lbid" 
14~anm M. Huseln. LJ'ngklmgan Hfdt~p:Masrlluh, Pengcloftwn t!arr Perregakan 

flulwmn;;a. (Jakarta:Bumi Aksara,l993), ha!.IS0-181. 
4"Mnrdjono Reksodiputro, Sekior Bi:mis (CGrporate) Sebagtd Subjek Hukum dalam 

Kaitan derrgan HAM, htlt?;/lww\v.dunfge.m,y.cam/09115/mn, diakses 15 November 200&. 
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Pertama, duklmgan dan penghom1ntan HAM yang ditcrima secarn 

internasional berdasnrkan pengaruh yang dimilikinya~ kedua, aktivitas 

yang di!akukan dipastikun tidak melanggar dan menycbabkan 

timbulnya kejahatan HAM; scrta ketzy'ult, mendukung pendekatan 

pencegahan kerusakan lingkuugan, lu:delaptm, mengambll inisiatif 

mempromosikan tanggungjawab lingkungan yang lebih besar, 

kesembilan, mendorong pcngembangan dan difusi tcknologi yang 

ramah lingkungan. 147 

Bisamping Global Impact, juga ada nonna PBB untuk 

mengarur kewajiban dan tanggungjawab HAM korporasi, yairu Norms 

on The Responsibilities of Transnational Corporations and Other 

Business Enterprises with R;;:;ard to Human Rights, Norm<:~ ini 

· disusun atas beberapa alasan, pertama, adanya kecenderungan global 

yang meningkatlcan pengaruh pernsahaan transnasional dan 

perusahaan bisnis lainnya da!am ekonomi di sebagian besnr Negara 

dan da1am hubungan ekonomi intemasionaL Kedua, perusahaan 

transnasional dan perusahaan bisnis lainnya mempunyai kemampuan 

untuk: membantu perkembangan perekonomian tetapi juga dapat 

membahaya.kan terlaksananya HMf. Ketiga, adanya mnsaiab HAM 

Intemasional yang di dalamnya ada juga yang merupakan pengaruh 

perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya. 148 Doktrin ini 

di kemudian hari leblh popular dengan nama tanggungjawnb socin1 

perusahnan (Corporate Social Responsibility!CSR). 

2.7. Bcrbagai Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus 

Lingkungan Hidup 

Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, korporasi 

mempunyai kewajiban dnlam kebijakanllangkah-langkah yang harus 

diambilnya1 yaitu: 

a, Merumuskan kcbljakan di bldang lingkungan; 
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U. Merumuskan mngkaian!struktur organisasi yang layak (pantas) 

set1a menetapknn siapa yang bertanggungjawnb atas pelaksanaan 

kebtjakan lingk:uttgan tersebut; 

c. Merumuskun instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan 

nktifitus-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga 

harus dlperhntikan bahwa pegawai-pcgawai perusahaan 

mengetnhui dun memahami insttuksi-inslruksi yang diberlakukan 

perusahaan yang bersangkutan. 

d. Penyediaanwpenyedimm sarana-san:ma financial a tau 

menganggarkan biaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

lingkungon hidup. 

Jika terhadap k,.:wajiban-kewajiban ini ad.anya hukurn tidak 

atau kurang difungsikan dengan baik, hal ioi dapat merupakan ala:san 

untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya keras 

dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindakan terlarang. "' 

Di Indonesia, masalah lingkungan hidup belum banyak 

diangka:t ke persidangan. Terutama yang dibawa ke persidangan 

secara pidana denga:n dakwaan atau dituntut atas pencemaran 

lingkungan. Terlebih lagi jika subjek/pelaku pidana terhodap 

perbuatan pencemaran Hngkungan hidup itu udalah korporasi. 

Perlu dicatat , beberapa tMun si1am terdapat kasus tindak 

pidana lingknngan hidup yang muncul ke permukaan tetapi tidak 

mendapat penyelesaian secara hukum, diantaranya beberapa kejadian 

misaJnya: 

l. Pada tahun 1998 : Ttmgki amoniak Ajinomoto yang bocor dan 

berkekuatan 3 ton menimbulkan dampak luar biasa temyata tidak 

ada penegaka:n hukum dan tidak ada recovery lingkungan, yang ada 

hanyalah bagaimana masyarakat dibuat berlarut-larut dan akhimya 

hampir satu kampung di belakang Ajinomoto harus dipindah dan 

tanahnya dibeli dcngan pak:sa dan meoyisakan 4 orang yang 

'""Panduan dan Stnndar Opcrasional Pmscdur Pencgakan Hukum Lingkungnn Hidup. 
Bapedalda Propinsi Sumatera Ulata dengun Lembaga Peneliti.an Sumntera Ularn, Mednn, 2002, 
haLBO. 
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bertahan yang bcrgabung da1mn Forum Perjuangan Rakyal 

Lingkungan. 

2. Pada lahun 2000 ; Kebocorau Pctrokimia dan juga tidak ada 

infonnasi lanjutan mengani hal ini, tennasuk penegakan hukum 

yang berarti. 

3. Pada tahun 2001 : Kcbocoran sektor migas di kecamatan Suko, 

Tuban, milik Devon Canada dan Petrochina, Kadar hJdro 

sulfidanya waktu itu cukup tinggi, schingga menyebabkan 26 

petani dirawat di !Umah sakit. Kejadian tersebut rncmicu 

masy(trakat satu kampung tmtuk datang melihat ke tambang, lctapi 

yang didapat masyamkat ndalah ditembaki polisi Bojoncgoro, 

~ehingga 14 orang tertembak. 

4. Pada talmn 2002 : Terdapat tumpahan minyak mentah karena 

eksplorasi Premier Oil yang sudah beroperasi sejak 1998. Ketika 

ne1ayan mencoba menggunakan hak-hak suaranya. dan tidak 

didengar, baik oleh pemerintah maupun pihak korporasi, lulu 

mereka melakukan blokade; namun aksi itu dijawab dengan 

tindakan kriminalisasi terhadap nelayan. 

5. Pada tahun 2003 : Ledakan Petrowidada, sahingga membakar 

beberapa bangunan dan mencemari sungai. Tidak ada penegakan 

hukum disana. Hanya seorang satpam dan kepala teknis yang diberi 

hukuman,150 

Untuk itulah maka menurut Mochtnr Kusumaatmadja hukum 

Hngkungan hendaknya memiliki aspek~aspek sebagai berikut: 151 

1. Peran huk:um menstrukturkan kepada kepastian dan ketertiban 

dengan mendasarkan kepada pertimbangan para ahli masing­

masing sehingga perencanaan ekonomi dan pembangunan akan 

memperhatikan efek IJngkungan secnr·a keseluruhan; 

ISCk•Pot.rct Advokasi Ekologis vis a vis Kej:~h<:uan Korporasi",<fllfp:/lwww.wailti,(ldci! 
lumrpanyelglobalisasiltangugntl07022{) Jqlunkotporasi_li/> ,cliakses 20 februari 2007. 

1s1Mochtar Kusumaa!rnndja, "Pengaturtm Ma.mlalt Lingkmrgan flidup Mnnusia, Bebempa 
Pikiran dan Saran ",Majalah Eko!ogi dan Pembnngunan, No.I Tahun 173, hat 13-14. 
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2. Pola perundang-undangt~n lingkungan dapat bersifat prevcntif dan 

represif, sementara mekanismenyn dapat digunakon dengan 

berbagai instrument antaru lain perizinun, inscntif, denda dan 

hukuman; 

3. Pendckatatmya bisa bersl fat sektora:l seperti pc1tnmbangan , 

industri, pertanian1 planologi kota, kesehatan dan sebagainya, Bisa 

juga berslfat menyelurub (integral dan komprchensif) seperti 

dengan pembuatan Undung-undang Pokok (Basic Lmv) sebagai 

dasar dari pengaturan seluruh bidang sektoraL 
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BAH III 

PEIVIIDANAAN KORPORASI 

SEBAGAI UPA YA ULT/MUM REMEDIUM OLEH PENUNTUT UMUM 

DALAM KASUS KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP 

Dal.am pembangunan yang berwawasan lingknngan diperlukan 

pula penegakan hukum Iingkungan. Pembangunan yang berwawasan 

lingkungan tcrcantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungnn Hidup (UUPLH 1997): '" 

'"Pembangunan berkelanjutan yang ben:vawasan lingkungan hidup 

adalah upaya sadar dan bertaqwa, yang memadukan lingkungan 

hidup. termasuk Sl.!l<1bcr daya alam ke dalam proses pembangunan 

untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup 
generasi masa kini dan generasi masa depan". 

Oleh karenanya untuk percepatan tercapainya pembangunan 

be!Wawasan lingkongan itu dalam Undang-Undang Pengelo1aan Lingkungan 

Hidup (UUPLH) 1997 diatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama 

atas Jingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping hak) setiap orang juga 

berkewajiban memeJihara kelestarian fungsi lingkungan hfdup serta mencegah 

dan menanggulangi peccemaran dan perusakan Jingkungan hidup, Kelanjutan 

pokok pemyataan ini ialah bcban pencemaran dan perusakan llngkungan 

hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar dan pernsak, sehingga 

sanksi hukum dipertanggungj.awabkan kepada pihak yang mencernari dan 

merusak lingkungan hidup dengan me1alui sistem peraclilan pidana sebagai 

salah satu instrumennya. 

Untuk menjamin kesinambungan clalam mempercepat 

pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan pula instrumen 

Sistcm Pcradi\an Pidnna (SPP), sebagai jejaring (network) peradilan pidana, 

u!lndonesia, Undang- Und(mg Tcnfang Pengclolaan Lingklmgan Hidup, UU No~23 
Tahun 1997, LN No.6.8 Tahun 1997, TLN No.3699, Pasall. 
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balk hukum pldana materil, hukum pidana fonnil maupun hukum 

pelaksanaan pidana. 153 Sistem Peradilan Ptdana tentu saja dianggap berhasit 

apabila sebagian besnr dari laponm maupun keluhan masyarakat yang 

menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pclaku 

kejahatan kc siclang pengadil<:U dan diputuskan bersalah scrta mentlapat 

pidana. 154 

Da!am delik lingkungan hidup dJkcnal bebcrapa prinsip yang 

mendasari penerapan hukum pidann lingkungan. Prinsip-prinsip tcrsebut 

adalah scbagai berikut: 155 

1. Prinsip legalitas, yakni adanya kepastian hukum dan kejelasan 
serta ketajarnan dalam membuat rumusan-rumusan hukum 
pidana, dan perumusan sanksinya. Jadi hal ini perlu dikaitkan 
dengan akurasi proses kriminalisasi dan segala persyaratannya, 
seperti adanya korban atau kemgian yang jelas dan sifat 
penegakan atau pemaksaan dari rumusan tersebut. 

2. Hukum pidana lingkungan harus memandang prinsip 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development)~ yakni 
jangan sampai mengorbanknn hak generasi mendatang untuk 
menikmati Jingkungan yang sehat. 

3. Prinsip bahwa bila teijadi bahaya atau ancaman kerusakan 
yang serius dan irreversible, maka kekutangsempurnaan 
kepostian ilmiah jangan dijadikan alasan menunrla tindakan 
efektif dnlam rangka meqcegah kerusakan lingkungan1 prinsip 
ini disebut precautionary principle. 

4. Prinsip untuk mencapai tujuan pemidanaan adalah pertama, 
mendidik masyarakat tentang kesalahan moral yang berkaitan 
dengan perilaku ter!arang dan mencegah pelaku potensial agar 
tidak berperilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap 
lingkungan. 

5. Prinsip pengendalian (principle of restraint), sebagai salah satu 
syarat kriminalisasi, bahwa sanksi pidana hendaknya baru 
dimanfaatkan biJamana sanksi-sanksi perdata dan administrasi 
lalnnya tidak efektif menanga.ni masaiah lingkungan. 

mMuladi, Kapita Selelaa Sistem Peradi/an Pidanu, Semarang. Badan Pcnerbit Ut)iversilas 
Diponegoro, 199$, Hill. l 
15~Mardjono Reksodiputro, op cit, Buku III, haJ 85. 
H.IMulndi, Prinsip-prinsip Dasar Hukum Piciana Lingktmgan dafam Kaitannya dengan UU 

No. 23 Tft!run 1997, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No, 23 Tahun 1997 di Universitas 
Diponcgoro, 21 februari 1998. 

Universitas Indonesia Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH UI, 2009



98 

Oleh karenanya, kodudukan instrumen pidana mendapat peran 

khusus dalam UUPLH, Kekhususan itu terlihat pa.da penjelasan umum 

IJUPLH angka 7 yang mann dlbcrlakuknn asas subsidiaritas tcrhadap 

instrumen ini, yang diartikan sebagai berikut: 

".scbagai penunjang hukum administrasi, berlakun.ya kctcntuan 
hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa 
hukum pidana hendaknya di dayagunakan apabHa sanksi b.idang 
hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan 
aitematif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif 
dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat 
perbuatannya relatif besar dan!otau perbuatannya menimbulkan 
keresahan masyarakat," 

lni diartikan bahwa dalam asas subsidiaritas terkandung prinsip 

precautionary (precautionary principle), dimana pencegahan atau tindakan 

pencegahan lebih didahulukan atau diutmnakan dari penindakan. Upaya 

administrasi dikedepankan melalul upaya instansi terkait dengan cara 

pengawasan dan_ pembinaan yang dilak:ukan melalui lembaga perizinan pada 

tingkat awal lazimnya dikenal sebagai (dokumen) terhadap analisa mengenai 

dampak linglmngan (AMDAL) atau An Environmental Impact Assessment. 

Sebagai C.lokumen yang menganUt scientific prediction, maka AMDAL ini 

merupakan alat prediksi secara ilmiah untuk mernberikan perkiraan dan 

peringatan dini atas suatu pembangunan yang melibatkan unsur lingkungan 

daiam skala hesar156
• 

Pencegahan penggunaan sanksi pidana disandarkan atau 

mensyaratkan pada ketidakefektifan terlebih dahulu sanksi hukum 

administmsi, perdata serta penyelesaian di luar pengadilnn menegaskan bahwa 

hukum pidana dalam UUPLH 1997 bersifat u/timum remedium atau last 

resort. 

116M.Daud Silalahi, AMDAL Dn!am Sistem Hukum Lingkungnn di Indonesia. 
(Bandung:Mandar Maju,l995). bat23" 
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Menurut Jaro Mayda dalnm "The Penal Protection of The 

Environmental", sanksi pidana dalam proteksi lingkungan hidup 

dipergunakan sebugai ultimum remedium. Jaro Mayda mcngatukan, di 

Amcrika Serikat, tuntutan pidoma merupakan akhir dari suatu mata rantai 

yang panjang, yang bertujuan menghapuskan atau mcngurangl akibat-akibat 

yang merugikan terhadap lingkungan hidup, Mata rantai ini dikelompokkan 

sebagai berikut: 157 

1. Penentuan kehijukan, desain dan perencanaan, pcrnyataan 
dampak lingkungan; 

2. Peraturan tentang standar atau pcdoman minimum, prosedur 
perizinan; 

3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan 
tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan Qitaati;_ 

4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat 
peJanggaran, penilaian terhadap denda atau gantl rugi; 

5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat 
pemerintah rnengambil tindakafl:, gugatan ganti rugi; 

6. Tuntutan pidana. 

Dengan demikian, pola kegiatan penegakan hukum- pidana 

terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup menurut UUPLH barn dapat 

dimulai atau akan nampak bila telah dilaksanakannya tindakan hukum seperti 

dl bawah ini: 158 

1. aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah 
menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sank:si 
administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran 
yang terjadi atau, 

2. antarn perusnhaan yang melakukan pelangganm dengan pihak 
masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran> 
sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme 
altematif di luar pengadilan dalam bentuk 
musyawarah/perdamaian/negosinsi/mediasi narnun upaya yang 
dilakukan menemui jalan buntu, dan!atau litigasi melalui 

IHJaro Mayda. Tlte Penal Prorectfqr; of The Environmental, d<1lam N.H.T. Siahaan, Hukum 
linglmngon dan Ekologi Pembangnnan, Edisi Kedua, (Jnkarta:Erlangga,2004), hat 358. 

158Kejaks:lan Agung Republik Indonesia, Surut Edoran Jaksa Agung M11da Tindtrk Pidtma 
Vmum tentang Pedoman Te/,:nis Yuslisial Penanganan Perlmra Tindak Pidana Lingkungan Hidup. 
Nomor: B~60/EIEjp/Ol/2002, hmgga! 29 Januari 2002, Butir 3. 
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pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baro 
kegiatan dapat dimulai/instrumen pcnegukan hukum pidana 
lingkungan hidup dapat digunakan. 

Penegok hukum ling:kungan pun untuk rnasing-masing iustrumen 

berbeda, yaitu instrumen administratif oleh pejabat administratif atau 

pemerintahan~ perdata oleh pihak yang dlrugikan sendiri, baik secara 

individual maupun secara kclompok bahkan masyarakat atau negara sendiri 

atas nama kepentingan umum (a/gemeen be/ang; public interest), sedangkan 

hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang bertindak 

sebagai alatnya ialah jaksa scbagai pcrsonlfikasi negara. 159 Ini menegas:kan 

bahwa penempan pidana dalam penegakan hukum lingl...llllgan tunduk pada 

ketentuan asas ultimum remedium atau setidaknya pidana difungsikan sebagai 

ultimu'm remedium. 

Fungsi UUPLH sebagai Umbrella Act (ketentuan pokok), yaitu 

sebagai rujukan yang utruna bagi segaJa ketentuan pengaturan terhadap 

lingknngan dalam undang-undang lainnya, maka ia juga mengatur hal yang 

ada kaitannya dengan perkembangan peran korporasi yang semakin meluas 

dewasa ini dan beberapa dampak kegiatan ekonominya yang justru 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingknngan hidup itu sendiri. Dalam 

penjelnsan UUPLH ~gka 7 alinea 7 telah disertakan juga pengaturarmya: 

"dengan mengantisipasi kemungkinan semakin banyak munculnya tindak 

pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam undang-undang ini diatur 

pula pertanggungjawaban korporasi ". 

Dalam Pasal45 dan Pasal46 UUPLH sendiri telah terdapat beberapa 

kata kunci mengenai Environmental Corporate Crime yattu: 

a) tindak pidana dilak:ukun oleh atau atas nama badan huk:um, 

perseroan~ perserikatan1 yaynsan atau organisasi lain; 

b) tindak pidana dilakukan oleh atnu atas nama badan hukum, 

perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi Jain dan 

dilnkukan oleh or:ang~o.rang baik berdasarkan hubungan kerja 

maupun berdasarkan bubungon lain, yang bertindak dalam 

159 Andi Hamzab, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana 
Universitas Trisaksi, 2004, HaL7i-72. 
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lingkungan baclan hukum, perseroan. perserikatan, ynyasan atau 

organisasi lain; 

c) tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana scrta tindakan tata 

tertib dijatuhkan balk terhadap bndan hukum maupun tcrhadap 

mereka yang member! perintah atau yang bcrtindak sebagai 

pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya; 

d) tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dljatuhkan baik 

terhadap mereka yang memberi perintah maupun yang 

bcrtindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apalrnh orang­

orang tersebut, balk berdasarkan hubungan kerja maupun 

berdasar hubungan lain, me1akukan tindak pidana sccaro sendiri 
.. 

atau bersama-sama; 

Setidaknya, UUPLH 1997 memiliki semangat antisipatif yang 

memadai terhadap dinarnika perkembangan atau modernisasi masyarakat dan 

atau korporasi yang dalam aktivitasnya ekonominya tidak disangkal turut 

andil dalam mempengaruhi proses pembentukan dan perubahan hukum 

terutarna di masa·masa mendatang. Tedebih dalam kalimat "tuntutan pidana 

dilakukan dan sanksi pidana serta tata tertib dapat dijatuhkan terhadap bndan 

b.ukum". Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah mengapa dan 

bagaimana lcita menuntut korporasi. Menurut Pearlie M.C. Koh dan Victor 

C.S. Yeo, terd.apat 4 (empat) alasan perlunya kita menuntut korporasi~ 

yaitu: 160 

I. Dimana dimungkinkan lebih dari satu pihak dimintakan 
pertanggungjawaban atas kesalahan yang ada, maka lebih balk 
menuntut semua plhak yang terlibat dalam kesalahan tersebut. Hal 
ini akan lebih meningkatkan kemungkinan terhadap tidak ada satu 
pihak pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak 
tepatnya penilaian siapa yang Jayak dipertanggungjawabkan. 

Penuntutan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban secara 
pidana baik kepada korporasi maupun ugermya. Korpornsi­
korpornsi terscbut biasanya teluh diasuransikun dan memiliki 

1Uipearlie M.C.Koh dnn Victor C.S.Yco, Low Kee Yang (ed.), Ccmptmy Law, Singapore, 
l3uuerworths Asia, 1999, HaL202~203. 
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posisi yang lebih balk untuk membayar ganti kerugian yang 
ditimbulkan oleh orang yang melakukan kcsulahan tersebut 
dibnndingkan dengan agen-agen perusahaan atau karyawan secara 
individual. 

2, Apabila pihak yang melakukan kesalahan sedang melakukan 
perbuatan dalarn rangka menjahmkan bisnis pcrusahaan, lebih 
tepnt untuk menuntut perusahaan sccara langsung. 
Menuntut korporasi jauh lebih cfektif karena dengan menuntut 

korporasi juga menuntut akar permasa[ahan dari kcs:alahan yang 
ditimbulkan oleh individu-individu pelaksana kcbijakan korporasi. 

3. Menuntut perusahaan secara langsung mungkin [ebih prosed ural 
dan lebih praktis serta meyakinkan kurcna pihak-pihak yang 
meJakukan kesalahan tersebut sedang me1akuk:an perintah­
perintah yung djberikan oleh perusahaan lersebut. 

4. Penuntutan korporasi seperti ini secara umum akan lebih 
menghemat biaya dan waktu dari pada berproses menuntut secara 
individu pihak·pihak yang terlibat. 

Clinard dan Yeager mengemuk:akan l<riteria kapan seharusnya sanksi 

pidana diarahkan pada korporasi, yang mana bila kriteria tersebut tidak ada, 

maka lebih baik sanksi lainlah (perdata dan lainnya) yang digunakan. Kriteria 

tersebut ada1ah: 161 

1. The degree of loss to the public. (Derajat kerugian terhadap 
pul>lik), 

2. The level of complicity by high corporate manager. (Tingkat 
keterlibatan olehjajaran manajer korporasi). 

3. ~The duration of the violation. (Jangk:a waktu/Jamanya 
pelanggaran). 

4. The frequency of the violation by the corporation. (Frekuensi 
pelanggaran oleh korpornsi), 

5. Evidence of intent to violate. (alat bukti yang dlmaksudkan untuk 
melakukan pelanggaran). 

6. Evidence of extortion., as in bribery cases, (Aiat bukti pemerasan, 
semisal dalam kasus soap). 

7. The degree of notoriety engendered by the media. (Derajat 
pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh 
pemberitaan media). 

8. Precedent in law. (Jurisprudensi). 
9. The history of serious violation by the corporation. (Riwayat 

pelanggaran-peJanggaran serius oleh korporasi). 
10. Deterrence potential. (Kemungkinan pencegahan). 
11. The degree of cooperation t:1!inced by the corporation. (Derajat 

kerjasama korpora.~i yang ditunjukkan oleh korporasi). 

161Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager,Cqrparate Crime, dalam Y1lSUf Shofie, Pefnku 
Usalm Kortsumcn dan Tindak Piduno Khrporasi, (Jakarta. GhaUa Indones.ia, 2002), ho.l.l19-120. 
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Sementu.ra itu, Elliot dan Qinn mcngcmukakan hebcrapa alasan atau 

duku11gnn mengenai perJunya pembebanan pertanggungjawnhan pidana 

kepada korporasi Alasnn~utasan tersebut adalah: 162 

1, Tanpa pertanggungjawaban pi dana korporasi, perusahaan­
perusahaan bukan mustahil dapat menghimlarkan diri dari 
peratura11 pidana dan hanya para pegawainya yang dituntut karena 
telah rnelakukan tindak-lindak pidana yang sebcnamya 
rncrupakan kcsatahan dari kegiatan usaha yang dilakukan olch 
pe.rusahaan. 

2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah 
untuk menuntut suatu perusahaan daripada pru:a pegawainya. 

3, Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaml 
iebih memiliki kemampmm untuk membayar pitlana denda yang 
dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut. 

4. Ancaman tuntutan pidana tcrhudnp perusahaan dapat mendorong 
pula pemegang saham Wituk mclak:ukan pengawasan terhadap 
kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan 
investasinya. 

5. Apablla sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari 
kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu pula 
yang memikul sanksi alas tindak pidana yang telah dilakukan, 
bukannya pegawai perusahaan itu. 

6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan­
perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara 
langsung atau tidak. Jangsung, agar para pegawai itu 
rnengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan 
usaha yang illegal} misalnya, apabila sebuah pcrusahaan 
pengangkutan menentukan para pengemudinya untuk 
menyelesaikan tugasnya dalam waktu tertentu, maka para 
pengemudi itu terpuksa han.ls mengemudikan kendaraannya 
dengan kecepatan tinggi (ngebut) agar dapat memenuhi batas 
waktu yang telah ditentukan itu; mernbebunkan 
pertanggungjawaban pidana keparla korporasi akan merupakan 
cant untuk memastikan bahwa perusahaan yang bersangkutan 
tidak akan dapat melepaskan diri dari tanggungjawabnya ketika 
pengemudi yang bersangktan dituntut karena ngebllt. 

7. Pubiisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap 
perusahaan itu dupat berfungsi sehagaf pencegah bagi perusahaan 
untuk rnelakukan kegiatan yang illegat, dirnana hal ini tidak 
mungkin terjadi hila yang dituntut itu adalah para pegawainya. 

,,.,~Catherine Elliot dan Frances Quinn, Criminal Law, Fourth Edition, longman,2002, 
hal.251, dalam Sulan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hal. 55-56. 
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Menurut Mardjono Rcksodipulro 163
J berkaitan dcngan tindak pidana 

korpornsi ini perusahaan atau usaha dagang yang berllngkup kegiatan dengan 

skala kecil atau terbatas (small business offence) tidak tennasuk dalrun 

"kejahatan korpora.si'' maupun "i/legai corporme behaviour" atau 

pelanggaran hukum (pidana)) karena yang hums dijadikan mjukan adalah 

perbuatan melawan hukum dari "big businesi'~ scbab lnila.h yang dibicarakan 

dalam forum~forum internasional karcna mernpunyai dampak ncgatif yang 

besar untuk perekonomian negara. 

Kejahatan perusal-man (cmporale crime) merupakan hal yang r.elatif 

baru dalam praktek penyldikan, penuntutan dan peradilan di negara kita. 

Dengan kian majunya teknologi1 ilmu pengetahuan dan sistem infonnasi, 

kejahatan-kejahatan perusahaan kian marak dan umumnya menyangkul 

kejahatan finansial/harta benda dahunjumlah besar. 164 

Seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya. di dalam bidang huknm 

pidana modem, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang biasa 

dlsebut 11korporasi11 kini telah diterima dan diakui sebagai subjek huk:um yang 

dapat melakukan tindak pidana dan dapat pula dipertanggungjawahkan. 

Demikian pula pengaturannya telah terdapat dalam beberapa peraturan 

perondangan di luar KUHP dan di dalam R-KUHP. 

Demikian juga beberapa teorildoktrin pertanggungjawaban yang 

telah ada nantinya akan dapat digunakan untuk membantu rnenelaah dan 

menganaHsa format teori mana yang kiranya lebih tepat dan dapat diterapkan 

terhadap korpornsi yang terlibat da!am kasus kejahatan Jingkungan hid up. 

3.1. Pencgakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Korporasi 

Sebagaimana dirumuskan dalam formulasi intemasional pada bab 

II tentang rumusan Proposed Model for a Domestic Law of Crimes Against 

the Environment, dibahas masalah generic crimes (kejahatan-kejahatan 

yang bersifat umum) dan specific crimes (kejahatan-kejahatan yang 

hersifat khusus) terhadap lingkungan hidup. Rumusan-rumusan itu pun 

telah diadopsi dalam beberapa pasal dalam UUPLH 1997. 

1t\JMardjono Reksodiputro, Op Cit, 1997, Hal. 123. 
16-IKeja:ks.lan Agung Republik Indonesia, Op Cil, Burir 11. 
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Dalmn UUPLH 1997 bcberapa ketentuan pidana baik mencakup 

pidana materiil dan pidana formil tercantum dalam Bab IX dimulai dari 

Pasal 41 sampai den gun Pasal 48 serta dalam pcnjclasunnya. 

Pcngaturan terhadap pidana materiil pencemaran dan atau 

perusakan lingkungan utau yang di dalam mmusan fommlasi internasional 

itu disebutkan sebagai generic crimes diatur dalam Pasal 4) dan Pasai 42. 

Pasal 41 dan Pasal 42 sebagai delik matcriil setcngk:apnya berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal4l 

Ayat (l) 

"'Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengttja melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan 

lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,· (lima ratus 

juta rupiah)". 

Ayat (2) 

"Jika tindak pidana sebagaimanu dimaksud pnda ayat (1) mengakibatkan 

orang mati atau luka berut, pelaku tindak pidana diancrun dengun pidana 

penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 

750.000.000,- (tujuh mtus lima puluh juta rupiah)". 

Pasa142 

Ayat (I) 

t"Barangsiapa yang karena kealpaarmya rnetakukan perbuatan yang 

mengak.ibatkan penceman:m dan atau perusakan lingkungan hidup, 

diancam dengan pidana penjara paling lama 3 {tiga) tahun dan dcnda 

paling banyak Rp, 100.000.000,- (seratus juta rupiah)". 

Universitas Indonesia Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH UI, 2009



106 

Ayat (2) 

'
1Jika tindak pidaoa se:bagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang mati atau luka bcrat, pelaku tindnk pidana diancam dcngan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dcndn paling banyak Rp. 

150.000.000,· ( seratus lima puluh juta rupiah)". 

Sementara1 specific crimes atau dclik fonnll sepetii pengaturan 

terhadap perbuatan pidana. peJepasan clan pembuangan zat, energi dan atau 

komponen lain yang berbahaya dan berocun scrta menjalankan instalasi 

yang berbahaya diatur dalam Pasal43 dan Pasal 44. Pasal 43 dan Pasal 44 

sebagai delik formil selengkapnya berbunyi sebagui berikut: 

Pasal43 

Ayat (I) 

"Barangsiapa dengan sengaja me]anggar ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat. energi, dan atau 

komponen lain yang berbahaya a tau_ beracun masuk diatas at au ke da1am 

tanah, ke dalam udara atau ke da1am air pennukaan, melakukan impor, 

ekspor, memperdagangkan, mengangkut. menyimpan bahan tersebut, 

menjalankan instalasi yang berbahaya~ padahal mengctahui atau sangat 

beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan 

pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan 

kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enarn} tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,­

(tiga ratus juta)". 

Ayat (2) 

.. Diancam pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1); barangsiapa yang dengan sengaja memberiknn informasi palsu 

atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang 

diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat bernlasan untuk menduga 

bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau 
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perusnknn lingkungan hidup ntau mcmbahayaknn kesehatan umum at<m 

nyawa orang lain." 

Ayat (3) 

"Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) , 

mengakibatkan orang matt atau luka berat, pelaku tindak pidam.1 d1ancam 

dengan dengan pidana penjara paling lama 9 (scmbilan) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluhjuta rupiah)". 

Pasal44 

Ayat (I) 

"Barangsiapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, karena kealpanrmya melakukan perbuatan sebagaimrma dima.ksud 

dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan denda paling banyak Rp. I 00.000.000,- (seratus juta rupiah)". 

Ayat (2) 

"Jika tindak pi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengakibatkan 

orang mati atau 1uka berat, pelaku tindak pidana dlancam dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) talmn dan denda paling banyak Rp. 

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)". 

Dituangkannya delik forrnil merupakan hal baru dalam UUPLH 

No,2J Tahun 1997, korena berdasarkan pengalaman penegakan undang­

undang lingkungan yang lama No. 4 Tahun !982, penuntut umum 

kesuHtan daiam melakukan pembuktian pada dclik materiil (contoh:dalam 

kasus pencemaran sungai Sidoarjo)165
• Oleh karena itu dengan adanya 

delik fonnil ini penuntut umum cukup mengambil sampel dari Jimbah 

(yang berbentuk solid wastes, liquid wastes, gaseous wastes) yang dibuang 

oleh suatu kegiatan atau industri untuk diukur di laboratorium untuk 

165Syahrul Mahmud,S.H.,M.H., Penegalmn Hukum Lmgkungan lndtme:tlf1, As<1S Suhsidiarilas 
dtm asas Precautionary dalam Penegaknn Hu~1tm Pidana Lnglamgan, (Bnodung:CV.Mandar 
Mnju,2007). batl25. 
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kcmudian hasil uji lab akan digunakan oleh Penuntut Umum sebagai alat 

bukti menguntkan terjadinya delik lingkungan hidup di persidang<m. 

Untuk memahami generic crimes dan specific crimes di atas, maka 

keduanya harus dlkaitkan dengan seberapa jauh kedua crimes inl rncmiliki 

ketcrguntungnn dcngan hukum administratif {administrative rules/laws).166 

Pasal 41-42 merupakan jenis perbuntan pidana yang tidak 

tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri) atau dikcnal 

dengan istilah Administrative l11dependent Crimes (AIC). Berdasarkan 

konsep AIC ini maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan pidana tanpa harus melihat ada/tidaknya terlebih dabulu 

pelanggaran administratif Sedangkan Pasal 43-44 merupakan jems 

perhua,an pidana yang tergantung pada. hukum administrasi atau 

Administrative Dependant Crime (ADC). Jadi tergantung kepada ada 

tidak:nya pelanggaran hukum administrasi. Koopmans mcngemukakan 

bahwa sebaiknya di masa mendatang kriminalisasi pencemaran dan 

perusakan lingkungan hldup dapat dikategorikan menjadi hukum pidana 

~ingkungan mandi!'i_, t~~~k te~gantung pada hukum administrasi 167
• 

Dalam Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Nomor 23 

Tahun J 997. tanggung jawab korporasi (corporate liability). diatur dalam 

Pasal 45 dan Pasal 46. Pasal 45 UUPLH menyatakan bahwa jika tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX dilakukan oleh atau atas 

nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi 

lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga. 

Pasal 46 ayat (I) UUPLH menyatakan jika tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan 

hukum. perseroan, perserikatan, yayasnn atau organisasi lain, tuntutan 

pidana dilakukan dan sunksi pidana serta tiodakan tata tertib sebagaimana 

1"'Mas Achmad Santosa, G()O(/ Gm•enumce dan Penega/«Jn Hukum, Seri lnformasi Hulmm 
Linglamgan, JCEL, tanpa tahun, <lalam Syahrol Mahmud,S.H.,M.H., Penegnkun Hulwm. 
LingJnmgan indonesia, Asas Subsidiarifas dan asas Preamti(}nary dal(lm Penegaknn Hulwm 
Pidana Lngkungan, {Ba.ndung;CV.Mnnrlar Maju,2007}, hal.I2$·l26. 

167 IM.Koopmnns, De SJrajbarste!ling van Milicmveontreining, Course in Environmental Law 
and Adminislration for Indonesia JurLtts, {Leidt;n:Mlnistry Qf Hnousing, Spnlial and The 
Environroental,I998},hai.391<1·99, dalam M.Said Saile, Penega!wn Hulmm Lingkungan Hidup, 
(Restu Agung: Jakana, 2003), hal.32, 
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dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkun baik terhadap badan hukum, 

perseroun, pcrserikatnn, yayasan atou organisasi lain tersehut maupun 

terhadap mercka yang memberi perintah untuk me!akukan tindak pidana 

tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam pcrbualan itu atau 

tcrhada.p kedua-duanya, 

Pasal 46 ayat (2) UUPLH mcnyatilkan jika tindak pidana 

sebagaimana dimak.>;ud dalam bab ini dilakukan ofeh atau atas nama bad an 

hukum, perseroan, perser.ikatan, yoyasan atau organisasi lain, dan 

dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun 

berdasar hubungan lain, yang hertin<lak dalam iingkungan badan hukum, 

perseroan, perscrikatan, yayasan atau organisasi Jain, tuntutan pidana 

dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi 
' 

perintnh at<lu yang bertindak sebagai peffiimpin tanpa mengingat apakah 

orang-orang tersebut, baik berdasar hubunga:n kerja maupun berdasar 

hubungan Jain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. 

Pasal 46 ayat (3) UUPLH mengatur tentang panggilan untuk 

menghadap ke muka pengadilan dalam rangka tuntutan pidana terhadap 

korporasi dan ayut (4)-nya menyatakan jika tuntutan dilakukan terhadap 

badan hukum, perseroan, perserik:atan, yayasan atau organisasi lain, yang 

pada saat penuntutan diwakili · oleh bukan pengums, hakim dapat 

memerintahkan supaya pen gurus menghadap sendiri di pengadilao. , 
Dari rumusan beberupa pasal dalam UUPLH di atas dapat dita.rik 

kesimpulan scmentara, bahwa pelaku tindak pidana lingkungan dapat 

bersifat peron.mgan atau kolektif, bahkan bentuknya dapat mempakan 

kejahatan korporasi (corporate crime). 168 

Sanksi pidana yang ada dalam UUPLH dan diterapkan secara 

ultimum remedium datum pelaksanaannya hendaknya tidak dijadikan ceiah 

hukum bagi korporasi untuk me!nkukan tindak pidana lingkungan hidup 

16!Muladi, Prinsi"p·Prinsip Dasar Hulmm Pillnna Lingkungan Daiam Knitnnnyu Dengtm UU 
No23 Tahun 1997, Semarang, M.ukalah Seminar Nasional Kajian Sosialisasi Unilimg-Undnng 
Nomor 23 Tahun 1997 tenl<lng Pengelolnan LingJ..-ungnn Hldt~p, Fakullos Hukurn Universitas 
Diponegoro, Hal.3,8. 
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dengan harapan dapat diselesaikan terlebih dahuiu melalui mekanisme 

administratif, perdata dan APS lainnya. 

Namun juga, dalam hal menuntut pertanggungjawaban badan 

hukum/korporasi dalam tindak pidana Jingkungan hidup hendaknya 

diperhatikan pula hal-hal sebagai berikut: 1~9 

I. Korporasi mencakup baik badan hukum (legal entity) maupun 
non-badan hukum seperti organisasi dan sebagainya. 

2. Korporasi dapat bersifat privat (private judicial entity) dan dapat 
pula bersifat public (public entity). 

3. Apabila diidentifikasikan bahwa tindak pjdana lingkungan 
dUakukan dalam bentuk organisasional. maka orang alamiah 
(manajer,agen,pekerja) dan korporasi dapat dtpidana baik 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama (hi-punishment 
provision). 

4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa 
yang dinamakan breach of a statutory or regulatory provision. 

5. Pertanggungfawaban badan hukum dilakukan terlepas dari 
apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan 
hukum tersebut berhasil diidentifikasikan, dituntut dan dipidana. 

6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasamya dapat 
dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana 
penjara. Dalam hal ini perlu dicatat babwa di AS mulai dikenal 
apa yang dinamakan corporate deach penalty dan corporate 
imprisonment, yang mengandung pengertian larangan suatu 
korporasi untuk berusaha di bidang~bidang usaha tertentu dan 
pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah 
korporasi daiam berusaha. 

7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi · tidak 
menghapuskan kesalahan perseorangan. 

8. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan 
kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, me!alui 
kebijakan pengurus atau para pengurus (corporate executive 
officer.f) yang memifiki kekuasaan untuk memutuskan (power of 
decision) dan keputusan tersebut telah diterjma (accepted) oleh 
korpora.si tersebut 

Konsekuensi penerapan ketentuan tentaog pertanggungjawaban 

korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha. setlingga 

harus berhati~bati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, di 

1~ut11df, Op.Cit. 
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samping perusahanrmyu dikenaknn dendn, karena tclah terjadi pencemaran 

danlatau perusakan hngkungan hidup yang diak:ibatkan o!eh usuha 

danfatau kegiatannya itu. 170 

Fungsi sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungnn sebagai 

ultimum remedium dtdukung bebernpa pakar hukum di antaranyu, Siti 

Sundari 111
, yang menyimpulkan Jalam basil pcneHtiannya antara lain: 

a. Bagian terbesar dari hukum lingkungan merupak:an hukum 

administrasi negarn, karena itu sanksi administratif sangat penting 

bagi keberhasilan pcngeloJaan lingkungan hidup. 

b. Hinder Ordonnantie (Stb!. 1926 No.226) perlu segera dirubah atau 

dicahut, sedang prosedur perizinan hendaklah discmpumnkan dengan · 

memperhitungkan kepent.ingan ekologik derni _pembangunan yang 

benvawasan lingkungan. 

c. Gugatan ganti kerugian terhadap perusak atau pencemar lingkungan 

dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 20 UUPLH, 

dan Pasal 1365 BW. 

d. Sanksi pidana bukan merupakan pemecahan ulama dalam 

penanggulangan masalah pencemaran Jingkungan. tapi hanya ultimum 

remedium. 

e. Badan hukum keperdataan dikenakan sunk:si pidana dalam perkara 

perusakan at au pencemaran lingkungan. 

f. Sanksi hulcum terhadap pengusaha dalam fung..~:tinya sebagai pengelola 

lingkungan adalah sanksi administratif, sedang sanksi pidana dapat 

dikenakan kepada pengusaha yang bertindak sebagai pribadi terlepas 

dari tugas dan wewenangnya. 

Sementara yang menginginkan sanksi pidana sebagai premium 

remedium antara lain Munadjat Danusaputro172 justru berkesimpulan 

1111Koesnadi Hardjasocrmmtri, Op Cit, HaL 411-412. 
171Siti Sundari Rangkuli, Stmksi PMamt Da!am Hukum Pidantt Ungkungan, fl:lk Hukum 

Erlangga,1984, hal.28~29. 
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ternyata upaya penangkalan dan pcnnnggulangan knsLJs-kusus perusukun 

lingkungan melahli "jalan pengadilan" itu lcbih membcrikan kejclasan dan 

kcpastiau, berlnngsung secara lehih cepat dnripuda cara-cara yang lain. 

· Dcmikian pula dengan Muladi 173
, mcngulip pendapat Au1;:.ruste 

Bcquai pe1buatan pidana lingkungan dikelompokkan sebagai salah satu 

hentuk white collar crime, selain securities related crime, bankruptcy 

fi'auds, bribes, dan lain-lain. Oleh karena itu menurut Muladi da1am 

kerangka itu semua> masihkah kita harus memandang hukum pidana 

bersifat subsidiaritas (u/Jimum remedium)? Tidak bisakah demi 

kepentingan 1tasional hukum pidana kita gunakan secura komplcmenter 

dengan hukum perdata. dun hukum adrninistrasi sebagai obat utama 

(premium remediUm). 

Dari sudut pertanggungjawaban pidana telah bergeser bukan lagi 

masalah individu per individu dengan sanksi yang remedial, namun telah 

bergeser menjadi masalah hukum publik dengan sanksi yang koersif dan 

punitif 

Ha:rv~an dalam thesisnya menyatakan beberapa kelemahan bahwa 

sanksi pi dana sebagai sanksi subsidiair atau sebagai ultimum remedium: 114 

a. Pada umumnya proses perkara perdaia relative memerlukan 
wakhl yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak 
pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang aUm waktu 
pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau 
kasasi~ sementara pencemarnn terus juga berlangsung dengan 
segaia macam akibatnya. 

b. Jangka waktu pemulihnn suHt dilakukan dengan segera, 
memerlukan waktu yang cukup lama, sebagaimana yang telah 
terjadi pada pencemaran sawah di Tangerang. 

c. Dengan tidak. menerapkan sanksi pidana, tidak menutup 
kemungkinan pencemar atau pencernar lain yong potensial untuk 
tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain "deter effect" 

111Dien Muhammad, Makalah, Penmcm Pengmlikm da!wn Mennngkal Kasus Pemsak 
Llngkwrgan, Diskusl Dua Hari, Tema: Masnlah-m<lsalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengkela 
Ungkungan, Jak<lrtn: 19-20 Juni 1959. 

173Muladi, Frmgsionalisasi Hukum Ph/ann dalnm Timlak Piduna Linglwngan Hidup, Makalah 
dalam Seminar di FH UNUD Denpasar, IS September 1990. 

114Hamdan,S.H.),1.H., Timlak Pidami Pt:.ncemarun Lingkungan flidup, (Bandung:Mandar 
Maju,2000), haL 18. 
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atau cfek pencegahan dari sanksi-sanksi lain tidak dnpat 
dihnrapkan dengan baik. 

d. Pencrupan sanksi administrasi dapat rnengakibatkan penutupan 
perusahaan industri yang membawa akibat pula kepo.da para 
pckcrja, penganm,,>uran akan menjadi bertambah, dapat 
mcnimbulkan kcjohatan dan kcrawananan sosJa[ ekonomi 
lainnya. 

3.2. Model Pcrtanggungjawaban Pidana Korpornsi dalam Beberapa 

Kasus Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia 

Dalam kerangka pembahasan pennasalahan yang terdapat dalam tesis 

ini, dimana pokok-pokok permasalahannya telah dirumuskun dalam Bab I, 

yaitu antara lnin tcntang masalah pemidanaan korporasi sebagai upaya 

ultimum remediu.nr oleh Penuntut Umum terhadap kasus-kasus 

pencemaran dan atau penisak:ait lingkungan hidup dan bagaimana kendala­

kendala maupun hambatan yang mungk:in dialami oleh Penuntut Umum di 

lapangon dalam upayanyu tersebut, maku pada Bah II terlebih dahulu telah 

dilakukan kajian teoritis secara mendalam terhadap semua aspek per 

definisi yang kiranya dapat membuntu pemaharnan dasar terhadap hal yang 

akan dibahas pada Bab ini 

Telah dilakukan pula penelitian lapangan dengan melakukan 

wawancara· kepada beberapa responden aparat penegak hukum antara lain 

Jaksa, Advokat, Paksr Hulrum Lingkungan dan Penggiat Lingkuogan 

Hidup di Jakarta dan dilengkapi pula rumlisis terhadap beberapa putusan 

Pengadi1an atas kusus pencemaran dan perusakan lingkungan terutama 

terhadap putusan perkara PT. Newmont Minahasa Raya,Sulawesi Utara. 

Sebelum sampai kepada paparan mengenai kasus kejahatan 

lingkungan yang dllak:ukan oleh beberapa korporasi yang pernah teijadi di 

Indonesia, khususnya paparan terhadap kasus lingkungan hidup oleh 

PT.NMR, maka sebclumnya perlulah kiranya dihedakan apa saja yang 

termasuk kriteria pencemaran lingkungan (pollution) dan :apa saja yang 

tennasuk kriteriu kerusakan lingkungan (environmental harm), tennasuk 

ukuran dan konsekucnsi yuridis atas kedua hal tersebut dari kacamata 

hukum dan tanggungjawab kriminal (pidana}. 
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Pentingnya pembedaan an tara kerusakan lingkungan 

(environmental harm) dan pcncemaran {poliution) ini dikatakan oleh Gerry 

Bates tlan Zada Lipman melalui bukunya Corporate Liabllity }Or 

Pollution, adalah bahwa. "Penentuun kerusakan lingkungan secara jelas 

mcncntukan tanggungjawab korporasf, karena tanpa harm alau potensJ 

untuk rusak, maka korporasi tidak dapat bertanggungjawab". 175 

Untuk menctapkan telah terjadinya pencemaran. harus diperhatikan 

lima kategori: 176 

1. Pencemanm scbagai seliap perubahan atas llngkungan (any 
alternation of lire environment); 

2. Pencentaran sebagai hale kcdaulatan territorial (ihe right of 1he 
ltirritorial souvereign)~ 

3, Pencemarnn sehagai merusak (damage); 
4. Pencemaran sebagai bercampurnya dengan penggunaan lain 

atas Hngkungan (interference with other uses of the­
environment); 

5. Pencemaran sebagai melebihl kemampuan menerima unsur/zat 
as:ing oleh lingkungan (as exceeding the assimilative capacity 
of the environment). 

Dalam UUPLH 1997 tampaknya dibedakan pula antara 

pencemaran dan kerusakan !ingkungan. Ini dapat dilihat dari perumusan 

pada Pasal Ketentuan Umum UUPLH. Perbuatan pencemaran 

lingkungan dirumuskan dalam pasall angka 12 UUPLH 1997 sebagai: 

.. masuknya atau dimasukkannya mahluk bidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain ke dalarn lingkungan hidup oleh kegiatan 
manusia sehingga kualitasnya turon sampai ke tingkat tertentu yang 
mennyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai 
dengan peruntukannya", 

Sementara yang dimaksud sebagai perusakan lingkungan dalam 

Pasall angka 14 UUPLH 1997 adalah: 

l7SGerry Bales dan Zada Lipman, Corporllle Lt'ability for Pollution, LBC lnformalion, 
Granville, NSW,I998, d:nlam N.H.T, Sl3lw.an, Hukx1m Lingkungan dan Ekologi Pembnngunan, 
Edlsi Kedua, (Jakarta~Erlonggn,2004), bal. 28L 

1,;M. Oaud Silnlahi, Jful..1tm Lingkungcn dnlnm Sistem Penegakan Hukum LinglmngM 
indonesia, Edisi Ketiga, (Baodung:Pencrbit Alumni,200 I), ha1.35. 
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" tindakan yang rnenimbulkan perubahan langsung atau tidnk 
langsung terhadap sitllt fisik dan/atau hayatinya, yang 
mengakihatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam 
menunjang pembangunan bcrkelanjutan". 

Dikaitkan dengan doktrin hukum pidano, dikatakan bal1wa setiap 

pelanggar huknrn, baik manusia maupun badan hukum, baik yang bersifat 

aktif maupun pasif(dclik omission) hnrus dipertang6'llngjawabkan. 

Dalam UUPLH 1997 doktrin/prinsip pertanggungjawaban pidana 

Jingkungan oleh kmporasi diatur dalam Pasal45, 46, dan 47. Pasal% ayat 

,,,(!) UUPLH !997 yang menentukan bahwajika delik dilaknkan atas nama 

badan hukum atau perseroan, yayasan dan · seternsnYa, maka tuntutan, 

sanksi pidana, serta tindakan tata tertib ak:an dijatuhkan kepada badan 

hukurn atau yayasan tersebut maupun terharlap mereka yang memberi 

perintab melakukan delik itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalarn 

perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.117 

UUPLH 1997 mengenal pula doktriniprinsip vicarious liability, 

pendelegasian tanggungjawab, sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 

~ RKUHP draft 1991 yang berbunyi "Dalam hal-hal tertentu, orang 

(pemimpin perusahaan) juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain 

jika ditentukan demikian oleh peratunm undang~undang... Doktrin 

vicarious liability ini terdapat dalam Pasal 46 ayat {2) UUPLH 1997. 

Berdasarkan doktrin ini pelaku usaha dapat dituntut bertnnggungjawab atas 

setiap perbuatun, terrnasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam 

lingkungan aktifitas usahanya atau ukibat yang bersumber dati aktivitasnya 

yang dapat merugikan orang lain. 178 

Alasan yang mcndasari pembentukan Pasa1 46 ayat {2) UUPLH 

1997 tersebut sedikit banyak dapat ditemukan pula seperti antara Inin 

rnN.H.T. Siahaan, Op.cit.,hal. 369. 
mN.H:r. Siahaan,lbid. 
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terlihat pada Penjelasan Pasal 36 RKUHP draft 1993 (atau Pasal 38 ayat 

(2) RKUH1' draft 2008) tersebut, yaitu: 

l<Peraturan pcrundang-undangan ini telah menctapkan bahwa hanya 
tindak pidana yang di!nkukan dcngan kes.oluhan, <lal.:1m arli 
dilakukan dengan sengaja atau kealpaan dapat dipidana. Keadaan 
inilah yang melahirkan asas tidak dipidana tanpa kesalahan. Namun 
ada keadaan yang mengharuskan hukum pidana mcngadakan 
perkecualian terhadapnya, sehingga asas ini tidak berlaku mumi. 
Keadaan tersebut berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan 
masyarakat, dalam ilmu pengetahuan1 teknologi dan lain-lain. 

Lahimya pcrkecualian ini disebut scbagai suatu penghalusan dan 
atau pendalaman o!eh asas regulatif dari juridis moral. 
Tanggungjawab seseorang dalam hal-hal tertentu dipandang patut 
diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan 
pekerjaan atau perbuatan untuk dia ata.u dalam batas-batas 
perintahnya. Dalam hal demikian biasanya ia sama sekali tidak 
melakukan perbuatan tersebut melainkan bawahannya, Tetapi 
dalrun rangka tanggungjawabnya itu dipandang ada kesalahannya 
j ika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, 
OJeh karena ketentuan diatas merupakan perkecualian, maka 
penggunaannya harus dibatasi sehingga ketentuan ini tidak akan 
digunakan dengan sewenang-wenang. Hal terscbut mengakibatkan 
bahwa tidak untuk semua tindak pidana orang juga 
bertanggungjawab atas perbuatan orang lain~ melainkan hanya 
untuk kejadian-kejadian tertentu yang clitentukan secara k:husus 
oleh undang-undang. Ketentuan ini jelas mernheriknn 
pengecualian". 

Disamping doktrin vicariorts liability. juga terdapat doktrin strict 

liability (tanggungjawab mutlak dan seketika), Asas ini di dalam UUPLH 

1997 termuot dalrun Paso! 35 ayat (I) yang bunyi selengkapnya sebagai 

berikut: 

"Penanggungjawah usaha dan atau kegiatan yang usaha dan 
kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap 
lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan 
beracun~ dan atnu menghasilkan limbah berbahaya dan beracun) 
hertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbu1kan, 
dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan 
seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau kerusak.an 
lingkungan". 
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Doktrin tni terutama dipakai pada pertanggungjawaban secara 

perdatr~. Sistcm lni diterapkan secara limitatif, daJam arti bahwa honya 

kcpada jcnis-jenis keg[atan tertentu saja akan diberlakukan strict liability. 

Menurut Pasal 35 UUPLH, kriteria kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan 

yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungao; 

(!).Yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun; 

(2). MenghasHkan Hmbah bahan berbahaya dan beracun, dan; 

(3).Menurot penjelasan Pasal 35 ketentuan strict liability 

merupakan lex specialis_ dalam gugatan tentang perbuatan 
. 

melawan huk:um pada umumnya, 

Dalam doktrin ini, kesalahan (fault, schuld, atau mens rea) tidaklah 

menjadi penting untuk menyatakan si pelaku bertanggungjawab karena 

pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul suatu tanggungjawab. 

Disini berlaku asas res ipsa loquitor a tau. fakta sudah berbicara sendirl (the 

things speaks for it self). 

Bcberapa data yang berhasil didapat o!eh penulis dari penelitian 

atas beberapa putusanlvonnis Pengadilan Negeri terhadap beberapa kasus 

kejabatan Jingkungan di berbagai daerah yang melibatkan korporasi pada 

umumnya masih menerapkan model/jenis pertanggungfawaban pokok 

korporasi dimana179
: 

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab. Asas societas/universitas delinquere non­

poles/ ntau badan ht1kum tidak dapat melak:ukan tindak pidana, 

menunjukkan bahwa kesaiahan menurut hukum pidana selalu 

disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesaiahan dari manusia. 

l7'1Lihnt Putusan PN Sidomjo Tahun 1989 daJam Perkara rut Bambang Goenowan, Putusan 
PN Bale Bandung dalam Perkara an. Rino TurinP Chernawan bin Chema\van dan Djuwito bin 
Mnrgono Tahun 19"93, Putus;m PN D.angkJnang dalnm perkara an. Mr.C.Ghobi Tahun 2001, 
Berka.s Pcrkam Pidana an. PT. Lnpindo Brantas, Inc, dan Putusan PN Manado an. PT. Newmont 
Minahasa Raya dan an. Richard Bruce Ness Tahun 2005. 
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b. Korporasi sebagai pembuut dan pcngurus bertanggungjawab. 

Sementara model pertanggungjawaban korporasi yang huruf (c) , 

yaitu korporusi scbagai pcmbuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab 

musih belum terlalu umum digunakan. 

Dapat discbutkan disini penggunaan model pertanggungjawaban 

huruf u) dan huruf b) tersebut diatas diantaranya adalah delik lingkungan 

dala:m kasus Limbah Tahu (PN Sidoarjo) tahun 1989 yang saat itu masih 

menggunakan UUPLH 1982 180
• Perkara ini dituntut oleh Jaksa Penuntut 

Umum Kcjaksaan Negeri Sidoarjo dengan terdakwa Bambang Goenawan, 

Dircktur PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo ke Pengadilan Negeri 

Sidoarjo. Dalam kasus ini, terdakwa selaku direktur PT. Sidomakmur dan 

PT. Sidomulyo didakwa membuat !!tStalasi (septictnnk) yang tidak 

memenuhi daya tampung limbah kedua perusahaannya, sehingga membuat 

air limbah/kotoran meluap keluar dan mengalir ke kali Surabaya. Akibat 

hal tersebut membuat kualitas air kali Surabaya menurun dan 

mengakibatkan air mengalarni kekurangan oksigen yang kemudian 

berakibat matinya biotalkehidupan dalam air serta tidak dapat lagi diolah 

menjadi bahan baku untuk air bersih PDAM. 

JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair melanggar 

Pasa1 22 ayat (!) UUPLH No. 4 Tahun 1984 dan Subsidiair me1anggar 

Pasa1 22 ayat (2) UUPLH No.4 Tahun 1984. Kasus ini te1ah mendapatkan 

putusan "lepas" dari PN Sidoarjo pada tanggal 6 Mei 1989 dengan nomor 

putusan: 122/Pid/1989/PN.SDA. 

Kasasi yang diajukan JPU dikabulkan oleh Mahkamah Agung 

da1am putusan No. Reg.1479/K/Pid/1989 tangga1 20 Maret 1993, yang 

memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan kejahatan "karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang 

menyebabkan tercemamya lingkungan hidup" sesuai dakwaan subsidiair 

JPU. 

Doktrin pertanggungjawaban yang diterapkan dalam kasus ini 

adalah doktrin identifikasi, dimana terdakwa dianggap sebagai directing 

180An;ip perkara Pidana Umum Kejari Sidoaljo alas nama Tersangka Bambang Goenawan 
als.Oei Ling Gwat, No Reg Perk PDM-Ep.l//05/1989. 
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mind dnri kcdua perusahaannya itu yang mempunym wewemmg 

mengnmbll kebijakan secarrt lntravires, Kebijakan badan hukum tersebut 

sccara kcseluruhan diambH semata oleh directing mind. 

Sementara, Ualam putusan Mahkalhah Agung tersebut, kiranya 

pcrlu juga dllihat ratio decidendi yang melandasi putusan tcrsebut yang 

menyiratkan asas ultimum remedium yang diterapkan dalam kasus ini 

bahwa Mahk:arnah Agung mengakui merupakan kewenangan aparatur Tata 

Usaha Negara untuk menentukan batas kadar keamanan untuk masing~ 

masing objek lingkungan yang harus dilindungi. Dalam hal ini maka 

pejabat TUN lab yang mencntukan standar kadar limbah yang 

diperbolehkan dibuang ke air. Masalahnya kemudian ketika perangkat 

administrasi tid~ lagi cukup ampuh untuk mengendalikan pencemaran 

hngkungan yang terjadi muka SPP sebagai lnstrumen yang 

pamungkaslultimum harus segera bekruja. 

Dalam kasus lainnya di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang 

telah menggunakan UUPLH 1997 juga digunakan model 

pertanggungjawaban yang sama atas korporasi. Da1am kasus dengan 

nomor registrasi 50/Pid.B/2004/PN.BB, JPU mendakwa dua orang 

terdakwa yaitu Rino Tutino Chemawan bin Chemawan selak-u Direktur 

Utama PT. Senayan Sandang Makmur (SSM) dan Djuwito bin Marguno 

se1aku Kepala Bagian maintenance PT. Senayan San dang Makmur. 

Kasus ini adalah kasus pencernaran dan atau kerusakan lingkungan 

karena limbah cair hasil proses produksi PT. SSM dialirknn ke waduk 

saguhng tanpa diproses terlebih dahulu di Instalasi Peogolahan Air 

Limbah (!PAL) sehinggu mengukibatkan rusaknya kunlitas air di waduk 

saguling. 

Dakwaannya menggunakan bentuk dakwaan Primair Subsidiair 

dengan konstruksi Primair melanggar Pasal 41 ayat (1) jo Pusal 46 

UUPLH No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair 

melanggar Pasal 43 ayat (1} jo Pasal46 UUPLH No. 23 Tahun 1997 jo 

Pusal 55 ayat (1) ke--1 KUHP, lebih subsidiair melanggar Pasal44 ayat (1) 

jo Pasal46 UUPLH No. 23 Tahun 1997 jo PllSal 55 ayat {l) ke-1 KUHP, 

Universitas Indonesia Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH UI, 2009



120 

dan lebih subsidinir lagi mclanggar Pnsal42 ayat {I) jo Pasa( 46 UUPLH 

No. 23 Tahun 1997 jo Pasa!55 ayat (I) ke-1 KUHP. 

Dalam Putusannya, Hnkim rncmbcbaskan para terdakwa ~sekaligus 

sebagai wakii dari korporasl- dengau pertimbangan bahwa penuntut umum 

Udak mengindahkan tcrlebib dahulu nsas subsidiaritas. 

Kasus lain adalah kas:us pencemaran dan atau perusakan 

lingkungan olch PT. Adei Plantation and Industry di Riau. PT. Adci 

Plantation and Industry dianggap melakukan pencemaran dan perusakan 

lingkungan akibat pembakaran laban yang dilakukannya dalam upaya 

membuka laban untuk dijadikan lahan kelapa saw it. 

Dalam kasus ini Penuntut Urrmm pada Kejaksaan Negeri 

Bangkinr.ng mendakwa dcingan bentuk dakwaan berlapis·primair subsidiair 

dengan dakwaan Primair : melanggar Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 

UUPLH 1997 jo. Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (I) 

KUHP, Subsidiar: Pasal42 ayat (1) jo. Pasal46 UUPLH 1997 jo. Pasal55 

ayat (I) ke..l KUHP jo. Pasa164 ayat (1) KUHP. 

Dalarn putusannya Nomor : 19/Pid.B/2001/PN.BKN tanggal I 

Oktober 2001 Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam ralio 

decidendinya menyatakan bahwa -khususnya- terhadap Pasal 46 UUPLH 

1997 yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dan sekaligus 

untuk menjawab pertanyaan apakah perbuatan pencemaran dan perusakan 

yang terjadi dapat dikatakan dilakukan oleh atau atas nama PT. Adei 

Plantation and Industry?. Terhadap permasaiahan ini, hakim menggunakan 

teori iron wire juga dari ljzerdaad Arrest yang dipakai oleh Muladi1 yang 

dalarn kapasitasnya di persidangan tersebut sebagai ahli, lebih lanjut 

mengatakan: 

L Bahwa hokum yang bersangkutan (i.e. manajemen dari badan hukum) 

memiliki kekuasann terhadap perilaku orang-orang yang terdapat 

dalam organisosi; 

2. Bahwa hukum yang bersangkutan (i.e. manajemennya), dapat 

dikatakan "menerima') atau cenderung mcnerima perilak:u 

menyimpang yang di dakwakan. 
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Maka, terdakwa Mr. C. Gobi (sebagai wnkil korpornsi PT. Adcj 

Plantation and Industry) telah dengan sengaja mcmbiarkan keadaun yang 

mempunyai potensi tinggi tcrjadinya kebakaran dan temyata kemudiun 

kebakan:m benar-benar terjadi secara berulang kali. Disini ter!ihat bahwa, 

" ... terdakwa dianggap oleh haklm sebagai organ korporasi PT. 
Adci Plantation and Industry sebagni korporasi (i.e. 
manajcmennya), atau mengambil upaya~upaya menccgah 
terjadinya kebakaran-kebakaran herikutnya. Fakta menunjukkan 
PT. Adei Plantation and Industry dalam kenyataannya kurang atau 
tidak melakukan dan atau mengupayakan kebijakan atau tindak3n 
pengamanan dalam rangka mcncegah timbulnya kebakaran". 

Lebih lanjut diuraikan, 

" Bahwa terdakwa selaku organ korporasi tersebut dalrun 
bertindaklmelakukan sesuatu bukan atas kewenangannya sendiri 
secara pribadi, melainkan atas wewenang yang sah dari korporasi 
yang bersangkutan, sehingga korporasi tidak dapat melepaskan 
diri hegitu saja atas perbuatan yang ililakukan oleh pengurus 
organnya... Bahwa hal ini juga disebabkan karena perhuatan 
korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusi~ sehingga 
setiap perbuatan organ manusia dalam badan hukum/korporasi, 
asal sesuai dengan tujuan korporasi dapat dipertanggungjawabkan 
kepada korporasl ... 

.. Bahwa dengan diajukarmya terdakwa Mr. C. Gobi ke persidangan 
adalah dalam kapasitasnya sebagi pemimpin pelaku perbuatan itu 
(factual leader) yang dalrun korporasi kedudukannya selaku 
General Manager PT. Adei Plantation and Industry, maka Pasat 
46 UUPLH 1997 diunggap telah terpenuhi". 

Terhadap substansi penegakan hukum lingkungannya sendiri 

Majelis Hakim dalam perthnbangan hukumnya menyatakan bahwa, 

",,dimana baik terdakwa Mr.C.Gobi ataupun Ir. Muhammad, Joko 
Waluyo dan Revindo Simangunsong dengan sengaja telah 
membiarkan keadaan yang mempunyai potcnsi tinggi tetjadinya 
kebakaran~ dan temyata kemudian kebakaran benar~benar terjadi 
secara berulang kalL Disini Terdakwa atau yang lainnya itu adalah 
sebagai organ korporasi PT. Adei P!antation and Industry sebagai 
korporasi {i.e. manajemennya) mempunyni kekuasaan terhadap 
mereka yang memerintahkan dan atau mengambil upaya-upaya 
mencegah terjadinya kebakaran-kebakaran berikutnya". 
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«Fakta menunjukkan PT. Adei Plantation und Industry dalum 
kenyataannya kurangltidak mela.kukan dan/atau mengupayakan 
kcbijakan atau tindakan pcngamanun dalam rangka mencegah 
. b I k b k ,."' tim unya c a aran· . 

DaJam kasus PT. Adei Plantaliou nnd Industry ini Hakim padu 

tingkat PengadiJan Negeri memutuskan Terdakwa Mr.C.Gobi terhukti 

secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibalkan pencemanm dan 

perusakan lingkungan hidup. Putusan ini dikuatkan pada tingkat Banding 

dan Kasasi. 

Dalam kasus kerusakan dan atau pencemarnn Hngkungan hidup 

lainnya, yang dikenal dengan kasus meluapnya lumpur panas dari perut 

bumi akibat aktifitas pengeboran minyak dan gas bumi oleh PT. Lapindo 

Brnntas di Porong. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang tidak memenuhi 

persyaratan keamanan juga diterapkan model pertanggungjawaban yang 

serupa. 

Walaupun kasus Lapindo ini be!urn diajnkan ke maka persidangan 

karena masih dalam tahap melengkapi Berkas Perkara oleh Penyidik, 

naffiun telah ditetapkan beberapa tersangka daiam kasus ini yaltu 9 

(sembilan) tersangka untuk kasus Lumpur Panas Lapindo Brantas/EMP 

Inc, Selain karyawan yang ada dilapangan dan manager drt'J/ing PT. 

Medici Citra Nusa. juga turut diperiksa Vice President DSS (Drilling 

Share Service} PT. Energi Mega Persada, perusahaan induk Lapindo 

Brantas dengan dugaan: Kelalaian yang menirnbulkan bahaya banjir 

lumpur (Pasal 187 dan 188 KUHP serta Pasal 41 dan 42 UUPLH 1997) 

Kelalaian mereka, karena seharusnya memberikan pe.rintah menghentikan 

operas1 pengeboran, temyata masih terus dibiarkan, 

sementara seharusnya mereka patut mengetahui perbedaan antora kontrnk 

kerja yang diberikan Lapindo Brantas/EMP pada perusahaannya dengan 

drilling program. 

Dari ke empat Pasal sangkaan ini tampak terlihat bahwa sebanyak 9 

orang akan dijadikan tersangka do.lam kasus lumpur panas ini terutama 

181/bid. 
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dari sisi hukum pidana yang diternpkan olch Polda Jawn. Timur. Sant ini 3 

berkas sudah dilimpah.kan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jnwa Timur namun 

kabar tcrakhir pihak Kejaksaan mengembalikan berkas kasus terscbut 

kepada pihak penyidik Polda Jawa Timur (P-18/P-19). 

Me1ihat rentetan cerita kasus pidana yang dilakukan dalrun kasus 

Jumpur panas ini, sebenarnya menunjukkan bahwa knsus htpindo akan 

diberlakukan seperti tindakan kejahatan pada umumnya, antara lain 

tuntutan diiakukan hanya terhadap orangjpersocm1 dalam hal ini persone) 

yang ada di dalam Hngkaran PT. Lapinrlo Brantas dan para kontrnktomya. 

Hal ini masih merujuk pada ketentuan pidana dalarn KUHP kita 

yang masih menerapkan bahwa "barang siapa yang melakukan tlndakan 

kejahatan", maka pertanggung jaWabar,JJya- pidananya dikenakan hanya 

kepada orang sebagai rechtpersoon (Pasal59 KUHP dan Pasal l KUHAP) 

Jlka dilihat dari logika operasional, bahwa Sumur Banjar Panji-l 

berada di Blok Brantas yang merupakan konsesi milik PT. Lapindo 

Brantas/EMP alas dasar Production Sharing Contract (PSC) dengan BP· 

Migas. Seharusnya pekerjaan Drilling merupakan tanggung jawab 

departement Drilling di LAPINDO, namun pekerjaan ini di~subkontrakkan 

kepada pihak lain yaitu PT. Medici Citra Nusantara (MCN). Seperti yang 

juga kita ketahui bahwa pemilik saham sektor migas di blok Brantas 

adalah sebanyak 50 % dipegang oleh PT. EMP dan sisanya terbagi 

menjadi milik Santos LTD, PT. Medco Energi Tbk dan Lapindo 

BrantasfEMP Inc. Artinya terdapat empat pihak yang terkait !angsung 

dcngan operasi pengebornn pipa diseluruh wHayah Blok Brantas. Dimana 

penanganon lumpur panas ini sudah seJayaknya menjadi beban PT 

Lapindo dan pemilik saham lainnya yakni PT. Energi Mega Persada Tbk, 

PT. Medco Energi Tbk, dan Sanlos LTD sesuai Pasal 6 uyat 2 poin c UU 

22 tahun 2001 lentang Minyak dan Gas Bumi. 

Namun melihat begitu besamya kerugian (sosial, ckonomi dan 

lingkungan) yang diderita sebagai akibat kelalaian kebocoran pipa gas dan 

menimbulkan lumpur panas ini, tidak pantas rasanya penangamm kasus 

tersebut hanya dibebankan secara hukum hanya kepada 9 orang scperti 
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tersebut di ata:s .. Mereka inilah yang saat ini Jia.nggnp mewakili korpomsi 

(PT.Lapindo Brantas Inc.) untuk mempertanggungjn.wabkan kesengajaan 

ntau kelalaian yang terjadi yang mcngakibatkrut kerusakan dan atau 

pencemaran lingkungan. 

Dari beberapa contoh kasus ini dapat terlihat mode! 

pertanggungjawabmt yang kehanynkan digunakan adalah model "Pen gurus 

korporasi sebagai pembuat dan pcnguruslab yang bertanggungjawab" dan 

atau "korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab." 

Kasus pencemaran dan atau perusakan lingklmgan hidup oleh PT. 

Newmont Minahasa Raya, Sulawesi Utara1 merupakan pengecualian 

terhadap penempan model pertanggungjawaban korporasi yang selama ini 

lazim digunakan dalam pra]dik. DaJam kasus inilah model 

pertanggungjawaban yang ke-3 yaitu "korporasi berbuat dan korporasilah 

yang bertanggungjawabn untuk pertama kalinya diterapkan oleh Penuntut 

Umum. 

3.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam ~asus Pencemaran 

Lingkungan oleh Korporasi PT. Ncwmont Minahasa Raya (PT.NMR) 

di Bolaang Mongondow, Kabupaten Sulawesi Utara 

3.3.1. Kasus Posisi: 

Kasus pencemaran dan at au perusakan hngkungan hidup oleh PT. 

Newmont Minahasa Raya {PT.NMR) ini te!jadi di Teluk Buyat di Desa 

Ratakokok Selatan, Kecamatan Ratakok:, Kabupaten Minahasa Selatan, 

Propinsi Sulawesi Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih 

tennasuk kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Tondano, tetapi 

berdasarkun keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Noruor 

KMN033/SK/lV/2005 tanggal 25 April 2005, tempat sidang yang sesuai 

kompetensi relatif berkenaan dengan kewenangan penyidangan perkara 

seharusnya dilaksanakan di PN Tondano, dialihkan ke PN Manado. 

PT.NMR dan Presiden Direktumya Richard Bruce Ness didakwa 

secaro sengaja melawan hukum dan atau karena kelalaiannya mclakukan 

perhuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perosakan 
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lingkungan dan atau dengan melnnggar undang-undang sengaja 

melepaskan atuu membuang zut energi dsn atau komponen lain yang 

bcrbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah} ke dahun 

udara, aiau ke dalarn air pennukaan, padahul dapat diduga bahwa PT.NMR 

seharusnya mengeiahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa 

perbuatan tersebut dapat menimbulkan pcncemaran dan utau perusakan 

Jingkungan hidup a tau mcmbahayakan kcsehatan umum atau nyawa orang 

lain. Perbuotan itu terjadi pada bulan Oktober 1997 sampai dengan tahun 

2004. 

PT.N~R (khususnya) dan Presiden Direkturnya Richard Bruce 

Ness menja!ankan pcrusahaan yang bergerak di bidang usaha 

pertambangan yang menghasilkan atau memproduksi emas sesuai dengan 

Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT.NMR 

Nomor : B-43/Presl1111986 tangga1 6 November 1986, namun barn 

beroperasi pada tahun 1996 dan tercatat sebagai industri penghasil Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana yang terdaftnr dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 1999 jo PP Nomor 18 Tahun 

1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode ilmiah D222. Adapun 

bahan kimia yang digunakan oleh terdukwa PTNMR untuk mernproduksi 

emas antara lain Sianida (Cn), kemudian limbah tailing yang dihaslikan 

antara lain mengandung Merkuri (Hg) dan Arsen (As). 

Menurut Penuntut Umum PT.NMR dalam melaksanakan usahanya 

sengaja tidak melaksanakan upaya yang seharusnya dilakukan untuk 

menjamin pelestarian fungsi Jingkungan hidup serta tidak melak:ukan 

pengelolaan lirnbah basil usaha dan atau kegiatnn sebagaimana mestinya 

untuk menccgah timbulnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1984 

tentang Perindustrian, haJ ini nyata karena PT,NMR mcmbuang dan 

menempatkanldumping taUing ke dalam laut (media lingkungan) tidak 

dilakukan di bawah Iapisan Tennoklin (lnpisan air yang di dalarnnya 
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tlitandai oleh gradient suhu yang meningkat tajmn) tetapi pada lapisan 

teraduk atau mi..:r: layer sehingga terjadi dun hal yaitu: 

• Baglan cair dari tailing langsung diaduk oleh ombak, arus dan pasang 

surut sehingga kendungan logam bernt yang terdapat pada catran 

tailing tersebut ikut tersebar secara vertical maupun horizontal; 

• Bagian padatan dad tailing juga masih dapat diaduk-aduk oleh ombak~ 

arus dan pasang surut sehingga kandungan logam beratnya juga bisa 

terhempaskan dari padutan dan terlarut kc dalarri air dan ikut tersebar 

juga. 

Kedua hal tersebut dapat membahayakan keselamatan umum dan 

nyawa orang lain .. 

Bahwa PT.NMR secara rutin sejak tahun 1996 hingga tahun 2004 

secara rutin telah mernberikan laporan kepada Deptamben!DESDM dan 

KLH menyangkut Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 

Pemantauan LingkunJlan (RPL). Namun s~menjak tahun 1997 dilemukan 

adanya beberapa parameter dari tailing yang sudah di detoksifikasi yang 

tetap melebihi baku mutu yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LH 

Nomor : Kep-51/MENLH/10/1995 dimana AS (Arsen) yang dilaporkan 

oleh PT.NMR selalu diatas baku mutu, yang mengindikasikan bahwa 

lirnbah B3 PT.NMR tidak tereduksi dengan baik kurena basil detoksifikasi 

melebihi baku mutu. 

Bahwa dengan adanya PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengenda1ian Pencemaran dan atau Perusakan Laut pada Pasal 18 

mensyaratkan bahwa pembuangan limbah B3 harus memiliki izin Menteri, 

sehingga PT.NMR yang dalam pengoperasiannya melakukan pembuangan 

limbah B3, seharusnya sudah hnrus menyesuaikan denga:n aturan tetsebut 

Kemudian berdasarkan surat Mentcri Negara Lingkungan 

Hidup/Kepala Bapeda1 pada saat itu yaitu Dr. Sonny Keraf, No,B-

1456/Bapedai/07nOOO tanggal 11 Juli 2000 periha1 Pembuangan Limbah 
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Tailing ke Teluk Buyat PT.NMR dipcrkenankun untuk membuang limbuh 

tailing ke Tcluk Buyat dengan ketcntuan sebagai berikut: 

I. Limbah tailing yang dibunng olch PT.NMR kc Teluk Buynt dcngan 

debit 5000 m2fhari dan hams memcnuhi baku mutu sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Parameter Standar Baku Mutu Limbah 

Parafiieter Konsentrasi (mg/1) 
- ~~ ·- -· .-

pH ' 

6-9 

As (III) 05 
··~ 

·eN-WAD 
0.5 

CNFree 0.5 

Hg 0.008 
-

Cu 1.0 

Fe 3.0 
~ .. 

2. PT.NMR harus melakukan stud1 Ecological Risk Assesment (ERA) 

untuk pembunngan limbah tailing ke teluk Buyat yang melibutkan 

instansi terkait antara Jain: Kantor Menneg LH!Bapedal, Departemen 

Pertambangan dan Energi, Gubemur KDH Propinsi Sulawesi Utara1 

Bupatl Minahasa, Bupati Bolaang Mongondow, Kanwil DPE Propinsi 

Sulawesi Utara, LSM, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat 

setempat. 

3. Studi Risk Assesment tersebut harus dapat djselesaikan PT .NMR 

dalamjangka waktu 6 (enam) bu!an sejak dikcluarkannya surat inL 

4. Melnporkrm basil studi ERA secara periodik {minimum scknH dalam 

sebulan) kepnda Menneg LH/Kepala Bapedal dcngan temuan 
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Mentamben, Gubemur KDH Prop. Sulawesi Utara dan instnnsi tcrkait 

lairmya. 

5. Keterangan lebih lanjut tentang bnku mutu dan pembuangan Hmbah 

tailing kc teluk Buyat olell PT.NMR akan ditetapkan berdasarkan hasil 

studi Risk Assesment pada butir 3. 

Bahwa atas surat Menneg LH!Kepala Bapedal No.B~ 

1456/Bapednl/0712000 tanggal II Juli 2000 perihal Pembuangan Tailing 

ke Teluk Buyat, PT,NMR tclah menyetesnikan study ERA dimaksud pada 

tanggal ll Janumi 2001 dan BAPEDAL telah membahas sludi tersebul 

dengan melibatkan pakor dari PJO LIPI, Universitas Indonesia dan wakH 

dari instansi terkait, Bahwa pakar lingkut)gan. hidup d!ln Bapednl 

menyimpulkan bahwa studi ERA PT.NMR belum dapat diterima karenn 

masih terdapat kelemahan an tara lain: 

1. ProtokoJ studi tidak sesuai prosedur ERA yang lazim; 

2. Kualitas data yang dipakai kurnng memadai; 

3. Data yang~digunakan tidak:'rrieWakili variasi musim; dan, 

4. Tidak melibatkan insta.nsi terka.it sebagaimana diwajibkan dalam surat 

Menneg LH/Kepala Bapedal No-l465/Bapedal!0712000 tanggal ll 

Juli 2000 peri hal Pembuangan Lim bah tailing ke teluk Buyat 

Dengan tidak terpenuhinya syarat studi ERA yang dilakukan 

PT.NMR , maka Menneg LH lidak mcngeluarkan ijin dumping tailing ke 

laut, namun PT.NMR tetap saja melakukan dumping tailing ke Iaut sejak: 

tahun 2001 sarnpai dengan tahun 2004 tanpa memiliki ijin. 

Seperti telah dikemukakan dirnuka bahwa dengan adanya 

pembuangnn tailing yang walaupun sudah didetoksitikasikan tetapi 

temyata nmsih melebihi baku mutu yang ditetapkan dan melakukan 

dumping tailing ke !aut tanpa ijin telah menimbulkan penccmaran dan 

kerusakan lingkungan sesuai dengan Berita Acara Pcmeriksaaan 

Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri 
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Nomor Lab: 4171/KTF/2004 tanggal 27 September 2004 dlmuna hasii lab 

menyimpulkan sebagai berikut: 

L Sampel air !aut teluk Buyat telah melcbihi ambang batas Baku Mutu 

sesuai dengan lampiran III Keputusan :Vlenteri Lingkungau Hidup 

Nomor 51 Tahun2004 tcntang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut. 

2. Tailing PT.NMR telah m.enurunkan kualitas air laut tcluk Buyat 

3. Sludge ~an sediment pond PT.NMR telah menurunkan kualitas air 

sungai Bu:r-at. 

4. Sampel Biota l-aut dari Teluk Buyat telah terkontaminasi lgam 

Merkuri (Hg) dan Arsen (As). 

Berdasarkan uraian di atas) Jaksa Penm1tut Umum mendakwa 

PT.NMR dengan dakwaan Primair metanggar Pasal 41 nyat (I) jo. Pasal 

45, Pasal 46 (I), Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidiair melanggar Pasal 43 ayat (I) jo. 

Pasat 45, Pasal 46 (I), Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 1997 

tentang Pengelotaan Lingkungan Hidup. Lebih Subsidiair melanggar Pasal 

42 ayat (I) jo. !'asal 45, Pasal 46 (1), Pasat 47 Undang-undang No.23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Linglrungan Hidup. Lebih Subsidiair lagi 

melanggar Pasal 44 ayat (!) jo. Pasal 45, Pasal 46 (!), Pasal 47 Undang­

undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengeiolaan Ungkungan Hidup. 

Beberapa saksi yang dihadirkan ke muka persidangan oleh Jaksa 

Penuntut Umum, balk dari masyarakat sckitar, suksi ahli kelautan dan 

perikanan1 ahli hukum lingkungan maupun ahli hukum pidana. 

menyatakan bahwa PT.NMR sepertinya memang telah melakukan 

pembuangan limbah cair sisa produksi (dumping tailing) ke sungai teluk 

Buyat. 

3.3.2. Tuntutan Jaksa Pcnuntut Umum: 

Berdnsarkart surat pellmpahan pcrkara dari Kcjaksaan Negeri 

Tondano No.Reg.Perk.B-!436/R.Ll2/Ep.2/2005 tanggal 05 Jul 2005 dan 
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surat tuntutan~ Penuntut Umum teLianggal 10 November 2006, Jaksa 

Penuntut Umum menuntut para terdakwa sebagai berikut: 

3.3.2.1. 

3.3.2.2. 

fvlenyatakan terclakwa I PT.NEWfv!ONT MINAHASA RAYA 

dan terdakwa 1 l RICHARD BRUCE NESS, terbukti secara sah 

dan meyak:inkan melakukan tlndak pidana «.pencemarnn dan 

perusakan lingkungan hldup'' scbagaimana diarur dan diancam: 

dalam Pasal 41 ayat (1) jo. Pasnl 45, Pasal 46 aynt (1), dan 

Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Ungkungan Hidup dalam Dakwaan Primair untuk 

Tcrdakwa I dan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 

41 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1997 dalam 

Dah.--waanPrimair untuk Terdakwa II; 

Menjatuhkan pi dana terhadap: 

a. Terdakwa I PT. NEWMONT MINAHASA RAY A berupa 

pi dana denda sebe.sar Rp. I .000.000.000,- (satu milyar 

rupiah); dan, 

b. Terdakwa II RICHARD BRUCE NESS selaku Presiden 

Direktur PT. Newmont Minahasa Raya berupa pidana 

penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa II 

berada di dalarn tahanan dan pidana denda sebesar Rp, 

500.000.000,· (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) 

bulan kurungan, 

3.3.3. Analisa Kasus: 

3.3.3.1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum 

Analisa atas putusan hakim dalam pertimbangan hukmnnya/ratio 

decidendi-nya dalam putusan Pengaditan Negeri Manado Nomor: 

284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal 24 April 2007 berusaha menguraikan 

pasal~pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para 

Terdakwa terutama dikailkan dengan kedudukan PT.Nfv!R sebagai 

korporasi. Hasil pcrtimbangan hakim pada kasus ini menunjukkan adanya 

pemahaman dan penerimaan sosok korporasi scpcnuhnya sebagai subjek 
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hukum berbentuk bndan huk:um yang rnemi\iki hak dan kewajiban 

mandiri, meskipun dalam hal ini PT.NMR diwakili, oleh Presiden 

Direklumya sebagai natuur/ijk person, namun setidaknya dalam kasus ini 

PT.NMR sudah diposjsikan sebagai badan hukum yang mernpakan subjek 

hukum mandiri. Sikap ini terlihat dahm1 pcrtimhangan hakirn dalam 

Putusan Sela Nomor : 2841PidBi2005/PN.Mdo tanggal 20 September 

2005 yang menyatakan sehagai berikut, "Bahwa Majells juga tidak 

menemukan adanya hal-hal yang menyebabkan barn! demi hukumnya 

·surat Dakwaan JPU karena ... .telah memuat idcntitas. lengkap duri 

Terdakwa I yaitu PT. NMR yang telah diwaklli oleh salah satu direksi PT. 

NMR dan identitas lengkap dari Terda~wa.H ... ,dst". 182 

Dinuma sebelumnya dari eksepsi yang diajukan penasihat hukum . . . . 

terdakwa pada intinya menolak untuk meletakkan PT.NMR sebagai 

terdakwa I dengan alasan, "Tersangka dalam perkara inl adalah l'T.NMR 

sebagai Terdakwa I yang diwakili oleh Richard Bruce Nessl dan Richard 

Bruce Ness hanya karena jabata.nnya sebagai Presiden Direktur. Dalam 

Pasal 46 UUPLH dimana korporasi (badan hokum) sebagai terdakwa 

ditentukan diwakih oleh pengurus atau bHa tidak diwaki!i pengurus, 

Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri. 

Artinya, menurut UUPLH, PT.NMR tidak harus ·diwakili oleh Richard 

sekalipun dia salah seorang dari pengurus". 1n 

Numun akhimya eksepsi penasibat hukum atas dakwann JPU 

ditolak datam putusan sela yang menolak selurnh keberatan/eksepsi dari 

penasihat hukum terdakwa I PT.NMR dan tcrdakwa II Richard Bruce 

Ness, memerintahk:an untuk melanjutkan pemeriksmm perkaranya dan 

menangguhkan perincian besamya biaya perkara ini sampai dengan 

adanya putusan akhir. Dalam hal lni nyata bahwa tidak ada error in 

persona terhadap Richard Bruce Ness khususnya sebagai wakil PT.NMR.. 

lll2Pulus:m Se!a PN Manado Nomor ; 284/Pid.B/2005!PN.Mdo tnnggal 20 September 2005, 
ha1.136. 

IBJ Ibid, hal.98. 
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Dari teori subyck hukumnya, Hakim sekali lagi tidak 

mempersonlkan kedudukan Richard Bruce Ness sebagai waktl korporasi di 

muka persidangan. Sesuai bunyi Pasal46 ayat 4 UUPLH 1997 bahwa jika 

penuntutan pidana terhadap korporasi diwakili oleh orang yang bukan 

pengurus, bakim dapat memcrintahkan pengurus (pengurus/orang yang 

dlanggap tcpat oleh hakJm) menghadap sendirJ di muka pcrsidangan. 

Hakim menilai Richard sebagai wakil PT. NMR juga termasuk ke 

dalam kriteria Iron Wire. Kriteria iron wire ini menempatkan wakil 

korporasi adalah sebagai pihak yang dapat dimintai pcrtanggungjawaban 

pldana, apablla memenuhi dun tahapan, yailu tahap pertama, apakab bndun 

hukum merupakan subyek dari nonna-norma yang dimual dalam rumusan 

deHk, apakah manajemen memiliki kewenangan mengatur periiaku orang~ 

orang dalam badan hukum {termasuk terhadap physical preperalor), 

apakah manajemen menerinta/lazim menerima perbuatan yang 

menyimpang tersebut Tahap kedua, apabila manajemen telah rnengetahui 

perbuatan dan apakah manajemen memiliki kewenangan untuk mencegah 

perbuatan tersebut, apakah manajemen memiliki kewenangan tapi tidak 

mencegah, maka badan hukum dikategorikan melakukan tindak pidnna. 

Hakim dah1m hal ini oleh karem:mya mengangg.flp Richard Bruce Ness 

telah memiliki kapasitas untuk mewakili PT.NMR. 

Dihubungkan dengan teori identifikasi maka menurut hemat 

penulis kriteria iron wire merupakan syarat actus reus seorang directing 

mind dalam melakukan tindak pidana tersebut. Namun, Penuntut Umum 

pada kasus ini tidak membuktikan terlehih dahuiu buhwa kapasitas 

Richard yang mewakili PT.NMR telah memenuhi tiga unsur yang 

disynrntkan oleh teori ini yaitu pertama, directing mind, apakah benar 

Richard Bruce Ness ada1ah orang yang berwenang dan bertanggungjawab 

ke dalam dan keluar untuk dan atas nama PT.NMR berdasarkan 

AD/ARTnya ynitu kapnsitasnya sebagai Presiden Direktur, atau setidaknya 

seharusnya penentuan wakil korporasi sebaiknya mengacu kepada aturan­

aturan terhadap bal tersebut di dafam Undang-undang Nomor 40 Tahun 
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2007 tentnng Pcrseroan Terbntas. k.edua, intra vires·, upakah Richard 

sebagai wakil korpornsi yang telnh memhuat kebijakan tentang pengolahan 

limbah cair yang tidak sempuma yang mana me!anggar ketcnman dalam 

Kep.Men.Neg.Lingkungan No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal ll Juli 

2000 tentang Baku Mutu Limbah atau dupat dikataka~ walaupun sudab 

ada parametcmya namun limbah PT.NMR tetap berada diatas ambang 

baku mutu dan ketiga, apakah ia mendatangkan keuntungan bagi 

PT.NMR dengan tidak dipenuhinya standar Baku Mutu Limbah. 

Penuntut Umum da!am menafsirkan Pasai 46 ayut 2 UUPLH 1997 

didasnrkan pada pertimbangan fakta bahwa Richard dinnggap bertindak 

sebagai pemimpin saja tanpa mengingat dasar hubungan kerja maupun 

hubungan !ain sesuni yang dipersyaratkan dalam teori iron wire. 
" " . 

Penuntut Umum melihat mesk:ipun Richard Bruce Ness mengakui 

bahwa perusahaan menyediakan anggaran dana untuk pengelolaan 

iingkungan untuk kegiatan produksi, namun kenyataannya mereka sebagai 

pihak yang memiliki kewenangan dan dapat bertindak untuk dan atas 

nama perusghaan tidak berbuat apapun, minimal merubah kebijak:sanaan 

perusahaan tentang pengolahan limbahnya. 

Melihat dari kasus di atas} maka oleh karenanya disini sikap JPU 

yang tidak ragu-ragu untuk rnenempatkan Richard sebagai wakil korporasi 

sebagai terdakwa perlu mendapat k.redit point tersendJri. Keberanian Jaksa 

ini tentunya ditopang oleh suatu sistem yang komprehensif dalam 

penanganan perkara-perkara lingkungan hidup yaitu Triangle Integrated 

Environmental Criminal Justice System {sistem segi tiga terpadu 

penegakan hukum pidana lingkungan hidup) yang Ielah dikembangkan 

menjadi suatu pola tetap da1am penanganan perkara 1ingkungnn, Sistem ini 

meJibatkan pcnyidik, pcnuntut urnum dan saksi ahli. 

Namun kedcpannya, clalam penunjukkan wnkil korporasi penegak 

hukum perlu lebih cermat dan perlu dtdosarkan kepada aturan yang 

mengatur secara detail dan secara tegas terhadap penunjukkan siapa yang 
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sebenarnya berhak untuk mewaklli korporasi di muka persidangan, dengan 

alasan menghindari error in pers<ma dalam menetapkan tersangka. 

Bahwa di dalam UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagairnana diu bah dengan UU 

Nomor: 20 Tahun 2001 menyatakan pada Pasal 20 bahwa yang mewakili 

korporasi adalah, " ... diwakili oleh pengurus, pen gurus dapat diwakili oleh 

pihak lain, ... dan seterusnya", rumusan ini sudah menjelaskan secara riil 

dan terang siapa sebenamya yang benar-benar berkompeten mewakili 

korporasi di persidangan merujuk kepada AD/ART korporasi yang 

bersangkutan. 

3.3.3.2. Pcnyimpangan Penggunaan Azas Subsldiaritas 

Dari segi asas subsidiaritas. kasus ini dari perspcktif Penuntut 

Umum pun dianggap layak untuk disidik dan dituntut secara Premium 

remedium karena telah mernenuhi tiga kondisi yang disyaratkan untuk 

pengecualian asas subsidiaritas yaitu pertama, tingkat kesalahan pelaku 

relatif berat, kedua1 akibat perbuatannya reJatif besar/masiv. dan keJiga. 

perbuatan /pelanggaran dimaksud telah menimbulkan keresahan 

masyarakat. Fakta yang muncul di persidangan memperlihatkan ketiga 

kriteria tersebut terpenuhi. terlepas dari putusan akhir yang diambil oleh 

Hakim dalam perkara ini. 

Saksl dan ahli yang dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dipersiapkan dan disusun sedemikia.n rupa sesual kompetensinya 

karena diharapkan mampu meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana 

terhadap korporasi cq. pengurusnya. Bahwa pada faktanya memang saksi 

dan ahli yang diajukan peountut umum telah banyak berkontribusi untuk 

meyakinkan majelis bahwa benar telah terjadi pencernaran danlatau 

perusakan iingkungan hidup di Teluk Buyat olch aktivitas PT.NMR sesuai 

arab Pasal41 dan Pasal42 UUPLH 1997. 

Dcmikian juga terhadap unsur·unsur untuk mendukung 

pembuktian atas substansi kasus pencemaran dan atau perusakan 

lingk.ungan itu sendiri. Saksi ahli yang dihadapkan ke muka persidangan 
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untnm lain adalah DR. Abdul Gani Tlahude, MMA.ATU, sak.si adalah 

oceanografis a tau ahli kelautan. Saksi ahli ini menjelaskan bahwa menurut 

ilmu kelautan nda 3 {tiga) lapisan !aut didasarkan kepada tinggi 

rendahnyalgradient suhunya, yaitu pertama lapisan campuran {mix layer), 

lapisan Termoklin, drm iapisan dlngin (cold layer). 

Lnpisan pertama adalah lapisan campuran, memiliki suhu 28(1 dan 

memi!iki kedataman 0~ l 00 meter. Pada lapisan ini terdapat biota !aut 

tennasuk phytoplanktou dengan kondisi dipengaruhi aros1 gelornbang. 

Sedangkan lapisan termoklin memiiik! suhu 11<> dan memiliki kedalaman 

100-350 meter dibawah permukann laut dan tcrakhir adalah lapisan dingin 

yang merniliki suhu > 11° dengan kedalaman > 350 meter. Seharusnya 

limbah PT.NMR diletnkkan pada kedalaman lapisan termoklin, sementara 

teluk Buyat hanya memiliki kedalaman hanya 82 meter yang berarti ]aut 

yang ada di Buyat masuk dalam kategori lapisan pertama, sehlngga tidak 

layak untuk dljadikan tempat pembuangan Iimbah. Hal ini sebenamya 

harus dipertimbangk:an oleh hakirn sebagai hal yang suduh tidak perlu 

dibuktikan lagi karena tentu saja dengan kedalaman hanya 82 meter jehus­

jelas menyebabkan teijadinya pencampuran antara limbah dengan arus air 

laut dan mengnkibatkan menyebamya limbah di seluruh wilayah teluk 

Buyat 

Saksi abli yang berkaitan dengan bidang teknis salah satu lainnya 

adalah Dr. Budiawan, yllilg memeriksa 9 (Sembilan) orang warga Buyat 

yang diajukan oleh tim Mabes Polri dllaboratorium Universitas Indonesia 

dengan hasil diagnosa yang menegaskan bahwa ke sembilan warga Buyat 

tersebut positif memiliki kandungan merkurl dalam darah mereka. 

Sementara dari basil uji lab terhadap biota !aut (ikan) juga didiagnosa 

posjtif memiliki kandungan merkuri dan arsenik dengan nilai diatas 

ambang batas yang ditetapkan oleh BPOM tahun 1989 yaitu 0.01-2 ppm. 

Masih dalam pembahosan substansi perkara pencemnran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup, dalam Pasal I ayat (12) UUPLH telah 

disebutkan kriteria pcncemaran lingkungan hidup. Pasal ini sarat dengan 

intcpretasi dan menjadi suatu kelemahan tersendiri daJam UUPLH 1997. 
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Penentuan parameter "kua/itasnya turun sampai tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak tlapat belftmgsi sesuai dengan 

penmtukmmya" dan warga masyarakat Buyat perlu direlokasi perlu 

diperjclns untuk mcnghindari multi intepretasi. 

Bagi penyidik dan penuntut umum, ketentuan dalam Pasal 41 dan 

42 UUPLH sangat bcrat dt~lam pembuktiannya. Sifat dari kedua Pasal 

tersebut adalah delik materiil yang perlu dibuktikan adanya hubungan 

sebab akibat (kausalitas) dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 

telah mengakibatkan tercemarnya lingkungan atau rusaknya lingkungan 

tersebut. terutama terhadap terjadinya rantai makanan (pathway) antara 

tailing yang dibuang oleh PT.NMR yang kemudian dikonsumsi oleh 

anggota biota (ikan) dan kemudian ikan dikonsumsi oleh manusia dan 

menyebabkan keracunan, seperti dalam keterangan ahli Prof. DR. Winsy 

Warouw, dokter dan Guru Besar Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin 

Universitas Sam Ratulangi yang menjadi saksi ahli a de charge untuk 

PT.NMR. 

Dalam kasus PT.NMR, Jaksa P6nuritut Umum seharusnya 

memberikan bukti yang lebih kuat tentang tidak dapat berfungsinya 

lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya yang diharapkan oleh 

hakim. Bukti tersebut berupa pemeriksaan laboratorium untuk menentukan 

apakah akibat pembuangan limbah dari PT.NMR telah mengakibatkan 

penccmaran terhadap Sungai di teluk Buyat. 

Namun JPU dalam perkara ini justru menolak melaksanakan 

Penetapan Majelis Hakim untuk mengadakan pemcriksaan ulang dengan 

melibatkan laboratorium pemerintah yang terakreditasi maupun 

laboratorium independen yang terakreditasi di perairan Teluk Buyat, 

khususnya di titik-titik pengambilan sampel oleh Penyidik POLRI. saran 

ini juga telah dikemukakan oleh Prof. DR. Mangantar Daud Silalahi 

sebagai saksi a de charge. 

Penolakan ini beralasan, mcngingat sebenarnya alasan penolakan 

untuk mengambil sampel ulang ini oleh Penuntut Umum hendaknya 
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justcru dapat dijadikan ulasan kuat untuk memperkuat dakwaannya. 

Alasannya bah\va tingkat!kadar pencemarun hir luut yang diambil pada 

suat pertama tcntu saja lidak akan sama dengan ketika diadakan 

pengambilan sampel kedua kalinya. Variasi rnusim yang dipengaruhi 

angin dalam mcrubah kadar pencemaran (baik meningk:atkan maupun 

mereduksi vuriable pcncemar larut dengan air laut) di clalam air laut itu 

sendiri akan mempengaruhi hasll uji sampel ulang. 

Asus k:ausalitas juga penting untuk terleblh dahulu dihuktikan 

mengingat Pasal 41 dan Pasal 42 UUPLH 1997 yang dituntutkan kepada 

PT.NMR oleh JPU mempakan pasal independen (tidak tergantung kepada 

hukum administrasiJAdministralive Independent Crime.s) atau merupakan 

generic crime atau masuk dalam kategori delik materiil, dimana cukup 

dibuktikan terlebih dahulu ndanya kerusakan lingkungan yang bersifat 

massive sehingga terpenuhi asas res ipsa loquitor. 

Namun temyata dalam kasus ini, hakim dalam Pertimbangan 

hukum putusannya justeru menganggap penuntutan dan pemidanaan 

terhadap korporasi oleh JPU terlalu dini jika dilakukan dengan 

menggunakan sarana instrumen pidana sehingga dianggap tidak 

mengindahkan asas subsidiaritas. OJeh karenanya untuk: dakwaan primait 

yang mcnempatkan ancaman PasaJ 41 ayat (l) jo. Pasal45~ Pasal46 ayat 

(I), dan Pasal 47 bagi PT-NMR tersehut menjadi gugur. 

Atas alasan Res Ipsa Loqttitor ini juga JPU dianggap tidak 

mengindahkan fakta bahwa sebelumnya memang telah ada penggunaan 

jnstrument perdata yang telah berhasil ditempuh dan berfungsi secara 

efektif dengan menghasilkan Goodwill Agreement dengan klausul akan 

adanya kompensasi dari PT.NMR terhadap warga BuyaL Bahkan laporan 

pidunanya sendiripun sebenamya telah dicabut oleh pe1apomya. 

Bahwa menurut penulis. hakim dalam hal ini sebenarnya keHru 

menafsirknn atau bahkan tidak mengerti bahwa pasnl yang digunakan oleh 

JPU memang pasa1 yang tidak perlu menernpuh proses adminstrasi 
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maupun Alternatif Penyelesaiun Sengketa loinnya tcrlcbih dahulu karena 

pasal terscbut termasuk kategori Admim:~trative !n&~pendent Crime (AIC). 

Kendatipun menurut Prof. Andi Hamzah bahwa asas subsidiaritas 

bukanluh hurga mati namun tcmyata dalnm kasus PT.N~R lni majelis 

hakim terlihat masih memegang teguh norma dan tahapan penyclcsaian 

pcrkara lingkungan hidup yang baku. Asas ini boleh saja dtsimpangi 

as<Jlkan memenuhi syarat-syarat seperti contohnya di Belanda dalam hal 

pelaku merupakan residivis kejahatan lingk:ungan hidup. 

Pada akhir pertimhnngan hukumnya hnkim dalum ka~us ini 

menyatakan bahwa semua persyaratan (tiga kondisi) yang disyaratkan 

untuk pengecualian asas subsidiaritas yaitu pertama, tingkat kesalahan 
' .. 

pelaku relatif berat, kedua, akibat perouatannya relatif besar, dan ketiga, 

perbuatan pelanggaran menimbulkan keresahan masyamkat justeru 

dianggap tidak terpenuhi. 

3.3.3.3.Pertanggungjawaban Korporasi dan Per.vakilan Korporasi di Persidangan 

Dari aspek yuridisnya terhadap pertanggungjawaban korporasi~ Jaksa 

Penuntut Umum menghadirkan Prof. DR. Muladi, SH yang daiam 

keterangan..'1ya memberikan penjelasan tentang korporasi seluku subyek 

hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UUPLH. Bahwa 

korporasi menurut pendapatnya dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana jikalau terdapat orang yang menjadi pengurus dan mempunyai 

leading position yang tercermin rlalam tiga hal yailu: memiJiki kekuasaan 

untuk mewaldii perusahaan (power of representation), kewenangan untuk 

mcngrunbil keputusan (authority to take decision), dan kewenangan untuk 

mengendalikan (authority to exercise control). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa pengusaha yang rnewa.kili korporasi 

yung mengetahui terjodi pelanggarnn te!lllasuk dalam lingkungan hidup 

tidak rnela.kukan pencegahan dan tidak berbuat sesuatu yang sebetulnya 

merupnkan kewajiban hukum dianggap melakukan tindak pidana 
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ommisionis. Dcng-an menggunaknn Kritcria Ijzerdraad Arres1181, korporasi 

dapat dipertang&rungjawabkan secara pidana apabHa memenuhi dua syarat 

seperti telah disebutkan di atas. 

Scmentara saksi ahli hukum a de charge yang diajukan olch 

PT.NMR terkait pertanggungjawaban korporasi antara lain yaitu Prof. DR. 

Mangantar Daud Silalahi menyataknn bahwa untuk membuktikan ada 

tidaknya pidann (kejahatan korporasi) diperlukan setidaknya tiga proses 

dari hukum administrasi negara yang hams ditempuh terlebih dahulu yaitu 

(i) udanya hubungan kausalitas yang dilakukan dengan mengambil sam pel 

(legal sample) yang sesual dcngan ketentuan; {ii) menggunakan analisa 

laboratorium (legal laboratory) yaitu labomtorium yang secant sah 

ditunjuk pemerintah untuk menganalisa dan; (Hi) semua analisis harus 

diinterpretasikan oleh ahli-ahli terkait. 

Sementara menurut Prof. Andi Hamzah'" Pasal 41 UUPLH 1997 

mensyaratkan adanya kes:engajaan (dolus). yang dalam hubungannya 

dengan pertanggungjawaban ko.rporasi diartikan hanya dapat dipergunakan 

terbadap korporasi yang bertindak: aktif dan melakukan pencemaran dan 

atau perusakan lingkungan itu dengan sengaja. Sementara tindakan 

korporasi yang sifutnya omission atau dengnn sengaja mernbiarkan, tidak 

dapal dijadikan parameter untuk mempidana korporasi. Alasan pemyataan 

ini menurut Prof. Andi Hamzah dah1m wawancaranya dengan penulis 

adalah berdasarkan pendapat Schaffineister bahwa terdapat hal yang sama 

dengan kesengajaan, ommisi lebih banyak diperianggungjawabkan kepada 

pengurus. Ommisi lebih banyak dipertanggungjawabkan kepada pengurus 

oleh karena dapat diharapkan dari suatu korporasi, misalnya, pelaksanaan 

tindakan perusahaan sedemikan rupa baik, sedangkan perorangannya 

mempunyai kesengajaan untuk melakukan pelanggaran. Sehingga oleh 

ls./ljZerdaad Arrest rnerupakan jurisprudensi yang mengatakan; 
L Babwa hukum yang benm.nglrulan (i.e. monajemen dari badart hukum) memiliki 

kekuasaan lerhadap perilalro orang~orang yang terdnpat dalam organisasi; 
2. Bahwa hokum yang bersangkutart {i.e. manajemennya), dapat dikalakan "menerima" 

atau cenderung menerima perilaku menyimpang yang di dakwakan. 
181Wawancara Penulis dengan Prof. ,\ndi Hamznh,SH pada hari Selasa tanggnl 17 Maret 

2009, 
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knrenanya datum ommisi pertang,t,rungjawabnn lcbih 

dipertanggungjawabkan kepnda pengurus. 

Selengkapnya pcrtimbangan hakim pada pokoknya scbagai berikut: 

Pcrtama, bahwn soiusi dan atau sanksi hukum lain seperti sanksi 

administrasi) sanksi pcrdata drut altematif penyclcsaian sengketa 

lingkungan hidup telah efektif Dahan hal ini lw.kim mempertimbangkan 

terhadap PT.NMR telah ada atau pemah ditempuh sebelumnya penegakan 

hukurn yaitu mclalui gugatan secara perdata yang dilnkukan oleh 

Pemerintah, organ't&~si maupun perorangan, nnmun pada akhimya semua 

upaya perdata itu berujung kepada perdamaian dikarenakan kurangnya 

atliu lemahn"ya alat bukti untuk mendukung gugataz;.l.ahwa PT.NMR telah 
' . .. ... 

melnknkan peneemarnn dan atau perusakan lingkungan hidup di seki!ar 

lokasi usaha pertambangan di Pantai Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi 

Utara. 

Sebagai tindak lanjut proses perdamaian secara perdata ini 

menimbulkan Goodwill Agreement (Perjanjian ltikad Baik/MoU) yang 

telah ditandatangani antara PT.NMR dengan Pemerintah lndonesia 

diwaki1i oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada saat itu 

yaitu lr. Aburizal Bakrie tanggall6 Februari 2006. 

Terlebih lagi, dalam salah satu ldausul petjanjian tersebut terdapat 

kesepakatan biJamana teijadi perselisihan maka akan diselesaikan secara 

mediasi atau arbitras~ yang merupakan pilihan hukum dan harus 

diterapkan terlebih dahulu sebelum melangkah ke proses hukum (pidana) 

lingkungan hidup. Oleh lmrenanya dianggap dari fnkta persidangan tidnk 

ada bukti menganggop bahwa sanksi administrasi, sanksi perdata dan 

mediasi/APS lainnya Ieiah dijatuhkan dan terbukti tidak efektiflgagal 

ditaati oleh PT.NMR. 

Kcdua, !criteria dalarn hal tingkal kesalahan pelaku relatif berat 

Bahwa menurut hakim, tidak ada bukti bahwa kesalahan PT,NMR berat 

dikarennkan PT.NMR berdasarkan parameter apakah ada tidaknya 

tindakan berupa teguranlperingatan ataupun ada atau tidaknya tindakan 
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pcnegakan hukum udministrnsi, perdata dan mediasi/APS lainnya yang 

tidak efektiflgaga!, maka fakta persidangan menunjukkan PT.NMR yang 

beropernsi scjak tahun 1996 tidnk pcrnah mcndapat satupun rindakm1 dari 

kriteria dimaksud sebab tailing yang di tempatkan ke Jaut telah terlebih 

dahulu mengalami detoksiflkasi. 

Ketiga, terhadap kriteria ak!bat dampak pcrbuatan pelaku rclatif 

besar, maka hal ini dapat dilihat darl hasH pengujianlpenelitian terhadap 

limbah usaha PT."NMR sebelum kasus ini di bawa ke persidangan, bahw.a 

hasil uji Iaborntorium tidak menyatakan limbnh produksi PT.NMR 

merusak dan menccmari lingkungan. Dikuatkan juga dengan saksi ahli 

Dr.Nabiel Makarim seJaku Menneg LH pada tahun 2001 sampai dengan 

2004 Hdak pemah melak:ukan tegunm baik bersifat lisan maupun tulisan . . 
terhadap PT.NMR. 

Kasus ini menjadi topik sorota:n berbagai media nasional hanya 

dikarenakan Menneg LH pada tahun 2003 dan tahun 2004 membentuk 2 

tim independen untuk memastikan ada tidaknya p~ncemaranlperus~an 

lingkungan di sekitar daer.ll operasi PT.NMR, dirnana hasH penelitian pun 

mengindiknsikan tidak terdapat pencemaran dan atau perusakan 

!ingkungnn di daerah itu. 

Hal ini didukung olah basil penelitian dari beberapa lembaga 

internasional seperti Laboratorium Sarpedal, Universitas Sam Ratulangi, 

Institut Minamata/WHO, Laboratorium ALS Indonesia dan CSIRO. 

Keernpat, terhadap kriteria menimbulkan keresahan masyarakat~ 

maku Prof. DR. Andi Hamzah, SH dalam persidangan menyatakan 

parameter!kategori meresahkan masyarakat dideflnisikan sebagai fakta 

yang nyata~nyata dari akibat perbuatan itu mernbuat orang·orang menjadi 

resah/tidak tenteram, seperti perkara Chemobyl di Rusia dan perkara 

meluapnya Lumpur Lapindo di Sidoaljo. 

Sementara Prot: M. Daud Silalahi, SH menyatakan bahwa katcgori 

itu harus diukur dari perspektif terancamnya fungsi lingkungan, bukan 
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masyamkatnyn, seperti contohnya kasus kcbocoran gas di Bhopal, India, 

Juga da1am kusus adanya relokasi penduduk Buyat adalah karena inisiatif 

warga Buyat sendiri don bukan karena ada instruksi dari Pemerintah Pusat 

cq, Pemerintah Daerah. Terhadap penyakit yang di dcrita warga Buyat 

yang diduga diakibatkan olch limbah produksi PT.NMR pada persidangan 

terbukti bahwa penyakit-penyakit tersebut sebenarnya adalah penyakit 

pada umunmya yang biasa dl derita masyarakat. 

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas 

maka hakim membebaska.n PT.NMR dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut 

Umum. Saat ini telah dilakukan Kasasi terhadap perkara a quo oleh 

Penuntut Umum namun bel urn mendapat putusan. 

3.4. Model dan Teori Pertanggungjawaban Yang Diterapkan Dalam 

Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Newmont Minahasa Ra.y.a 

Dalam kasus PT. Newmont Minahasa Raya. Sulawesi Utara~ 

dihuhungkan sebagai Sllbyek hukum pidana, model dan teori 

pertanggungjawaban pidll!la dan kesalahan yang <Japat dilakukan oleh 

korporasi diatas, dapat dilihat melaJui beberapa teori pertanggungjawaban 

korporasi yang ada. 

Luhut M.P.Pangaribuan,SH.,LLM, sehagai advokat PT.NMR pada 

kasus itu, dalarn wowancaranya dengan penults mengatakan bahwa 

sebenamya model pertanggungjawaban yang diterapkan daJam kasus 

PT.NMR adalah model "korporasi berbuat dan pengurus 

bertanggungjawab"186 Alasan Advokat itu adalah karena kendatipun oleh 

Penuntut Umum yang didakwa adalah PT.NMR sebagai badan hokum, 

namun dnlam persidangan yang mewakili adalah Richard Bruce Ness 

selaku pemimpin perusahaan, dimana ia juga berstatus sebagai terdakwa 

juga dalam kapasitasnya sebagai pemimpin perusahaan. 

Menurut Luhut. hendaknya Penyidik dan Penuntut Untum menjerat 

wakil korporasi berdasarkan AD/ART PT.NMR atau jika tidak diatur 

secara tegas di dalam AD/ART-nya hendaknya dicari dengan mengncu 

1u\Vawancara dengan Luhut MP. Paoganbmm pada Tanggal4 Maret 2009. 
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kepuda UU Perseroan Terbatas. Lcbih jauh dikatnkan dikarenakan knsus 

ini terkait dcngnn usaha pcrtambangan dan encrgi maka agar dicnrikan dar:i 

ketentunn Pcraturan Mentcri Pcrtambangan dan Energt Nomor: 

11.21/KIMPE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan 

dan Pencemarnn Lingkungnn pada Kegiatan Usaha Pcrtambangan Umum 

Pasal 4 ayat (l) jo, Pasal 5 ayat (!), Pasal 7 yang mengatur hal siapa 

pcrwakilan pengusaha dalam hal terjadi scngketa di muka persidangan di 

bidang industri pertarnbangan dan energi. 

Sukma Violetta di sisi lain, terhadap masalah model 

pertanggungjawaban ini lebih tertarik mcngupas subjek yang dapat 

dimintai pertanggungjawahan pidana adalah keduanya, baik manusia 

maupun korporasitbadan hukum, namun in merujuk kepada bunyi Pasal 

46 ayat (1) UUPLH J 997 yaag menyatakan "jika delik dilakuktm atas 

nama badan hukum atau perseroan ... maupun terhadap mereka yang 

m~emberi perintah melakukan delik itu atau yang bertindak sebagai 

pemimpin ... ", maka menurutnya korporasi dapat hanya diwakili o!eh 

pengurus saja. 187 

Prof. Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa mengenai 

perwakilan korporasi di depan persidangan hendaknya dapat dilihat dari 

struktur organisasi korporasi itu sendiri dengan bertitik lolak dari job 

descriptionftupoksi pemegang kewenangan dari korporasi itu sendirL 188 

Penulis berpendapat model pertanggungjawaban yang diterapkan 

dalam knsus ini adalah model "'korporasi berbuat dan korporasi yang 

bertanggungjawab1
' dimana korpomsi dalam hal ini diwakili oleh salah 

seorang direksinyalpengurusnya. Ini terlihat dari rumusan dakwaan 

penuntut umum yang menegaskan bahwa Terdakwa I adalab 

PT.Newmont Minabasa Raya, dalam hal ini diwakill oleh salah satu 

Direksi PT. Newmont Minahasa Raya ynitu Richard Bruce Ness. 

Sementara1 masih menurut Prof. Mardjono Reksodipuro dari 

wawancaranya, dari beberapa teori pertanggungjawaban yang ada dan 

181Wawancara dengan Sukma Violetta pada ha:ri Rabu Tanwi 4 Maret 2009 di Kantor 
Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung, 

1uWawancara: dengan Prof. Mnrdjono Reksodipu!ro pada h.ari Senin Tanggal 15 Juni 2009. 
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telah dibahas pada bab terdahulu, identification theory merupukan salah 

sutu teori atnu doktrin yang dapat digunakan untuk member:ikm1 

pembenaran bag! pembebanan pcrtanggungjawaban pidana kcpada 

penguros korporasi yang notabene korporasi sendiri tidak dapat berbuat 

dan tidak mungkin mcmiliki mens rea atau tidak rncmiliki kalbu 189
. Teori 

idcntifikasi merupakan pe-ngejawantahan dari teori pertanggungjawaban 

viarious liabilitiy. 

Terhadap teori pertanggungjawaban korporasi yang dianut, Luhut 

bcrpcndapat lebih cenderung untuk memakai teori srrict liability dengan 

alasan hukurn publik selama ini tidak mengatur secara tegas perihal teknis 

penvakilan korporasi dalam proses persidangan dalam hal terjadi sengkcta. 

sementara teori strict liability ini lebih famllier dan lebih dikenal karena 

berasal dari huk:um privat/perdata. Sehingga dengan alasan ini Luhut 

berpendapat akan lebih tepat menggunakan ajaran strict liability inL 

Sementara menurut Prof Andi Hamzah dalam wawancaranya. teori 

pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada. korporasi adalah teori 

vicarious liability dimana pengurus merupakan personifikasi korpornsi 

dalam mewakili korporasi dimuka persidangan.190 Sementara model 

pertanggungjawaban yang di kenakan kepada PT.NMR menurut beliau 

adalah model ''korporasi berbuat dan penguros bertanggungjawab'~. 

Terhadap siapa pengurus yang mewakili korporasi di muka persidangan. 

Prof. Andi menyatakan secara teknis ada tiga kategori untuk dipedomani 

yaitu: 

a. Dalam korporasi/badan hukum publik, malca yang bertanggungjawab 

mewaldH korporasi di muka persidungan adalah Direktur Utama; 

b. Dalam hal korporasl/badan hukum partikelir sedang dalam kondisi 

mendekati bankruptcy atau pembubaran, yang dapat 

bertanggungjawab mewakili korporasi di muka persidangan adalah 

Direktur Perusahaan bersangkutan; 

Ji'Jlbid. 
J'll'lWawanc.ara dengan Prof Andi Hamzab. pada hari Selasa Tanggal17 Maret2009. 
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c. Dalam hal korporasi/badan hukum sudah tidak diketahui fagi 

pengurusnya, maka korpomsi itu sendiri yang dimintai 

pertanggungjawaban. 

Menumt penulis, secara konscptual, kasus PT. NMR ini lebih 

cenderung menggunakan toori identification themy. Tcori ini mungkin 

dapat disamakan dengan corponue primmy liability. Menurut prmdangan 

lni, cotporate primwy liability191 biasanya muncul dalam kasus dimana 

perbuatan dari bisnis perusahaan secara konstitusi mengatur hal yang salah 

aum dengan kata lain perbuatan salah te(sebut secara otorisasJ telah 

dikonsepkan oleh orang-orang yang punya kewenangan untuk itu. Dalam 

upaya untuk mempertanggungjawabkan perusahaan terhadap perbuatan 

salah itu, maka kesalahail ~tu haruslah dapat memperlihatkan bahwa semua 

elemen-elemen penting untuk menunjukk.an perbuatan salah yang diatur 

oleh perusahaan tersebut dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dan bukan 

hanya o1eh karyawannya. Hal ini mungkin menemukan beberapa kesulitan 

daJam hal mencari elemen~e1emen dari pengetahuan si pelaku yang berbuat 

kesa1ahan menunujuk pada kesalahan perusahaan. 

Oleh karenanya, doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat 

membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi hams 

rnampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan 

apabila tindak pidana itu dilakukan oleh rnereka yang rneropakan 

maka barulah "directing mind" dari korporasi tersebut, 

pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibe:bankan kcpuda 

korporasi.192 

Hal ini penting untuk menghindari error in persona dalrun 

menentukan siapa pengurus yang rnewnkili korporasi di muka 

persidangan. Dalam kasus PT. NMR penunjukkan Richard Bruce Ness 

sebagai wakil PT. NMR kendatipun tidak dipermasalahkan oleh hakim 

dalam putusannya, nnmun oleh Prof. Andi Hamzah dikntnkan dalam 

wawancaranya bahwa pada saat ia menjadi saksi ahli dalam kasus PT. 

NMR dikatakan penunjukkan Richard sebagai wakil PT. NMR sebcnumya 

191Peadie M,C.Koh dan Victor C.S.Yeo, Low Kee Yang (ed.),Op Cit, Ha1.204~205. 
191Sutnn Remy Sjahdeini, Op Cit. Jumal, 22 Okt<Jber 2004, Hal.61. 
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tidak terlalu teput mengingat Direklur selalu bcrgnnti-ganli setiap snat dun 

terkadang sulit untuk mencntukan padu saat direktur yang manakah yang 

sedang menjabnt ketika pencemanm/perusakanlingkungan dilakukan. 

Terhadap model pcrtangbrungjawabannya penulis justeru 

herpendapat bahwa model pertanggungjawaban ''korporasi berbuat dan 

korporasi yang bcrtanggungjawab" telah digunakan dalam kasus PT.NMR 

ini. Scmcntara teori pertanggungjawaban yang digunakan adalah teori 

identifikasi sebagaimana diuraikan sebelumnya. lni merupakan terobosan 

dalam hukum nasional kita bahwa untuk pertama kalinya akhirnya sebunh 

badan hukumlkorporasi diajukan dan didakwa sebagoi subjek lmkum yang 

posisinya disejajarkan dengan subjek hukum manusia. Hakim da(am ka~us 

lni telah rnemperllhatkan sikap menerima kedudukan badan hukum 

sebagai salah satu subjek hukurn yang mempunyai hale dan kewajiban 

sederajat di muka hukum. 

3.5. Perumusan Dakwaan Terhadap Korporasl!PT. Newmont Minahasa 

Raya sebagai Subjek Hukunt Pidana 

Pertimbangan hukum rnajelis hakim dalam putusannya terhadap 

subjek terdakwa PT.NMR hanya menyebutknn v. ••• bahwa pada intinya 

pasal-pasal sural dakwaan yang dittljukan kepada terdakwa I PT.NMR 

dan Terdakwa II Richard Broce Ness adalah sama, hanya dibedakan dari 

segi subjek lmkumnya saja". Ini menegaskan dan dapat dikntakan di 

Indonesia telah menjadi jurisprudensi bahwa korporosi, dalam hal lni 

PT.NMR telah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan 

kewajiban setara dengan subjek hukum mnnusia dan dapat di 

pertanggungjawabkan secara pidana di muka persidangan. 

Maka menurut penuntut umum, bentuk dakwaan yang sesuai untuk 

mendakwa korpornsi dan pengurusnya yang rnelakukan tindak: pidana 

lingkungan hidup sebaiknya adalah dakwaan yang digabung antara subyek 

hukum orang dan korporasi karena akan mcmudahkan penuntut umum 

dalam formulasi dakwaannya di persidnngan. 
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Dakwaan dalmn kasus PT.NMR JPU mcmformulasiknn Jal<lm 

bentuk ijenis dakwaan Kumulatif Primair dan Subsldiair, dimrma pertruna 

dakwaan ditujukan khusus secara primair dan subsidiair terhadap 

PT.Newmont Minahasa Raya dan dak\V<mn kedua khusus untuk terdakwa 

Richard Bruce Ness seJak:u Prcsiden Komisaris PT.NMR. 

Format Dakwaan tcrharlap korporasi sebagai subjek hukum 

korporasl daiam kasus PT.NMR dlsusun oleh JPU dengan susunan sebngal 

berikut: 

Terdakwa I 

Yf.Newmont Minahasa Ray:a, dalam hal m1 diwakili oleh salah satu 

Direksi PT. Newmont fviinahasa Raya, yaitu: 

Nama Lengkap : Richard Bruce Ness 

Ternpat Lahir 

Umur I Tanggal Lahir 

J enis Kelamin 

Kebangsaan!Kewarganegaraan 

Tempat tinggal 

Agama 

PekC!jaan 

Pendidikan 

Terdakwa 11 

Nama Lengkap 

Tempat Lahir 

Urnur I Tanggal Lahir 

Jenis Kelamin 

Kebangsaan!Kewarganegnraan 

: Minnesota, Amerika Serikat 

: 57 Tahun/27 September 1949 

: Laki-laki 

: Am erika Serikat 

(Nomor Passport:710139707) 

: Jl. Patra Kuningan Xll·5 

Jakrta Selatan 

: !slam 

: Swastal Presidcn Direktur PT 

Newmont Minabasa Raya 

~ Bussines Management 

: Richard Bruce Ness 

: Minnesota, Amerika Serikat 

: 57 Tahuni27 September 1949 

: Laki-laki 

: Amerika Serikat 

(Nomor Passport:710139707) 
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Tempat tinggal 

Agama 

Pekerjaan 

Pendidikan 

: JL Patra Kuningan XII-5 

Jakrta Sefatan 

: Islam 

: Swasta/ Presiden Direktur PT 

Newmont Minahasa Raya 

: Bussjnes Management 
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Menurut Hammt Hamid, m jenis dakwaan diatas secara eksplisit 

dapat diketahui dari bunyi Pasal 46 UUPLH l997 yang menempatkan 

tersangka secara berurntan yaitu penama, Tersangka l: Budun 

Hukum/Korporasi, kedua~ Tersangka 2: Mcreka Yang Member! Perintah. 

dan ketiga, Tcrsangk:a 3: Mereka Yang Bertindak Sebagai Pernimpin, 

Penggabungan tersangka (korporasi dan pelakunya) ini selaln 

memudahkan jaksa untuk: pernbuktian di muka persidangan juga 

mengantisipasi lolosnya terdakwa dari jeratan hukum karena adanya celah 

hukum yang dapat timbul apabila dakwaan tersebut dipisah. 

Soehadibroto 194 menjelaskan, keberanian jaksa sebagai penuntut 

umum untuk mencoba mendakwa korporasi juga penting dan patut diberi 

kredit point. Penuntut umum juga bisa berperan sebagai social engineering 

dimana dakwaan jaksa rnampu mernbawa perubahan da1am hukum acara. 

Memang dalam KUHAP cara menuntut korporasi masih belum diatur, 

namun apakah karena belum diatur menjadikannya tidak boleh 

dilaksanakan?. Pertanyaan tersebut hanya jaksa yang dapat menjawab 

karena peran jak:sa sebagai penuntut umum juga bisa sebagai pelopor 

perubahan hukum, dimana tentu saja di awali secara dini pada tahap 

penyidikan oleh POLRI pada tahap pra-penuntutan. Setidaknya budaya 

hukum terhadap praktik penuntutan korporasi harus segera di 

implemcntasikan olch penegak hukum mengingnt hanyak aturan yang 

19lHamrnt Hamid, Op CU. 
19~\Vawancara dengnn Soehadibroto, Anggota Komisi Hukum Nasion<tl, Mantan Jnk.sa Agung 

Muda Perdata dan TUN Kejaksnan R.l, tanggal23 February 2005, daJam Thesis Iwan Kurniawan, 
Korporasi Sebagai Pelo.ku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Tentang Kli!llflllla yt~ng 
Dilllldapi), Jakarta:Uni,.·ersitas Indonesia. 2005, hal.l35, 
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sudah mengmlopsi dan memasukkan korporasi sebugai subjek hukum yang 

dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Dalum kasus PT. NMR Hakim tidak mempennasalahkan format 

dakwaan scbagaimana diuraikan dimuka. lni merupokan kcmajuan dalarn 

bidang hukum nasional, karena pcnerimmm badan hukum scbagai sujek 

hukum telah mulai diterima di ranah penegakan hukum terhadap korporasi 

pclaku kejahatan, 

Sementata Luhut MP Pangaribuan 195 lebih mengkritisi agar 

kedepannya pCmilihan atau penentuan siapa yang rnewakili badan hukum 

di muka pcrsidungan hendaknya cukup didasari dcngan meHhut terlebih 

dahulu AD/ART badan hukum yang bersangkutan, jika perlu dapat 

merujuk kepada UU Pen;eroan Terbatas. 

Prof. DR. Andi Hamzah,SH196 juga menyatakan bahwa sebalknya 

dak:waan terbadap PT. NMR ataupun terhadap korporasi pada umumnya 

dapat dirumuskan dengan kalimat sehagai berikut: 

"Babwa Direktur ... pada waktu (tempus) dan tempat (locus) ... 

telah memcrintahkan ... untuk, misalnya, membuang limbah produksi~ ke 

sungai .... Bahwa perbuatan tersebut adalah at as perintah Direktur ... dan 

oleh karenanya perbuatan tersebut adalah tanggungjawab korporasilbadan 

hukum yang bersangkutan." 

Namun dalam ha1 kesulitan timbul karena perbuatan dilakukan 

oleh hukan korpornsi dan atau bukan pengurus itu sendiri namun 

sebenamya ia berbuat untuk korporasi tersebut (sernisal : sub-kontraktor 

dari suatu korporasi induk}, atau da!am hal tidak ada pcrintah dari direktur 

korporasi yang bersangkutan. atau dalam hal terdapat pengurus yang 

menyalahi kewenangannya, maka penuntut umum harus lebih jeli, teliti 

dan cermat dalam merumuskan siapa yang akan <.H dakwanya k:hususnya 

terhadap korporasi dan atau pengurusnya dan atau sub-kontraktor dari 

korporasi induk yang akan mewnkiii di persidangan karenu kemungkinan 

korporasi meng:elak atas pertanggungjawabannya selalu terjadi. 

I'J'Wawancara dengan Sukma Violetta pada hari Rabu Tanggal 4 ~arel 2()09 di Kantot 
Reformasi Birokmsi Kejaksaan Agung. 

1~awancMa dengan Prof Andi Hamzah pada hari Selas:~ Tanggal 17 Matet 2009. 
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3.6. Dclik dan Snnksj yang Digo:nakan Dalam Kasus Kcjahatan Korporasi 

Berknitnn dcngnn Tindak Pidana Lingkungnn Hidup 

Tindak pidana yang digmmkan untuk menjerat kejuhatan korporasi 

dalam kasus lingkungan hidup baik menurut Luhut MP Pangatibuan 

maupun Sukma Violetta cukup menggunukun Pasal-pasal pidana yang 

!erdapat dalam UUPU:I 1997. Serncntara Prof And! Hamzah dalam 

kesempatan yang berbcda juga menyatak:an hal yang sama, Hanya saja, 

dikatakan selanjutnya oleh beliau, sebenamya dalam kasus pencemaran 

dan atau kerusakan lingkungan p~rlu dipcrhatikan juga adanya 

pemahaman dari ernpat instansi terkait, yaitu Kementerian Lingkungan 

Hidup dan atau instansi yang terkait kewenangannya dengan media yang 

tercemar1rusak, POLRI, Kejaksaan serta Hakim. 

Alasan perlunya kesamaan persepsi tersebut arlalah menghindari 

overlapping kewenangan dari tiap-tiap instansi dan mcnghindari proses 

litigasi yang sia-sia. Menurutnya hal ini penting dlkemukakan karena 

UUPLH 1997 menganut asas subsidiaritas sehingga kiranya apabila tata 

kelola yang mengarah kepada prinsip-prinsip kehati-batian atau 

precautionary principle terhadap Jingkung.m hidup telah secara benar 

ditegakkan, maka pidana benar-benar dapat difungsikan sebagai ultimum 

remedium saja 

Hal ini juga ditegaskan oleh pihak Kejaksaan Agung RI dalam 

Surat Edaran .Jaksa Agung Muda Tindak Pid:ma Umum tentang 

Pedoman Tek.nis Yustisial Penanganan Perkaro. Tindak Pidana Lingkungan 

Hidup, Nomor : B-60/E/Ejp/01/2002, tanggal 29 Januari 2002, Butir 3 

dinyatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan terbaclap pelaku 

pencemaran danlatau perusakan lingkungan, wajib dipedomani: 

I. aparat yang berwenang menjatuhkan sunksi administrasi s:udah 
rnenindnk pelanggar dengan mcnjatuhkan suatu sanksi administrasi 
tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjncli atau, 

2. antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak 
masyarakat yang menjadi korban akibat terjndl pelanggaran, sudah 
diupayakan penyelesaian scngkcta mclalui mekanisme altemadf 
diluar pengadilan dalam bentuk 
musyawarah/perdamaianlnegosiasi/mediasi namun upaya yang 
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dilakukan. rncnemui jalan buntu, danlatau 1itignsi mel a lui pcngadilan, 
namun upaya tersebut juga tidak cfektif, baru kegiatan dapat 
dimulailinstrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup dnpat 
digunakan. 

Menurut peuulis haf ini pcnt:ing dipahami sebelum menerapkan 

delik lingkungan karena khususnya berkaitan dengan penegokan hukum 

pidana terhadap korporasi pelaku pencemaranlperusakan: lingkungan 

adalah apakah JPU telah memperhatikan asas subsidiaritas dart asas 

'precautionary dalarn melakukan penuntutan dengan menggunakan 

instrumen pldana schagai ultimum remedium, 

Hal ini hendaknyn dipertimbangkan bagi seliap pihak yang hendak 

menggunakan lnstrumen pidana sebagai uhimum remedium dafam 

pemldanaan korporasi agar tiduk menjadi sia-sia. Setidaknya dapat 

dijadikan pedoman untuk penuntutan kedepannya, sehingga tidak ada lagi 

putusan behas yang dijaluhkan oleh hakim terbadap terdakwa korporasi 

PT. NMR beberapa saat yang lalu dan yang pada saat ini tengah diajukan 

Kasasi oleh JPU. 

Sanksi yang dituntutkan oleh penuntut umum kepada korporasi 

adalah denda yang diperberat. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh 

Prof. DR Andi Hamzah,SH walaupun sebenarnya bisa juga d!tambahkan 

sanksi berupa penutupan perusahuan dan pengumuman putusan hakirn. 

Demikian juga pendapat dar\ Luhut MP Pangaribuan don Sukma Violetla 

menyatakan bahwa denda masih merupakan opsi sanksi pidana yang 

terbaik yang dapat diterapkan kepada korporasi. Pendapat terhadap snnksi 

yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dibatasi hanya berupa denda 

dilanda.">i alasan bahwa tidak sernua korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana 

sebagaimana layaknya sanksi pidana yung dapat dijatuhkan terhudup 

manusia yang memiliki mens rea. 

Seharusnya dlsamping denda, JPU semestinya pada masa 

mendatang bisa menggunakan sarana pidana lain untuk dijatuhkan kepada 

korporasi antara lain: 
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a. perampasan keunnmgnn yang djperoleh dari tindak pidana 
b. penutupan seluruh utuu sebagian pemsuhaan 
c. perbaikan aklbat tindak pidana 
cL mewujibkan mengerjakan apu yang diialaikun tanpn hak 
e. meniadakun apa yang dilalaikan tanpa hak 
f sanksi pidana penjara 

dan ditambuh dcngan tindukan lata tcrtib secara administrasi berupa: 

a. teguran dari pihak pemcrintah 
b. pencabutan izin usaha 

152 

Pasal 47 UUPLH 1997 scndiri menentukan tindakan tata tertib 

yang dapat dijatuhkan kepada petaku tindak pidana lingkungan hidup 

berupa: 

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana~ dan atau; 
b. penutupan selurulmya atau sebagian perusahaan, danlatau; 
c. perbaikan akibat tindak pidana, danlatau; 
d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak:, dan/atau~ 
e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, daniatau; 
f. menempatkan perusahaan di bawab pengampuan paling lama 3 (tiga) 

tahun. 

Menurut pendapat penulis jenis tindaknn tata tertib pada Pasal 47 

huruf a. b dan huruf f kiranyu juga harus rnulai d_~coba unhlk diterapkan 

kepada korporasi. Alasan penulis adalah jika hanya pidana denda yang 

dijatuhkan kepada korporasi dimana hanya berupa pemberatan l/3 dari 

pidana denda yang terberat yaitu Rp. 450.000.000,-, maka efek jera 

pemidanaan yang diharapkan secara hukum dnn dari perhitungan materiil 

hal ini tidak akan mempunyai efek menjerakan terhadap korporasi 

bersangkutan, dan juga tidak membuat efek deterre11t terhadap perbuatan 

serupa terhadap korporasi lain. Kita ketahui bahwa kekuyaan korporasi 

yang beroperasi/menjalankan kegiatan bisnisnya di daerah terkadang 

menipakan anak perusahaan Jnduk yang kemungkinan memiliki kekayaan 

melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten!K.otamadya dimana korporasi itu menjaiankun aktifitas 

bisnisnya, sehingga pidana denda yang diancamkan tersebut tidak akan 

mempengaruhi kegiatan bisnis korporasi yang bcrsangkutan. 
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3.7. Kendala~Kendala Yang Dihadapi Penuntut Untum Dalam 

Pcmidanaan Korporasi Dalam Kcjahatan Lingkungan Hidup 

Menurut Prof DR. Andi Hamzah, SH kcndala yang tcrpenting 

dihadapi oleh Penuntut Umum dalam upaya penuntutan kejuhatan 

lingkungan oleh korporasi ndafah dalam merumuskan dakwaan terhadnp 

korporasi. Dalam hal surat dakwaan ditujukan kepada pengurus korporasi 

maka tidak terdapat permasalahan karena ditujukan kepadn person. Namun 

dalam hal objek dakwaan adalah korpornsilbadan hukum maka seharusnya 

ditJl.makan mmusan seperti diuraikan pada sub bab 3.6. 

:vtasih kurungnya pengetahuan Penuntut Umum terhadap tiga 

kriteria dapat di premium remedium-kannya tindak pidana lingkungan 

berdasarkan aza:; res ipsa !oquitor yang menjadi kriteria untuk dapat 

disimpanginya azas ullimurll remedium menjadi kendala dan sumber masih 

banyaknya putusan bebas hakim da1am kasus tindak: pidana lingk:ungan 

hidup oleh korporasL 

Sementara Luhut dan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa tidak 

adanya penegasan tentang alat buktl/ hasH laboratorium yang digunakan 

untuk menentukan kriteria pencemaran I perusakan juga dapat menjadi 

kendala yang tidak kalah penting Dalam kasus PT. NMR bahkan terjadi 

ketidaksamaan hasil uji laboratorium dari beberapa iabomtorium yang 

berkompeten dan ditunjuk, dimana hasil uji lab dari pihak POLRI 

menunjukkan kodar merkuri dan zat pencemar lainnya lebih tinggi dari 

husil uji laboratorium fain. Hal ini sangat signifikan untuk mendukung 

pembuktian ada tidaknya pencemnranlpcrusakan lingkungan hidup. karena 

tanpa harm atau potensi untuk rusak. maka korporasi tidak dapat 

bertanggungjawab. 

Sementara pada kebanyakan kasus pencemaran dan perusakan 

Iingkungan kadang terdnpat ketidakjelasan siapa yang berwenang 

mengajukan bukti tentang terjndinya suatu pencemaran I perusakan 

lingkungan hidup dan di sisi lain penentuan sebab akihat (penyebab yang 

pertamn dan terutamu) ynng ditimbulkan dari suatu pencemaran I 

perusakan Jingkungun hidup juga sulit dilak:ukan. 
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Apabila keterpaduan dalam sistern ticlak dilakukan maka ada tiga 

kerugian yang dapat diperkirakan: 197 

1. kesukaran dalam menUai semliri keberhasilun atau kcgagalan mas.ing­

masing instansi schubongan dcngan tugas mercka bersama; 

2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah ( ·masalah) pokok 

masingMmasing instansi (sebagai sub-sistem dari sistem peradilan 

pidana; dan, 

J. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas 

terbagi, maka setiap lnstansi tidak pcrlu mcmpcrhatikan efektivitas 

menyeluruh dari slstem peradilan pidana. 

Oleh karenanya Triangle Integrated Environmental Criminal 

Justice System (sistem segi tiga terpadu penegakan hukum pidana 

Hngkungan hidup) menjadi jawnban atas kekakuan pola koordinasi yang 

selama ini dijalankan. Sistem ini melibatkan penyidik, penuntut umum dan 

saksi ahli. Sistem segi tiga terpadu ini berpangkal pada adanya sifat-sifat 

specifik dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dalam tindak pidana 

lingkungan hidup upaya pembuktian tidak hanya terbatas pada aspek 

yuridis saja tapi juga aspek teknisnya. 

Untuk itu diperluknn juga nota kesepahaman bersama dari tiga 

instansi tersebut yang dijadikan daslll' hukum dalam mempennudah 

penanganan perkara lingkungan hidup, yang saat ini sudah dilakukan 

antara lain: 

Keputusan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor:KEP-04/MENLH/0412004, Jaksa Agung R.l Nomor:KEP-

2081A/J.A!04/2004 dan Kepala Kepolisian R.I No.Pol:KEP-19/IV/2004 

tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu {Satu Atap) 

tanggol April 2004 dan Sural &larnn Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Umum Kejaksaan Agung R.l tentang Pcdornan Teknis Yustisial 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Nomor:B-

t
91Mardjono Reksodipulro, op cil, Buiru Ul, hal8S. 
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60/E/Ejp/0 f/2002, tanggal 29 Januari 2002 yang menjadi dasar hukum: 

dalam penanganan tindnk pidana tingkungan hidup. 
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PENGATURAN KEJAHATAN UNGKUNGAN 

OLEH KORPORASI DALAM RANCANGAN KUHP NASIONAL 

SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 

Berbeda dengan negara~negora yang mcnganut sistem hukum Common 

Law, pada negara-negura yang mengomut sistem hukum Civil Law seperti di 

Indonesia, respon yang dilakukan negara terhadap suatu fenomena perubahan 

sosial yang tcrjadi di masyarakat baik yang rnelibatkan kepentlngan-kepcntingan 

ncgara~masyarakat, maupun kepentingan-kcpentingan antar-masyarakat dilnkukan 

dengan menggunakan pendekatan peraturan yang dibuat terleblh dahulu dengan 

kerjasama anlara pihak eksekulif dan pihak !egis!astif 

Hal ini mempakan clri khas dan konsekuensi dari penganut sistem 

hukum Civil Law yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum tertuHs. Kitah 

Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) adalah produk sistem ini dan 

merupakan sebuah kitab yang diharapkan dapat dipergunakan dalam waktu yang 

lama dan dapat mengikuti perkembanganjaman, 

"Tidak dapat dipungkiri bahwa KUHPidana Belanda (Sr.) qua 
struktur dan perumusan merupakan karya besar dan sampal dengan 
sekarang setelah 100 tahun lewat bel urn ketinggalan zaman. 
Bahkan, KUHPidana tersebut masih diber!akukan di Suriname, 
KepuJauan Antillen dan Aruba, serta Indonesia, tanpa 
memun(,-ulkan persoalan besar, setidak-tidaknya demikh:m rnenurut 
Penulis". 198 

Para sarjana pada umumnya memaharni tujuan hukum pidana itu sebagai 

suatu pemyataan celaan resmi musyarakat ten tang perilaku yang dilarang. Celaan 

resml ini didukung oleh sanksi pidana1 dengan maksud mencegah terjadi atau 

terulang perilaku tersebut. PerHak:u yang dicela dan dilarang ini tentunya sangat 

dipengaruhi oleh nilai-niJai dac:ar (fundamental social values) yang hidup dan 

ditaati masyarakat Indonesia. Dalam kontcks pengakuan atas k:em.ijemukan 

198J;:m Remmelink, "HUKUM PIDANA : Kamentar alas Ptlsttl·P(ISf.JI Terpenting dari Kitab 
Undang-Undang Hulmm Pidana Beianda dan Patlanannya da!am Kitab Undong·Undmrg Hukum 
Pidana Imfonesia", (Jak;-.n1n: Gramcdia Pusto.ka Ulama, 2003}, hal. 39- 40. 
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masyarakat Indonesia, dengan budaya-budayanya mnsing-masing, maka asas 

Iegnlitas yang tetap nerupakan salah satu sendi hukum pidana Indonesia, 

dltafsirkan meliputi puJa "deHk adaf'. 199 

Dahun hal inilah diperlukan penal policy yang oleh Marc Ancel disebut 

sebagai iJmu seka!igus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan 

hukum positif dirumuskan dan diformulasikan lebih balk. (a science and an art of 

which the practical pmposes, ultimately, are to enable the positive rules to be 

better formulated'/00
. 

Lcbih lanjut Barda mengatakan dalam bukunya pentingnya kajian yang 

menyangkut politik hukum pidana yang dikatakan bahwu, '"'Kajlan yang 

menyangkut politik hukum sangat penting., hal Jni untuk me!engkapi iimu hukum 

pirla:m.1 positif Hmu hukurn pidana positif lebih merupakan i)mu untuk 

'menerapkan hukum positif; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan 

ilmu untuk 'membuat/merumuskanlmemperbaharui hukum positif'. Merupakan 

kesalallan strategis yang mendasar, apabila setelah Indonesia merdeka, hanya 

mempelajari penerapan hukum pidana posJtif. yang lebih terfokus pada ilmu 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan BeTanda, padahal masalah 

pembuatan/perumusan!pembaharuan hukum positif juga merupnkan salahsatu 

masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini".201 

Usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan·terhadap pembaharuan 

dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) pennasalahan utama dalam hukum 

pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (criminal act), perumusan 

pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) dan perumusan sank:si baik 

berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment), juga berusaha secara 

maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikllt KUHP, sehingga lebih 

199Mardjono Reksodiputro, "Delik Adm dtdam Rancangan KUHP Na.~ionai"', Makalah di 
Fak-ultas Hukum Universitas Udayana, Dt--scmber 1994. 

200Sarda Nnwawi Arief, Beberopa Calatan Te,lmdap Fenonwna Kebijakan Fornwlasi flukum 
Pidana dalam Berbagai Produk Legislatif di Indonesia, (Ku!iah Umu.m di STH Bandung, I I 
Oktober 2000), haLl. 

201Barda Nawawi Aricf, Ibid, Hal.l-2. 
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bennakna dari sisi niiai~nilai kernanusiaan (humanitarian values) baik yang 

berkuitan dengan pelaku tindak pidana (ojfonde1) rnaupun korbnn (victim/(J2. 

Menurut Mardjono Reksodiputro, konsep ke~ I RUU KUHPidana yang 

diajukan pada tahun 1993 te!ah juga memperhntikan perBndungan terha<lap hak 

asasl warga masyarakat, dengan didukung oleh 3 (tig:a) prinsip yaitu sebagai 

berikut203
: 

a. Hukum pidana (juga) dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan 

kernbali nilai:-nilai sosial dasar (fundamental social values) perilnku hidup 

bermasyarakat (dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang dijiwai oleh 

falsnfah dan ideotogi negara PaneasHa); 

'b. Hukum pidana (sedapat mungkin) hanya dipergunakan da!am keadam ;, 

dimana cara lain meiakukan pengendalian sosiaJ (social control) tidak 

(belum} dapat diharapkan kefeklifannya; dan, 

c. Hukum pidana (yang Ielah mempergunukan kedua pembatasan, a dan b di 

atas), harus diterapkan dengan cara seminimal mungkin mengganggu hak dan 

kebebasan individu, tanpa menguran~gi perlunya j~ga perlindungan terhadap 

kepentingan kolektifitas dalam masyatakat demokratik yang modern. 

4.1. Respon Hukum Di Indonesia Terhadap Pcrkembangan Kcjahat:an 

Korporasi 

Dalam sistem hukum pubJik Indonesia, khususnya dalam 

kodifikasi Kitab Undang·Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini 

masih digunakan, korporasi beh.nn tennasuk sebagai subjek hukurn. Di 

Belanda sendiri, sebagai tempat asal KUHP Indonesia, pada tanggal 23 

Juni 1976, korporasi sudah diresmikan sebagal subjek hukum pidana dan 

201Muladi, Beberapa Tuiisrm T~rkuit Kebijakan Kriminal Dalam RUU~KUHP. (Jakartx FOD­
ELSAM, 2Q06). haL I. 

:mMnrdjono Reksodiputro. Arab Hukum Pldana Dalam Konsep R.UU~KUHPidana dalam 
Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dafam RUU~KUHP, (Jaknr!a; FGD-ELSAM, 
2006), haL26. 
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ketentunn ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda (WvS), yang 

isinya menyatakan antara lain; 

I. Tindnk pidana dapat dilakukan baik oleh pcrorangan mnupun korporasi; 

2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana 

dapat dijalanka.n dan sanksi pidana maopun tindakan yang disediakan 

da[am penmdang-undangan sepanjnng berkcnaan dengan kOiporasi 

dapat dijatuhkan. 

Dalam hal ini, pengenaan sanksi dnpat dilakukan terhadap: 

2J. korporasi sendiri, atau; 

2.2. mereka yang secara faktual t11embcrikan perintah untuk melakukan 

tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secarn faktual 

memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksudj atau; 

2.3.korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara 

tanggung renteng, 

3, Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan 

dengan korporasi ada1ah: persekutuan bukan badan hukum, maatschap 

(persekutuan perdata), rederif (persekutuan perkapalan) dan 

Doelvermogen (harta kekayann yang dipisahkan demi pencapaian 

tujuan tertentu; socialfimd atau yayasan). 

Meskipun KUHP ludonesia saat im tidak (belum) 

mcngikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebani 

pertanggungjawaban pidana, namun korporasi muiai diposisikan sebagai 

subyek hukum pidana dengan ditetapkannya UU No.7/Dct11955 tentong 

Pengusutan, Pcnuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonorni. 

Di Indonesia, korporasi justru ditetapkan sebagai subjek hukum 

dalam ketentuan yang berslfat khusus, misalnya, Undang-undang tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23 Tahun 1997), Undang-Undang 

tentang Bursa (UU No.!3 Tahun 1951), Undang-Undong tentang 

Pengusutan, Penuntut dan Pcradih:m Tidak Pidana Ekonomi (UU No. 7/Drt 

Tahun 1955), UU No.38 Tahun 2004 tentang Julan, UU No.3! Tahun 1999 
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jo. UU No-21 Tuhun 2002 tentang Pemberantasan Tindak: Pidanu Korupsi. 

dan lain-lain. 

Pasal tersebut merupakan uturan le.x specialis deroglat legi 

genera/i, artinya undaog~undang istimewa/khusus dapat 

mengesampingk:an ketentuan yang umum. 

Konsekuensi hukumnya adalah korp<>rasl tidak clapat diminta 

pertanggungjawaban dalam wilayah hukum publik clan tidak dapat 

.dikenakan sanksi pidana menggunakan KUHP. Padahal, 

kcjahatan!pelanggaran yang dilakukan oleh korpornsl tcmyata membawa 

dampak kemanusiaan yang cukup Juas1 baik dilihat dari jumlah korban 

yang beljatuhat;J: .-secara sosial ekonomi maupun persoalan kerusakan 

lingkungan yang ditimbulkan jika korpornsi itu (yang bergerak di bidang 

industri) menjalankan bisnisnya dengan menghasilkan limbah. 

Tindak pidana (crime) dapat dildentifikasi dengan timbulnya 

kerogian (harm), yang kemudian mengakibatkan lahimya 

pertanggungjawaban pidana atnu criminal liability. Hal yang pada 

gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana 

pertanggungjawaban korporasi atau corporale liability. mengingat bahwo 

di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang 

dianggap sebagal !:>'Ubyek hukum pidana hanyalah orang petseorangan 

dalam konotasi biologis yang alami (nawrlijkee person). 

Doktrin pidana menyebutkan bahwa barulah dapat dikalakan 

terdapat perbuatan pidana. jika diikuti dengan adanya pertanggungjawaban 

(eine straf ohne sclwld). TerJebih dahulu barns ada hubungan kausal antara 

perbuatan. akibat dan pertanggungjawoban untuk menentukan suatu 

perbuatan pidana, 

Baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, sangat 

sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (acws 
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reus atau guilty actifJ-1 serta rnembuktikan unsur mens rea (crimincr/ intent 

atau guilty mbuf)'f15 dari suutu entitas abstrak seperti korporasL Di 

Indonesia, mcsk!pun beberapa undang-undang yang disebut pada awai tadi 

(diluar KUHP) dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk 

mcmbebankan criminal liabiliiy tcrhu<.lap korporasi, namun Pcngadilan 

Pidanu sampai saat ini masih terkesan enggun untuk mengakui dan 

mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. 

Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan 

korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya 

keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasil:~». Akibatnya, 

tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi hnglrungan 

· peradilan di Indonesia. Satu kasus yarig inuncui dan melibatkan korporasi 

di peradilan sampai dengan saat ini hanya berkaitan dengan tindak pidana 

lingkungan hidup (yaitu kasus PT.NMR). 

Dalam kasus J>T.NMR inilah korporasi secara mumi di posisikan 

sebagai pelaku lindak pidana. Kasus ini telah dapat dijadikan jurisprudensi 

(terlepas dari belum adanya putusan Kasasi yang pada saat penuHsan tesis 

ini masih dalam proses pemeriksaan). Hal ini menjawab pula pernyataan 

DR. Dwidja Prijatno, S.H.,M.Hum,Sp.N dalarn hukunya 1'Kebijakan 

Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Karporasi di 

Indonesia" penerbit CV. Utomo:Bandung. 2004, halaman 9 yang sempat 

menyayangkan bahwa seluma kurang lebih 48 tahun belum ada korporasi 

yang dimintul pertanggungjawaban pidana. 

Di samping itu1 KUHP juga hanya menganut asas societas 

delinquere non polest dimana badan hukum a tau korporasi dianggap tidak 

204 Actus Reus a1au guilty act ndalah perbuatnn melawan hukum yang mengakibatkan pelak:u 
berianggung jawab secara pidann jika unsur mens n..'(l juga rurut lerbukli, Mens rea n!au guilty 
mind adalah salnh satu unsur dari pen:anggungjnwaban pidana, disebut juga dengan pengetahu;:,n 
alau tujuan yang salah,{Penulis: dari berbagai sumber). 

205
Mens rea at:m guifly mind adalah salah s.:~tu unsur dari pertanggungjawaban pidana, 

disebut ju~ dengan pengctahunn otnu tujuan yung salab,(Penolis : dari berbngal somber), 
1 L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, The Spectrum of Corporau: Crime in 

Indonesia, hup:/iwww.aic.gov.?W'publiqltions/proees;Qing,'1/ 12l!iOOIHJ1J!Q.J2.Qf, di akses t.anggal 6 
April2009, 
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dapat melakukan tindak pidnna. Jika seandainya kegiatan atau aktivitas 

yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporusi terbukti 

mengakibatkan kcrugian dan harus dibcrikan snnksi, siapu. yang nkan 

betianggungjawab? Apakah prihadi korpora"ii itu sencliri atau para 

pengurusnya?. 

Namun dalmn RKUHP versi tahun 2008 terdapat rloktrin 

pengecualian terhadap azas societas delinquere non potest yaitu dengan 

dimasukkannya doktrin strict liability dan vicarious liability. Tentunya hal 

ini menggembirakan karena menegaskan bahwa hukum kita dinamis dan 

selaJu mengakomodasi perkcmbangan masyarakat. lni terlihat pada Pasal 

47 RKUHP versi tahun 2008 terutama pada Penjelasan Pasal 47 

menyebutkan ba.hwa berdasarkan ketcntuan dalam Pasal ini korporasi telah 

diterima sebagai subjek hukum pidana, dalam arti dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dllakukan. 

Dalam RKUHP draft 1999-2000 dalaru Pasal 32 ayat (2) asas 

vicarious liability dirumuskan, "dalam hal tertentu sesoorang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, 

jika ditentukan da1am suutu undang~undang". Sementara asas strict 

liability dirumuskan dalam Pasal 32 ayat (3). "untuk tindak pidana 

tertentu1 undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat 

dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur~unsur tindak pidana 

tersebut tanpa memperhatikan kesalahan-kesalahannya". Namun dalam 

RKUHP draft 2008, asas ini bergeser dan berada pada Pasal 38 ayat (1) 

dan ayat (2). 

Dianutnya kedua asas ini daJam RKUHP mendapat komentar dari 

Guru Besar Hukum Pidana Belanda, seperti Nico Keijzer dan 

Schaffineister yang menganggap dianutnya doktrin-doktrin tersebut 

bertentangun dengan asas mens rea, numun tim perumus RKUHP 

berpendaput bahwa pengecuaHan ntau penyimpangan itu jangan dilihat 
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seb~gni suatu pertentangan , tetapi hatus ditihat sebagai pelengkap dalmn 

mewujudkan asas keseimbangan207
. 

Perkembangan hukum memang aknn selalu tertinggal dalam 

rangka merespon perkembangan-perkembangan sosiui, ekonomi, dan 

teknologi di masyaraknt. KUHP J•tmg berlaku di Indonesia saat ini 

mcrupakan produk Bclanda akibat pendudukannya dt Indonesia yang 
• 

muiai herlaku sejak kurang lebih tiga abad yang lalu dan merupakan 

pencerminan dari Wetboek van Strafi'echt tahun 1886. Menimbang usia 

dan perjalanan KUHP Indonesia yang telah cukup lama maka sekali lagi 

-perlu diadakan pembaharuan agar lebih sesuai dengan kondisi dan 

perkembangan jaman dan masyarakat Indonesia saat irti, 

Pembaharuan hukum pidana yang m(myeluruh harus meliputi 

hukum pidana materiil, hukum pidana fonnil, dan hukum pelaksanaan 

pidana.208 Ketiganya harus bersamaRsama diperbaharui. karena apabila 

tidak maka akan timbul kesulitan dalam penerapannya dan tentu saja 

tujuan pemhaharuan hukum tidak akan tercapai. 

Salah satu upaya pemerintah untuk merespon segala perubahan 

menyangkut kebijakan penal baik di bidang sosial, ekonomi dan Hmu 

pengetahuan serta teknologi akibat kemajuan peradaban masyarakat dan 

perkembangan teknologi informasi tersebut adalah dengan menyusun 

Rancangan KUHP. Sejak tahun 1993 Indonesia teiah mernpunyai 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Sejak 

tahun 1993 RUU KUHP pula telah mengalami beberapa perubahan hingga 

yang terakhir pada tahun 2008. 

RUU KUHP tahun 2008 teiah memuat ketentuan mengenai apa 

yang dimaksud dengan ''korporasi" dan "'Tindak pidana korporasi". Pasal 

182 RUU KUHP tahun 2008 mendefinisikan bahwa "Korpora.ri" adalah 

"Kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan 

lll'Barda Nawawi Arief, Perbandinga11 Hukum Pidana, (Jakata; Raja waH Pcrs, t990), hal. 
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badan hukum maupun bukan badan hukum". Sementara di Pasal 205 

mendefinisikan bahwa "Orang" adalah "Setiap orang perseorangan, 

tel'masuk korporast'. 

Pa'ial 44 s!d 49 mengatur tentang "corporate criminal liability". 

Dimasukkarmya hal ini datam Buku I berarti bahwa bentuk 

pertan~JUngjawaban pidana terhadap korporasi hcrlaku umum untuk 

semua delik, schingga dcngan demildan dapat meniadakan pelbagai 

perkembangan yang terjadi di ]uar KUHP selarna ini~ yang bersifat 

cemierung bersifat sclektif Pclbagai pcrumusan yang ada menunjukkan 

bahwa sistem yang digunakan didusarkan atas Tcori ldentifikasi 

(Identification Themy). Atas dasar teori lni, maka semua tindakan atau 

lindak pi dana yang dilnkukan oleh . orang~orang yang dapat 

diidentifikasikan dengan organisasi at au mereka yang disebut ··who 

constitute its directing mind and wilr' yang memungkinkan 

dipertanggungjawabkannya korporasi. Jadi bukan atas dasar "vicarious 

liability". Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 47 RUU yang menyatakan 

bahwa "'Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi 

sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur 

organisasi korporasf'. Yang masih perlu diatur adalah pedoman kapan 

korporasi bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang diatur dalam Council of 

Europe Criminal Law Convention on Corruption {1999) dapat dijadikan 

pedornan. Pada Article 18 dinyatakan bahwa: 

that legal persons can be held liable for the criminal 
offences... Committed for their benefit by any natural person, 
acting either individually or as part of an organ of the legal 
person, who has a leading position within the legal person, 
based on: 
a. a power of representation of the legal person; or 
b. an authority to decisions on behalf of the legal person; or 
c. an authority to exercise control within the legal person; as 

well as for involvement of such a natural person as 
accessory or instigator in tire above-mentioned offences". 
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Kctentl.mn pidana terhadap korporosi diutur dalam Bab II tentang 

''Tindak Pidana dan Pertanggttngjawaban Pidana" khususnya pada 

bagian Kedua mengenai "Pertanggungjawabcm Pidana•t parugraf 6 

mengcnai 01Korporasi". yang terdiri dari tujuh pasal, yaitu mulai Pasal 47 

snmpai denga.n Pasal 53. 

Dalam Pasal 47 ditcgaskan bahwa korporasi merupakan subjck 

tinduk pidana. Dalam Penjelasan Pasal 47 dijelaskan berdasarkan 

ketentuan Pasal ini korporasi Ielah diterima sebagai subjek hukum pidana. 

da!am arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas pcrbuatan 

yang dilakukan. 

yaitu: 

BHamuna korporasi melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 48 

".,apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan 
fungsional daJam struktur organisasi ko:rporasi yang bertindak 
untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi. 
berdasarkan hubungan kerja a tau berdasar hubungan _ lain, dalam 
!ingkup usaha korpornsi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama". 

Dalam Pasal 49 diatur bahwa baik korporasi dan!atau pengurusnya 

dapat dimintaildikenakan pertanggungiawaban pidana, dengan pembatasan 

seperti dimaksud dalnm Pasa!SO yaitu: 

"Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap 
suatu perbuatan yang dilakukan untuk danlatau atas nama 
korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk da!am lingkup 
usuhanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau 
ketentuon lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutnn", 

Dari definisi tersebut pemidanaan sementara dibatasi terhadap 

Pengurus scpnnjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam 

struktur organisasi korporasi (Pasai 51) danlatau terhadap korporasi itu 
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sendiri jika perbuatan yang dilakukan korporasi termasuk dalam lingkup 

usahanya scbngaimana ditentukan dalnm onggaran dasar atau ketentuan 

lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. 

Dalam Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa dalam 

mempertimbangkan suatu tuntutan pidana~ hnrus dipertimbangkan apakah 

bagian hukum lain tclah memberikan perlindungan yang tebih berguna 

daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. Pasa:l ini 

mengandung makna asas ultimum remedium harus diperhatikan dalam 

melakukan tuntutan pidana terhadap korporasi 1 jika memang ada bagian 

hukum lain yang mampu mcmberikan perlindungan yartg lebih berguna, 

maka tuntutan pidana atas korporasi dapat dikesampingkan. Pasal ini . 
mempakan ·"warning';· agar pertanggung}awaban korporasi diterapkan 

sebagai "ultimum remedium" mengingat dampaknya yang luas terhadap 

buruh, pemegang sahaml konsamen, Negara sebagai pemungut pajak: dan 

sebagainya. 

Hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam 

keadaan cara melakukan pengendalian sosial tidak (belum) dapat 

diharapkan keefektifannya. Ini berarti hukum pidana sebagni Ultimum 

Remedium. Pandangan ini adalah pandangan yang umum dianut di banyak 

negeri, termasuk negeri Belanda. Dalam salah satu pidatonya, Menteri 

Modderman menyatakan sebagai berikut : 

.. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu ultimum 
remedium. Memang, terhadnp setiap ancaman pidana ada 
keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akun 
dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut lni 
tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi 
selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman 
pidana itul dan hams menjaga jangan sampai teljadi obat 
yang diberikan lebih jahat daripada penyakit"""' 

200J.M. van Bemmelen, "HUKUM PJDANA I : Hukum Pidana Malerial Bagian Urmlltl", 
(Bandung: Binac!pla, 1984), hal. !4. 
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Namun, JM van Benune!en mc:nglngatkan bahwa hukum pidann 

sebagai aultimum remedium" itu hendaknya diperhatikan, karena hukum 

acarn pidana juga mcmbcrikan wewenang yang luos kepada Polisi dan 

Kejaksaan. Itu berarti, opakah hukum pidana sebagai ultimum remedium 

pada akhimya akan ditentukan oleh keputusan pihak peny!dik Polisi dan 

Jaksa selaku Penuntut dun Hakim. Tanpa adanya rambu-rambu yang jefas 

dan kontrol masyarakat, prins1p ultimum remedium ltu dapat 

disalahgunakan. Karena itu, menurut van Bemmelen "Dalil remedium 

harus dipandang tidak semata-mata sebagai 'sarana' untuk perbaikan 

pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan 

!etapi sebagai sarana menenangk:an kerusuhan yang timbul dalam 

ma.o:;yarakat, kar~~a jika pelanggaran hukum Oibiarkan saja: akan terjadi 

"tindakan sewenang-wemffig" {van Bemmelen 1984: 15). Guna mencegah 

te.rjadinya penyimpangan dalam menerapkan konsep hukum pidana 

sebagai ultimum remedium diperlukan aturan Acara Pidana yang jelas dan 

secara ketat mcngatur kewenangan Polisi, Jaksa dan Hakim. Selain itu 

diper1ukan pula kontrol dari Parlemen dan masy.arakar10
. 

Pasal 53 mengatur tentang alasan pemaaf alau alasan pembenar. 

yang dapat diajukan oieh pembuat yang bertindak untuk dan!atau atas 

nama korporasi. 

Seiain ketentuan pasal-pasal pada bagian kelima tersebut~ pada Bab 

III RUU KUHP tahun 2008 tentang Pemidanaan, Pidana dan Tindakan 

juga terdapat ketentuan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan 

kepada korporas!. Periuasan tersebut diantaranya adalah pidana tambahan 

berupa pemenuhan kewajiban adat setempat danlatau kewajiban menurut 

hukum yang hidup dalam masyarakat a tau pcncabutan hak yang diperoleh 

korporasi dapat dijatuhkan walaupun tldak tercantum dalam perumusan 

tindak pidana (Pasal 67 ayat (3)), pidana denda untuk khusus untuk 

210Abdul Hakim Gnruda Nusant.1tn, Mengkritisi RUU KUHPidana Dafam Perspektif 
1/AM, dalnm Beberapa Tulisan Terkait KebiJalron. Kriminal Dalam RUU-KUHP, {Jakarta: FGD~ 
ELSAM, 2006), balA3-44. 
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korporasi (Pasal 80 aynt (6)), pelaksanaan pidana denda dalam hal pidana 

denda tersebut teiah dicicil namun tidak dibayar penuh dalam tenggang 

waktu yang ditctapkan (Pasal 82 ayat (I) dan ayat (2)). 

Diatur juga pidnna pengganti denda untuk korporasi dalam Pasal 85 

yang menyatakan bahwa jika pcngambilan kekayaan atau pendapatan 

sebagaimana dimaksud da!am Pasal 82 ayat (2) tidak dnpat dilakukan, 

maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin 

usaha atau pembubaran korporasi. 

Pidana lain yang dapat ditcrapkan kepada korporosi adalah pldana 

tambahan dalam Pasal 91 ayat (2) menyatakan jlka terpidana korporasi, 

maka hak )'l\llg dicabut adalah segala hak yang. diperoleh korporasi, 

misalanya hak untuk melakukan kegiatan dalam usaha tertentu. 

Model yang digonakan dalam RUU KlJHP tersebut adalah dengan 

cara menambah pasat-pasal barn yang mengatur mengenai kejahatan 

korporasi dengan ditamhah perluasan istilah umum. 

4.2. Kriminalisasi Kejabatan Lingkungan Oleh Korporasi Dalam 

Rancangan Kitab Undang·Undang Hukum Pidana 

Dengan berkembangnya kejahatun o!eh korpomsi maka sudah 

sewajibnya bangsa Indonesia memiliki dan mengatur sepak tetjang 

korporasi itu di duJnm legislusi nasional. Ada hal yang sangat urgen dan 

substansiil bagi Indonesia untuk segera membarasi sepak teljang korporasi 

asing yang banyak beroperasi di Indonesia dan mengancamnya dengan 

sanksi pidana. 

Di Amerika Serikat sendiri muncul dugaan bahwa banyak 

korporasi AS yang bergerak di bidang pertrunbangan telah melanggar 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Bahkan Jaksa Agong AS yang 

barn, Eric H.Holder, yang berada di bawah pemerintahan Barrack Obama) 

sudah merneriksa 530 penipuan ·keuangan oleh korporas.i. FCPA ini 
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penting karcna seperti ditulis oleh Katharine Q. Seelye dalam harian New 

York Times edisi tan,ggal 19 Januari 2006 terhadap pengakuan seorang 

cksekutif Free_port-McMorv.n Copper&Gold bahwa pernerlntah AS 

meneliti kasus suap yang diberi pengusaha ke oknum militer Indonesia 

dimona kemudian Freeport membantah hal itu.21 
L, 

Kemudian di situs Huffington Post, tanggol 28 November 2008 

juga disinggung soa! penyuapan oleh Newmont Mining Company juga ke 

oknum militer Indonesia dalam rangka melindungi blsn:isnya Y.ang 

merusak lingkungan. Di situs Bloomberg, edisi 15 Februari 2008, 

Newmont mcmbantah tclah melanggar FCPA. 

, Dikatakan oleh Prof. DR. Andi Hamzah bahwa prinsipnya tindak 

pidana terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam RKUHP ditujukan 

untuk melindungi oran!¥individu, yang dalam pengertian Pasal 205 

RKUHP draft tahun 2008 kata "orang" diartikan juga sebagai badan 

hukum. Sementara dalam UUPLH 1997 prinsipnya yang dilindungi 

pertama adalah lingkungannya. Dari perbedaa.n di atas dap_at diketahui 

perbedaan tujuan dari kebijakan penal KUHP dengan UU yang lain 

khususnya UUPLH J 997 terkait pengaturannya terhadap pembangtJnan 

lingkungan hidup. 

Dalam RUU KUHP tahun 2008 Buku Kedua mengenai Tindak 

Pidana Bagian Kedelapan membahas mengenai kejahatan lingk:ungan, 

yang mana kejabatan lingk:ungan itu dibagi dalam 3 kategori yang dibahas, 

yaitu: 

1) Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 

2) Memasukk.an Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau 

Kesehatan; 

3) Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara dan Air Pennukaan yang 

Mernbahayakan Nyawa atau Kesehatnn. 

211 
.. Mcngubah Diplomasi. AS yang Memlikte ", Kompas, Hrui Minggu langgnl15 Februari 
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Pennasalahan-pennasa\ahan tersebut mempakan gambanm apa 

yang rnenjadi perhatian terhadap pcrkembangun kemajuan masyarakat dan 

kemajuan iltnu pengetahuan dan teknologi telah juga mcnjadi perhatian 

RKUHP. Seperti yang telah penulis kemukakan pada Bah Ill, terhadap 

aspek-aspek terscbut di atas saar ini beberapa kasus hahkan telah terjadJ, 

antara lain tcrhadap kasus PT.NMR yang karena belmn ada pengaturannya 

dalam KUHP lama serta RK.UHP yang baru pun beJum diterbitkan, maka 

penuntutannya masihmenggunakan UUPLH 1997. 

4.2.1. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Dalam bidang hukum sebenamya. sudah lazim d~g'JJ1.!lk:an 

penafsiran asas dan norma ketika menghadapi persoalan yang belum 

tertampung di dalam peraturan yang ada, seperti misalnya dalam kasus 

pencurian listrik yang sulit dikategorikan sebagai delik pencurian karena 

definist benda da}am hukum itu sendiri tetapi akhimya da.pat diterima 

sebagai perbuatan pidana, 

Dati delik-de!ik terhadap lingkungan hidup yang telah 

dibahas pada Bab III sebelumnya, yang mana penuntut umum 

menggunakan Pasal-pasal pidana dari UUPLH 1997, kasus yang sering 

terjadi adalah Pencema.ran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pada RUU 

KUHP draft 2008 terdapat beberapa pasal untuk merespon peristiwa 

tersebut 

Pelaku baik individu maupun korporasilbadan hukum 

melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuang limbahnya ke media 

Hngkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang 

dikriminaiisasi dalam kejahatan terhadap lingkungan dalam RKUHP tahun 

2008 dapat ditimpakan kepada perbuatan setiap orang (menumt Pasal 205 

orang adalah setiap orang perseorangan, termasuk korporasi), yang secara 

melawan hukum baik sengaja maupun karenn kealpaannya, mencemari 

atau merusak Jingkungan hidup. 
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Terhadnp pelaku yang kedapatan secnra melawan hukum 

mencemari danfatau merusak lingkungan hidup dapat dijcmt dengan 

pasal·pnsal; 

Pasal384 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran danlatau perusakan 

lingk:ungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lruna 9 (Sembilan) tahun dan 

pidana denda paling sedikit kategori lll dan paling banyak 

kategori VI. 

Pasal 384 tersebut mengkriminalisasi perbuatan seseorangrbadan 

hukum yang mencemari danlatau merusak lingkungan hidup dengan secara 

sengaja dan tanpa ~212• 

Menurut Pasal 192 R-KUHP Tahun 2008 yang dirnaksud 

pencemaran lingkungan hidup dalam adaiah: 

", .. masuknya a tau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 
energi danlatau komponen lain ke daiam Hngkungan hidup 
oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke 
tingkat tcrtentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak 
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya". 

mRumusan ini sesuai bunyi Pasal I Buku I KUHP bahwa unsur "kesengajaan" tidak di 
rumuskan $Ceara tersurut telapi secara lersirnl dal.o.m Pasal-pasalnya, sehingga "secara melawan 
hukum" sudab dnpat dianikan sebagai "Secata sengaja dan tanpn hak". 
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Sementara yang dimaksud dengan perusakan Jingkungan 

diatur dalam Pasal 200 RKUHP 2008 adalah: 

" ... tindakan yang menimbulkan perubnhan !augsung a tau 
tidak Iangsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang 
mcngakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam 
menunjang pembangunan berkelanjutan". 

Sedangkan maksud dari pelaku menurut pasal tersebut dapat 

berupa dinyatakannya perbuatan rncmasukan makhJuk hldup. zat, energi 

dan!atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia. Pasal ini merupakan sebuah delik materiil karena terdapat kata­

kata '"melakukan perbuatan yang menyebabkan ... " 

!V!enurut Pasal 384 ini dalam hal pelaku melakukan perbuatan 

pencemaran dan!atau perusakan lingkungan hidup lersebul perbuatannya 

itu mengakibatkan orang mati atau luka berat ak:an diancam pemberatan 

pidana sebagaimana dalam pasal 384 ayat 2 yang berbunyi: 

Pasal384 

(2) Jika tindak pi dana sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) 

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pemhuat tindak 

pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama !5 (lima belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI. 

Sementara terhad:ap perbuatan pencemaran danlatau 

perusukan lingkungan hidup yang dilakukan karena kealpaannya diancam 

dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayal (I): 
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Pasal 385 

(I) Setiap orang yang karena kealpannnya melakukan perbuatan 

yang rncngakibatkan pencemaran dan!atau perusakan 

lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

3 (tiga) tahun dan pidanu denda paling ban yak kategori IV. 

Dalam hal k:arena kealpaannya tersebut terdapat orang mati 

atau luka herat, pemberatan sanks:i pidana ada pad a Pasal385 ayat (2): 

Pasal385 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak 

pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan pidana derula paling banyak Kategori N. 

Berdasarkan pasal~pasal tersebut, -sebuah peristiwa 

pencemaran danlatau perusakan Hngkungan dapat dianggap dilakukan 

dengan dua sikap kalhu yang berheda ( dengan sengaja a tau karen a 

kealpaannya). 

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi tersebut pada 

intinya perbuatan untuk mencemari dan atau merusak Iingkungan hidup. 

Perbuatan mencemari adalah memasukan atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi danlatau komponen lain ke dalum Iingkungun hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu 

yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuui dengan 

peruntukannya. 

Sementara perbuatan merusak lingkungan udalah tindukan 

yang menimbulkan perubahan lungsung atau tidak langsung terhadap sifat 

fisik danlatau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak 

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkeJanjutan 
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Dengan dernikian, jika dirinci maka Pasal ini 

mengkriminalisasi perbuatan yang terdiri atas dua hat yaitu: 

a. Memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata 

air, atau ke dalam kclengkapan air mlnum untuk urnum atau 

untuk dipukai oleh atau bersama~sama dengan orang 

lain.{Menccmarkan lingkungan), dan; 

b. Tindakan yang menimbuJkan perubahan langsung atau~ tidak 

langsung terhndap sifat fisik dan/atau hayatinya yang 

mengakibatkan lingknngan hidup tidak berfungsi lagi, 

(merusak lingknngan). , , .. 

Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilnrang sehingga dapat 

dikatakan P.asaJ ini adalah Pasai dengan substansi deJik materiil, sehingga 

jika sudah terbukti ada media Hngkungan yang tercemar atau rusak akibat 

perbuatan pelakn maka dapat· langsung dimintakan pertanggungjawaban 

pidananya tanpa harus melewati proses penyelesa:ian lingkungan secara 

.... perdata maupun APS lainnya. 

Menurut Soerjono Soekanto salah satu unsur penegakan hukum 

adalab "Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum"-.m. Penegak hukum mempunyai percman 

yang sangat penting karena mereka yang akan mengaplikasikan peraturan­

peraturan tersebut di lapangan. Dalam aturan yang mendukung penegakan 

huknm lingkungan dalam pasal-pasal RUU KUHP seperti telab penulis 

kemukak:an di muka terdapat beberapa jenis kualltas perbuatan yang dapat 

dijerot oleh beberapa pasal yang berbeda ancaman hukumannya maka 

terdapat kemungkinan penegak hukum yang satu dan 1ainnya akan bcrbeda 

dalam menerapkan peraturan tersebut dengan melihat per kondisi. 

msoerjono Soekanto, Faktcr·faktor yang MempengamM Penegakan Hukum, Ce!akan 3. 
(Jaka.rta:Raja Orafindo Persada,l993), haL5_ 
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Namun rumusan ini pcnting sebagai persyuratan lex certa (asas 

kepastian hukum)214 dalam implementasinya sehingga aparat tidnk ragu 

untuk menjerat peJaku kejahatan lingkungan ini dcngan menggunukan 

Pasal ini. 

4.2.2. Memasukkan Bahan ke dalam Air yang membahayakan 

Nyawa atau Kesehatan 

Selain itu juga terdapat Pasal lain yang serupa yang 

mengk.riminalisasi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan secara 

khusu dengan cara mernasukkan bahan ke dalam air yang memhahayakan 

nyawa atau kesehatan diatur pada pnsal386 RKUHP Tahun 2008. 

Pasal386 

(1) Setiap orang yang memasuk.kan suatu bahan ke dalam sumur~ 
• 

pompa air} mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk 

umum atau untuk: dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang 

lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat 

mengakibatk:an air menjadi bahaya · bagi- nyawa atau kesehatan 

orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. 

Memasukkan suatu bnhan ke- dalam sumur, pompa air, mata 

air, atau ke dalam ketengknpan air minum untuk umum atau untuk dipakai 

oleh atau bersama-sama dengan orang loin, padahal mengetahui bahwa 

perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bngl nyawa 

atau kesehatan orang adalah persoolan mengenai kejahatan yang dltujukan 

kepada lingkungan hidup secara formil (delik tonnil). Selama ini terdapat 

114"Lex Ceria : Clarity of the elements of crim€ or I he principle t>f maximum certainty~ 
wltich is, in particular. directed to the legislature. Of course it should be rttmembereJ thai here tl 
is not only !he 'warning' ;(lSpt:cl which is important bill cdso lite fact J/u/1 a clear and written law 
limits and curtails I he power og the authorities, and is therefore a guarantee again.vJ the abuse of 
state power", dalam Roelof H. Haveman, The Legality of Adat Crimin<tl Law in Modern 
Indonesia, (Jnkarta:PT, Tatanusa,2002}. hal.52-53. 
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beberapa kasus kcjahatan lingkungan yang merupakan deHk fonnil yang 

dilaporkan kepada penyidik Polri dan telah diselcsaikan penuntubmnya. 

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dianggap 

sebagai pefbuatan menyimpang oleh korban/masyarokat terutama dari sisi 

administrasi terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa pcrbuatan tersebut 

telah melanggar ketentuan admlnistrasi terlebih dahulu. Sesuai dcngan 

kasus-kasus yang dibahas belum terdapat aturan yang memadai untuk 

menjerat pelak:u, Korban dalam hal ini adalah pihak masyarakat yang 
. 

merasa daerah atau media lingkungannya yang terbatas telah dimasuki 

oleh limbah produksi pihak lain yang tidak berhak untuk membuang 

lirnbanhnya di daerah tersebut atau tidak sesuai dengan kctentuan 

AMDAL yang telah ditetapkan. 

Dalam kej aha tan lingkungan, perbuatan memasukkan suatu 

bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air 

minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan 

orang lain~ padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat 

mengaldbatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang 

mempw1yai pengertian suatu perbuatan yang dilak:ukan dengan suatu 

kesengajaan untuk mencemarkan, merusaklmenghancurkan sesuatu yaitu 

lingkungan hldup sehingga akibat perbuatan tersebut llngkungan hldup 

yang dimaksud menjadi tidak dapat dipergunakan lagi k:arena menjadi 

berbahaya. 

Pada RUU KUHP Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat 

pelaku yang melakukan pencernaran lingkungan dan atau merusaknya dan 

mengakibatkan orang mati atau luka berat diatur dalam Pasal 386 ayat (2). 

Sementara pemberatannya diatur dalam Pas a! 3 86 ayat 2: 

Pasal386 

(2) Jika tindak pidana sebaguimana dimaksud pada ayat (l) 

mengakibatkan orang mali atau luka berat, pembuat tindak pidana 
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dipidana dengan pidana penjora paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (limn belas) tahun. 

Unsur kealpaannya diatur dalam Pasai 387: 

Pasal 387 

(J)Setiap orang yang karena kealpaannya memasukkan suatu bahan 

ke dalam sumur, pompa air, mata air1 atau kc dalam kelengkapan 

air minum untuk umum atau untuk dipakai olch atau bersama­

sama dcngan orang lain, padahal mengeta.hui babwa perbuatan 

tcrsebut dapat mengakibatkan air menjadi hahuya bagi nyawa atau 

kesehatan orangt.dipidana_dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori rv. 

Pasal 386 tersebut mengkriminalisasi perbuatan memasukkan 

suatu bahan ke dalam surnur, pompa air, mata air, atau ke da1am 

kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau 

bersama-sama dengan orang Jain, sementarn sepatutnya mengetahui bahwa 

perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi -bahaya bagi nyawa 

atau kesehatan orang,. Delik ini merupakan delik foimil sehingga cukup 

menghendaki .udanya perubahan dalam media lingkungan (air) di 

dalamnya yang haros dibuktikan lebih dahulu dengan tidak adanya 

ketundukan pelaku terhadap hukum administrasi. 

Untuk memaksimalkan dampak dari kriminalisasi tersebut 

daput dHakukan beberapa hal diantaranya membuat Pasal 386 menjadi 

delik mutlak dimana pelalru tindak pidana tcrsebut dapat dituntut tanpa 

pcrlu adanya pengaduan dari korban/masyarnkat yang merasa dirugikan. 

Dengan adanya syarat lersebut dapat memaks:imalkan pe1aku yang 

menjalani proses dan masuk daiam koridor sistern peradilan pidana yang 

mempunyai efekjera yang Icbih hesar. 
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Selain itu tindakan lain yang dapat dilakukan adalah 

memperbesar rentang pidananya dari pidana penjam atau denda menjadi 

pidana pcnjara dan!atau dcnda, schingga penegak hukum dapat 

mempunyai pi!ihan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan 

kualitas: perbuatan pi dana pelaku terutama peJaku pertama (first offender). 

4.2.3. Mcmasnkkan bahan kc tanah, uda.ra, d:m air pernmkaan 

Memasukkan bahan ke tanah, udara, dtu1 air permukaan yang 

membahayakan nyawa atau kesehatan sebagaimana dalam Pasa1 388: 

Pasal388 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum mcrnasukkan suatu 

bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam 

air permuka~ padahal diketahui atau sangnt bernlasan untuk 

diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan 

umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. 

Sementara pemberatannya diatur dalam Pasal 388 ayat 2: 

Pasal388 

(2) Jika perbuatan sebagahnana dimaksud pada ayat (I) 

mengakibatkan orang matlnya orang) maka pembuat tindak 

pidana dipidana dengan pidana penjarn paling singkat 3 (tiga) 

talmn dan paling lama 15 (lima betas) tahun. 

Unsur kealpaannya diatur dalam Pasal 389; 

Pasal389 

(I) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu 

bahan masuk diatas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke 

dalam air permukaan. padabal diketahui atau sangat bcralasan 

Universitas Indonesia 
Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH UI, 2009



179 

untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan 

kesehatan umum atau nyawa orang Iain1 dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling 

banyak kategori IV. 

(2) Jika tindak pidnna sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

mengnkibatkan orang mali, maka pembuat tindak pidana dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima} tahun atau pidana 

denda paling banyak kategori IV. 

Pada prinsipnya pcngaturan dalam Pasal 388 ini memiliki 

kesamaan substantif dengan yang diatur dalam Pasal 386. Hanya saja 

berbeda dalan:i hru media lingkungannya; yaitu 'ke dalrun tanah, udara 

dan air permukaan. 

Perbuatan secara melawan huk:um, memasukk:an suatu bahan di 

atas atau ke dalam tanall, ke dalarn udara a~au ke dalam air 

pennukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga 

bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau 

nyawa orang lain adalah juga persoalan rnengenai kejahatan yang 

ditujukan kepada lingkungan hidup secara fonnil (delik forrnil). 

Artinya terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa pelaku melanggar 

salah satu tindakan yang terdaput dalam Pasal 388 tersebut untuk 

dapat dilakukan pemidanaan terhadapnya. 

4.3. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam R-KUHP 

Tahun2008 

Terdapat bebernpa pokok-pokok kebijakan terhadap korporasi yang 

telah diatur dalam rancangan KUHP Talmn 2008 yaitu: 

a, Adanya penegasan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana dan 

dapat dipertanggungjawabkan (Pnsal 182 dan Pasal 47); 
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h. Penentuan siapa yang dapot dipcrlnnggungjnwabkan apabila tindak 

pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi (Pasal49.); 

c. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 50); 

d. Penentunn kapan pen gurus dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 51); 

e. Pcnentuan pidana scbagai ultimum remedium bagi korporas.i {Pusal 52 

ayat (1 )); 

f.Penentuan alasan pembenar dan pemaaf bagt korporasi (PasaJ 53). 

1\arnun dikaitkan dengan pengatunmnya terht1dap subjek korpornsi 

yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dalam RKUHP ini, dan juga 

sepm1i yang belwn diatur dalam UUPLH 1997, belum ditemukan fonnulasi 

yang jeJas tentang bagaimana menentukan wakU dari korporasi!badan 

hukum yang dapat dianggap mewakili pertanggungjawaban korporasi secara 

pi dana. 

Dalam tesisnya, M. Hamdan SH. MH. merumuskan tanggung 

jawab korporasi dengan mengeluarkan argumentasi215
: 

"Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi 

pertanggung jawaban orang perseorangan menurut KUHP Tindak 

pidana yang dilakukan oleh korporasi menjndi tanggungjnwab para 

anggota atau pengurus korporasi menurut UU Penyelesaian 

Perburuhan serta UU Pengawasan Perburuhan dan peraturan 

kecelakaan. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi tanggung 

jawab korporasi itu sendlri seperti yang diatur dalam UU Tindak 

Pidana Ekonomi, UV Subversi dan UU Narkotika". 

"Maka rumusan pertanggung jawahan korporasi telah scmuanya 

diatur dan dilegitimasi menurut ketentuan hukum indonesia saat 

ini. dengan pendek kata ada tiga golongan yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban dalam tenninologi kejahatan korporasi sclain 

21 ,Hamdan,SH.,MH, Tindak Pidana Penccnumm Lingktmgnn Hidup, (Bandung:Mand<~r 
Maju,WOO}., hal. 18. 
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orang, pi'l:ra pengurus korporasi juga korporasi sebagai badan 

hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya)'. 

Dari tinjnuan di otas, mnka tindakan korporasi yang tclah 

melakukan suatu kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan masyurakat 

dan iingkungan hidup dapat dipidana dan kctentuan pidananya dapat 

dikenakan secara berlapis, tidak hanya dengan jeratan UU sektoral namun 

bisa dikenakanjuga dengan ketentuan KUHP. 

Namtm tetap saja pe:rtanyaan atas bagaimana dengan tanggung 

jawab korporasi sebagai peiaku atas tindakannya?. Tcrutama ada!ah 

bagafmana mcnentukan siapa yang berkewajiban mewakiH korporasi di 

muka persidang:m belum terjawab dalam thesis Hamdan di atas. 

Penulis juga mendapati pennasalahan teknis tersebut dalarn 

undang.undang lainnyalsektornl yang dikatakan sebagai undang-undang 

yang secara khusus mengatur pula pertanggungjawaban pidana korporasinya 

dalnm Pasal-pasalnya. 

Sebut saja dalam UUPLH l 997 yang merumuskan dalam Pasal 46 

ayat (1) tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam Pasal 

46 ayat (2). Dikatakan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal46 

baik ayat (l) dan ayat (2) UUPLH !997 yaitu: 

a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi 

lain; 

b. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana 

atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu 

a tau; 

c. Kedua-duanyn (huruf a dan b). 

Dalam kasus PT.NMR diatas, Majelis secarn tega.<; tidak 

mempermasaiahkan siapa yang mewnkiH PT.NMR. ini terHhat dari salah 
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satu ratio decidendi hakim; "Menimbang bahwa pada intinya Pasnl-pasal 

surat dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa I PT.NfvfR dan Terdakwa II 

Richard Bruce Ness adalah sama, hanya c.libedakan duri segi subjck 

hukumnya saja". 

Namun kemudian nyata bahwu Majelis membebaskan PT.NMR 

dari jerat dakwann penuntut umum adalah bahwn penetapan Richard Bruce 

Ness sebagai yang mewakili PT.NMR di persidangan adalah dianggap tidak 

tepat. Namun ketidaktepatan ini lebih dikarenakan karena permasalahan 

penafSiran terhadap asas subsidiaritas yang tidak diperhatikan terlebih 

dahulu oleh Penuntut Umum. 

Setidaknya dalam kasus ini Majeli_s tidak terlampau 
..... -•. 

rnempennasalahkan siapa yang mewakili PT.NMR. hanya saja jika mengacu 

dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perneroan Terbatas pada Pasal I 

angka 4 dikatakan bahwa, "Direksi adalah organ pe.rneroan yang 

bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan 

tjuan perseroan serta mewakili perseroan balk di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai Anggaran Dasar". Dalam kasus ini yang patut dikaji uhmg 

dengan lebih cennat olell Penuntut Umum adalah kapasitas Richard Bruce 

Ness apak:ah sebagai "'direk:si .. sehagaimana amanat Pasal I angka 3 UU PT 

sehingga diajukan sebagai yang mewakili PT.NMR. 

lika melihat dalnm pleidoi PT.NMR maupun p/eidoi pribadi 

Richard Bruce Ness. ia m~nyatakan bahwa tidak tcpat Richard Bruce Ness 

sebagai yang mewakili PT.NMR sebagai korporasi mengingat (a) Direksi 

NMR berfungsi dan bertanggung jawab dalam mewakili NMR secara 

koJegial sebagai organ perseroan terbatast (b) tugas dan tanggung jawab 

Richard scbagai Presiden Direktur NMR difokuskan dan karenanya terbatas 

pnda bidang hubungan dengan Pemerintah Indonesia dan 

mengkoordinasikan fungsi manajemen secara umum, (c) aspek teknis 

operasi dan aktivitas penamhangan NMR sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab Kepala Teknik yang sckaligus juga General lllanagcr NMR yang 

semula jugs anggota Direksi NMR, (d) semua akibat yang timbul dan 
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tanggung jawab soya scbagai anggota Direksi NMR untuk tugas~tugas 

pengurusnn telah disctujui oleh NMR, dengan demikian tanggung jawab 

pelaksunaan tugas Ricard sebagai Prcsiden Direktur NMR telah diambH alih 

olch N:v!R melalui Rapat Umum Para Pemegnng Saham Tahunan NMR 

untuk tahun-tahun buku di mana ia menjabat dalrun jabatan tersebut sejak 

lahun 1999, (e) Undang·undang Lingkungan Hidup lidak menyatakan 

bahwa pemimpin tertinggi dari suatu pcrseroan bertanggung jawab atas 

suatu tindak pidana Lingkungan Hidup, tetapi hanya menyatakan bahwa 

pemimpin dari perbuatan pidana yang bersangkutan yang harus bertanggung 

jawab, dan Richard tidak pemah dftugaskan atau bertindak scbagai 

pemimpin atau orang yang memberikan instruksi dalarn pengertian Undang­

undang Lingkungan Hidup, cla:1 Tim Jaksa Penuntut Umum juga tidak 
' . 

membuklikan demikian.(Pieidoi llichard hal.82). 

Bahwa sebenamya penuntut umum dalam P-19 nya pada Penyidik 

dengan nomor : B· I .4/Epp 1/ 10 /2004 Ielah memberikan petunjuk terhadap 

siapa yang dapat ditunjuk untuk mewakili korporasi (PT.NMR) sebagai 

penanggungjawab pada angka 2 yaitu: 

(2). Dari sudut pandang Jaksa, Tindak pidana ini dilakukan oleh badan 

hukum (PT), namun dalam berkas perkara penyidikmenetapkan status 

tersangka individu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 

tindak pidana korporasi seperti yang dimaksud pada Pasal-pasal 45 

dan 46 dari UU No,23 tahun 1997. 

Kemudian dalam P·l9 kedua kalinya nom or: B· 

1879/R,I4/Epp/l/ll/2004 tertangga! 30 November 2004, penuntut umum 

jugn Ielah memberikan petunjuk kepada penyidik untuk secara leiiti dan 

sesuai prosedur menentukan siapa yang dapat dianggap mewakiJi PT.NMR 

untuk dipertanggungjawabkan secara pidana pada point 1 yaitu: 

(1). Berdasarkan basil evaluasi, tindak pidana dalam kasus ini digolongkan 

sebagai tindak piduna lingkungan hidup oleh korporasi. Untuk 

menggolongkan Buyat sebagui tindak pidana korporasi, polisi hams 
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memeriksa!memmyai anggota dari Direksi untuk mewi1kili badan 

hukum sebagai tersangko, 

Namun pada akhimyn penyidik tidak menindaklnnjuti petunjuk 

penuntut umum bcrkaitan dengan penunjukkan siapa yang mewakili 

PT,NMR dalam pertanggungjawaban pidananya, sehingga pada akhimya 

hakim pun menilai bahwa penunjukkan Richard Bruce Ness sebagai 

perwakilan PT.NMR dinilai tidak tepnt. Namun juga dalam UUPT tidak 

diatur febih lanjut tentang 11direksl" yang mana saja yang dapat mewakili 

PT.N:vfR daiam kasus Teluk Buyat itu. Terutarna belum diatur secara tegas 

terhadap hal teknis apakah semua dircksi danlataukah siapa yang dianggap 

paling kompeten saja yang mewakili sebuah korporasi dalam hal 

pertangguugjawaban pidana di muka perriidimgan. 

Dalam kasus PT.NMR tersebut pibak peuyidik tidak memenubi 

petunjuk Penuntut Umum dan menetapkan saja Richard Bruce Ness sebagai 

wakil dari PT.NMR. Seharusnya Penyidik dalam hal ini kemudian mulai 

memeriksa dewan direksi herdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPT untuk 

ditetapkan sebagai per:souifikasi PT.NMR sesuai doktrin identifikasi. 

Sebaiknya dalam kasus yang melibatkan korporasi di masa mendatang. 

penentuan direksi yang mewakiii suatu korporasi s~bagi peJaku kejahatan 

dapat ditentukan secara cermat dan lebih berhati-hati sehingga tidak 

menimbulkan error in person. 

Pennasalahan berikutnya yang terko.it dengan pernidanaan terhadap 

korporasi adalah masalah eksekusi hukuman terhadap korporasi, terutama 

terhadap model badan hukum/korporusi non-badan hukum. 

Sebagai contoh adalah eksekusi terhudap korporasi non-badan 

hukum Jamaah AI 'Jslamiyah (Jl) yang dijatuhi pidana berupa denda dalam 

perkara tindak pidana terorisme dengan terpidana Abu Dujana daJam 

perkara No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dan terpidana Zuhroni dalam 

perkara No, 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. 
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Dolam kesaksinnnya di persidangan terscbut, nhli hul..1.nn pidana 

Universitas Indonesia, DR, Suraslini Fitriasih, S,H.,M.H selaku saksi ahli 

hukum pidana dnlam kasus terscbut diantaranya mcnyatakan bahwa 

"korporasi tidak wajib berbadan hukum. Organisasi ym1g dlpimpin oieh 

terdakwa (Abu Dujjana) selnku Ketua Syari'ah duri JI adalah temwsuk 

korporasi, walaupun tldak berbentuk badan hukum". Lebih lanjut JI 

dianggap sebagai badan hukum karena "'dalam organisasi JI dalam 

strukturnya disebutkan adanya bentuk isobah, ada anggota syari 'ah, ada 

majelis .syari 'all, dan bentuknya talifim siri. Itu semua tennasuk korporasi, 

karcnajelas ada pemimpin, ada struktur organisasi, ada anggota". "Menurut 

undang-undang terorisme korporasi tidak harus bcrbadan hukum atau 

tcrclaftar di Departemen Kehakiman"216
• 

Dalam amar putusannya, Hakim dalam perkara tersebut 

menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya antara lain: 
> 

<~Menimbang, bahwa selarUutnya yang perlu dipertimbangkan adalah 

unsur yang dikandung dalam Pasal 17 ayat (!) dan ayat (2) yaitu: 

Dalam hal tindak: pidana terorisme dilakukan oleh atau atas 

nama suatu korporasi~ 

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan oleh orang~orang haik berdasarkan hubungun 

kerja maupun hubungan lain, bertindak dalarn lingkungan 

korporasi tersebut baik sendhi~sendiri maupun bersama-sama;" 

'"'Menirnbang bahwa oleh karena dakwaan keempat primair terbuktl 

maka pidana yang dijatuhkan kepada korporasi berupa piduna 

denda"; 

"Menimbang bah.wa pengertian korporasi dalom perknra ini adalah 

sekumpulan dan perkumpulan ini tidak berbadan hukum"; 

u6Putusan PN Jakarta Selatnn No . .21&9/Pid.B/2007/PN,Jkt.Sel dalam perknra an. Abu 
Du.ija.na, hal.61-62. 
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"Menimbang bahwa dengan melihat dan mencennati perkara ini 

maka Majelis berpendapat bahwa korporasi ini jelas dan tidak akan 

mungkin berbadan hukum knrena unluk mencapai tujuan dari 

sekelompok orang tcrsebut yaitu terdakwa dengan terdakwa lain 

dalam perkara tcrpisuh dllakukun dengan cara sembunyi~sembunyi 

dan faktanya adalah diantura mereka saling kenai tetapi juga ada 

orang-orang tersebut tidak pcrlu dikena1kan"; 

''Menimbang bahwa dengan tidak adanya kcjelasan korporasi dalam 

tindak pidana terorisme dipastikan belum terbentok badan hukum, 

maka kalaupun korporasi tersebut dijatuhi pidana maka kepada 

terdakwalah yang harus menanggung pidana denda"; 

"Menimbang bahwa Majelis dalam menentukan besamya tindak 

pidana denda di dasarkan pada keadaan, kenyataan dari iuran, 

shodaqoh) infaq, disamping ilu tidak diperoleh bukti apakah ada 

kekayaannya oleh karena itu terdakwa sebagai orang yang 

bertanggungjawab terhadap korporasi tersehut"; 

Maka pad a akhirnya, Majelis mengadili yang pada point II putusan tersebut, 

"Monyatakan AI JamM'ah AI Jslamiyah selaku korporasi yang salah 

satu pengurusnya adalah terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan telab bersalah melakukan tindak pidana terorisme"; 

point VI, 
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"Menghukum Al Jamaa'ah AI Jslamiyah selaku korporasi yang snlah 

satu pengurusnya adalah tcrdakwa dengan pidana denda sebesar 

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta mpiah)"; 

point VII, 

<lMenetapkan Al Jamaa'ah AI Islruniyah selaku korporasi yang salah 

satu pcngurusnya adalah terdakwa dinyatakan sebagai korpornsi 

terlarang". 

Dalam praktek eksekusi putusan Majelis tersebut point VI yang 

menjatuhkan pidana denda terhadap JI tidak dapat dHaksanaka.n oleh 

eksekutor!Pf.muntut Umum karena tidak terdapat pGnentuan yang tegas 

terhadap siapa yang dianggap mewakili korporasi dalam hal ini Jl selalm 

korporasi non-badan hukum. Apakah berdasarkan teori identifikasi denda 

tersebut dibebankan kepada terpidana Abu Dujana? Atau kepada 

Zuhroni?.(Lihat pertimbangan Majelis: HMenimbang bahwa dengan tidak 

adanya kejelasan korporasi dalam tindak pidana terorisme dipastikan 

belum terhentuk badan lmkttm, maka kalaupun korporasi lersebut dijatuhi 

pidana maka kepada terdakwalah yang hams menanggung pidana denda ') 

sehingga akhimya putusan Majelis terkait pldana denda terhada.p korporasi 

belurn dapat dilaksanakan. Apalagi terhadap pidana denda tersebut tidak 

disertakan subsidiaimya (berupa kurungan). 

Perkara inl merupakan contoh dan tantangan reformulasi hukum 

pidanaJ dol am hal ini RKUBP, yang sompai sa at ini masih dalam tahap 

adjustment dan penyempumaan terus menerus sebagai upaya menjaring 

segala aspek perkembangan yang terus timbul dalam masyarakat. Terutama 

dalam hal kebijakan pidona terhadap korporasi agar menjadi upaya yang 

berhasil guna dan mendukung serta dapat secarn efektif mencegah dan 

rnenanggulangi kejahatan korporasi. 
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Sebagal bahan/materi yang ditemukan di lapangan, harapan 

tcrhadap refonnulasi RKUHP agar persoalan cksekusl dcnda yang 

diputuskan olch Majclis tcrhadap korporasi kc depannya Uimuat dan diberi 

dasar hukum secara tegas sehingga tidak ada kernguan bagi pencgak hukum 

dalam menerapkanllya di lapangan. 

Perluasan jenis sank:si pldann seperti: 

a. perampasan keuntungan yang diperoJeb dari tindak pidana; 
b. teguran dari pihak pemerintah daniatau pengumuman perusahaan 

yang dianggap bertindak melanggar etiKa bisnis!merusak 
kepercayaan masyarakat kepada kha!ayak luas; 

c. penutupo.n seluruh atau sebagian perusahaon; 
d. perbaikan akibat tindak pidana; 
e. pencabutan izin ·usaha; 
£ mewajibkan mengerjakan apa yang diJalaikan tanpa hak; 
g. meniadakan apa yang dilalalkan tanpa hak; 
h. sanksi pidana penjara; 
1. sanksi pi dana denda. 

Kiranya diperlukan sebagai aspek pemberatan dan memberikan 

efek deterrence terbadap pelaku kejahatan korporasi di kemudian hari dan 

seharusnya dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam RKUHP Nasional 

yang haru. 
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PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

I 

Penuntutan sertn pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 

upaya untuk pcnegakan hukum pidana lingkungan hldup sebagai ultimum 

remedium di Indonesia setidaknya harus didukung oleh struktur hu:kum, 

substansi hukum dan budaya hukum yang secara positif bersinergi. Kerangka 

pikir Lawrence Friedman tersebut digunakan untuk mempennudah upaya 

mcnyimpuikan fakta~fakta serta data yang ada dan identifikasi terhadap 

pennasalahanJkendala·kendala yang timbul dalam penegakan hukum 

lingkungan, khususnya terhadap kejahatan iingkungan o1eh korporasi lni 

mengingat dalam ranah penegakan hukum lingk:ungan sendiri adalah rumit 

dan kompleks sehingga memerlukan bentuk koordinasi spesifik dari berbagai 

pihak yang rnemiHki keahlian multi·disiplin-llmu untuk penuntasan perka.ra­

perkara lingkungan. Disamping dibutuhkan pula Triangle Integrated 

Environmental Crimina( Juctice System dalam ·operasionalnya oJeh ·aparat 

penegak hukum untuk suksesnya penuntutan terhadap korporasi sebagai 

pelaku kejahatan lingkungan hidup. 

5.1.1. Terhadap Model dan Doktrin!Ajaran Pertanggungjnwaban Pidana 

Korpornsi yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam mernidana 

korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan. 

Dari 4 (empat) kasus yang dijadikan sarnpel dalam tulisan ini untuk 

dianalisa, mode) pertanggungjawaban yang masih lazim digunakan 

adalah model "Pengurus berbuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab", dan/atau "korporasi berbuat dan pengurus yang 

bertanggungjawab, yaitu dalam 3 kasus antarn lain: kasus 

PT.Sidomakrrnlr dan PT. Sidomulyo di Sidoarjo, Jawa Timur. kasus 

PT. Senayan Sandang Makmur di Bale Bandung. Jawa Barat, serta 

dalam kasus PT. Adei Plantation and lndustry1 Riau. Sementara dahun 
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kasus PT.NMR, Sulawesi Utarn) Pcnuntut Umum sudah memakai 

model pertnnggungjuwaban "korpomsi bcrbuat dan korporosllah yang 

bertanggungjawab". 

Semen tara tcori pertanggungjawaban pidana yang digunakan terhadap 

korporasi sebagal pelaku tindak pidana mandiri adalah teori 

idcntifikasi (identification theory), dimana menurut tcori ini sebngai 

perwakilan korporasi daiam hal ini dapat diwakilkan oleh pengurus 

atau direksinya ntau siapa pun yll!lg disepakati ditunjuk oleh AD/ART 

korporasi serta mcrujuk kepada Undang-undang Perserotan Terbatas 

sebagai identifikasl dari kmporasi. 

5.1.2. Bentuk Dakwaan:. yang digunakan oleh Penuntut Umum terhadap 

Koporasi sebagai Subjek Huk:um 

Terhadap perumusan dakwaan yang dapat digunaksn terhadap 

korporasi (khususnya dalam hukum lingkungan) kiranya dapat 

merujuk kepada bunyi dari Pasal 46 UUPLH 1997 itu sendiri yang 

menernpatkan tersangka secara beruhltan yaitu pertama? Tersangka l: 

Badan Hukum!Korpornsi, kedua, Tersangka 2: Mereka Yang Memberi 

Perintah, dan ketiga, Tersangka 3: Mereka Yang Bertindak Sebagai 

Pemimpin. Penggabungan tersangka (korporasi dan pelakunya). 

Sehingga dakwaan dapat dibuat dalmn bentuk dakwaan campuran 

dengan konstruksi dakwaan pertama adalah dakwaan terhadap badan 

hukumlkorporasi dan kedua adalah dakwaan terhadap pengurus yang 

mewakili budan hukumlkorporasi itu sendiri dan terhadap substnnsi 

masalah pencemaran danJatau perusakan Iingkungan.nya dapat 

digunak:an dakwaan primair subsidialr. 

Sementara rumusan dakwaan itu sendiri dalam hat pelaku sudah 

tetang dan nyata dapat di rumuskan dalam kalimat : 

"Bahwa Direktur ,., pada waktu (tempus) dan tempat (locus), .. telah 

memerintahkan ... untuk, (misalnya), membuang limbah produksi, ke 
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sungai .... Bahwa perbuatan tcrsebut adalah atas perintah Direktur ... 

dan o1eh kurenanya perbuatan tcrsebut adalah t:mggungjawab 

korporasilbadan hukum ym1g bersangkutan." 

Nmnun dalam hal kesulitan timbul karenn perbuatan dilakukan oleh 

bukan korporasi dan atau bukan pengurus itu sendiri munun 

scbcnarnya ia berbuat untuk korporasi tersebut (semisal : sub­

konttaktor dari suatu korporasi induk). atau dalarn hal tidak ada 

perintah dari direktur korporasi yang bersangkutan, atau da1am hal 

terdapat pengurus yang menyalahi kewenanga.nnya, maka penuntut 

umum harus lebihjeH, teliti dan cermat dalam merumuskan siapa yang 

akan di dakwanya khususnya terhadap korporasi dan atau 

pengurUsnya dan atau sub-kontraktor dar! korporasi induk yang akan 

mewakili di persidangan karena kemungkinan korporasi mengelak 

atas pertanggungjawabannya selalu terjadi. 

5.1.3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam 

!'Uenerapkan. pidana seba~i .. ullimum re.med_iur~" terhadap korporasi 

Budaya poJa pikir yang rnasih konvensional yang dianut dalam KUHP 

masih menjadi kendala dan tantangan dalam implementasi teori ini. 

Ini wajar mengingat KUHP yang dipakai oleh Indonesia hingga saat 

ini belum pemah mendapat pembaharuan. Da1am penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa minimnya perkara­

perkara pidana lingkungan hidup yang rnenjadikan korporasi seba:gai 

tersanglmlterdakwa adalah adanya kekurangpahaman aparat penegak 

hukum tentang teori dapat dipidananya korporasi ini sekaligus belum 

berkembang luasnya budaya mernidnna korporasi kendati 

pengaturannya telah terdapat banyak dalam peraturan perundang~ 

undangan, 

Dari kasus yang dihahas dalam tesis ini, Penuntut Umum khususnya 

tclah secara profesional mengupayakan penegukan hukum lingkungan 

terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan (PT.NMR), ter1epas 
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dari apapun putusun pengadilun tcrhadap upaya ini. Kasus PT.NMR 

masih rnempakan satu-satunya kasus di Indonesia yang menyeret 

korporasi scbagai pclaku pidana. Diakui bahwa masih terdapat 

ketidaksepahaman dari penegak hukum lainnya mcngenai 

pcrmasa!ahan ini, terutama dalam hal siapa yang di<mggap mewakili 

korporasi di persidangan. 

Khusus terhadap delik dan sanksi yang diternpkan terhadap korporasi 

da!am ke empat kasus contoh diatas lebih ke arnh pcmberian sanksi 

berupa denda. Wacana pemberian sunksi bcrupa pencabutan ijn usaha 

dan pengurnuman vonnis memang mengemuka dan khususnya dalam 

hal ini penulis berpendapat agar dipertimbangkan dengan masak, 

mengingat pemberian jenis sanksi lain selain denda (khususnya 

terhadap korporasi) harus roernpertimbangkan berbagai aspek lain, 

semisul, k.redibilitas pemegang saharn, kepastian rnasa depan 

karyawan, dan cfek domino lain yang berpotensi timbul dan 

berdampak buruk bagi perekonomian keseluruhan dan tcrutama bagi 

buruti Yang sebendrn:)'a tidak bersa)ah dan hanya menjadi kOrban. 

5.2.SARAN 

Dari bebcrapa instrumen berupa kasus, data, serta fakta~ yang 

digunakan dalam penelitian ini, telah berhasH dihimpun dan dirumuskan 

secara bulat pem.ahaman tentang deskrlpsi proses pemtdanaan sebagai upaya 

ultimum remedium serta kendala~kendala yang dihadapi oleh aparat pencgak 

hukum khususnya penuntut umum dalam menerapkan aturan pidana .sebagai 

ul!imum remedium terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana 

lingkungan hidup di Indonesia. Untuk itu dapat dikemukakan beberapa 

saran: 

5.2.1. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi apnrat 

penegak hukum khususnya penuntut umum dan hakim tcntaog trend 

merebaknya corporate crime dan spesifikasi pcrkara lingkungan h!dup 

Universitas Indonesia Penerapan Pidana..., Antonius Budi Satria, FH UI, 2009



193 

yang membutuhkan bantuan beberapa disipbn ilmu guna membantu 

keberhasilnn penyelesoian kasus dalam tahap penuntutan. Demlkian 

juga dalmn penggunaan model dan lcori pertanggungjawahan pidana 

yaug telah ada dapat mendorong penegakan hukumnya menjadi 1ebih 

variatif dan pasti. Dapat dilakukan sosialisasi bersmna secara khusus 

antara Penyidik POLRT, PPNS, Jaksa dan Hakim terhadap isu-isu 

substansi penegakan hukum lingkungan scndiri dan atas penggunaan 

pidana sebagai ultimum remedium dengan mempedomani Pasal 40 

UUPLH 1997 sendiri serta mcla1ui pembentukan tim tcrpadu sesuai 

amanat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementrian 

Lingkungan Hidup, Jaksa Agung Rl dan POLRJ demi validitas hasil 

penyidikan. Juga perlu dipedomani SEJAMPIDUM Nomor : B-

60/E/Ejp/0 112orii tanggal 29 J anuari 2002 tentang Pedoman Teknis 

Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup butir 

3 yang mengamanatkan mendahu)ukan instrument lain dalam 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 

5.2.2. Khusus terhadap trend corporate crime dalam bidang lingkungan 

hidup, hendaknya aparat penegak hakom tidak ragu-ragu untuk selalu 

mencoba menerapkan pasal-pasal pemidanaan korporasi sehlngga 

akhimya dapat membawa deterence effect baik kepada pe1aku legal 

persoon maupun kepuda naturalijk persoon. Oleh karenanya 

profesionalisme hams ditingkatkan Jebih lanjut dalam wadah 

Triangle Integrated Environmental Criminal Justice System antar 

aparat dengan ja1an mengintensifkan simutasi penyelesaio.n tindak 

pidnna korporasi terutama dalam bidang lingkungan hidup antar 

aparat penegak hukum, sehingga akan tercipta koordinasi sinergis 

dan positif dalam penegaknn hukum iingkungan. Terutama juga 

peningkatan pemahaman terhadap asos subsidiairilas dan ultimum 

remedium harus dikuasai secara mendaiam sehingga membuat aparat 

penegak hukum memiliki satu kesepahaman dalam memproses 

perkara lingkungan hidup terutama dalam menyimpangi bunyi asas 
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tersebut dalam hal-hal tertentu. Sikap yang tegas terhadap penegakan 

hukum preventif (hukum administrasi dan Alternatif Penyclesalan 

Sengketa!Alternatif Dispute Resolution) dan represif (perdata dan 

pidana) akan lebih baik bila dapat berjalan dengan simultan. 

Tennasuk juga terhadap kemampuan penuntut umurn dalam 

memahami model dan teori-teori pertanggungjawaban korporasi yang 

ada serta bagaimana merumuskan dakwaan khusus terhadap 

korporasi serta variasi sanksi pidana terhadap korpora.<;i selain pldana 

denda yang harus juga memperhatikan potensi/dampak yang dapat 

timbul sekiranya variasi sanks:i pidana itu diterapkan. Hal ini dapat 

dilakukan secara dini sejak awal pada pendidikan dan pelatihan 

pembenwkan Jaksa dan harus segera diimplementasikan melalui 

kurikulum terpadu dengan memberikan mata kuliah khusus mengenai 

kejahatan korporasi dan. serta teori dan model pertanggungjawaban 

korporasi dafam penegakan hukum lingkungan serta pelatihan 

perumusan dakwaan khusus terhadap korporasi sebagai subjek 

hukum. 

5.2.3. Terkalt aturan penunjuk.kan perwakilan korporasi yang dapat 

bertindak di pengadilan, dapat dipedomani bahwa korporasi dalam 

hal ini dapat diwak.ili oleh pengurus atau direksinya atau siapa pun 

yang disepakati ditunjuk oleh AD/ART korporasi serta merujuk 

kepada Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai identifikasi dari 

korporasi.O 
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